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KATA PENGANTAR

Swt. dengan
selesainya penyusunan buku Optimalis an BMD Upaya

Peningkatan Kesejahteraan Masyara ini disusun untuk
memenuhi kebutuhan yang berasal dari semua kalangan, baik itu

pegawai pemerintah daerah, pega p. intah pusat, para akademisi,

mahasiswa, dan stakeholder, s mangku kepentingan lainnya
yang tertarik seputar permas ngelolaan aset/barang milik daerah.
Buku ini disusun berdas an yang ada bahwa masih banyak

yang belum mengetahui t engelolaan barang milik daerah (BMD).
Buku ini ditulis u memberikan pemahaman dan wawasan
tentang pengelplaa dalam pelaksanaannya.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadir

saat ini semakin berkembang dan kompleks.
n kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara
anyaknya permasalahan yang muncul serta praktik
ang penanganannya belum maksimal. Peraturan Menteri
eri Nomor 19 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam
Neg omor 47 Tahun 2021 mengatur tentang pejabat yang melakukan
pengelolaan BMD termasuk kewenangannya. Selain itu, ruang lingkup
pengelolaan BMN/D diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 yang
mengamanatkan tentang semua aktivitas berkaitan dengan BMN/D
yang terdiri dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerja sama
pemanfaatan dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerja sama
pemanfaatan infrastruktur), pengamanan meliputi administrasi, fisik, dan



hukum dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan
(meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal
pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan
pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.

Akhimya, ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan
kepada seluruh sahabat yang telah mencurahkan pikirannya untuk
mewujudkan buku ini. Penyempurnaan maupun perubahan buku pada
masa mendatang senantiasa terbuka dan dimungkinkan seiring dengan
perkembangan situasi, kebijakan, dan peraturan yang terus- erus
terjadi. Harapan kami buku ini dapat memberikan manfaa kita
semua serta menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amj

Bandung, Juni 2022

Dr. Dadang Suwan M.M., M.Ak., Ak., CA.
Dr. Yudi Rusfiana, ., AML.Si.

\}

iv OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR

BAB | PARADI D
MD
engelolaan BMD
si Kebijakan Pengelolaan BMD

BAB I DAN WEWENANG PENGELOLA BMD
Pengertian Pengelola BMD
Kelembagaan Pengelola BMD

C. Tugas dan Wewenang Pengelola BMD

BAB Il PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BMD
A. Prinsip Umum Perencanaan Kebutuhan
dan Penganggaran BMD
Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD
C. Tata Cara Perencanaan Kebutuhan
dan Penganggaran BMD

@

24
28

31



BAB IV  PENGADAAN BMD 37

A. Pengertian dan Prinsip Pengadaan BMD 38
B. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 41
C. Pelaksanaan Pengadaan BMD 46
D. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan BMD 48
E. Pengadaan Tanah 51
F. Pertimbangan dalam Pengadaan BMD 53
BAB V  PENGGUNAAN BMD 55
A. Pengertian Penggunaan BMD 55
B. Penetapan Status Penggunaan BMD
oleh Kepala Daerah 58
C. Penetapan Status Penggunaan BMD
oleh Pengelola Barang 60
D. Pengalihan Status Penggunaan B 60
E. Penggunaan Sementara BMD 62
F. Penetapan Status Pengguna
untuk Dioperasikan Oleh Pih 64
BAB VI PEMANFAATAN BMD 67
A. Pengertian Pemanf 67
B. Mitra Pemanfaa 70
C. Prinsip Pem 79
D. Sewa 82
E. Pinja 93
F. Kerj Pemanfaatan (KSP) 98
G. a Serah (BGS) dan Bangun
una (BSG) 110
a Sama Penyediaan Infrastruktur 117
MANAN DAN PEMELIHARAAN BMD 127
Pengamanan BMD 127
B. Pemeliharaan BMD 140
BAB VIII PENILAIAN BMD 145
A. Konsep Penilaian BMD 146
B. Proses Penilaian BMD 148
C. Metode Penilaian 155
D. Ketentuan Khusus Penilaian BMD 165

vi OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



BAB IX PEMINDAHTANGANAN BMD
A. Pengertian Pemindahtanganan BMD
B. Alasan Pemindahtanganan BMD
C. Bentuk Pemindahtanganan
D. Laporan Pemindahtanganan

BAB X  PEMUSNAHAN BMD
A. Pengertian Pemusnahan BMD
B. Kewenangan dan Tanggung Jawab
terkait Pemusnahan BMD
C. Tata Cara Pemusnahan pada Pengguna Bara
D. Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola B

BAB XI PENGHAPUSAN BMD
A. Pengertian Penghapusan BMD

B. Ruang Lingkup BMD dalam Pengh MD
C. Pelaksanaan Penghapusan B a
Pengguna Barang atau Kuas na Barang

D. Pelaksanaan Penghap BMD pada
Pengelola Barang

BAB XII PENATAUSAHAAN B
A. Pengertian
Objek Pe u

aan BMD
n BMD

@

BAB XIlI , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD
binaan BMD
engawasan BMD

Pengendalian BMD

PENGELOLAAN BMD PADA BLUD
A. Pengelolaan BMD pada BLUD

BAB XV PENGELOLAAN BMD BERUPA RUMAH NEGARA
A. Pengertian dan Landasan Hukum BMD
Berupa Rumah Negara
B. Penggunaan Rumah Negara

Daftar Isi

169
169
170
173
202

203
203

204
204

207
207
209

210

216

223
223
226
227
238
243

247
248
250
258

267
267

271

271
272

vii



BAB XVI

C. Tata Cara Pengalihan Hak Rumah Negara 273
D. Tata Cara Penghapusan Rumah Negara 277
E. Tata Cara Penatausahaan Rumah Negara 279
F. Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara 279
G. Beberapa Permasalahan Pengelolaan

Rumah Negara 280
PENGELOLAAN BMD UNTUK
KESEJAHTERAAN MASVARAKAT 281
A. Pendahuluan 281
B. Meningkatkan Infrastruktur 282
C. Optimalkan Aset Daerah untuk

Kesejahteraan Rakyat 283

GLOSARIUM

DAFTAR PUSTAKA 285
287

INDEK

0 289
TENTANG PENULIS 293

\}

viii OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1  Siklus Pengelolaan

Gambar 1.2 Perubahan Par, gelolaan BMD

Gambar 1.3  Dasar Huk P n BMN/D

Gambar 2.1  Struktur N Pengelola BMD

Gambar 1.4. Prinsi encanaan dan Penganggaran BMD

Gambar 1.5  Prinsi RKBMD Pemeliharaan BMD
Gambar 3.1 ncanaan Kebutuhan BMD
Gambar edur Pengelolaan BMD pada Tahap

canaan dan Penganggaran

cana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
encana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DRKPBU)
Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
Struktur Organisasi Pengadaan

Gambar 4. Pelaksanaan Pengadaan

Gambar 4.4 Metode Pemilihan

Gambar 5.1  Alur Penetapan Status Penggunaan BMD
Gambar 6.1 Pelaksana Pemanfaatan

Gambar 6.2 Tugas Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan
Gambar 6.3. Proses Administrasi Tender Mitra Pemanfaatan
Gambar 6.4  Proses Pelaksanaan Tender Mitra Pemanfaatan
Gambar 6.5 Proses Tender Ulang Mitra Pemanfaatan
Gambar 6.6 Bentuk Pemanfaatan

N BN

14
25
27
28

31
32
33
40
42
46
47
58
68
73
75
77
78
81



Gambar 7.1
Gambar 7.2
Gambar 8.1
Gambar 9.1.
Gambar 12.1.
Gambar 12.2.

X OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pengamanan BMD

Format Kartu Pemeliharaan
Proses Pelaksanaan Penilaian BMD
Bentuk Pemindahtanganan
Kegiatan Penatausahaan BMD
Pembukuan BMD

3

<

128
144
147
173
225
227



BAB I

PARADIGMA BARU BMD

A. Pengertian BMD

Seiring dengan perk a nya, pengelolaan BMD menjadi semakin
secara optimal, efektif, dan efisien.
elolaan BMD yang diatur dalam Peraturan

kompleks sehingga
un 2014 tentang Pengelolaan BMD belum

Pengaturan meng
Pemerintah N

dang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pen laan BMD, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMD (BMN/D) dan perubahannya,
yaitu PP Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMD.

PP Nomor 27 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2020
pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan mengenai
pengelolaan BMD (BMN/D) yang telah ada sebelumnya, mengatur
hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada



sebelumnya dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat agar
tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat
diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 27 Tahun
2014 diharapkan pengelolaan BMD semakin tertib, baik dalam hal
pengadministrasiannya maupun pengelolaannya sehingga pada masa
mendatang dapat lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan BMD saat ini tidak lagi sekadar administratif semata,
melainkan lebih maju lagi yakni bagaimana meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan menciptakan nilai tambah. Semua itu akan tefvujud
melalui pengelolaan BMD yang lebih tertib, akuntabel, dan ran.
Pengaturan dalam rangka pengelolaan terhadap BMD
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Pera
teknis dalam pelaksanaan pengelolaan BMD masi acu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Ta

Pengelolaan BMD dapat diartikan seb menggerakkan
orang dan mengerahkan fasilitas dalam sattl us kerja sama untuk
mencapai tujuan tertentu terhadap barang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal d ehan lainnya yang sah. Jika
dikaitkan dengan Peraturan M Negeri Nomor 19 Tahun
2016, siklus pengelolaan BMD ihat pada gambar berikut.

~Perencanaan Kebutuhan \\Lj SIKLUS PENGELOLAAN BMN/D

*Penganggaran
APBN/D

PENETAPAN STATUS - ngya .
| PENGGUNAAN INSIDENTAL: ~ _ binjam Pakai
— Kerja Sama
Pemanfaatan
PEMANFAATAN — Bangunan Guna
Serah/Bangunan
PENILAIAN Serah Guna

PENATAUSAHAAN ‘.

¢ Penjualan
PEMUSNAHAN PEMINDAHTANGANAN e Hibah

e Tukar-menukar
® Penyertaan

2 ‘ PENGHAPUSAN Modal

2yl

Gambar 1.1 Siklus Pengelolaan BMN/D
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B. Konsep Pengelolaan BMD

BMD selama ini lebih banyak dikelola tanpa pendekatan sistem yang
baik, dan sekadar kegiatan administratif semata. Dalam perjalanannya,
banyak timbul permasalahan dalam pengelolaan BMD, baik yang berkaitan
dengan status dan nilai yang tidak jelas maupun penggunaan dan
pemanfaatan yang tidak optimal. Hal tersebut tentunya akan sangat
memungkinkan terjadinya kerugian keuangan daerah.

Paradigma lama yang merugikan tersebut sudah sewajarnya diubah
dengan paradigma baru yang berpikir lebih maju dalam mengelola BMD,
yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan an
nilai tambah dalam mengelola aset. Sesuai Peraturan Pe h Nomor
27 Tahun 2014, pengelolaan BMD harus dilaksanaka rdasarkan
asas-asas berikut.

1. Fungsional, yaitu setiap pengambilan dalam rangka
pengelolaan BMD harus dilakukan sesyall fungsi, kewenangan, dan
tanggung jawab masing-masing.

2. Kepastian hukum, yaitu pen
berdasarkan peraturan yan a

3. Transparansi, yaitu penyelen
terhadap hak masyara
an BMD agar sesuai batasan standar
nunjang penyelenggaraan tupoksi secara

4. Efisiensi, yaitu arah
kebutuhan dala
optimal.
5. Akuntabil ai tiap kegiatan pengelolaan BMD harus dapat

dipertang kan kepada stakeholder/rakyat.

i, yaitu pengelolaan BMD harus didukung adanya
umlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi
atan dan pemindahtanganan BMD serta neraca pemerintah.

n BMD harus dilaksanakan

gelolaan BMD harus transparan
memperoleh hak informasi.

gelolaan BMD yang lebih profesional dan modern dengan
mengedepankan good governance diharapkan akan mampu meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Bab I: Paradigma Baru BMD 3



Paradigma Lama Paradigma Baru

Pengelolaan BMD adalah salah satu pen pelaksanaan
prinsip tata kelola pemerintahan yang bai vernance), yang
menjadi tuntutan masyarakat selaku sta ldér) yaitu terwujudnya
suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah memadai, informatif,
transparan, dan akuntabel. BMD n komponen penting dalam
pengelolaan keuangan daerah. Pen BMD memerlukan perhatian
tersendiri karena terjadi pepin ai BMD dari tahun ke tahun
yang cukup signifikan. Se pkannya kewajiban penyusunan
neraca sebagai bagian n keuangan pemerintah, pengakuan/
pencatatan, pengu ian dan penyajian serta pengungkapan
BMD tetap menja utama, karena memiliki nilai yang sangat
signifikan da ingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan
, Upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
gan daerah tidak dapat dilakukan tanpa pembenahan

BMD Yyang terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh biro
keuangan dengan data aset yang biasa dikelola oleh biro perlengkapan/
umum. Dari segi administrasi banyak ditemukan aset yang dicatat
oleh pemerintah daerah tidak didukung dokumen yang memadai dari
aspek legalitas.

Seiring dengan perkembangannya, pengelolaan BMD menjadi semakin
kompleks sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien,
maka Pengelolaan BMD dengan peraturan pemerintah yang baru yaitu
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
BMD dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan BMD beserta turunannya, yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pengelolaan BMD mengakomodasi beberapa kebutuhan pengaturan
dalam pengelolaan BMD dan merupakan penyempurnaan terhadap
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Seluruh kegiatan siklus pengelolaan BMD dari mulai pere
kebutuhan dan penganggaran hingga pengawasan dan pe
merujuk pada peraturan ini sebagai aturan atau pe
yang mengatur lebih lanjut pada setiap tahapan si ngelolaan
BMD tersebut. Hal ini mempermudah pemerin ah dalam
menerapkan pengelolaan BMD, antara lain tenta ulan regulasi
mengenai tata cara perencanaan dan pen enatausahaan
hingga pelaporan BMD. Perbedaan setiap n yang diterapkan
pada tiap-tiap daerah tidak terjadi yang be i pada pemeriksaan
oleh auditor atas manajemen aset digdaerah, di mana kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah daerah téfse ijadikan dasar atau kriteria
dalam pemeriksaan.

Belum memadainya si endalian aset pada pemerintah
daerah secara tidak lag@su kan menyebabkan tidak akurasinya
informasi aset sehin & ali ditemukan aset yang dicatat dan
dilaporkan secara k¥sesuai dengan jenis, jumlah, dan status
aset. Ketidaka masi yang disajikan akan membuka peluang
erusaha menguasai atau mengambil alih aset
dari segi pembiayaan kadang kala aset yang tercatat
mber dananya, baik yang didanai oleh APBD, hibah,
aupun sitaan, dan sebagainya.

an paradigma tentang pengelolaan BMD dari sebelumnya
adminystrasi BMD menjadi pengelolaan BMD secara tidak langsung juga
akan mengubah sistem pengelolaan BMD yang telah ada. Pengelolaan
aset dengan paradigma yang baru sebagai pengelolaan aset mengakui
bahwa siklus pengelolaan aset mempunyai dampak terhadap penerimaan
dan pengeluaran APBD. Dengan paradigma ini diharapkan pemanfaatan
atas BMD dapat lebih dioptimalkan dan pengendalian internal atas
aset dengan sendirinya akan memadai seiring dengan perubahan
pengelolaan yang ada.

Bab I: Paradigma Baru BMD 5



BMD merupakan salah satu kekayaan daerah yang digunakan
sebagai alat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung
pelayanan kepada masyarakat. Ironisnya walaupun memegang peran
yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam
pelaksanaan pengelolaannya belum dilakukan secara transparan dan
akuntabel. Penatausahaan dan pelaporan aset tetap sangatlah berarti
terhadap kelayakan/kewajaran laporan keuangan. Kesalahan dalam
melakukan penilaian BMD dapat mengakibatkan kesalahan yang cukup
material karena nilai yang diinvestasikan relatif signifikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 af 5
menyebutkan aset tetap diartikan sebagai aset berwujud ya em ai
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk an dalam
kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh ma mum. Di
dalam paragraf 16 PSAP Nomor 7 menyebutka untuk dapat
diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus dan memenuhi
kriteria berikut

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 Ua belas) bulan.
Biaya perolehan aset dapat di cara andal.

Tidak dimaksudkan untuk dij operasi normal entitas.
Diperoleh atau dibangun aksud untuk digunakan.

HwnN

MD antara lain adalah belum di-
gkap (belum semua tercatat), belum
rcatat diketahui fisik dan keberadaannya,
, belum semua pelaporan BMD memadai.
penyajian nilai aset tetap sebagai komponen
m neraca belum diyakini kewajaran.

Problem utama pe
lakukan inventarisasj
semua daftar as
belum dilaku
Hal ini meng
aset ter

MD dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian,
S pelaporan seluruh BMD pada pemerintah daerah serta
p annya BMD yang berada dalam penguasaan pemerintah
daeral. Penertiban dimaksudkan untuk mewujudkan penertiban dan
pengamanan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, baik secara
administratif, hukum, maupun fisik.

Permasalahan yang mendasar adalah bagaimana hasil kegiatan
penertiban BMD tersebut dan apakah secara langsung memengaruhi
kewajaran nilai aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan
sehingga kita dapat mengetahui hasil yang dicapai dari penertiban
terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMD.
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C. Regulasi Kebijakan Pengelolaan BMD

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya. Hal ini dapat diartikan bahwa daerah diberikan kewenangan
yang luas dalam mengurus dirinya termasuk dalam pengelolaan BMD.
Kewenangan pengelolaan BMD ini lebih tegas disebutkan dalam Updang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negar@iPasal
43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa peraturan yang berkat an
pengelolaan BMD ditetapkan oleh kepala daerah.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN BMN/,

Pasal 69 AYAT (6)
Ketentuan mengenai Pedoman Teknis dan

Administrasi Pengelolaan Barang Milik Menke etapkan
Negara/Daerah diatur dengan Peraturan VUL kan Umum Pengelolaan
Pemerintah. g
TAHUN 2004 dagri menetapkan
PP NO. 6 edoman Teknis Pengelolaan

TH2006  BMD:

0.38
2008

NO 27 TH

2014
* Pengganti PP No. 6 Tahun
® Perubahan PP No. 27 zoogg
Tahun 2014. :

Dasar Hukum Pengelolaan BMN/D

n perkembangannya, pengelolaan BMD menjadi
s sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan
tara itu, pengaturan mengenai pengelolaan BMD yang
m Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pen laan BMD belum sepenuhnya mengakomodasi beberapa
kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan BMD, sehingga perlu dilakukan
perbaikan. Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan BMD merupakan penyempurnaan terhadap
ketentuan dalam peraturan pemerintah sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ini merupakan pengganti
dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahannya
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 yang masih memiliki
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kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut di antaranya adalah belum
adanya aturan khusus mengenai pengelolaan BMD yang meliputi sewa
BMD, kerja sama pemanfaatan, maupun BMD vyang terletak di luar
negeri. Selain itu, masih terdapat multitafsir terutama dalam hal badan
layanan umum dan penerimaan negara bukan pajak. Dengan demikian,
dapat dikatakan bahwa PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PP Nomor 38
Tahun 2008 tidak sesuai dengan dinamika pengelolaan BMD sekarang.
Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan atas peraturan tentang
pengelolaan BMD. Hal ini juga didukung oleh temuan pemegiksaan
BPK serta adanya kasus-kasus kecurangan terkait pengelola D.

Pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan pa Per an
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 serta perubahann u sebagai
berikut.

Penyempurnaan siklus pengelolaan BMN/D.
Harmonisasi dengan peraturan lain.
Penguatan dasar hukum pengaturan.
Penyederhanaan birokrasi.
Pengembangan manajemen a ra.
Penyelesaian kasus yang tela r r terjadi.

ok wnNeE

Dengan perubahan ters pkan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 ini mam komodasi dinamika pengelolaan BMD;

meminimalisasi multitafsir pengelolaan BMD; mempertegas hak,
kewajiban, tanggu an kewenangan pengguna dan pengelola;
memiliki harmggisa an peraturan terkait lainnya.

Peraturan ini dapat menjadi dasar pengaturan yang lebih
luas un kan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan
D serta menyediakan skema baru sebagai alternatif
pemanfaatan BMD pada penyediaan infrastruktur. Beberapa

tambahan yang baru diatur di PP Nomor 27 Tahun 2014,
yaitu Sebagai berikut.

1. Pengelolaan BMD pada Badan Layanan Umum/BLUD
Aset yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan BLUD
(BLUD) merupakan bagian dari kekayaan negara. BLU dan BLUD
berkembang pesat sebagai akibat urgensi pemerintah untuk
meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Oleh karena itu, seiring
dengan peningkatan jumlah BLU/BLUD dalam lingkup keuangan
negara, BMD yang berada di bawah penguasaan BLU/BLUD ini juga
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perlu diatur pengelolaannya dalam peraturan pemerintah terkait
pengelolaan BMD. Akuntabilitas dan transparansi BLU/BLUD perlu
dijaga dan ditingkatkan guna maksimalisasi pelayanan yang dapat
diberikan kepada masyarakat.

Penambahan Aturan Terkait BMD Berupa Rumah Negara

Selama ini ada banyak sekali kasus pada beberapa kementerian/
lembaga yang berhubungan dengan penggunaan rumah negara yang
tidak sesuai dengan tujuannya. Misalnya ada rumah negara dihuni
oleh pensiunan secara tidak taat asas dan bahkan dimanfaatkan
dengan jalan disewakan kepada pihak lain. Hal ini perlu
perhatian pemerintah. Pengawasan dan pengendalian
negara perlu diatur secara spesifik sebagai bagian d
BMD. Dengan demikian, penyelenggaraan pe
pengendalian BMD berupa rumah negara aka
hukum yang kuat.

Pendapatan dari Pengelolaan BMD
Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan BMD terutama dari
pemanfaatannya merupakan bagian yang diperhatikan. Selama
ini pendapatan terkesan menja aber penerimaan yang kurang
diperhatikan oleh pemerint erah. Padahal sesungguhnya
pendapatan memiliki pot ang cukup besar apabila dapat
dikelola dengan efektif? na itu, memasukkan pengaturan
terkait pendapatan elolaan BMD adalah langkah penting
yang seharusn k lama diberlakukan.

Pemusnahan lus Pengelolaan BMD

Pemusna d tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan
BMD. usnahan ini tidak diakomodasi dalam peraturan
elumnya. Munculnya kegiatan pemusnahan mendorong
eningkatan efisiensi pengelolaan BMD sekaligus
tkan akuntabilitas pengelola maupun pengguna BMD.
n munculnya kegiatan pemusnahan, kegiatan penghapusan
matis menjadi akhir (ending point) dari siklus pengelolaan BMD.

asan dan
Qi payung
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BAB II

TUGAS DAN WEWENANG
PENGELOLA BMD

¢

an pemerintah daerah dan
paradigma pembangunan enegaskan tentang pentingnya
implementasi prinsip t kepemerintahan yang baik (good
governance) dalam araan pemerintahan di daerah. Dalam
kerangka good gov perlukan prinsip-prinsip dalam pengelolaannya,
yaitu TARIP , Akuntabel, Responsibilitas, Informatif, dan

ewujudkan pengelolaan BMD yang baik juga
nya)sinergi antara keuangan dan aset sehingga organisasi
g menjadi satu wadah dengan pengelola keuangan.
euntungan bersatunya pengelolaan antara barang dan
adalah menjadikan penatausahaan keduanya lebih mudah
sehingga masalah-masalah perbedaan perlakuan atau pencatatan di
antara kedua hal tersebut dapat diminimalisasi.

Perkembangan paradigm

Organisasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting
dalam pengelolaan BMD yang efisien dan efektif sesuai dengan peraturan
yang melingkupinya. Penanggung jawab utama pengelolaan BMD adalah
kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah sebagai pengelola BMD.
Selanjutnya, sekretaris daerah dibantu oleh biro/bagian perlengkapan,
kepala SKPD, kepala UPTD, penyimpan dan pengurus BMD. Berbeda
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dengan SKPD/UPTD yang mengelola BMD di SKPD/UPTD masing-masing,
kepala biro/bagian perlengkapan bertugas mengoordinasi pengelolaan
BMD pada semua SKPD.

A. Pengertian Pengelola BMD

Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Salah satu hal lai
paling penting dalam pengelolaan BMD adalah adanya kele
berkualitas yang mampu mengelola BMD dengan baik dan se
peraturan yang ada. Kelembagaan di sini adalah insti
sumber daya manusia yang mengelola BMD tersebut.
ini sangat berpengaruh terhadap baik burukn
karena sebagus apapun sistem yang tersedia jika
kualitas kelembagaan yang baik pengelolaa
dengan baik.

n institusi
an BMD
¢didukung oleh
akan berjalan

B. Kelembagaan Pen MD

Dalam melaksanakan t
daerah diperbolehkan

r berjalan dengan baik, pemerintah
embentuk kelembagaan/organisasi
perangkat daerah s I dengan kebutuhannya. Hal ini diatur
dalam Peraturan h Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah. Pada gminsip imaksudkan memberikan arah dan pedoman
yang jelas kep ah dalam menata organisasi yang efisien, efektif,
dan rasi dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-
anya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi
asi kelembagaan antara pusat dan daerah.

itu, organisasi pemerintah daerah seyogianya harus memenuhi
syarat’ sehat dan efisien. Struktur organisasi sehat berarti tiap-tiap
satuan organisasi yang ada dapat menjalankan peranannya dengan
tertib. Struktur organisasi efisien berarti dalam menjalankan peranannya
tersebut tiap-tiap satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik
antara usaha dan hasil kerja.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya memper-
timbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang
meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya
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tugas. Selain itu, harus memperhatikan luas wilayah kerja dan kondisi
geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian
dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang
tugas. Kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi setiap daerah
tidak senantiasa sama atau seragam.

Pada dasarnya pengelolaan BMD dimaksudkan untuk digunakan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang/kuasa pengguna
barang yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara sehingga apabila terdapat B yang
tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi una
barang wajib diserahkan kepada pengelola barang.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016
pengguna barang wajib menyerahkan BMD yang tig igUnakan untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi pengguna
pengelola barang. Dalam ketentuan ini pen 5 bersifat pasif,
dan dalam pelaksanaan tanggung jawab ha didahului dengan
pelaksanaan Inventarisasi dan audit. Ketentua alam pelaksanaannya
kurang mampu meminimalkan B idle.

ari pengadaan barang milik
gelola barang perlu secara proaktif
barang milik negara yang tidak

& tugas dan fungsi pemerintahan dan
t'¥nendelegasikan sebagian dari kewenangan

dimaksud berlaku pula bagi kepala daerah

Untuk mengembalikan ma
negara, menteri keuangan s
melakukan langkah-lang
digunakan untuk pen
dalam pelaksanaa
yang dimiliki terseb
dalam pengel

Org i gelolaan BMD dilakukan secara terpisah dengan
organi ola keuangan daerah. Namun, bisa saja pengelolaan
k BMD berada pada satu orang, misalnya kepala dinas
gsi sebagai pengguna anggaran sekaligus sebagai pengguna
barang? Struktur organisasi pengelolaan BMD menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut.
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STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

5 T
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Sekretaris Daerah
Pengelola Barang

[EEE]
N | Dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali pertimbangan objektif lainnya.

Gambar 2.1 Struktur Kelembagaan Pengelol

da hakikatnya
adalah kepala

Struktur organisasi di atas memperlihatka
penanggung jawab dari keseluruhan peng

daerah. Secara operasional kepala daerah oleh:

1. sekretaris daerah selaku penge MD;

2. kepala biro/bagian perlengkap /unit pengelola BMD selaku
pembantu pengelola BM
kepala SKPD selaku p
kepala UPT daerah
penyimpan BM
pengurus BM

D;
asa pengguna BMD;

ok w

Nomenkl ntu pengelola BMD tidak terdapat di dalam
Peratura Nomor 27 Tahun 2014, tetapi diatur dalam
Perat i Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sehingga

antu pengelola BMD masih relevan. Demikian juga
atan kuasa pengguna barang BMD juga tidak terdapat
eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tetapi istilah itu

ada dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Struktur di atas juga
menjelaskan bahwa pengelolaan BMD tidaklah ditangani oleh satu SKPD,
tetapi menjadi tanggung jawab semua SKPD dalam mengelola barang
yang ada pada SKPD masing-masing, di mana kepala SKPD menjadi
pejabat penanggung jawabnya.
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C. Tugas dan Wewenang Pengelola BMD

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa kelembagaan
dalam pengelolaan BMD meliputi pemegang kekuasaan pengelolaan
BMD, pengelola BMD, pembantu pengelola BMD, pengguna BMD, kuasa
pengguna BMD, pengurus BMD, dan penyimpan BMD. Tugas/wewenang/
tanggung jawab setiap kelembagaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD

Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri r 19
Tahun 2016, kepala daerah adalah pemegang kekuasa ngelaldaan
BMD. Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenan rtanggung
jawab menetapkan kebijakan pengelolaan BMD, i berikut.

a. Menetapkan kebijakan pengelolaan BMD.

b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, a tanganan BMD.
c. Menetapkan kebijakan pengamanan d emeliharaan BMD.

d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan yimpan BMD.

e. Mengajukan usul pemindah n BMD yang memerlukan

persetujuan DPRD.
f.  Menyetujui usul pemindaht , pemusnahan, dan penghapusan
BMD sesuai batas ke nya.
Menyetujui usul pe BMD selain tanah atau bangunan.
Menyetujui us atan BMD dalam bentuk kerja sama
penyediaan in

2. Pengel D
SeSuai n pasal 10 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
1 un 2016, sekretaris daerah selaku pengelola barang

dan bertanggung jawab pada hal berikut.

> ®m

r.

neliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD.

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD.

c. Mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang
memerlukan persetujuan kepala daerah.

d. Mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan BMD.

e. Mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui
oleh kepala daerah atau DPRD.
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f.  Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD.
g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

3. Pejabat Penatausahaan Barang

Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku
pejabat penatausahaan barang ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah. Pejabat penatausahaan barang mempunyai wewenang dan
tanggung jawab sebagai berikut.

a. Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan pers@tujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepad ola
barang.

b. Membantu meneliti dan memberikan pertimban
dalam penyusunan rencana kebutuhan pem
BMD kepada pengelola barang.

c. Memberikan pertimbangan kepad n a barang atas
pengajuan usul pemanfaatan dan ahtanganan BMD
yang memerlukan persetujua pala daerah.

d. Memberikan pertimbangan pengelola barang untuk
mengatur pelaksanaan p emanfaatan, pemusnahan,
dan penghapusan B

e. Memberikan perti epada pengelola barang atas
pelaksanaan pe &1} nan BMD yang telah disetujui oleh

kepala daera .
barang dalam pelaksanaan koordinasi

rsetujuan
erawatan

entingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

dang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada kepala

rah melalui pengelola barang, serta BMD yang berada
pada pengelola barang.

h. Mengamankan dan memelihara BMD.

i. Membantu pengelola barang dalam pengawasan dan pengendalian
atas pengelolaan BMD.

j. Menyusun laporan BMD.
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4. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Kepala SKPD selaku pengguna barang ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah. Pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab
sebagai berikut.

a. Mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD
yang dipimpinnya.

b. Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.

c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya.

d. Menggunakan BMD yang berada dalam pengua ya untuk
kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKP dipimpin-

nya.

e. Mengamankan dan memelihara BMD yan ada‘dalam pengua-
saannya.

f.  Mengajukan usul pemanfaatan dan pe ganan BMD berupa
tanah atau bangunan yang tid emerltkan persetujuan DPRD

dan BMD selain tanah atau .
g. Menyerahkan BMD beru u bangunan yang tidak di-
gunakan untuk kepenti nyelenggaraan tugas dan fungsi

SKPD yang dipimpin ang tidak dimanfaatkan pihak lain,
% i pengelola barang.
ahan dan penghapusan BMD.

kepada kepala d

h. Mengajukan

i. Melakukanpe , pengawasan, dan pengendalian atas peng-
gunaan ada dalam penguasaannya.

menyampaikan laporan barang pengguna semesteran

arang pengguna tahunan yang berada dalam pengua-

epada pengelola barang.

ngguna barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan
tanggling jawab kepada kuasa pengguna barang. Pelimpahan sebagian
wewenang dan tanggung jawab kepada kuasa pengguna barang
ditetapkan oleh kepala daerah atas usul pengguna barang. Penetapan
kuasa pengguna barang berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang
dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lainnya.
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5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

Pengguna barang dibantu oleh pejabat penatausahaan pengguna
barang. Pejabat penatausahaan pengguna barang ditetapkan oleh kepala
daerah atas usul pengguna barang. Pejabat penatausahaan pengguna
barang adalah pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada
pengguna barang. Pejabat penatausahaan pengguna barang berwenang
dan bertanggung jawab sebagai berikut.

a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD, pada
pengguna barang.

b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggu ang
yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan laj yang “sah.

c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang akan oleh
pengurus barang atau pengurus barang pe

d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan da dahtanganan
BMD berupa tanah atau bangunan memerlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain ta bangunan.

e. Mengusulkan rencana penyeraha D berUpa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk an penyelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna bar ng tidak dimanfaatkan oleh

pihak lain.
a dan penghapusan BMD.
x steran dan tahunan yang dilaksanakan
a

f.  Menyiapkan usulan
g. Meneliti laporan
oleh penguru u pengurus barang pembantu.
h. Memberikan p uan atas surat permintaan barang (SPB)
surat perintah penyaluran barang (SPPB) untuk

kan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas

bahan kondisi fisik BMD.

k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu.

6. Pengurus Barang Pengelola

Pengurus barang pengelola ditetapkan oleh kepala daerah atas
usul pejabat penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola adalah
pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan BMD pada pejabat
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penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola berwenang dan
bertanggung jawab sebagai berikut.

a. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada pejabat pena-
tausahaan barang.

b. Membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan
dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
BMD kepada pejabat penatausahaan barang.

c. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan
dahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan kepa

d. Meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, o€ n,
dan penghapusan dari pengguna barang sebagai ba imbangan
oleh pejabat penatausahaan barang dalam peng 3 laksanaan

min-

penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dar

e. Menyiapkan bahan pencatatan BMD be : atau bangunan
yang telah diserahkan dari pengguna ngWang tidak digunakan
untuk kepentingan penyelenggaraan t n fungsi SKPD dan

sedang tidak dimanfaatkan pih

pengelola barang.
f.  Menyimpan dokumen asli
g. Menyimpan salinan

pengguna barang.
h. Melakukan rek i m rangka penyusunan laporan BMD.
i. Merekapitulas nghimpun laporan barang pengguna semes-
erta laporan barang pengelola sebagai bahan
an BMD.

epada kepala daerah melalui

n BMD.
aporan barang pengguna/kuasa

ng pengelola secara administratif dan secara fungsional
be wab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang
bat penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas
dan gsi administrasi pengurus barang pengelola dapat dibantu oleh
pembantu pengurus barang pengelola yang ditetapkan oleh pejabat
penatausahaan barang. Pengurus barang pengelola dilarang melakukan
kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau
bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut
yang anggarannya dibebankan pada APBD.
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7. Pengurus Barang Pengguna

Pengurus barang pengguna ditetapkan oleh kepala daerah atas usul
pengguna barang. Pengurus barang pengguna mempunyai wewenang
dan bertanggung jawab sebagai berikut.

a. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan pengang-
garan BMD.

b. Menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan
BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang
sah.

c. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi BMD.

d. Membantu mengamankan BMD yang berada pada p a barang.

e. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaata pemindah-
tanganan BMD berupa tanah atau bangunan yafig% merlukan
persetujuan DPRD dan BMD selain tanah a ahgunan.

f.  Menyiapkan dokumen penyerahan BMD P ah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentin yelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna barang da dang tidak dimanfaatkan pihak
lain.

g. Menyiapkan dokumen pengaj
BMD.

h. Menyusun laporan

Menyiapkan sura

emusnahan dan penghapusan

steran dan tahunan.
barang (SPB) berdasarkan nota per-

k. Me arang berdasarkan surat perintah penyaluran barang
(S angdituangkan dalam berita acara penyerahan barang.

kartu inventaris ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.

ri label BMD.

gajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan
pengguna barang atas perubahan kondisi fisik BMD berdasarkan
pengecekan fisik barang.

Melakukan stock opname barang persediaan.

p. Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/salinan dokumen ke-
pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen
penatausahaan.

g. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang
pengguna barang dan laporan BMD.
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r.  Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan
kepada pengelola barang melalui pengguna barang setelah diteliti
oleh pejabat penatausahaan pengguna barang.

Pengurus barang pengguna secara administratif bertanggung jawab
kepada pengguna barang dan secara fungsional bertanggung jawab
atas pelaksanaan tugasnya kepada pengelola barang melalui pejabat
penatausahaan barang. Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi
administrasi, pengurus barang pengguna dapat dibantu oleh pembantu
pengurus barang pengguna yang ditetapkan oleh pengguna ®arang.

Pengurus barang pengguna dilarang melakukan kegiatan p an,
pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertifidak sebagai
penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut y ggarannya

dibebankan pada APBD.

8. Pengurus Barang Pembantu

Kepala daerah menetapkan pengurus b pembantu atas usul
kuasa pengguna barang melalui pen arang. Pembentukan pengurus
barang pembantu dilakukan berd ertimbangan jumlah barang
yang dikelola, beban kerja, lokd ensi, atau rentang kendali dan
pertimbangan objektif lain us barang pembantu berwenang

dan bertanggung jawab a
ana kebutuhan dan penganggaran BMD.

rmohonan penetapan status penggunaan
dari beban APBD dan perolehan lainnya yang

a. Menyiapkan d
b. Menyiapkan
BMD yan

sah.
c. M
d. m

nyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindah-

tanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan

persetujuan DPRD dan BMD selain tanah atau bangunan.

f.  Menyiapkan dokumen penyerahan BMD berupa tanah atau bangunan
yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas
dan fungsi kuasa pengguna barang dan sedang tidak dimanfaatkan
pihak lain.

g. Menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan
BMD.

pencatatan dan inventarisasi BMD.
engamankan BMD yang berada pada kuasa pengguna
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h. Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

i. Menyiapkan surat permintaan barang (SPB) berdasarkan nota
permintaan barang.

j. Mengajukan SPB kepada kuasa pengguna barang.

k. Menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang
(SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang.

I.  Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan.

m. Memberi label BMD.

n. Mengajukan permohonan persetujuan kepada pejabat penatausahaan
pengguna barang melalui kuasa pengguna barang atas pertbahan
kondisi fisik BMD pengecekan fisik barang.

0. Melakukan stock opname barang persediaan.

p. Menyimpan dokumen, antara lain fotokopi/sali umen ke-
pemilikan BMD dan menyimpan asli/fotok al dokumen
penatausahaan.

g. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka yusdnan laporan barang

kuasa pengguna barang dan laporan
Membuat laporan mutasi bar
pada pengguna barang mela
diteliti oleh pejabat penat
barang pengguna.

n

tiap bulan yang disampaikan
pengguna barang setelah
ngguna barang dan pengurus

baik secara langsung maupun tidak
atan perdagangan, pekerjaan pemborongan

Pengurus barang e
langsung dilarang m
dan penjualan jas bertlndak sebagai penjamin atas kegiatan/
pekerjaan/pev but yang anggarannya dibebankan pada APBD.
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BAB III

PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN BMD

langkah manajemen dalam
u organisasi yang ingin dicapai
sip ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.
jsasi pemerintah daerah bahwa dalam
engadaan BMD yang ekonomis, efektif, dan
perencanaan yang bagus dan akuntabel.

erencanaan merupakan

Prangka mencapai st
dengan memperh

Demikian juga deng

rangka mencapai
efisien diperl

Dala terlaksananya pelayanan terhadap masyarakat
melalui msprogram dan kegiatan yang menjadi tujuan pokok dan
fungsi h, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
sarana dan prasarana yang seharusnya dapat digunakan
ptimal. Hal ini membutuhkan perencanaan yang matang mengenai
kebuttihan apa saja yang diperlukan dalam menjalankan tujuan dan
fungsi masing-masing. Membahas tentang aspek pemerintahan tidak
dapat kita lepaskan keterkaitan kebutuhan sarana yang diperlukan
dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan kepada pemerintah.

Perencanaan BMD merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk
menghubungkan antara ketersediaan BMD sebagai hasil pengadaan
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka
meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. Perencanaan BMD
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harus dapat mencerminkan kebutuhan riil BMID pada pemerintah daerah
dan SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan rencana
kebutuhan BMD pada rencana kerja dan anggarannya.

Perencanaan BMD selanjutnya akan menjadi dasar dalam perencanaan
kebutuhan, penganggaran, dan pengadaan BMD. Rencana kebutuhan
BMD disusun dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan
dengan mekanisme pembelian (solusi aset), pinjam pakai, sewa, sewa
beli (solusi nonaset), atau mekanisme lainnya yang dianggap lebih
efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerigdtahan
pusat dan daerah.

A. Prinsip Umum Perencanaan Ke dan
Penganggaran BMD

Ketentuan perencanaan kebutuhan danl pesBanggaran BMD ter-
tuang dalam Peraturan Pemerintah No Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ik Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelola tersebut yang menjelaskan
bahwa perencanaan kebutu akan kegiatan merumuskan
rincian kebutuhan BMD un bungkan pengadaan barang yang
telah lalu dengan kead edang berjalan sebagai dasar dalam
melakukan tindakap an kebutuhan yang akan datang dan
harus mencerminKa uhan riil terhadap BMD oleh setiap SKPD.

Perencan 8nganggaran pengelolaan BMD adalah sesuatu
yang san guna menunjang kelancaran dan kesinambungan
i an serta perlengkapan untuk mengemban tugas dari
karena itu, perencanaan yang baik, efisien, dan efektif

penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan
standardisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.
Penting diingat, perencanaan kebutuhan dan penganggaran bukanlah
suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang
tidak dapat dipisahkan dalam siklus pengelolaan BMD.

Perencanaan kebutuhan BMD disusun dengan memperhatikan
kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan
BMD yang ada. Ketersediaan BMD merupakan BMD yang ada pada
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pengelola barang atau pengguna barang. Perencanaan BMD harus dapat
mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD sehingga dapat dijadikan
dasar dalam penyusunan RKBMD. Oleh karena itu, perencanaan yang
baik, efisien, dan efektif akan dapat menghemat pengeluaran anggaran
belanja pemerintah daerah dan BMD. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan
dan penganggaran perlu terkoordinasi dengan baik dengan memperhatikan

standardisasi yang telah ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing.

Prinsip Umum

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

Memperhatikan kebutuhan SKPD. Perencanaan kebutuhan ilik daerah

berpedom
Ketersediaan data barang

mencerminkan kebutuhan riil. v
Permendagri 11/2007

Permendagri 7/2006

utuhan

Disusun setelah Renja SKPD.

asal 9 ayat (4)
5 27/2014 Pasal
ditetapkal 20 (2) PMDN
Pemenuhan kebutuhan. KDH 19/2016

RKBMD sebagai dasar pengusulan pedyedi
anggaran untuk kebutuhan baru 1
angka dasar (baseline) serta das

Gambar 3.1 Pr|n5|

Perencanaan n BMD dilaksanakan setiap tahun setelah
rencanakerja itetapkan. Perencanaan Kebutuhan merupakan
salah satu_da SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran
untuk aru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta
ana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan BMD

a rencana kerja SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD,
uk penghapusan, berpedoman pada hal-hal berikut.

encanaan dan Penganggaran BMD

Lo

ndar barang, yaitu spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai
acuan penghitungan pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.

2. Standar kebutuhan, yaitu satuan jumlah barang yang dibutuhkan
sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMD dalam
perencanaan kebutuhan BMD pada SKPD.

3. Standar harga, yaitu besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan
pengadaan BMD dalam perencanaan kebutuhan.
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Standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga ditetapkan
oleh kepala daerah. Penetapan standar kebutuhan memedomani
peraturan. Penetapan standar barang dan standar kebutuhan dilakukan
setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait.

Pengguna barang atau kuasa pengguna barang mengusulkan rencana
kebutuhan BMD (RKBMD). RKBMD adalah dokumen perencanaan
kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun. Pengadaan BMD
memedomani standar barang dan standar kebutuhan. Pengguna barang
menghimpun usulan RKBMD yang diajukan oleh kuasa penggunaddarang
yang berada di lingkungan SKPD yang dipimpinnya. Pengg rang
menyampaikan usulan RKBMD kepada pengelola barang y e an
penelaahan atas usulan RKBMD bersama pengguna dengan
memperhatikan data barang pada pengguna bar, pengelola
barang. Data barang pada pengguna barang a elola barang,
antara lain sebagai berikut.

1. Laporan daftar barang.

a. laporan daftar barang pengguna b
b. Laporan daftar semesteran.
c. Laporan daftar
d. Laporan daftar
e. Laporan daftar lola semesteran.
f. Laporan daftar ngelola tahunan.
g. lLaporan
h. Laporan
2 lam melakukan penelaahan dibantu pejabat

rang dan pengurus barang pengelola.

usahaan barang merupakan anggota tim anggaran
daerah.

nelaahan merupakan dasar penyusunan RKBMD.

MD yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan
oleh pengguna barang sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan
anggaran SKPD. RKBMD pemeliharaan BMD tidak dapat diusulkan oleh
pengguna barang atau kuasa pengguna barang terhadap:

1. BMD vyang berada dalam kondisi rusak berat;

2. BMD yang sedang dalam status penggunaan sementara;

3. BMD vyang sedang dalam status untuk dioperasikan oleh pihak
lain;

4. BMD yang sedang menjadi objek pemanfaatan.

26 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



RKBMD pemeliharaan barang
milik daerah tidak dapat

diusulkan oleh PB/KPB; @  BMD yang sedang dalam kondisi rusak
berat.

BMD yang sedang dalam status
penggunaan sementara.

Pasal 25 ayat (1) PMDN 19/2016

o BMD yang sedang dalam status
dioperasikan oleh pihak lain.

o BMD yang sedang menjadi obje
pemanfaatan (kecuali pinja 6
bulan).

Gambar 3.2 Prinsip Umum RKBMD pemeliha

RKBMD pemeliharaan BMD diusulkan gguna barang yang
menggunakan sementara BMD. Pemelihar MD tidak termasuk
pemanfaatan dalam bentuk pinja dengan jangka waktu kurang
dari 6 (enam) bulan.

Penting diingat perenca uttihan dan penganggaran bukanlah
suatu kegiatan yang bergi , tetapi merupakan kegiatan yang
tidak dapat dipisahkan da i pengelolaan BMD. Siklus pengelolaan
BMD dimulai den aan kebutuhan dan penganggaran. Pada
tahap ini, peran se pala SKPD sebagai pengguna BMD bagi SKPD
penting. Salah satu wewenang dan tanggung
agai pengguna BMD, adalah mengajukan rencana
agi SKPD yang dipimpinnya kepada kepala daerah

an standar kebutuhan terhadap BMD dilakukan oleh kepala
dae setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait. Penetapan
standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh menteri dalam negeri, sedangkan penetapan standar
harganya ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
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B. Lingkup Perencanaan Kebutuhan BMD

Lingkup Perencanaan Kebutuhan
Barang Milik Daerah

iy
!

perencanaan perencanaan perencanaan perencanaan
pengadaan pemeliharaan ~ pemanfaatan pemindahtanganan
barang milik barang milik barang milik barang mili milik
daerah daerah daerah daer

Gambar 3.3 Lingkup Perencanaan @ BMD

Perencanaan kebutuhan BMD melj [-hal berikut.

ituangkan dalam dokumen

1. Perencanaan pengadaan
RKBMD pengadaan.
2. Perencanaan pemeli
RKBMD pemeliharaa
3. Perencanaan
RKBMD pema

yang dituangkan dalam dokumen

r

BMD yang dituangkan dalam dokumen

4, dahtanganan BMD vyang dituangkan dalam
pemindahtanganan.
5. enghapusan BMD yang dituangkan dalam dokumen

ur perencanaan kebutuhan terhadap BMD telah diatur dalam

Peratdfan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD. Dalam peraturan tersebut

dijelaskan bahwa:

1. pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang
diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di lingkungan
kantor yang dipimpinnya;

2. pengguna barang menyampaikan usul rencana kebutuhan BMD
kepada pengelola barang;
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3. pengelola barang melakukan penelaahan atas usul rencana kebutuhan
BMD tersebut bersama pengguna barang dengan memperhatikan
data barang pada pengguna barang atau pengelola barang dan
menetapkannya sebagai rencana kebutuhan BMD.

Setelah melakukan perencanaan kebutuhan BMD, langkah selanjutnya
adalah melakukan penganggaran. Penganggaran dalam perencanaan
kebutuhan BMD merupakan kegiatan atau tindakan untuk merumuskan
penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran
atau pun pagu setiap SKPD sesuai dengan rencana kerja pe intah
daerah (RKPD).

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan peng an perlu
terkoordinasi baik dengan memperhatikan standard ang telah
ditetapkan sesuai kondisi daerah masing-masing. Pe 3 ebutuhan

dan penganggaran bukanlah merupakan suatu yang berdiri
sendiri, tetapi merupakan kegiatan yan k pisahkan dalam
pengelolaan BMD. Proses perencanaan ke han dan penganggaran
BMD ini membutuhkan pemahaman dari selur PD terhadap tahapan
kegiatan pengelolaan BMD sehing jnasi dan sinkronisasi dalam
kegiatan tersebut dapat dilaku baik.

Perencanaan kebutuhan ksanakan berdasarkan pertimbangan

sebagai berikut.
1.  Untuk menjalan elaksanakan fungsi dan tugas tiap-tiap

unit/satuan k
2. Untuk mengisi
sesuai be
or i

han barang pada tiap-tiap unit/satuan kerja
anisasi/jumlah pegawai/luas wilayah dalam satu

ganti barang-barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang,

sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga

rlukan penggantian.

anya peruntukan barang yang didasarkan pada peruntukan
standar perorangan, jika terjadi mutasi bertambah personel sehingga
memengaruhi kebutuhan barang.

5. Untuk menjaga tingkat persediaan BMD dalam jumlah yang tepat
agar efektif dan efisien.

6. Pertimbangan perkembangan teknologi.

Fungsi perencanaan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan
dalam pemenuhan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan/
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ketersediaan keuangan daerah. Perencanaan penganggaran untuk pemenuhan
kebutuhan barang harus terinci dengan memuat banyaknya barang,
nama barang, waktu dan jumlah biaya yang diperlukan. Perencanaan
kebutuhan BMD disusun oleh tiap-tiap unit sesuai rencana kerja dan
anggaran SKPD (RKA-SKPD) dengan memperhatikan standardisasi sarana
dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standardisasi harga yang
telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Kegiatan perencanaan dan penentuan kebutuhan didasarkan atas
beban tugas dan tanggung jawab tiap-tiap unit sesuai anggarad yang
tersedia. Dengan kata lain, fungsi pokok tiap-tiap SKPD sesuai.@&ngan
fungsi pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan ini dila n an
memperhatikan hal-hal seperti barang apa yang dib (jumlah,
spesifikasi, dan lain-lain), di mana dibutuhkan. Jika i n, berapa
biaya, siapa yang mengurus, dan siapa yang mengg @ alasan-alasan
kebutuhan dan cara pengadaan.

Standardisasi dan spesifikasi barang-bar: ang)dibutuhkan meliputi
jenis, macam maupun jumlah dan besarnya ng yang dibutuhkan.
Standardisasi merupakan penentu barang dengan titik berat
pada keseragaman kualitas, kapas bentuk yang memudahkan
dalam hal pengadaan dan per Sang berlaku untuk suatu jenis
barang dan untuk suatu ja u tertentu.

Dalam rangka p KBU dan RKPBU maka setiap unit

dalam suatu SKP nya menghimpun kebutuhan tersebut dari
unit terkecil. Hal in dengan ketentuan perencanaan yang baik,
di mana ada dari bawah (bottom up). Usulan ini dibuat

ir daftar usulan kebutuhan barang (DUKB) untuk
barang, dan daftar usulan kebutuhan pemeliharaan
untuk usulan pemeliharaan aset/BMD.

ini adalah gambaran tata prosedur pengelolaan BMD yang
i perencanaan dan penganggaran.
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Gambar 3.4 Tata Prosedur Pengelolaan BMD pada T
dan Penganggaran

C. Tata Cara Perencanaan Ke an dan
Penganggaran BMD

Berikut adalah tata cara e
BMD.

1. Tata Caraﬂsnan RKBMD Pengadaan

BMD pada guna Barang

Kuasagpe barang menyusun usulan RKBMD pengadaan
BMD di n kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Kuasa
g menyampaikan usulan RKBMD pengadaan kepada
ang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei. Pengguna
elakukan penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang
aikan oleh kuasa pengguna barang pada minggu ketiga bulan
Mei. Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan
oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang mengikutsertakan pejabat
penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk
melakukan review terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD
pengadaan. Penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan
oleh kuasa pengguna barang diutamakan untuk memastikan kebenaran
data masukan (input) penyusunan usulan RKBMD pengadaan yang

kebutuhan dan penganggaran
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sekurang-kurangnya mempertimbangkan kesesuaian program perencanaan
dan standar, juga ketersediaan BMD di lingkungan pengguna barang.

Hasil penelaahan atas usulan RKBMD pengadaan yang disampaikan
oleh kuasa pengguna barang digunakan oleh pengguna barang dalam
menyusun RKBMD pengadaan BMD pada tingkat pengguna barang yang
sekurang-kurangnya memuat informasi nama kuasa pengguna barang,
nama pengguna barang, program, kegiatan, data daftar barang pada
pengguna barang atau daftar barang pada kuasa pengguna barang,
dan rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui.

Hasil penelaahan pengguna barang atas usulan RKBMD aan
yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang ditandata i pengglina
barang. Kuasa pengguna barang menyusun RKBMD aan BMD
berdasarkan hasil penelaahan untuk disampaika engguna
barang paling lambat minggu keempat bulan M

DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARAN
TAHUN ANGGARAN ......

KABUPATEN..
PROVINSL..ooiiieisiciesisieinne

Kode .
No Barang Nama/Jenis Barang

Satuan Bil:yr:l(a;p) Keterangan
(Rp)

6 7 8

1 2 3

Kepala SKPD

( )
NIP. oo

Gambar 3.5 Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)
2. Yata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan
BMD pada Pengguna Barang

Kuasa pengguna barang menyusun usulan RKBMD pemeliharaan
BMD di lingkungan kuasa pengguna barang yang dipimpinnya. Kuasa
pengguna barang menyampaikan usulan RKBMD pemeliharaan kepada
pengguna barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei. Pengguna
barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD pemeliharaan yang
disampaikan oleh kuasa pengguna barang pada minggu ketiga bulan
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Mei. Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan yang disampaikan
oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang mengikutsertakan pejabat
penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk
melakukan penelitian terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan
RKBMD pemeliharaan. Penelaahan atas usulan RKBMD pemeliharaan
yang disampaikan oleh kuasa pengguna barang diutamakan untuk
memastikan kebenaran data masukan (input) penyusunan RKBMD
pemeliharaan yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang
kuasa pengguna barang yang memuat informasi mengenai barang yang
dipelihara. Hasil penelaahan digunakan oleh pengguna bar alam
menyusun RKBMD pemeliharaan BMD tingkat pengguna ng
sekurang-kurangnya memuat informasi nama kuasa p a barang,
nama pengguna barang, nama barang yang dipelihar kebutuhan
pemeliharaan, dan rencana kebutuhan BMD vya jur.

Hasil penelaahan pengguna barang atas u pemeliharaan
yang disampaikan oleh kuasa pengguna barafg dita@fidatangani pengguna
barang. Kuasa pengguna barang menyusun pemeliharaan BMD
berdasarkan hasil penelaahan un isampaikan kepada pengguna
barang paling lambat minggu kee bulan Mei.

Pengguna barang menghi BMD pengadaan dan RKBMD
pemeliharaan dari kuasa arang untuk disampaikan kepada
pengelola barang. Penya% engkapi surat pengantar RKBMD yang
ditandatangani ole barang dan data barang. Penyampaian
RKBMD pengadaa BMD pemeliharaan oleh pengguna barang
dilakukan selambat-lambatnya minggu kesatu

DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG UNIT (RKPBU)
TAHUN ANGGARAN ......

Nama/Jenis Uraian N Kode Jumlah Harga Jumlah
Lokasi

Barang Pemeliharaan Rekening Barang Satuan (Rp) Biaya (Rp) Keterangan

3 4 5 6 7 8 9 10

Kepala SKPD

NIP. .........

Gambar 3.6 Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (DRKPBU)
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3. Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan
BMD pada Pengelola Barang

Penelaahan atas RKBMD pengadaan BMD dilakukan terhadap relevansi
program dengan rencana keluaran (output) pengguna barang. Optimalisasi
dan efektivitas penggunaan BMD yang berada pada pengguna barang
telah sesuai peruntukannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi
SKPD. Penelaahan atas RKBMD pengadaan BMD sekurang-kurangnya
memperhatikan kesesuaian program perencanaan dan standar juga data
barang. Penelaahan atas RKBMD pengadaan BMD dituangka
hasil penelaahan RKBMD pengadaan BMD yang sekuran

memuat nama kuasa pengguna barang, nama pen barang,
program, kegiatan, data daftar barang pada penggu rang atau
daftar barang pada kuasa pengguna barang, da na kebutuhan

pengadaan barang yang disetujui.

Dalam melaksanakan penelaahan BM a barang meng-
ikutsertakan pejabat penatausahaan bar pengurus barang
pengelola untuk menyiapkan dan erikan pertimbangan terhadap
kebenaran dan kelengkapan usulan RKB engadaan yang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu k Juni.

Hasil penelaahan RKB
ditandatangani oleh p
RKBMD pengadaan k

aan BMD dari pengguna barang
arang pengguna barang menyusun
n hasil penelaahan. RKBMD pengadaan
a barang kepada pengelola barang paling

han atas RKBMD pemeliharaan BMD dilakukan untuk melakukan
terhadap data BMD yang diusulkan rencana pemeliharaannya.
Penelaahan atas RKBMD pemeliharaan BMD sekurang-kurangnya
memperhatikan daftar barang pada pengguna barang yang memuat
informasi mengenai status barang dan kondisi barang. Penelaahan
atas RKBMD pemeliharaan BMD dituangkan dalam hasil penelaahan
RKBMD pemeliharaan BMD yang sekurang-kurangnya memuat nama
kuasa pengguna barang, nama pengguna barang, nama barang yang
dipelihara, usulan kebutuhan pemeliharaan dan rencana kebutuhan
BMD yang disetujui.
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Dalam melaksanakan penelaahan BMD, pengelola barang meng-
ikutsertakan pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola
untuk menyiapkan dan memberikan pertimbangan terhadap kebenaran
dan kelengkapan usulan RKBMD pemeliharaan yang dilaksanakan
selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni. Hasil penelaahan RKBMD
pemeliharaan BMD dari pengguna barang ditandatangani oleh pengelola
barang. Pengguna barang menyusun RKBMD pemeliharaan berdasarkan
hasil penelaahan. RKBMD pemeliharaan disampaikan oleh pengguna
barang kepada pengelola barang paling lambat minggu ketigagbulan
Juni. RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan BMD dari
barang ditetapkan menjadi RKBMD pemerintah daerah o
barang. RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan di
lambat minggu keempat bulan Juni.

5. Penyusunan Perubahan RKB

Pengguna barang dapat melakukan p n RKBMD sebelum
penyusunan perubahan APBD. Pe unan RKBMD berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyu rubahan RKBMD.

tuk Kondisi Darurat

6. Penyusunan RK

Jika setelah batas akm paian RKBMD terdapat kondisi darurat,
pengusulan penyedi n untuk kebutuhan baru (new initiative)
dan penyediaan an ngka dasar (baseline) dalam rangka rencana
pemeliharaan BMD dilakukan berdasarkan
aran sesuai ketentuan. Kondisi darurat meliputi
gangguan keamanan skala besar. Hasil pengusulan
garan harus dilaporkan oleh pengguna barang kepada
rang bersamaan dengan penyampaian RKBMD perubahan
at MD tahun berikutnya. Laporan digunakan oleh pengelola
barang sebagai bahan pertimbangan tambahan dalam penelaahan
atas RKBMD yang disampaikan oleh pengguna barang bersangkutan
pada APBD perubahan tahun anggaran berkenaan atau APBD tahun
anggaran berikutnya.
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BAB IV

PENGADAAN BMD

intah adalah kegiatan untuk

engadaan barang dan j
memperoleh barang oleh pemerintah daerah (SKPD)
ari perencanaan kebutuhan sampai

yang prosesnya
diselesaikannya selu n untuk memperoleh barang dan jasa.

Prinsip-prinsip yan an adalah efisien, efektif, transparan, terbuka,
bersaing, adil/; inatif, dan akuntabel.

a dan jasa di instansi pemerintahan ini mempunyai

rtéptu yang diatur dengan peraturan karena berhubungan

den ithngan APBD yang digunakan untuk membayar barang atau
j . Proses pengadaan barang/jasa ini diselenggarakan secara
ke uhan oleh organisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dengan
tugas “dan kewenangan yang telah ditentukan oleh peraturan. Secara
umum, ada dua bentuk pengadaan barang/jasa tersebut, yakni melalui
swakelola dan melalui penyedia barang/jasa. Setiap bentuk pengadaan
mempunyai mekanisme dan aturan tersendiri yang telah diatur melalui
peraturan perundangan-undangan. Peraturan yang secara khusus dan
teknis dipedomani terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

A. Pengertian dan Prinsip Pengadaan BMD

Dalam menjalankan fungsinya, suatu instansi/lembaga membutuhkan
logistik, peralatan, dan jasa untuk mengoptimalkan kegiatannya. Kebutuhan
ini dipenuhi melalui kegiatan pengadaan. Berbeda dengan pengadaan
barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaangddarang
dan jasa di instansi pemerintahan mempunyai mekanisme te ang
diatur dengan peraturan karena berhubungan dengan perhi
yang digunakan untuk membayar barang atau jasa t

Peraturan yang terkait dengan pengadaan
mengalami perubahan secara dinamis sesuai de amika proses
pembangunan menuju tata pemerintahan b n bersih (good
governance and clean government). PeraturamyterBaru adalah Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pe aan Barang/Jasa dan
Peraturan Presiden Nomor 12 T 1 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tah tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah. Pengadaa sa menurut peraturan di atas

adalah kegiatan untuk barang/jasa oleh pemerintah
daerah/SKPD yang proses&
diselesaikannya sel

ai dari perencanaan kebutuhan sampai
Pemerintah.dae saja menetapkan peraturan daerah/keputusan

n untuk memperoleh barang dan jasa.

ana APBD. Akan tetapi, peraturan daerah/keputusan
harus tetap berpedoman dan tidak bertentangan

s dilakukan berdasarkan sistem tender (compulsory competitive
ten g contract). Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah
dan masyarakat tidak dirugikan.

Setelah penetapan APBD dan pengesahan DPA-SKPD dan DPA-
PPKD, kepala SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah segera
membentuk/menunjuk pejabat/panitia pengadaan barang/jasa dan
menentukan/memilih sistem atau cara pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dilaksanakan
oleh panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.
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Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan
kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa. Oleh
sebab itu, Kepala SKPD bertanggung jawab baik tertib administrasi
maupun kualitas barang, serta melaporkan pelaksanaannya kepada kepala
daerah melalui pengelola barang daerah. Setelah itu akan dilakukan
pemeriksaan realisasi pengadaan BMD oleh panitia pemeriksa barang/
jasa pemerintah daerah. Pelaksanaan pengadaan barang daerah oleh
panitia/pejabat pengadaan seharusnya diarahkan untuk hal-hal berikut.

1. Tertib administrasi pengadaan barang daerah.

2. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

3. Pendayagunaan barang daerah secara maksima
tujuan pengadaan barang daerah.

4. Tercapainya tertib pelaksanaan penatausahaa

i dengan

Pengadaan barang daerah bisa dipen Jengan beberapa cara,
seperti berikut.

1. Pengadaan/pemborongan pekerj
2. Membuat sendiri (swakelola).
3. Penerimaan (hibah atau b

ketiga).

4. Tukar-menukar.
5. Guna susun.

Pengadministr: ngadaan barang daerah yang dilaksanakan
gadaan meliputi semua kegiatan pengadaan
dengan daftar kebutuhan barang daerah.

angan atau kewajiban pihak

cakupan kegiatan pengadaan barang daerah melalui
pengadaan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah
ntuan. Akan tetapi, kepala daerah dapat melimpahkan
ke gannya kepada kepala SKPD untuk menetapkan panitia pengadaan
pada tiap-tiap SKPD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Untuk pelaksanaan teknis administrasi lebih lanjut dikoordinasikan dan
dikonsultasikan dengan pembantu pengelola. Perlu digarisbawahi bahwa
kepala SKPD bertanggung jawab baik tertib administrasi maupun kualitas
barang serta melaporkan pelaksanaannya kepada kepala daerah melalui
pengelola. Untuk pelaksanaan pengadaan barang digunakan Daftar Hasil
Pengadaan BMD (DHPBMD).
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Pengadaan barang dan pemeliharaan BMD daerah merupakan
pembelanjaan pemerintah daerah yang kalau dijumlahkan secara
nasional merupakan pengeluaran negara secara keseluruhannya/totalnya
sangat besar. Angka pembelanjaan pemerintah ini tentunya sangat
memengaruhi pasar dan aktivitas ekonomi nasional disebabkan jumlah
uang yang berputar cukup besar dan keterlibatan dunia usaha dan
birokrat publik juga sangat besar. Apalagi kalau kita memandangnya
dari segi ekonomi makro di mana pembelanjaan pemerintah berkaitan
erat dengan ekonomi negara.

Keterlibatan birokrat publik atau aparatur pemerintah unia
usaha dalam pembelanjaan ini berpeluang timbulny lus ng
ujung-ujungnya terjadi praktik korupsi di bidang pe n barang
dan pemeliharaan BMD ini, yang sudah lumrahgdi i tengah
masyarakat dengan istilah kolusi, korupsi, dan e (KKN). Hal
ini harus dihilangkan atau dihindari sehi oran keuangan
negara dapat dihindari. Untuk maksud itu @e&mesifitah selalu berusaha

melakukan perbaikan-perbaikan atau penyemp peraturan mengenai
pedoman pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah.
an
\ fektif
Akuntabel Transparan
v Prinsip-Prinsip Pengadaan
Barang dan Jasa
/tidak

skriminatif I o

Bersaing

Gambar 4.1 Prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa
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Pengadaan BMD harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip
pengadaan barang, yaitu sebagai berikut.

1. Efisien, artinya setiap pengadaan barang/jasa harus menggunakan
dana dan daya yang terbatas, dalam waktu sesingkat-singkatnya
dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencapai sasaran yang
ditetapkan.

2. Efektif, artinya pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat
yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3. Transparan, artinya semua ketentuan dan informasi enai
pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi peserta pe ia g/
jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pad nya. Jadi,
semua informasi tentang syarat teknis adminis daan, tata
cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon a barang/jasa
harus diinformasikan secara terbuka.

4. Terbuka, artinya pengadaan barang/jasa (harusterbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyarata

5. Bersaing, artinya dilakukan mel saingan yang sehat di antara
penyedia barang/jasa yang s memenuhi syarat/kriteria
tertentu berdasarkan ke n prosedur yang jelas dan

transparan.
6. Adil/tidak diskrimin memberikan perlakuan yang sama
bagi semua ca ia barang/jasa dan tidak memberikan

ada pihak tertentu saja, dengan cara dan

pengadaan barang/jasa harus mencapai sasaran
ngan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
rinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
rang/jasa.

B. Organisasi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Pelaksana dari kegiatan pengadaan barang/jasa adalah kelompok
kerja unit layanan pengadaan (kelompok kerja ULP) yang merupakan
unit organisasi pada pemerintah daerah atau SKPD. Kelompok Kerja
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ULP ini bersifat permanen dan dapat berdiri sendiri atau melekat pada
unit yang sudah ada. Organisasi pengadaan barang/jasa ini mengacu
kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

ORGANISASI
Pengadaan Barang/Jasa

Penyedia/

Swakelol
Rekanan
I L 1 I
ULP/ jabat
PA/KPA PPK Pejabat PPHP  PA/KPA ngadaan/Tim PPHP
Pengadaan Pengadaan

Gambar 4.2 Struktur, i Pengadaan

Pengangkatan dan pem
tidak terikat tahun an
pengadaan barang/jasa

pejabat yang disebutkan di atas
ertian dan tugas dari organisasi
pat dijelaskan sebagai berikut.

selanjutnya disebut PA adalah pejabat
penggunaan anggaran SKPD.

atiyang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan
/jasa dan ditetapkan oleh PA/KPA.

it layanan pengadaan (ULP) yang selanjutnya disebut kelompok
kerja ULP adalah unit organisasi pemerintah daerah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/lasa Pemerintah menetapkan tugas pokok dan
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kewenangan dari PPK dan kelompok kerja ULP secara rinci. Tugas

pokok dan kewenangan untuk PPK sebagai berikut.

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
meliputi spesifikasi teknis barang/jasa; harga perkiraan sendiri (HPS);
dan rancangan kontrak.

2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat
perintah kerja (SPK)/surat perjanjian.

4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.

5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan baranggasa da

PA/KPA.
7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan bar
KPA dengan berita acara penyerahan.
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasu anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kep PAJKPA setiap triwulan.
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan sel kumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa. Selai pokok dan kewenangan di
atas, jika diperlukan PPK dap

a. mengusulkan kepada :
1) perubahan pa an/atau;
2) perubahan x giatan pengadaan.

b. menetapka kung;
menetapk u tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk
mem anaan tugas ULP;

k

d. e esaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
dig barang/Jasa.
a dan kewenangan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan

[-hal berikut.

pada PA/

1. nyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.

2. Menetapkan dokumen pengadaan.

3.  Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.

4, Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website

pemerintah daerah/SKPD masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan.

5. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
setelah kualifikasi.
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Melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap
penawaran yang masuk.

Khusus untuk kelompok kerja ULP:

a. Menjawab sanggahan.

b. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:

1)  pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2)  seleksiatau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.
(sepuluh miliar rupiah).

c. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan do pemilihan
penyedia barang/jasa kepada PPK.

Menyimpan dokumen asli pemilihan pe arang/jasa.

e. Membuat laporan mengenai proses epada kepala

ULP.

Khusus pejabat pengadaan
a. Menetapkan penyedia bar
1) pengadaan langsun

a untuk:

paket pengadaan barang/
pekerjaan konstru ya yang bernilai paling tinggi
Rp200.000.00 atus juta rupiah).

2) Pengadaan S ntuk paket pengadaan jasa konsultansi
yang b i ing tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta

b. Men
Y
A.

ai sil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan
p ng/jasa kepada PPK.
C. ek@bkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
A/KPA.
uat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/
mberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan peng-
adaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Tugas pokok dan kewenangan kepala ULP meliputi hal-hal berikut.

Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP.
Menyusun program kerja dan anggaran ULP.

Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan
melaporkan apabila ada penyimpangan atau indikasi penyimpangan.
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4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa kepada kepala daerah/kepala SKPD.

5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia
ULP.

6. Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota kelompok kerja
sesuai dengan beban kerja setiap kelompok kerja ULP.

7. Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskan
di ULP kepada PA/KPA/Kepala daerah apabila terbukti melakukan
pelanggaran peraturan.

Selain tugas pokok dan kewenangan, jika diperlukan kel erja
ULP/pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK ahantHPS
dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Selanjut pala ULP
dan anggota kelompok kerja ULP dilarang duduk g
penanda tangan surat perintah membayar (PPSP
terkecuali menjadi pejabat pengadaan/ang uk pengadaan
barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.

Panitia atau pejabat yang tid
ngadaan barang/jasa tetapi juga
pengadaan adalah panitia/pe
pokok dan kewenangann

butkan dalam organisasi pe-
dalam penyelesaian proses
rima hasil pekerjaan. Tugas
bagai berikut.

1.  Melakukan pemeri
sesuai dengan
Menerima hasi
pengujia
Membtiat enandatangani BAST hasil pekerjaan.

il pekerjaan pengadaan barang/jasa
ang tercantum dalam kontrak.
an barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/
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C. Pelaksanaan Pengadaan BMD

Melalui Penyedia/
Rekanan

Pelaksanaan
Pengadaan

Swakelola

Gambar 4.3 Pelaksanaan Pengadaan

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16
Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Presiden ahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Presid 6 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerint P sanaan Pengadaan
Barang/Jasa dilakukan melalui 2 cara, yaitu ai berikut.

tentang

1. Melalui Swakelola

Swakelola adalah pen rang/jasa di mana pekerjaannya
direncanakan, dikerjaka iawasi sendiri oleh pemerintah daerah
atau SKPD sebagai g jawab anggaran, instansi pemerintah
lain atau kelompo kat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan
swakelola meliguti h berikut.

a. Pekerjaan ertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau
m t kemampuan teknis sumber daya manusia, serta

an tugas dan fungsi K/L/D/I.

yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi

ng masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I.

erjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pem-
biayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/
jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar.

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau
penyuluhan.
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2.

yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi

Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.

Pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah,
pengujian di laboratorium, dan pengembangan sistem tertentu.
Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan.
Pekerjaan industri kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.
Penelitian dan pengembangan dalam negeri.

Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alusista, dan
industri almatsus dalam negeri.

Melalui Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha ata eorangan
nsultansi/jasa

lainnya.
METODE PEMILIHA
PENYEDIA BA| G/JASA
Barang FELETRE Lainnya Jasa Konsultan
Konstruksi

e Pelelangan e Pelela e Pelelangan e Seleksi Umum
Umum Umum o Seleksi

e Pelelangan e Pelelangan Sederhana
Terbatas Terbatas e Penunjukan

* Pelelangan e Pemilihan Langsung
Sederhana Sederhana e Pengadaan

=

e Penunjukan e Penunjukan
Langsung angsung Langsung

¢ Pengadaan
Langsung

Gambar 4.4 Metode Pemilihan

jelasan setiap bentuk pemilihan di atas adalah sebagai berikut.

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang
dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/
jasa lainnya yang memenuhi syarat.

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/
pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melak-
sanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.
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c. Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa
lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

d. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan
konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).

e. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/
jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/
jasa.

f.  Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa langsu
penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi
langsung. Bisa ditetapkan penyedia barang/jasan
pengadaan untuk paket pengadaan barang/p
jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200 00" (dua ratus
juta rupiah) atau untuk paket pengad j sultansi yang
bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 a puluh juta rupiah).

g. Sayembara adalah metode pemilihan ia jasa yang mem-
perlombakan gagasan orisinal, ivitas, dan inovasi tertentu yang
harga/biayanya tidak dapat di berdasarkan harga satuan.

h. Kontes adalah metode pemili barang yang memperlombakan
barang/benda tertentu mempunyai harga pasar dan yang
harga/biayanya tidas itetapkan berdasarkan harga satuan.
Pemilihan pen dan/jasa dalam bentuk kontes/sayembara

dilakukan khusus milihan penyedia barang/jasa lainnya yang

merupakan h kreatif, inovatif, dan budaya dalam negeri.

ikutnya tentang pengadaan barang dan jasa ini
gadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai
p5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dapat dilakukan
a berikut.

langan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya.

2. Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

D. Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan BMD

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan BMD
daerah ini dapat dilakukan dengan memilih salah satu dari 2 (dua)
cara berikut ini untuk satu kegiatan pengadaan barang/jasa.

48 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



1. Pengadaan yang dilakukan sendiri oleh satuan kerja atau instansi
yang bersangkutan (swakelola).

2. Pengadaan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa. Sehubungan
pengadaan barang/jasa yang memerlukan kerja sama dengan pihak
luar (outsourcing). Pihak luar ini biasa disebut sebagai kontraktor,
supplier (pemasok) atau konsultan tergantung jenis barang/jasa yang
akan diadakan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
semuanya itu disebutkan sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Dari dua macam cara pengadaan barang dan pemeliharaafil BMD
yang diuraikan di atas, perlu dibedakan secara hati-hati enai
pekerjaan/kegiatan apa, serta apa saja pengadaannya ya meriukan
pihak luar (pihak ketiga) atau penyedia untuk mela nnya dan
tentunya juga untuk menentukan pekerjaan, kegi apa saja
yang pengadaannya harus dan dapat dilakuka oleh satuan
kerja/instansi yang bersangkutan atau lebi disebut dengan
cara swakelola.

1. Swakelola

Pengadaan barang/jasa pemerint

oleh pihak penyedia saja, jenis pekerjaan yang wajib/

dapat dilaksanakan ole erja/instansi pemerintah daerah

sendiri secara langsupg a an kerja/instansi yang bersangkutan
melakukan pelaksa - cara swakelola. Swakelola dilaksanakan
sendiri secara eh instansi penanggung jawab anggaran

atau oleh j

tidak selalu harus dilaksanakan

erintah penerima kuasa dari penanggung

an pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi

7 Swakelola dapat dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa;

ansi pemerintah lain; kelompok masyarakat/lembaga swadaya

masyarakat penerima hibah.

Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara swakelola adalah

sebagai berikut.

a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan
teknis sumber daya manusia dari instansi pemerintah yang
bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok
pengguna barang/jasa.
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b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan
partisipasi masyarakat setempat.

c. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan
terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia
barang/jasa akan menanggung risiko yang besar.

e. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya
atau penyuluhan.

f.  Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang ber-
sifat khusus untuk pengembangan teknologi/meto ng
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia bar

g. Pekerjaan khusus yang bersifat pemroses erumusan
kebijakan pemerintah, pengujian di labora embangan
sistem tertentu dan penelitian oleh inggi/lembaga
ilmiah pemerintah.

h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bag
jasa yang bersangkutan.

Menggunakan Penyedia Bara

Di samping pelaksanaan

pelaksanaan lainnya

penyedia. Cara ini
digunakan dalang

i pengguna barang/

arang/jasa secara swakelola,
gadaan yang dilaksanakan oleh
al biasa dan umum serta banyak
an barang/jasa borongan/jasa lainnya.
ih dahulu penyedia itu dipilih dulu melalui

secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.

lelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang/

jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara

luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk
penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang
berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

b. Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia
barang/jasa dalam hal jumlah penyedia yang diyakini mampu
melaksanakannya, jumlahnya terbatas karena untuk pekerjaan
yang kompleks maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



dilakukan dengan metode pelelangan terbatas dan diumumkan
secara luas melalui media massa dan papan pengumuman
resmi dengan mencantumkan penyedia yang diyakini mampu.
c. Pemilihan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/
jasa dilakukan jika metode dengan pelelangan umum dan
pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan.
Pemilihan dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya
3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus
prakualifikasi serta dilakukan negosiasi, baik teknis maupug biaya
serta harus diumumkan minimal melalui papan pe man
resmi.
d. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan a barang/
jasa yang dalam keadaan tertentu dan ke sus dapat
dilakukan dengan cara penunjukan langs adap 1 (satu)
penyedia dengan cara melakukan ne eknis maupun
biaya sehingga diperoleh harga yafig wajar dan secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan.

E. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah mer

cara memberi ganti kerdgi
berhak. Pengadaan

melalui hal-hal b

iatan menyediakan tanah dengan
g layak dan adil kepada pihak yang
sanakan/dikoordinasikan oleh pengelola

i dari hal-hal berikut.

(tanah yang langsung dikuasai negara).

masyarakat (tanah masyarakat hukum adat).

ak (tanah kepunyaan perorangan atau badan hukum),

efbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan,

ak pakai, atau hak pengelolaan.

iap penguasaan tanah oleh daerah untuk keperluan apapun
perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang
diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang
dalam pemberian hak atas tanah adalah Instansi Badan Pertanahan
Nasional (BPN).

3. Penguasaan tanah oleh pemerintah daerah dilakukan dengan
prosedur sebagai berikut.

1. Asal-usul
a. Tanah
b.
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a. Pemberian tanah negara (tanah yang langsung dikuasai oleh
negara) oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak.

b. Pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya,
kepunyaan perorangan atau badan hukum) dilakukan secara
musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya.

c. Penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran
ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.

4. Setelah proses pembebasan tanah atau penerimaan sumbangan/hibah
selesai, perlu pengurusan lebih lanjut dalam rangka mem
hak atas tanahnya serta sertifikat tanah yang bersangkutan.
diperolehnya sertifikat, barulah proses pengadaan ta
dianggap selesai, tertib, dan aman terhadap kemu
dari pihak lain.

5. Tata cara pembebasan tanah adalah sebagai
a. Ketentuan dalam Peraturan Preside

tentang Penyelenggaraan Pengada anah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum dan ran Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republikmindonesia Nomor 5 Tahun 2012
tentang Petunjuk Teknis an pengadaan tanah harus
dipenuhi dan ditaati melaksanakan pembebasan
tanah oleh pemeri h, baik untuk keperluan instansi

atau pun untu n pembangunan.
b. Pengadaan kepentingan umum diselenggarakan
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan

tansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan

pentingan umum membuat rencana pengadaan tanah

didasarkan pada hal berikut.

Rencana tata ruang wilayah.

Prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana

strategis, dan rencana kerja pemerintah daerah yang ber-

sangkutan.

6. Rencanapengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan
pengadaan tanah, paling sedikit memuat hal-hal berikut.
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a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan.

Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas
pembangunan.

Letak tanah.

Luas tanah yang dibutuhkan.

Gambaran umum status tanah.

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah.

— T @ e a0

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan.

Perkiraan nilai tanah.
. Rencana penganggaran.
Persiapan
Kepala daerah melaksanakan tahapan kegiatan persj engadaan
tanah setelah menerima dokumen perencanaa an tanah.
Kepala daerah membentuk tim persiapan dal u paling lama
10 (sepuluh) hari kerja. Tim persiapan n bupati/wali
kota, SKPD provinsi terkait yang me u tanah dan Instansi
terkait lainnya. Teknis pengadaan tanah embangunan diatur
secara rinci dalam Peraturan iden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pefiga tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umu

Pertimban Pengadaan BMD

Keseluruhan kontrak yang bersangkutan harus disusun
sesuai d etentuan yang berlaku atau ketentuan yang ter-
cantum, d rjanjian yang bersangkutan.

P g/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki
ik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya
ntrak yang lain pada waktu lalu di dinas/lembaga/SKPD
innya yang bersangkutan dan ditempatkan pemberi kerja yang

lain.

Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan,
menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan standar harga
yang ditetapkan oleh kepala daerah serta dapat dipertanggungjawabkan.
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BAB U

PENGGUNAAN BMD

¢

makaian BMD yang ditetapkan
una/kuasa pengguna barang sesuai
g bersangkutan. Istilah penggunaan
berbeda dengan istilah pemanfaatan

enggunaan merupakan p
oleh kepala daerah ke

tugas dan fungsi
BMD dalam pengel

BMD (Suwanda,

A. Pe enggunaan BMD

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang
lola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas
da ngsi SKPD yang bersangkutan (Permendagri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, 2016). Berdasarkan laporan
hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan barang daerah, persoalan
yang sering muncul dalam penggunaan BMD adalah berupa penggunaan
BMD yang tidak sesuai tupoksi serta terjadinya inefisiensi. Persoalan ini
dapat disebabkan barang berlebih dan kecenderungan melanggar atau
kekurangpahaman terhadap penggunaan suatu BMD (BPK-RI, 2021).
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Penggunaan BMD tersebut diawali dengan penetapan status peng-
gunaannya terlebih dahulu oleh kepala daerah yang menetapkan status
penggunaan BMD. Kepala daerah dapat mendelegasikan kepada pengelola
barang dalam melakukan penetapan status penggunaan atas BMD
selain tanah atau bangunan dengan kondisi tertentu (BMD yang tidak
mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu). Penetapan
status penggunaan BMD dilaksanakan secara tahunan. Penggunaan
BMD meliputi penetapan status penggunaan BMD; pengalihan status
penggunaan BMD; penggunaan sementara BMD; penetapan gtatus
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain.

Ada beberapa kelonggaran yang ditawarkan oleh Perat merintah

Nomor 27 Tahun 2014 dalam hal penetapan status naan BMD
ini yaitu sebagai berikut.
1. BMD juga dapat ditetapkan status penggu uk penyeleng-

garaan tugas dan fungsi pemerintah dae etapi dioperasikan
oleh pihak lain dalam rangka menjalan anan umum sesuai
tugas dan fungsi pemerintah d SKPD yang bersangkutan.

2. BMD yang telah ditetapkan s ggunaannya pada pengguna
barang dapat digunakan s eh pengguna barang lainnya
dalam jangka waktu t pa harus mengubah status peng-
gunaan BMD terse S h terlebih dahulu mendapatkan per-
setujuan kepala dae

3. BMD dapat di 1@ tatus penggunaannya dari pengguna barang
kepada p una ang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi be persetujuan kepala daerah.

Pen n us penggunaan BMD dapat pula dilakukan berdasarkan

ini epala daerah, dengan terlebih dahulu memberitahukan
S a tersebut kepada pengguna barang.

»

etapan status penggunaan dilakukan untuk penyelenggaraan
tugas ‘dan fungsi SKPD dan dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi SKPD yang
bersangkutan. Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap
barang persediaan; konstruksi dalam pengerjaan (KDP); barang yang
dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan; aset tetap
Renovasi (ATR).
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Penetapan status penggunaan BMD berupa tanah atau bangunan
dilakukan apabila diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang
bersangkutan. Pengguna barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah
atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna barang kepada kepala daerah melalui pengelola
barang. Dikecualikan dari ketentuan, apabila tanah atau bangunan telah
direncanakan untuk digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu
tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah mencabut
status penggunaan atas BMD berupa tanah atau bangunan tidak
digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengg g.
Jika BMD berupa tanah atau bangunan tidak diserahkagfkepada kepala
daerah, pengguna barang dikenakan sanksi berup ekuan dana
pemeliharaan atas BMD berkenaan.

Kepala daerah menetapkan BMD yang h an oleh peng-
guna barang karena tidak digunakan untuk kgpentifigan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pengguna barang atau k ngguna barang dan
tidak dimanfaatkan oleh pihak laj indak lanjut pengelolaan atas
penyerahan BMD meliputi peneta penggunaan, pemanfaatan,

dan pemindahtanganan.
Dalam menetapkan

standar kebutuhan BN& menyelenggarakan dan menunjang
tugas dan fungsi p ang. Hasil audit atas penggunaan tanah
atau bangunan da n, data dan informasi yang diperoleh dari
sumber lain, termasuk hasil pelaksanaan pengawasan dan
pengendali akukan oleh pengelola barang atau kepala daerah
dan la asyarakat.

status penggunaan BMD adalah suatu bentuk keputusan
la barang atau pengguna barang maupun kuasa pengguna
bar Hal tersebut sesuai ketentuan pendelegasian sebagian kewenangan
untuk menetapkan kewenangan penggunaan BMD yang berada dan
menjadi tanggung jawab satuan kerja di lingkungan SKPD terhadap
kewenangan untuk menggunakan dan melaksanakan tanggung jawab

pengelolaan BMD terhadap BMD yang telah ditetapkan status penggunaan
sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh pengelola barang.

kepala daerah memperhatikan
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ALUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH

PENGGUNA

Kepala Daerah
BMD PENGELOLA BARANG P P lola B /
engelola baran
(OPD/SKPD) — & g
Penetapan status
penggunaan barang SK Penetapan
milik daerah
BPKAD atau
< Pengalihan status Surat Penolakan
e penggunaan barang
2 milik daerah
g
% Penggunaan Memberikan pertimbangan kepala
1 sementara barang pengelola barang untuk mengatur
3 milik daerah pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, p han, dan
Penetapan status
penggunaan barang penghapusan
milik daerah untuk
d'°pe,';|asl'(k|a'.‘ oleh Penetapan status penggunaan (Permend gk 016) Dilaksanakan secara
GIELIEND tahunan dan pengajuan permohonan, ambat pada akhir

tahun berkenaan.

Gambar 5.1 Alur Penetapan Status P

B. Penetapan Status Pe naan BMD oleh

Kepala Daerah

Pengguna barang m permohonan penetapan status
h dari beban APBD dan perolehan

penggunaan BMD yang{di
ala daerah. Pengajuan permohonan

lainnya yang sah

dilakukan setelah ya BMD berdasarkan dokumen penerimaan
barang pada a an yang berkenaan. Permohonan penetapan
status penggu D diajukan secara tertulis oleh pengguna barang
kepada a \daerah paling lambat pada akhir tahun berkenaan.
Kep enerbitkan keputusan penetapan status penggunaan

B japytahun.

juan permohonan penetapan status penggunaan BMD di-
sertai*dokumen. Dokumen untuk BMD berupa tanah yaitu fotokopi
sertifikat. Dokumen untuk BMD berupa bangunan yang diperoleh
dari APBD vyaitu fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB), fotokopi
dokumen perolehan, dan dokumen untuk BMD berupa bangunan yang
diperoleh dari perolehan lainnya yang sah sekurang-kurangnya berupa
dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima). Dokumen untuk BMD
berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari APBD yaitu fotokopi
sertifikat, fotokopi IMB, dan fotokopi dokumen perolehan. Dokumen

58 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



untuk BMD berupa tanah dan bangunan dari perolehan lainnya yang
sah sekurang-kurangnya berupa dokumen BAST. Dokumen untuk BMD
selain tanah atau bangunan yang memiliki dokumen, yaitu fotokopi
dokumen kepemilikan atau fotokopi dokumen perolehan. Dokumen
untuk BMD yang dari awal pengadaan direncanakan untuk dilakukan
pemindahtanganan dengan cara penyertaan modal pemerintah daerah
yaitu fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran, fotokopi dokumen
kepemilikan untuk BMD berupa tanah, fotokopi IMB untuk BMD berupa
bangunan, fotokopi dokumen perolehan.

Dikecualikan dari ketentuan apabila BMD berupa ta
memiliki fotokopi sertifikat, maka dokumen dimaksud
dengan akta jual beli, girik, letter C, surat pernyataa asan hak
atas tanah, surat keterangan lurah atau kepala dgsamij da, berita
acara penerimaan terkait perolehan barang da
setara dengan bukti kepemilikan.

Dikecualikan apabila BMD berupa selainttanafiidan bangunan yang
diperoleh dari APBD belum memiliki dokum pemilikan, dokumen
dimaksud dapat diganti dengan sur ataan dari pengguna barang
yang menyatakan bahwa BMD,s ah atau bangunan tersebut
digunakan untuk penyelenggar dan fungsi SKPD.

Dikecualikan dari ketent ada, pengajuan usul permohonan
penerbitan status pen N ertai surat pernyataan dari pengguna
nyatakan bahwa barang tersebut adalah

gadaannya direncanakan untuk dilakukan

nggunaan BMD, pengelola barang melakukan penelitian
honan penetapan status penggunaan BMD dari pengguna
barang: Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan. Dalam hasil penelitian belum mencukupi,
pengelola barang dapat meminta keterangan atau data tambahan
kepada pengguna barang yang mengajukan permohonan penetapan
status penggunaan BMD atau melakukan pengecekan lapangan.

Kegiatan pengelola barang dilakukan terhadap BMD berupa tanah
atau bangunan serta BMD selain tanah atau bangunan yang memiliki
dokumen kepemilikan atau dokumen lain yang sah. Berdasarkan hasil
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penelitian, kepala daerah menetapkan status penggunaan BMD yang
ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jika kepala daerah tidak
menyetujui permohonan pengguna barang, kepala daerah melalui
pengelola barang menerbitkan surat penolakan kepada pengguna
barang disertai alasan.

C. Penetapan Status Penggunaan BMD oleh
Pengelola Barang

Pengelola barang menetapkan status penggunaan baran
kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. P an status
penggunaan barang oleh pengelola barang dengan pengguna
barang mengajukan permohonan penetapan sta glinaan BMD
yang diperoleh dari beban APBD dan per ya yang sah
kepada pengelola barang. Pengajuan per o) ilakukan setelah
diterimanya BMD berdasarkan dokumen pen barang pada tahun
anggaran yang berkenaan.

Permohonan penetapan statu naan BMD diajukan secara
tertulis oleh pengguna bara

ng ngelola barang paling lambat
pada akhir tahun berkenaa an permohonan penetapan status
penggunaan BMD dise 0) en terhadap pengajuan permohonan
BMD. Berdasarkan hasil penelitian,

penetapan status
pengelola barang an status penggunaan BMD. Jika pengelola
barang tidak u rmohonan pengguna barang, pengelola barang

menerbitkan s olakan kepada pengguna barang disertai alasan.

ihan Status Penggunaan BMD

D dapat dilakukan pengalihan status penggunaan yang dilakukan
berdasarkan hal berikut.

1. Inisiatif dari kepala daerah. Pengalihan status penggunaan BMD
berdasarkan inisiatif dari kepala daerah dilakukan dengan pem-
beritahuan terlebih dahulu kepada pengguna barang.

2. Permohonan dari pengguna barang lama. Pengalihan status pengguna-
an BMD dari pengguna barang kepada pengguna barang lainnya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan
persetujuan kepala daerah. Pengalihan status penggunaan dilakukan
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terhadap BMD yang berada dalam penguasaan pengguna barang
dan tidak digunakan oleh pengguna barang yang bersangkutan.
Pengalihan status penggunaan dilakukan tanpa kompensasi dan
tidak diikuti dengan pengadaan BMD pengganti.

3. Pengalihan status penggunaan BMD berdasarkan permohonan dari
pengguna barang lama dilakukan dengan pengajuan permohonan
secara tertulis oleh pengguna barang kepada kepala daerah.
Pengajuan permohonan paling sedikit memuat hal-hal berikut.

a. Data BMD yang akan dialihkan status penggunaannyag yaitu
kode barang, kode register, nama barang, jumlah, jenis, nilai

perolehan, nilai penyusutan, nilai buku, lokasi, lu un
perolehan.
b. Calon pengguna barang baru.
c. Penjelasan serta pertimbangan pengalih enggunaan
BMD.
Pengajuan permohonan dilampiri fotokepi ar BMD dan surat
pernyataan yang memuat kesediaan calon p barang baru untuk

menerima pengalihan BMD dari pengg
melakukan penelitian atas permo
BMD dari pengguna barang. P
dan kesesuaian dokumen
belum mencukupi, pen

a,barang lama. Pengelola barang
ngalihan status penggunaan
akukan terhadap kelengkapan
rsyaratkan. Jika hasil penelitian
ang dapat meminta keterangan atau
data tambahan kepa a barang yang mengajukan permohonan
pengalihan status aan BMD dan meminta konfirmasi kepada
calon penggu ar aru.

penelitian, kepala daerah memberikan surat
lihan status penggunaan BMD, yang paling sedikit
D yang akan dialihkan status penggunaannya; pengguna
dan pengguna barang baru; dan kewajiban pengguna

terima@ BMD kepada pengguna barang baru yang selanjutnya dituangkan
dalam BAST juga melakukan penghapusan terhadap BMD yang telah
dialihkan dari daftar barang pada pengguna barang berdasarkan surat
keputusan penghapusan barang.

Jika kepala daerah tidak menyetujui permohonan pengguna barang,
kepala daerah menerbitkan surat penolakan kepada pengguna barang
disertai alasan. Berdasarkan persetujuan kepala daerah, pengguna
barang lama melakukan serah terima BMD kepada pengguna barang
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baru. Serah terima BMD kepada pengguna barang baru paling lama
1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status penggunaan BMD yang
dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST, pengguna barang lama
melakukan usulan penghapusan kepada pengelola barang atas BMD
yang dialihkan status penggunaannya kepada pengguna barang baru
dari daftar barang pada pengguna barang. Usulan penghapusan paling
lama 1 (satu) minggu sejak tanggal BAST. Penghapusan BMD ditetapkan
dengan keputusan pengelola barang.

BAST dan keputusan pengelola barang tentang penghapusaul BMD
dilaporkan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada una
barang baru paling lama 1 (satu) minggu sejak keputusan g an
ditetapkan. Pengguna barang dalam penatausahaan elakukan
pencatatan berdasarkan persetujuan kepala daerah, eputusan
penghapusan BMD.

E. Penggunaan Sementara B

BMD yang telah ditetapkan s
barang dapat digunakan se
dalam jangka waktu terten rus mengubah status penggunaan
BMD tersebut setelah t u mendapatkan persetujuan kepala
daerah. Penggunaan ra& BMD dapat dilakukan untuk jangka
waktu berikut.

ggunaannya pada pengguna
pengguna barang lainnya

1. Paling la tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD
berupa ta bangunan.

2. Pali (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk BMD
atau bangunan.

an sementara BMD dalam jangka waktu kurang dari 6
bulan dilakukan tanpa persetujuan kepala daerah.

Penggunaan sementara BMD dituangkan dalam perjanjian antara
pengguna barang dengan pengguna barang sementara. Biaya pemeliharaan
BMD yang timbul selama jangka waktu penggunaan sementara dibebankan
kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang yang menggunakan
sementara BMD bersangkutan.

Permohonan penggunaan sementara BMD diajukan secara tertulis
kepada kepala daerah. Permohonan paling sedikit memuat data
BMD yang akan digunakan sementara, pengguna barang yang akan
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menggunakan sementara BMD dan penjelasan serta pertimbangan
penggunaan sementara BMD.

Permohonan harus dilengkapi dokumen fotokopi keputusan penetap-
an status penggunaan BMD dan fotokopi surat permintaan penggunaan
sementara BMD dari pengguna barang yang akan menggunakan semen-
tara BMD kepada pengguna barang.

Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
sementara. Penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian
dokumen yang dipersyaratkan. Jika hasil penelitian belum men€ukupi,
pengelola barang dapat meminta keterangan kepada peng rang
yang mengajukan permohonan penggunaan sement M an
meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pengguna ang akan
menggunakan sementara BMD.

Berdasarkan hasil penelitian, kepala daerah me n persetujuan
atas penggunaan sementara BMD. Pers a akukan dengan
menerbitkan surat persetujuan kepala daerahhS persetujuan paling
sedikit memuat data BMD yang akan_diguna sementara, pengguna
barang yang menggunakan sement kewajiban pengguna barang
yang menggunakan sementara B emelihara dan mengamankan
BMD yang digunakan seme waktu penggunaan sementara,
pembebanan biaya pemeli dan kewajiban pengguna barang
untuk menindaklanjuti % Janjian.

Jika kepala d menyetujui permohonan, kepala daerah
menerbitkan s an kepada pengguna barang disertai alasan.
Apabila jangk enggunaan sementara atas BMD telah berakhir,
sementara mengembalikan BMD kepada pengguna

kan pengalihan status penggunaan kepada pengguna
enggunakan sementara BMD.

isme pengalihan status penggunaan BMD berlaku mutatis
mutandis terhadap mekanisme pengalihan status penggunaan kepada
pengguna sementara. Pengguna barang sementara dapat mengajukan
permohonan perpanjangan waktu penggunaan sementara atas BMD.
Perpanjangan waktu diajukan pengguna barang kepada kepala daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu penggunaan
sementara BMD berakhir. Mekanisme pengajuan permohonan, penelitian,
persetujuan dan penetapan oleh kepala daerah berlaku mutatis mutandis
pada mekanisme pengajuan permohonan, penelitian, persetujuan, dan
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penetapan oleh kepala daerah terhadap perpanjangan penggunaan
sementara BMD.

F. Penetapan Status Penggunaan BMD untuk
Dioperasikan oleh Pihak Lain
BMD yang telah ditetapkan status penggunaannya pada pengguna

barang dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dala ngka

bersangkutan. Penggunaan BMD untuk dioperasikan ihak lain
dituangkan dalam perjanjian antara pengguna barang pimpinan
pihak lain. Biaya pemeliharaan BMD yang timbul
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pi
pihak lain yang mengoperasikan BMD. Pihaklain g.ang mengoperasikan
BMD dilarang melakukan pengalihan atas p asian BMD tersebut
kepada pihak lainnya atau memindah kan BMD bersangkutan. Kepala
daerah dapat menarik penetapan Stat D untuk dioperasikan oleh
pihak lain jika pemerintah da menggunakan kembali untuk
penyelenggaraan pemerint atau pihak lainnya. Permohonan
penggunaan BMD untu ikan oleh pihak lain diajukan secara
tertulis oleh pengg bersangkutan kepada kepala daerah.
Pengajuan permo ng sedikit memuat data BMD, pihak lain yang
akan menggu ntuk dioperasikan, jangka waktu penggunaan
BMD yang dio oleh pihak lain, penjelasan serta pertimbangan
penggu yang dioperasikan oleh pihak lain dan materi yang
dlatu rjanjian. Pengajuan permohonan dilampiri dokumen
tusan penetapan status penggunaan BMD, fotokopi surat
p pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan
BMDWkepada pengguna barang, dan fotokopi surat pernyataan dari
pihak lain yang akan mengoperasikan BMD kepada pengguna barang.
Surat pernyataan dari pihak lain merupakan pernyataan pihak lain yang
memuat BMD yang akan dioperasionalkan dalam rangka pelayanan umum
sesuai tugas dan fungsi SKPD/unit kerja, menanggung seluruh biaya
pemeliharaan BMD yang timbul selama jangka waktu pengoperasian
BMD, tidak mengalihkan pengoperasian atau pemindahtanganan BMD
selama jangka waktu pengoperasian BMD dan mengembalikan BMD
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kepada pengguna barang apabila jangka waktu pengoperasian BMD
telah selesai.

Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penelitian dilakukan terhadap
kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Jika hasil
penelitian belum mencukupi, pengelola barang dapat meminta keterangan
kepada pengguna barang yang mengajukan permohonan penggunaan
BMD yang dioperasikan oleh pihak lain, meminta konfirmasi dan
klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan BMD, ncari
informasi dari sumber lainnya dan melakukan pengeceka ngan
dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian, kepala daerah menetap nd enggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain. Pengg
dioperasikan oleh pihak lain ditetapkan dengan kep epala daerah.
Keputusan kepala daerah paling sedikit mem
penggunaan BMD untuk dioperasionalkan pihak laifi;)pihak lain yang akan
mengoperasionalkan BMD. Kewajiban pihak ang mengoperasikan
BMD antara lain memelihara dan m kan BMD yang dioperasikan.
Kewajiban pengguna barang meli daklanjuti penggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak an perjanjian dan melakukan
pengawasan dan pengenda dap BMD yang dioperasikan oleh
pihak lain. Jika kepala d k menyetujui permohonan pengguna
barang, kepala dae itkan surat penolakan kepada pengguna
barang disertai ala

oleh pengguna barang untuk dioperasikan
oleh pih i angkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh
dengan pihak lain. Perjanjian penggunaan BMD
ikan oleh pihak lain paling lama 5 (lima) tahun dan
rpanjang. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah
ada keputusan kepala daerah. Perjanjian penggunaan BMD untuk
dioperasikan oleh pihak lain, sekurang-kurangnya memuat data BMD
yang menjadi objek antara lain pengguna barang, pihak lain yang
mengoperasikan BMD, peruntukan pengoperasian BMD, jangka waktu
pengoperasian BMD, hak dan kewajiban pengguna barang dan pihak
lain yang mengoperasikan BMD, termasuk kewajiban pihak lain tersebut
untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMD, pengakhiran
pengoperasian BMD serta penyelesaian perselisihan.
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Pengguna barang dapat melakukan perpanjangan penggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain. Perpanjangan diajukan pengguna
barang kepada kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum
jangka waktu penggunaan BMD berakhir dengan pemberlakuan mutatis
mutandis pada mekanisme permohonan, penelitian, dan penetapan
perpanjangan jangka waktu penggunaan BMD untuk dioperasikan
oleh pihak lain. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
penggunaan BMD dilakukan sesuai ketentuan.

Penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir
apabila berakhirnya jangka waktu penggunaan BMD untuk dio
oleh pihak lain yang tertuang dalam perjanjian; perjanj
secara sepihak oleh pengguna barang; dan ketent
dengan ketentuan. Perjanjian diakhiri secara sepih
barang dapat dilakukan apabila pihak lain yang ikan BMD
tidak memenuhi kewajibannya yang tertuan rjanjian; dan
terdapat kondisi yang mengakibatkan pen ir enggunaan BMD
untuk dioperasikan oleh pihak lain yang d n dalam perjanjian.

pengguna

Dalam melakukan pengakhiran erasian BMD yang didasarkan
pada kondisi, pengguna barang menint etujuan kepala daerah. Pada
saat jangka waktu penggunaan dioperasikan oleh pihak lain
telah berakhir, pihak lain operasikan BMD mengembalikan
BMD tersebut kepada p arang dengan BAST. Pengguna barang
melaporkan berakhirp naan BMD untuk dioperasikan pihak lain
kepada kepala dae o lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya
BAST dengan fotokopi BAST.
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BAB VI

PEMANFAATAN BMD

A. Pengertian Pema

Permendagri nomor, n 2016 menyebutkan bahwa peman-
faatan BMD adalah % an BMD yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan ngsi SKPD atau optimalisasi BMD dengan
tidak mengubah st epemilikan. Pemanfaatan ini dilaksanakan
berdasarkan an teknis dengan memperhatikan kepentingan

daerah e ingan umum.
BMD dilaksanakan oleh pengelola barang untuk barang
a ng berada dalam penguasaannya; pengelola barang dengan

P

p kepala daerah untuk BMD yang berada dalam penguasaan
pen la barang; pengguna barang dengan persetujuan pengelola
barang untuk barang milik negara yang berada dalam penguasaan
pengguna barang; pengguna barang dengan persetujuan pengelola
barang untuk BMD berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan; dan
pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan
memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.
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Pelaksana

Pemanfaatan
Pengelola barang dengan Pengguna barang dengan
persetujuan gubernur/bupati/ persetujuan pengelola
wali kota barang
Untuk barang mili
Untuk barang milik daerah berupa seba ah da
yang berada dalam atau ban, 'g masih
penguasaan pengelola digunaka engguna
barang arang tanah

Dangunan

Gambar 6.1 Pelaksana Pem ata

Pemanfaatan adalah pendayagun
sesuai dengan tugas pokok dan fu
pakai, kerja sama pemanfaata na serah dan bangun serah
guna dengan tidak menguba pemilikan. Kerja sama pemanfaatan
BMD dengan pihak lain gdi dengan tujuan sebagai berikut.

BM ng tidak dipergunakan
dalam bentuk sewa, pinjam

1. Mengoptimalkan dan hasil guna BMD.

2. Meningkatkan aan daerah, yaitu memberikan sumbangan
terhadap PAD.

3. Mengura APBD dalam hal biaya pemeliharaan.

4, nyerobotan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

ka mendukung program percepatan pembangunan

nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi BMD dalam menunjang
penerimaan negara dan daerah.

Apabila BMD tidak digunakan untuk menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi SKPD, dimungkinkan dilaksanakan pemanfaatan
atas BMD tersebut. Pemanfaatan BMD biasanya dilakukan atas tanah
dan bangunan. Pemanfaatan tanah dan bangunan milik pengguna
barang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pengelola
barang. Pemanfaatan tanah dan bangunan oleh pengelola barang
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dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah. Seluruh
uang yang diterima dari pemanfaatan BMD harus disetorkan ke kas
daerah. Pemanfaatan BMD memiliki kriteria sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, yaitu sebagai berikut.

1. Pemanfaatan barang penunjang pemerintahan berdasarkan persetujuan
kepala daerah.

2. Pemanfaatan barang selain barang penunjang pemerintahan ber-
dasarkan persetujuan pengelola.

Pemerintah daerah biasanya memiliki banyak aset yang \Berada
di bawah penguasaannya. Namun, cukup banyak dari as
belum optimal pemanfaatannya sehingga dalam rangk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembanguna erah yang
berkelanjutan perlu dioptimalkan pemanfaatanny
ini juga menambah peluang penyerapan tenaga lagi terhadap
BMD vyang saat ini masih menganggur (idfe).”s nya BMD yang
belum dimanfaatkan dapat didayagunakan nausahakan secara
optimal dengan tujuan sebagai beri

1. Agar tidak membebani APB
segi pemeliharaan dan pe
kemungkinan adanya

bertanggung jawab.
t dimanfaatkan secara optimal akan

2. Jika barang dae
dapat mening tal menciptakan sumber PAD.
3. Pemanfaa [ g optimal akan menambah peluang penyerapan

tenaga ke an menciptakan sumber pendapatan masyarakat.

ya biaya dikaitkan dengan
a, terutama untuk mencegah
tan dari pihak ketiga yang tidak

S diketahui oleh masyarakat bahwa mereka sering
tugas pemerintah sekarang yang kurang memperhatikan
arang/aset secara baik dan banyak di antaranya barang/aset
itu rusnya masih bisa ditingkatkan pemanfaatannya sehingga lebih
bernilai guna lagi dari yang sekarang ada dan berkemungkinan dapat

juga menjadi sumber pendapatan daerah dalam pemanfaatannya.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
persetujuan kepala daerah untuk BMD yang berada dalam penguasaan
pengelola barang, dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola
barang untuk BMD berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan.
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Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan
yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
Biaya persiapan pemanfaatan BMD sampai dengan penunjukan mitra
pemanfaatan dibebankan pada APBD.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD merupakan aan

daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekeni m
daerah. Pendapatan daerah dari pemanfaatan BM rangka
penyelenggaraan pelayanan umum sesuai denga n fungsi

BLUD merupakan penerimaan daerah yang dise
rekening kas BLUD.

eluruhnya ke

BMD yang menjadi objek pemanfaatafdil g dijaminkan atau
digadaikan. BMD yang merupakan objek ret i daerah tidak dapat
dikenakan sebagai objek pemanfa D.

B. Mitra Pemanfa

Mitra pemanfaatg uty,

nfaatan barang milik daerah dalam bentuk

sewa;

2. peminjam ntuk pemanfaatan BMD dalam bentuk pinjam
pakai

3. ntuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk

GS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam

tuk BGS/BSG;

5. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk
KSPI.

Mitra Pemanfaatan memiliki tanggung jawab melakukan pembayaran
atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan,
menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk
pemanfaatan, melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas BMD
yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan BMD,
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mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan
dan memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian
pemanfaatan BMD.

Objek pemanfaatan BMD meliputi tanah dan/atau bangunan, dan
selain tanah dan/atau bangunan. Objek pemanfaatan BMD berupa tanah
dan/atau bangunan dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.
lika objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah
dan/atau bangunan, luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi
objek pemanfaatan BMD adalah sebesar luas bagian tanah dafi/atau
bangunan yang dimanfaatkan.

C. Pemilihan dan Penetapan Mitra
Pemanfaatan BMD

Pemilihan mitra didasarkan pada prinsi Si sanakan secara
terbuka, sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 serta, memperoleh
manfaat yang optimal bagi daerah dan dilaksanakan oleh panitia pemilihan
yang memiliki integritas, handal d ten, tertib administrasi dan
tertib pelaporan.

Pelaksana pemilihan mi
barang atau BGS/BSG terdini

faatan berupa KSP pada pengelola
engelola barang dan panitia pemilihan
yang dibentuk ole a barang. Pelaksana pemilihan mitra

ada pengguna barang terdiri atas pengguna

pemanfaatan ber

barang dan panitia an yang dibentuk oleh pengguna barang.
Pemilihan lakukan melalui tender. Jika objek pemanfaatan

KSP>merupakan barang milik daerah yang bersifat khusus,

dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.

emilihan mitra pemanfaatan KSP atau BGS/BSG, pengelola
pengguna barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut.

enetapkan rencana umum pemilihan, antara lain persyaratan
peserta calon mitra dan prosedur kerja panitia pemilihan.

2. Menetapkan rencana pelaksanaan pemilihan, meliputi kemampuan
keuangan, spesifikasi teknis, dan rancangan perjanjian.

3. Menetapkan panitia pemilihan.

4. Menetapkan jadwal proses pemilihan mitra berdasarkan usulan
dari panitia pemilihan.
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5. Menyelesaikan perselisihan antara peserta calon mitra dengan
panitia pemilihan jika terjadi perbedaan pendapat.

6. Membatalkan tender jika pelaksanaan pemilihan tidak sesuai atau
menyimpang dari dokumen pemilihan dan pengaduan masyarakat
adanya dugaan kolusi, korupsi, nepotisme, yang melibatkan panitia
pemilihan ternyata terbukti benar.

7. Menetapkan mitra.

8. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan dokumen pemilihan
mitra.

9. Melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan mitra kepa pala
daerah.

a barang/
an tugas
elola barang/
angnya terdiri atas
emilihan berjumlah
5 (lima) orang, yang

Selain tugas dan kewenangan, jika diperlukan, p
pengguna barang dapat menetapkan tim penduk
dan kewenangan lain dalam kedudukannya sela
pengguna barang, panitia pemilihan sekur,
ketua, sekretaris, dan anggota. Keanggotaan
gasal ditetapkan sesuai kebutuhan, paling se
terdiri atas hal berikut.

at mengikutsertakan unsur
ompeten, untuk pemilihan mitra
daerah pada pengelola barang.

1. Unsur dari pengelola bar
dari SKPD/unit kerja lai
pemanfaatan KSP

2. Unsur dari pen dan dapat mengikutsertakan unsur
i yang kompeten, untuk pemilihan mitra
ng milik daerah pada pengguna barang.

3 a barang serta dapat mengikutsertakan unsur

emilihan, diketuai oleh unsur dari pengelola barang untuk
pe an mitra pemanfaatan KSP barang milik daerah pada pengelola
barang atau BGS/BSG; unsur dari pengguna barang untuk pemilihan mitra
pemanfaatan KSP barang milik daerah pada pengguna barang; aparat
pengawasan intern pemerintah dilarang ditunjuk dalam keanggotaan
panitia pemilihan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai panitia
pemilihan memiliki integritas yang dinyatakan dengan pakta integritas,
memiliki tanggung jawab dan pengetahuan teknis untuk melaksanakan
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tugas, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pengelolaan
barang milik daerah, mampu mengambil keputusan dan bertindak
tegas, tidak menjabat sebagai pengelola keuangan.

Persyaratan sekurang-kurangnya meliputi berstatus pegawai negeri
sipil pemerintah daerah dengan golongan paling rendah Il/b atau
yang setara, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan memiliki
kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap
tugas/pekerjaannya.

MENETAPKAN RUP_ &,

MENETAPKA L

TENDER

as Panitia Pemilihan Mitra Pemanfaatan

enangan panitia pemilihan meliputi hal-hal berikut.

encana jadwal proses pemilihan mitra dan menyampai-
akepada pengelola barang/pengguna barang untuk mendapatkan

netapan.

netapkan dokumen pemilihan.

3. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan mitra di media massa
nasional dan di website pemerintah daerah masing-masing.

4. Melakukan penelitian kualifikasi peserta calon mitra.

5. Melakukan evaluasi administrasi dan teknis terhadap penawaran

yang masuk.

Menyatakan tender gagal.

7. Melakukan tender dengan peserta calon mitra yang lulus kualifikasi.

o
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8. Melakukan negosiasi dengan calon mitra jika tender gagal atau
pemilihan mitra tidak dilakukan melalui tender.

9. Mengusulkan calon mitra berdasarkan hasil tender/seleksi langsung/
penunjukan langsung kepada pengelola barang/pengguna barang.

10. Menyimpan dokumen asli pemilihan.

11. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil
pemilihan kepada pengelola barang/pengguna barang.

12. Mengusulkan perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan
materi perjanjian kepada pengelola barang/pengguna baraag jika

diperlukan.
Perubahan spesifikasi teknis dan perubahan materi jian D
yang usulan pemanfaatannya atas persetujuan kepala d erubahan

n setelah
) yang usulan

spesifikasi teknis dan perubahan materi perjanjian
mendapat persetujuan dari pengelola barang un
pemanfaatannya atas persetujuan pengelol

isme tender, calon
emenuhi persyaratan

Pemilihan mitra yang dilakukan melal
mitra pemanfaatan KSP dan/atau BG G waji
kualifikasi sebagai berikut.

1. Persyaratan administratif
badan hukum, memiliki

surat fakta integritax

dokumen pend

yang jelas.
kurang-kurangnya meliputi cakap menurut
dalam daftar hitam pada pengadaan barang/

rangnya meliputi berbentuk
kok waijib pajak (NPWP), membuat
paikan dokumen penawaran beserta
n memiliki domisili tetap dan alamat

anajerial dan memiliki sumber daya manusia, modal,
dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

Péjabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki
hubungan keluarga, baik dengan pengelola barang/pengguna barang,
tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat
ketiga dilarang menjadi calon mitra.

Pengelola barang/pengguna barang menyediakan biaya untuk
persiapan dan pelaksanaan pemilihan mitra yang dibiayai dari APBD,
yang meliputi honorarium panitia pemilihan mitra, biaya pengumuman,
termasuk biaya pengumuman ulang, biaya penggandaan dokumen,
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biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan
mitra. Honorarium panitia pemilihan mitra ditetapkan dengan keputusan
kepala daerah.

1. Tender

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang
milik daerah kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan
pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen
penelitian kualifikasi, pemanggilan peserta calon mitr,
tender, dan pengusulan calon mitra.

Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepa
pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.

PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG

sk, :
_’ j. N \
(zh @q

Membentuk panitia mitra

CALON MITRA

Mengambil dokumen pemilihan dari
panitia atau mengunduh via website

Membul

ka dokumen penawaran secara terbuka
"

v Melaksanakan penelma:kuahﬁkasn peserta calon mitra
ar 6.3 Proses Administrasi Tender Mitra Pemanfaatan

pemilihan mengumumkan rencana pelaksanaan tender di
me assa nasional sekurang-kurangnya melalui surat kabar harian
nasional dan website pemerintah daerah. Pengumuman dilakukan paling
sedikit 2 (dua) kali. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat nama
dan alamat pengelola barang/pengguna barang, identitas barang milik
daerah objek pemanfaatan, bentuk pemanfaatan, peruntukan objek
pemanfaatan, dan jadwal dan lokasi pengambilan dokumen pemilihan.

Memasukan dokumen penawaran

Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara
langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website
sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
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Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan
pengambilan dokumen pemilihan. Peserta calon mitra dapat mengambil
dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau
mengunduh dari website sesuai waktu dan tempat yang ditentukan
dalam pengumuman. Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon
mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan. Pembukaan
dokumen penawaran dilakukan secara terbuka di hadapan peserta
calon mitra pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan. Pembukaan dokumen penawaran dituangkan dalamgberita
acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan 2 (dua) orang
saksi dari peserta calon mitra yang hadir.

Panitia pemilihan melaksanakan penelitian kualifikasi
calon mitra yang telah mengajukan dokumen pena "
benar, dan tepat waktu untuk memperoleh @ g ‘'memenuhi
kualifikasi dan persyaratan untuk mengikuti anfaatan. Hasil
penelitian kualifikasi dituangkan dalam beritatacar@yang ditandatangani
oleh panitia pemilihan.

p peserta
a lengkap,

ilan peserta calon mitra yang
pelaksanaan tender melalui
e-mail).

Panitia pemilihan melakukan p
dinyatakan lulus kualifikasi untu
surat tertulis dan/atau surat e

a. Pelaksanaan

Tender dilaku k mengalokasikan hak pemanfaatan barang
milik daerah sa spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh
pengelola hara una barang kepada mitra yang tepat dari peserta
calon mi us kualifikasi. Tender dilaksanakan sepanjang terdapat
iga) peserta calon mitra yang memasukkan penawaran.
dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
milihan dan calon mitra selaku pemenang tender.
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i
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PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA CALON MITRA

TENDER ULANG |
a

Mengumumkan tender ulang di Melakukan pemanggilan peserta
media massa nasional yang lulus kualifikasi tertulis/elektronis

Menetapkan pemenang tender
sebagai mitra

Membuat BA hasil tender dan
| mengusulkan pemenang tender

Gambar 6.4 Proses Pelaksanaan Tender Mitra

b. Pengusulan dan Penetapan Mitfa”Pemanfaatan

Pengusulan pemenang tender sebagai mitra pemanfaatan

disampaikan secara tertulis oleh pemilihan kepada pengelola
barang/pengguna barang berdasar acara hasil tender. Usulan
melampirkan dokumen pemili ola barang/pengguna barang
menetapkan pemenang te i mitra pemanfaatan berdasarkan

usulan panitia pemiliha

\ keputusan.

enyatakan tender gagal apabila tidak terdapat
peserta a vyang lulus kualifikasi, ditemukan bukti/indikasi
terjadi tidak sehat, dokumen pemilihan tidak sesuai dengan
per, eri, atau calon mitra mengundurkan diri. Apabila tender
diberikan ganti rugi kepada peserta calon mitra.

d. Tender Ulang

Panitia pemilihan menyatakan tender ulang apabila tender dinyatakan
gagal atau peserta calon mitra yang mengikuti tender kurang dari
3 (tiga) peserta. Terhadap tender yang dinyatakan panitia pemilihan
sebagai tender ulang, panitia pemilihan segera melakukan pengumuman
ulang di media massa nasional dan website pemerintah daerah. lJika
tender ulang terdapat paling sedikit 3 (tiga) orang peserta calon mitra,
proses dilanjutkan dengan mekanisme tender.
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PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA CALON MITRA

s TENDER ULANG
i
(L{L i
/ /
f-jﬁ
!

Mengumumkan tender ulang di

/ v media massa nasional
Ll .il,,_ 34
& Peserta tender 2: i3
9 SELEKSI LANGSUNG F @) = '73
A Ty
/ A -f &
d& (L Peserta Tender Minimal 37 Pelaksanaan tender melalui surat
I BT tertulis/elektronis

Menetapkan pemenang tender beserta Tender 1:

sebagai mitra Menyatakan tender ulang gagal,
selanjutnya melakukan

e, PENUNJUKAN LANGSUNG

i »
NEGOISASI, dilakukan seperti - 4 %
halnya proses tender Vall

Membuat BA hasil tender dan
mengusulkan pemenang tender

Gambar 6.5 Proses Tender Ulang Mitra Pe @

2. Seleksi Langsung

Setelah dilakukan pengumum , peserta calon mitra yang
mengikuti tender ulang terdiri ata ) peserta, panitia pemilihan
menyatakan tender ulang an-selanjutnya melakukan seleksi
langsung. Seleksi langs n dengan 2 (dua) calon mitra
yang mengikuti tender hapan seleksi langsung terdiri atas
pembukaan doku ran, negosiasi, pengusulan calon mitra
kepada pengelola /pengguna barang. Proses dalam tahapan
seleksi langsu n seperti halnya proses tender.

kan terhadap teknis pelaksanaan pemanfaatan dan
janjian. Selain untuk pemanfaatan BGS/BSG, negosiasi
terhadap porsi bagian pemerintah daerah dari objek
ng dilakukan pemanfaatan. Ketentuan umum pelaksanaan
KSP BGS/BSG, termasuk perubahan yang mengakibatkan penurunan
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan untuk pemanfaatan KSP
atau kontribusi tahunan untuk pemanfaatan BGS/BSG dilarang untuk
dinegosiasikan. Segala sesuatu yang dibicarakan dalam forum negosiasi
dan hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara negosiasi yang
ditandatangani oleh panitia pemilihan dan peserta calon mitra. Panitia
pemilihan melakukan penelitian terhadap berita acara negosiasi melalui
cara perbandingan antara hasil negosiasi setiap peserta calon mitra.
Panitia pemilihan menyampaikan usulan peserta calon mitra dengan
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hasil negosiasi terbaik kepada pengelola barang/pengguna barang
untuk dapat ditetapkan sebagai mitra. Usulan disertai dengan dasar
pertimbangan dan melampirkan dokumen pemilihan.

3. Penunjukan Langsung

Setelah dilakukan pengumuman ulang, peserta calon mitra yang
mengajukan penawaran hanya terdiri atas 1 (satu) peserta, panitia
pemilihan menyatakan tender ulang gagal dan selanjutnya melakukan

calon mitra yang mengikuti tender ulang. Proses tahapan sele
berlaku mutatis mutandis terhadap proses dalam taha
langsung. Tahapan penunjukan langsung dan proses
penunjukan langsung, berlaku mutatis mutandis
langsung pada KSP atas barang milik daerah ya

tahapan
nunjukan
at khusus.

C. Prinsip Pemanfaatan BMD

Pada prinsipnya pemanfaatan B i an adalah untuk mengemban
tugas pokok dan fungsi dari di I pemerintah. Sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya y; rlukan barang tertentu diadakanlah
dari berbagai sumber d aran atau pun sumbangan dan hibah.
Kemudian dengan te &a daerah otonom, aset/barang tersebut

sefanjutnya pengelolaannya menjadi tanggung

menjadi BMD oton
jawab kepala gai pemegang kekuasaan pengelola BMD.

n struktur pemerintahan ini, serta melihat
n masyarakat daerah dan kepentingan pemerintahan
erjadilah perkembangan pembangunan daerah antara
unan perkantoran yang baru, pemindahan lokasi fasilitas
berdasarkan peruntukan penggunaan wilayah berupa Rencana
ang Wilayah (RTRW) yang sangat diperlukan pengaturannya
sehingga terjadilah misalnya perpindahan terminal, kantor, rumah sakit,
sekolah, lapangan bola/olahraga, dan sebagainya, yang menyisakan lahan
yang tidak digunakan lagi untuk keperluan tugas pokok dan fungsi dari
dinas/instansi yang bersangkutan.

Di samping itu, ada pula suatu dinas/instansi yang pada mulanya
menguasai tanah luas untuk tujuan mendukung pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya, tetapi sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan/digunakan
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karena tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga
banyak areal tersebut yang menganggur (idle). Akibatnya, banyak dari
tanah-tanah tersebut yang diserobot kembali oleh masyarakat dengan
berbagai dalih dan alasan. Oleh sebab itu, pemanfaatan BMD ini
prinsipnya adalah tidak akan membebani anggaran belanja daerah
khususnya untuk pemeliharaan, menghindari penyerobotan oleh pihak
lain serta harapannya dapat menjadi sumber tambahan untuk PAD.
Jadi, pada pokoknya kebijakan pemanfaatan BMD ini meliputi 2 (dua)
fungsi, yaitu sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan
Fungsi direalisasikan melalui pengalihan status pen aa D
dialihkan penggunaannya dari satu SKPD ke SKP ya dalam
rangka memenuhi kebutuhan organisasi sesuai as pokok
dan fungsinya.

2. Fungsi Budgeter
Fungsi ini direalisasikan melalui pema tanfiglalam bentuk sewa,
kerja sama pemanfaatan, bangun guna , dan bangun serah
guna yang dapat menjadi su mbahan PAD.

BMD berupa tanah atau ban rang lainnya berkemungkinan
mempunyai situasi/keadaan i, berikut.

1. Tanah atau banguna
fasilitas yang dip,
fungsi instansi

telah dimanfaatkan untuk memperoleh
lam rangka menunjang tugas pokok dan
dan berada dalam lingkungan instansi

sih diperlukan/digunakan untuk penyelenggaraan tugas
fungsi oleh satuan unit kerja/instansi yang bersangkutan.
dimanfaatkan lagi atau sudah tidak digunakan lagi oleh
an unit kerja/instansi yang bersangkutan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsinya.

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
persetujuan kepala daerah untuk BMD yang berada dalam penguasaan
pengelola barang; dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola
barang untuk BMD berupa sebagian tanah atau bangunan yang masih
digunakan oleh pengguna barang dan selain tanah atau bangunan.
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Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis
dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemanfaatan BMD dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan
yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
Biaya persiapan pemanfaatan BMD sampai dengan penunjukan mitra
pemanfaatan dibebankan pada APBD. Pendapatan daerah dari pemagfaatan
BMD merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan hnya
ke rekening kas umum daerah.

Pendapatan daerah dari pemanfaatan BMD dala
lenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tu gsi BLUD
merupakan penerimaan daerah yang disetorkan s a ke rekening
kas BLUD. BMD yang menjadi objek pema n ng dijaminkan
atau digadaikan. BMD yang merupakan k fetribusi daerah tidak
dapat dikenakan sebagai objek pemanfa BMD. Berdasarkan
Permendagri Nomor 19 Tahun 20 bentuk pemanfaatan BMD,
yaitu sebagai berikut.

ja sama
emanfaatan
pa

a penye-

Pi

BGS/BSG

Bentuk
pemanfaatan KSPI
BMD

Gambar 6.6 Bentuk Pemanfaatan BMD
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D. Sewa

Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Aturan tentang siapa yang
akan menyewakan BMD ini dimuat dalam peraturan menteri dalam
negeri tersebut. BMD yang bisa disewakan dapat berupa tanah atau
bangunan yang sudah diserahkan ke kepala daerah, sebagian tanah
atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna barang, atau
selain tanah atau bangunan.

Penyewaan BMD dilakukan dengan tujuan untuk mengaptimalkan
pendayagunaan BMD yang belum/tidak dilakukan peng m
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemeti daerah,
memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangk jang tugas
dan fungsi pengguna barang, dan mencegah pehg
pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMD
merugikan pemerintah daerah dan tidak mefiggan
dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan

pelaksanaan tugas

BMD yang dapat disewa berup
diserahkan oleh pengguna bara
tanah dan bangunan yang ma
selain tanah dan banguna
yang sudah dlserahkan

h atau bangunan yang sudah
a kepala daerah, sebagian
n oleh pengguna barang dan
D berupa tanah atau bangunan
guna barang kepada kepala daerah
dilaksanakan oleh arang setelah mendapat persetujuan
kepala daerah. Se sebagian tanah dan bangunan yang masih
digunakan ol a barang dan selain tanah dan bangunan
dilaksanakan ngguna barang setelah mendapat persetujuan
darl pe ng. Pihak lain yang dapat menyewa BMD meliputi
swasta (perorangan, persekutuan perdata, persekutuan

sekutuan komanditer, perseroan terbatas, lembaga/organisasi
sional/asing, yayasan, koperasi) dan badan hukum lainnya.

Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditan-
datangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa
BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk
kerja sama infrastruktur, kegiatan dengan karakteristik usaha yang
memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun atau ditentukan
lain dalam undang-undang. Jangka waktu sewa BMD untuk kegiatan
dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima)
tahun dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas sewa yang
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dilakukan oleh pihak yang berkompeten. Jangka waktu sewa dapat
dihitung berdasarkan periodesitas sewa yang dikelompokkan menjadi
per tahun, per bulan, per hari, dan per jam. Jangka waktu sewa
BMD dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali. Lingkup pemanfaatan BMD
dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa
memedomani ketentuan.

1. Besaran Sewa

Formula tarif/besaran sewa BMD ditetapkan oleh kep erah
untuk BMD berupa tanah atau bangunan, dan untuk D pa
selain tanah atau bangunan dengan berpedoman ebijakan
pengelolaan BMD. Besaran sewa adalah besaran inal sewa

BMD vyang ditentukan. Besaran sewa atas B k™ KSPI atau
untuk kegiatan dengan karakteristik usaha rlukan setiap
jenis infrastruktur, antara lain dengan mempertiffibangkan daya beli/
kemampuan membayar (ability to pay) kat atau kemauan
membayar masyarakat (willingness ). Formula tarif sewa BMD
merupakan hasil perkalian dari i kok sewa dan dan faktor

penyesuai sewa. Tarif pokok hasil perkalian antara nilai
indeks BMD dengan luas bangunan dan nilai wajar tanah
atau bangunan. Tarif d dakan BMD untuk:

a. BMD berupa
BMD berupa
BMD be n tanah dan bangunan;

.

BMD selai atau bangunan.

Ta sewa BMD berupa tanah atau bangunan dapat ter-
o} a sewa BMD berupa prasarana bangunan. Tarif pokok

s BMD berupa tanah merupakan hasil perkalian dari faktor
varialel sewa tanah X luas tanah (Lt) X nilai tanah (Nt). Faktor variabel
sewa tanah besarannya ditetapkan oleh kepala daerah. Luas tanah
dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
Nilai tanah merupakan nilai wajar atas tanah. Luas tanah dihitung
dalam meter persegi. Jika tanah yang disewakan hanya sebagian tanah
maka luas tanah adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
Jika pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak
terhadap bagian tanah yang lainnya, luas tanah dapat ditambahkan

oo o
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jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
Nilai tanah dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk BMD berupa bangunan merupakan hasil
perkalian dari faktor variabel sewa bangunan, luas bangunan (Ib), dan
nilai bangunan. Jika sewa bangunan termasuk prasarana bangunan,
tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana
bangunan. Faktor variabel sewa bangunan ditetapkan oleh kepala daerah.
Luas bangunan merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam
meter persegi. Nilai bangunan merupakan nilai wajar atas baggunan.
lika bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bang aka
luas bangunan adalah sebesar luas lantai dari bagian b na ng
disewakan. Jika pemanfaatan bagian bangunan yang di memiliki
dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, | an dapat
ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan akini terkena
dampak dari pemanfaatan tersebut. Nilai dihitung dalam
rupiah per meter persegi.

Tarif pokok sewa untuk BMD berupa seb tanah dan bangunan
merupakan hasil penjumlahan dariétarifapokok sewa tanah ditambah
tarif pokok sewa bangunan. P n tarif pokok sewa tanah
berlaku mutatis mutandis. tarif pokok sewa bangunan
juga berlaku mutatis mut . if pokok sewa untuk prasarana
bangunan merupakan ha&n n dari faktor variabel sewa prasarana
bangunan dengan S a bangunan (Hp). Faktor variabel sewa
prasarana bangun pkan sama besar dengan faktor variabel
sewa bangun ilai sarana bangunan merupakan nilai wajar atas
ilai prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

suai sewa meliputi jenis kegiatan usaha penyewa,
agaan penyewa, dan periodesitas sewa. Faktor penyesuai
ng dalam persentase. Faktor penyesuai sewa ditetapkan
ole pala daerah.

2. Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas kegiatan bisnis,
kegiatan nonbisnis, dan kegiatan sosial. Kelompok kegiatan bisnis
diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan,
antara lain perdagangan, jasa, dan industri.
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Kelompok kegiatan nonbisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang
menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan tetapi tidak
mencari keuntungan, antara lain sebagai berikut.

a. Pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah
tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiel maupun
imateriel.

Penyelenggaraan pendidikan nasional.

c. Upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan
dalam rangka menunjang tugas dan fungsi pengguna bar

d. Kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.

Kelompok kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi tan yang
tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan tidak ber-

orientasi mencari keuntungan, antara lain sebagai
a. Pelayanan kepentingan umum vyang tid t biaya atau

tidak terdapat potensi keuntungan.

b. Kegiatan sosial.

c. Kegiatan keagamaan.

d. Kegiatan kemanusiaan.

e. Kegiatan penunjang peny kegiatan pemerintahan.
f.  Kegiatan lainnya yang éi kriteria sosial.

3. Perjanjian \

Penyewaa D gkan dalam perjanjian sewa yang ditandatangani
oleh penyewa a daerah untuk BMD yang berada pada pengelola
barang; u arang untuk BMD yang status penggunaannya berada
arang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola
jian sewa paling sedikit memuat dasar perjanjian; para
terikat dalam perjanjian; jenis, luas, atau jumlah barang;
sewa dan jangka waktu; besaran dan jangka waktu sewa
termasuk periodesitas sewa; tanggung jawab penyewa atas biaya
operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; peruntukan
sewa termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk
kelembagaan penyewa; hak dan kewajiban para pihak; dan hal lain
yang dianggap perlu. Penandatanganan perjanjian sewa dilakukan di
kertas bermaterai sesuai ketentuan. Seluruh biaya yang timbul dalam
rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.
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4. Pembayaran Sewa

Hasil sewa BMD merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya
wajib disetorkan ke rekening kas umum daerah. Penyetoran uang sewa
harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa BMD. Pembayaran uang
sewa dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada
bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening kas umum
daerah. Pembayaran uang sewa dibuktikan dengan menyerahkan bukti
setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadifbagian
tidak terpisahkan dari perjanjian sewa. Dikecualikan dari an,
penyetoran uang sewa BMD untuk KSPI dapat dilakuk cara“ber-
tahap dengan persetujuan pengelola barang. Perset Pengelola
barang wajib dilaporkan kepada kepala daerah. Pg ang sewa
secara bertahap dituangkan dalam perjanjian se Q yetoran uang
sewa BMD secara bertahap dilakukan den m hitungkan nilai
sekarang dari setiap tahap pembayaran dasarkan besaran sewa
BMD hasil perhitungan sesuai ketentuan. Pe ngan dapat meminta
masukan dari penilai. Penyetora ewa BMD secara bertahap
dilakukan sepanjang penyewa iki kemampuan yang cukup
dari aspek finansial untuk memb ara sekaligus dibuktikan dengan
itandatangani oleh penyewa yang

surat pernyataan. Surat per

sekurang-kurangnya mex erangan mengenai ketidakmampuan
tersebut dan pern nggung jawab untuk membayar lunas secara
bertahap.

5. Pe an Jangka Waktu Sewa

u sewa BMD dapat diperpanjang dengan persetujuan
untuk BMD yang berada pada pengelola barang, dan
pe n pengelola barang untuk BMD yang berada pada pengguna
barang.

Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
sewa kepada kepala daerah untuk BMD pada pengelola barang, dan
penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu
sewa kepada pengelola barang untuk BMD pada pengguna barang.
Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa dilakukan
ketentuan sebagai berikut.
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a. Untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan
perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan
sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

b. Untuk jangka waktu sewa per tahun, permohonan harus disampaikan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu
sewa.

c. Untuk jangka waktu sewa per bulan, permohonan harus disampaikan
paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu
sewa.

d. Untuk periodesitas sewa per hari atau per jam, permohonaftharus
disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sew.

Permohonan diajukan dengan melengkapi persyara rmohonan
sewa pertama kali. Tata cara pengajuan usulan n jangka
waktu sewa dilaksanakan dengan mekanisme pé @ usulan sewa
baru. Penetapan jangka waktu dan perpanjz nyatdilakukan dengan
mempertimbangkan karakteristik jenis infrast butuhan penyediaan
infrastruktur, ketentuan untuk setiap jenis infra tur dalam peraturan
dan pertimbangan lain dari kepal

6. Pengakhiran Se

Sewa berakhir apab e irnya jangka waktu sewa, berlakunya
syarat batal sesuai ji ang ditindaklanjuti dengan pencabutan
persetujuan sewa ala daerah atau pengelola barang, kepala
daerah atau p, ang mencabut persetujuan sewa dalam rangka
endalian dan ketentuan lain sesuai peraturan.
nyerahkan BMD pada saat berakhirnya sewa dalam
an layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan
a. Penyerahan BMD dituangkan dalam BAST. Pengelola
ngguna barang harus melakukan pengecekan BMD yang
an sebelum ditandatanganinya BAST guna memastikan kelayakan
kondisi BMD bersangkutan. Penandatanganan BAST dilakukan setelah
semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bab VI: Pemanfaatan BMD 87



7. Tata Cara Pelaksanaan Sewa oleh Pengelola
Barang

Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan
dokumen pendukung. Surat permohonan memuat data calon penyewa,
latar belakang permohonan, jangka waktu penyewaan, termasuk
periodesitas sewa dan peruntukan sewa. Dokumen pendukung terdiri
dari hal-hal berikut.

a. Pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pgmilik/
pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus jika calon penyewa befentuk
hukum/badan usaha.

b. Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untu jaga ‘dan
memelihara BMD serta mengikuti ketentuan ya ku selama
jangka waktu sewa.

c. Data BMD yang diajukan untuk dilakuka

Data calon penyewa terdiri dari fot i KIP, fotokopi NPWP,
fotokopi SIUP, dan data lainnya. Jika calon p a adalah perorangan,
data calon penyewa hanya dibukti an fotokopi KTP. Data BMD

terdiri dari foto atau gambar B lokasi atau site plan tanah
atau bangunan yang akan di foto bangunan dan bagian
bangunan yang akan di at objek yang akan disewakan,
dan perkiraan luas ta bangunan yang akan disewakan.

Pengelola barang enelitian terhadap surat permohonan
dan dokumen pe untuk menguji atas kelayakan penyewaan
terkait perm calon penyewa. Dalam melakukan penelitian
terhadap a akan disewa, pengelola barang dapat meminta
P pengguna barang yang menyerahkan BMD berupa
unan yang diajukan untuk disewakan. Pengelola barang
penilai pemerintah atau penilai publik untuk melakukan
penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar BMD berupa tanah
atau bangunan yang akan disewakan. Penilai publik ditetapkan oleh
kepala daerah. Hasil penilaian berupa nilai wajar diperlakukan sebagai
tarif pokok sewa adalah perhitungan besaran sewa. Hasil penilaian
digunakan oleh pengelola barang dalam melakukan kajian kelayakan
penyewaan dan perhitungan besaran sewa. Seluruh biaya yang timbul
dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD. Jika terdapat usulan
sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan,
pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada
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pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan BMD serta usulan
sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil
penelitian, pengelola barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD
kepada kepala daerah untuk mendapat persetujuan. Kepala daerah
memberikan persetujuan atas permohonan sewa yang diajukan dengan
mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.
Apabila kepala daerah tidak menyetujui permohonan tersebut, kepala
daerah menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan
permintaan sewa disertai alasan. Apabila kepala daerah menyetujui
permohonan tersebut, kepala daerah menerbitkan surat persetujuan
penyewaan BMD berupa tanah atau bangunan. Surat_pe an
penyewaan BMD berupa tanah atau bangunan sek urangnya
memuat data BMD yang akan disewakan, data pe saran tarif
sewa dan jangka waktu sewa). Besaran sewa ya umkan dalam
surat persetujuan sewa BMD berupa tanah n merupakan
nilai hasil perhitungan berdasarkan formulaytarifgsewa. Jika terdapat
usulan nilai sewa yang diajukan oleh calon a dan nilai usulan
tersebut lebih besar dari hasil perhi an berdasarkan formula tarif
sewa, besaran sewa yang dicantumka am surat persetujuan sewa
adalah sebesar usulan besara calon penyewa.

‘ n Sewa oleh Pengguna

8. Tata Cara Pel

Barang
Pengguna membentuk tim dalam rangka pemanfaatan
sewa untuk kan usulan sewa. Pengajuan permohonan sewa

oleh cal a berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan
a oleh calon penyewa pada pengguna barang.
ang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan
n sewa oleh calon penyewa. Pengguna barang melakukan
peni terhadap BMD berupa sebagian tanah atau bangunan atau
selain tanah atau bangunan yang akan disewakan. Penilaian dilakukan
oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan oleh
kepala daerah untuk BMD berupa tanah atau bangunan. Tim yang
ditetapkan oleh kepala daerah dapat melibatkan penilai yang ditetapkan
oleh kepala daerah untuk BMD berupa selain tanah atau bangunan.
Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil penilaian pengguna
barang mengajukan usulan permohonan sewa BMD kepada pengelola
barang untuk mendapat persetujuan.
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Usulan permohonan sewa disertai data BMD yang diusulkan, usulan
jangka waktu sewa, usulan nilai sewa berdasarkan formulasi tarif/
besaran sewa, surat pernyataan dari pengguna barang, surat pernyataan
dari calon penyewa. Jika usulan sewa yang diajukan oleh pengguna
barang bukan berdasarkan permohonan dari calon penyewa, usulan
sewa kepada pengelola barang tidak perlu disertai surat pernyataan.
Surat pernyataan pengguna barang menyatakan bahwa BMD yang akan
disewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi SKPD/unit kerja, penyewaan BMD tidak akan men
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/unit kerja. Surat pernyataa
penyewa menyatakan bahwa calon penyewa bersedia u
dan memelihara BMD serta mengikuti ketentuan yan
jangka waktu sewa.

Pengelola barang melakukan penelitian atas akan penyewaan
yang diusulkan pengguna barang. Dalam mel tian, pengelola
barang dapat meminta keterangan kepada pefigguna barang yang
mengajukan sewa.

Pengelola barang dapat me
penilaian guna menghitung nilai
pengelola barang memiliki keya

penilai untuk melakukan
s nilai sewa pasar apabila
g memadai bahwa luas tanah
atau bangunan yang disewa encerminkan kondisi peruntukan
sewa, estimasi perhitux dasar sewa dengan menggunakan
formula sewa dia t jauh berbeda dengan kondisi pasar.
Hasil penilaian be i wajar atas nilai sewa pasar diperlakukan
sebagai tarif dalam penghitungan besaran sewa. Jika yang

e
diusulkan antu akan merupakan BMD berupa selain tanah atau
bangu la barang melakukan penelitian atas besaran sewa

iu oleh pengguna barang. Pelaksanaan penilaian dilakukan

pedoman pada standar penilaian dan ketentuan. Hasil
n dipergunakan oleh pengelola barang dalam melakukan kajian
kelayakan penyewaan dan perhitungan besaran sewa. Seluruh biaya
yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.

Pengelola barang memberikan surat persetujuan atas permohonan
sewa yang diajukan pengguna barang, dengan mempertimbangkan
hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan. Berdasarkan surat
persetujuan, pengelola barang mengajukan penetapan formulasi/besaran
sewa kepada kepala daerah dengan melampirkan hasil penelitian dan
kajian kelayakan penyewaan. Apabila pengelola barang tidak menyetujui
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permohonan sewa yang diajukan pengguna barang, pengelola barang
memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa
dengan disertai alasan. Apabila pengelola barang menyetujui permohonan
sewa yang diajukan pengguna barang, pengelola barang menerbitkan
surat persetujuan penyewaan BMD. Surat persetujuan paling sedikit
memuat data BMD yang akan disewakan, data penyewa, data sewa
(besaran tarif sewa dan jangka waktu, termasuk periodesitas sewa).

Apabila usulan sewa yang diajukan oleh pengguna barang tidak
disertai data calon penyewa, persetujuan sewa tidak perlu ertai
data calon penyewa. Besaran sewa yang dicantumkan d urat
persetujuan sewa BMD berupa tanah atau bangunan m akan bilai
hasil perhitungan berdasarkan formula tarif sewa. Ap ulan nilai
sewa yang diajukan oleh calon penyewa atau pe ang lebih
besar dari hasil perhitungan, besaran sewa yan kan dalam
surat persetujuan sewa untuk BMD ber s tanah atau
bangunan adalah sebesar usulan besaran{Sewag@lari calon penyewa
atau pengguna barang. Besaran sewa yang umkan dalam surat
persetujuan sewa BMD berupa selai atau bangunan berdasarkan
nilai sewa.

Pengguna barang melaks wa berdasarkan persetujuan
pengelola barang paling | satu) bulan sejak dikeluarkannya
persetujuan sewa oleh p&j arang jika usulan sewa yang diajukan
oleh pengguna ba isertai data calon penyewa. Pengguna
barang mengupaya informasi mengenai pelaksanaan jika terdapat
usulan sewa a calon penyewa dalam waktu yang bersamaan,
pengguna nentukan penyewa dengan mempertimbangkan
aspek dan pemeliharaan BMD serta pertimbangan usulan
se ggap paling menguntungkan.

9. meliharaan Sewa

Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas BMD yang disewa.
Seluruh biaya pemeliharaan termasuk biaya yang timbul dari pemakaian
dan pemanfaatan BMD menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari
penyewa. Pemeliharaan ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. Perbaikan BMD harus sudah selesai
dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu sewa.
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Jika BMD yang disewa rusak akibat keadaan kahar (force majeure),
perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh pengelola
barang/pengguna barang dan penyewa.

10.Perubahan Bentuk BMD

Perubahan bentuk BMD dilakukan dengan persetujuan kepala daerah
untuk BMD yang berada pada pengelola barang, dan persetujuan
kepada pengelola barang untuk BMD yang berada pada pengguna

dasar bangunan. Jika perubahan bentuk BMD mengakibat
penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi BMD
dalam BAST pada saat berakhirnya jangka waktu sew.

11. Ganti Rugi
Jika BMD selain tanah atau bangung disewakan hilang

selama jangka waktu sewa, penyewa wajib kan ganti rugi sesuai
ketentuan.

12. Denda Sanksi

Penyewa dikenakan
penyewa belum me

inistratif berupa surat teguran apabila
D yang disewa pada saat berakhirnya
jangka waktu sews an belum dilakukan atau diperkirakan belum
selesai menje iIrnya jangka waktu sewa atau penggantian
belum selesai kan paling lambat sebelum berakhirnya jangka
waktu ikatpenyerahan, perbaikan, dan penggantian BMD belum
ng 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran,
nakan sanksi administratif berupa surat peringatan. Jika
n, perbaikan, dan atau penggantian BMD belum dilakukan
g 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan, penyewa
dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai ketentuan yang
berlaku.
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E. Pinjam Pakai

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, atau antarpemerintah daerah dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada kepala daerah.
Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanfaatan atas objek
pinjam pakai. Pinjam pakai dilaksanakan dengan pertimbangan berikut.

1. Mengoptimalkan BMD yang belum atau tidak dilakukan penggunaan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna bar
2. Menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
3. Peminjam pakai dilarang untuk melakukan pemanf
pinjam pakai.

tas objek

Pinjam pakai BMD dilaksanakan antara pe @ h pusat dan
pemerintah daerah, atau antarpemerint ae dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaa jam pakai BMD dapat
dilaksanakan setelah mendapatkan persetu oleh kepala daerah
dilakukan oleh pengelola baran BMD yang berada pada
pengelola barang, dan persetuj ngguna barang untuk BMD

yang berada pada pengguna b
i

dan selain tanah ata % yang berada pada pengelola barang/

pengguna barang an untuk sebagian atau keseluruhannya.

Jangka waktu pinja BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat

Objek pinjam paka D berupa tanah atau bangunan

diperpanjang I. Perpanjangan dilakukan dengan pertimbangan
mengoptimalka yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk
penyel tugas dan fungsi pengguna barang dan menunjang
pe enyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila jangka

pakai akan diperpanjang, permohonan perpanjangan jangka
wa injam pakai disampaikan kepada pengelola barang/pengguna

barang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu pinjam
pakai berakhir. Jika permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam
pakai disampaikan kepada pengelola barang atau pengguna barang
melewati batas waktu. Sesuai ketentuan berlaku, proses pinjam pakai
dilakukan dengan mengikuti tata cara permohonan pinjam pakai baru.

Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai dapat mengubah
bentuk BMD sepanjang tidak mengakibatkan perubahan fungsi atau
penurunan nilai BMD. Perubahan bentuk BMD tersebut tanpa disertai
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dengan perubahan bentuk atau konstruksi dasar BMD dan disertai
dengan perubahan bentuk atau konstruksi dasar BMD. Usulan perubahan
bentuk BMD dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan
bentuk oleh peminjam pakai kepada kepala daerah untuk BMD yang
berada pada pengelola barang. Untuk BMD yang berada pada pengguna
barang, perubahan bentuk BMD disertai dengan perubahan bentuk
atau konstruksi dasar BMD dilakukan setelah mendapat persetujuan
kepala daerah.

Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam perjanjian sertadditan-
datangani oleh peminjam pakai dan kepala daerah untuk yang
berada pada pengelola barang, sedangkan untuk BMD g da
pada pengguna barang perjanjian ditandatangani oleh am pakai
dan pengelola barang.

Perjanjian pinjam pakai tersebut paling sedik at para pihak
yang terikat dalam perjanjian, dasar perja g as para pihak
yang terkait dalam perjanjian, jenis, luasfataufjumlah barang yang
dipinjamkan, jangka waktu pemakaian, tang awab peminjam atas
biaya operasional dan pemeliharaa a jangka waktu peminjaman,
hak dan kewajiban para pihak d an lain yang dianggap perlu.
Salinan perjanjian pinjam pakai an kepada pengguna barang.

1. Tata Cara P
Pengelol

n Pinjam Pakai BMD pada

ai mengajukan permohonan pinjam pakai
kepada p ng. Pengelola barang melakukan penelitian atas
i pakai. Penelitian atas permohonan pinjam pakai

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola barang mengajukan per-
mohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah. Permohonan
persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat pertimbangan yang
mendasari permohonan pinjam pakai, identitas peminjam pakai,
tujuan penggunaan objek pinjam pakai, rincian data objek pinjam
pakai yang dibutuhkan, dan jangka waktu pinjam pakai. Apabila objek
pinjam pakai berupa tanah atau bangunan atau sebagian tanah atau
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bangunan, rincian data objek pinjam pakai termasuk luas dan lokasi
tanah atau bangunan. Apabila objek pinjam pakai berupa selain tanah
atau bangunan, rincian data objek pinjam pakai termasuk nama dan
jumlah BMD. Pemberian persetujuan/penolakan oleh kepala daerah
atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan
BMD yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan
untuk tugas. Fungsi pengelola barang dan BMD yang dimohon akan
digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah
pusat/pemerintahan daerah lainnya.

Apabila kepala daerah menyetujui permohonan pinjam pakai,'Kepala
daerah menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai. Suratgpers an
kepala daerah paling sedikit memuat identitas peminj kai, data
objek pinjam pakai, jangka waktu pinjam pakai dan } eminjam
pakai. Apabila kepala daerah tidak menyetujui onan pinjam
pakai, kepala daerah menerbitkan surat pen pakai kepada
calon peminjam pakai dengan disertai ala

Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangk am perjanjian pinjam
pakai yang ditandatangani oleh k aerah dan peminjam pakai.
Perjanjian ditindaklanjuti denga an objek pinjam pakai dari
pengelola barang kepada pemi I yang dituangkan dalam BAST.

Selama jangka waktu gin , peminjam pakai wajib memelihara
dan mengamankan obj ~ pakai dengan biaya yang dibebankan
pada peminjam p efim jangka waktu pinjam pakai berakhir,
peminjam pakaj ha beritahukan kepada pengelola barang akan
rpanjang pinjam pakai. Jika pinjam pakai akan
Jam pakai mengajukan permohonan perpanjangan
m pakai kepada pengelola barang. Pengelola barang
pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam
da kepala daerah. Pengajuan perpanjangan permohonan
persetjuan pinjam pakai dilampiri dengan surat persetujuan pinjam pakai
sebelumnya dari kepala daerah, surat pernyataan dari peminjam pakai
bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya dan
surat pernyataan dari pengelola barang bahwa pelaksanaan pinjam
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Bab VI: Pemanfaatan BMD 95



Jika peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa
pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada
pengelola barang. Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai
dituangkan dalam BAST. Pengelola barang melaporkan BAST kepada
kepala daerah.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMD pada
Pengguna Barang

Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinja
kepada pengguna barang. Pengguna barang mengajukan
persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah m
barang berdasarkan permohonan dari calon peminja ai dengan
melampirkan surat permohonan pinjam pakai dari jam pakai
dan surat pernyataan dari pengguna barang b
pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan data objek pinj i, antara lain kartu
identitas barang untuk BMD yang iliki kartu identitas barang.

kai dari pengguna barang
yang mendasari permohonan
i, tujuan penggunaan objek pinjam
akai yang dibutuhkan, termasuk luas
dan jangka waktu pinjam pakai.

Permohonan persetujuan pi
sekurang-kurangnya memuat p
pinjam pakai, identitas pemi
pakai, rincian data objeké€pin|
dan lokasi tanah ata

ukan penelitian atas permohonan persetujuan

berian persetujuan/penolakan oleh kepala daerah atas per-
mohohan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan BMD
yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak digunakan untuk tugas
dan fungsi pemerintah daerah, BMD yang dimohon akan digunakan
untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/
pemerintahan daerah lainnya dan jangka waktu pinjam pakai paling
lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai.
Jika kepala daerah menyetujui permohonan pinjam pakai, kepala daerah
menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai yang sekurang-kurangnya
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memuat identitas peminjam pakai, data BMD objek pinjam pakai,
jangka waktu pinjam pakai, dan kewajiban peminjam pakai. Jika kepala
daerah tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, kepala daerah
melalui pengelola barang memberitahukan kepada pengguna barang
disertai alasannya.

Pelaksanaan pinjam pakai BMD yang berada pada pengguna barang
dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara pengelola barang
dengan peminjam pakai. Perjanjian pinjam pakai ditindaklanjuti dengan
penyerahan objek pinjam pakai dari pengguna barang kepada pemiinj
pakai yang dituangkan dalam BAST. Selama jangka waktu pinj
peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan obje
dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai. m jangka
waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai har ritahukan
kepada pengguna barang akan mengakhiri a erpanjang
pinjam pakai. Jika pinjam pakai akan dipe j minjam pakai
mengajukan permohonan perpanjangan j@aktu pinjam pakai
kepada pengguna barang. Pengguna barang ampaikan pengajuan
permohonan persetujuan perpanj injam pakai kepada kepala
daerah melalui pengelola barang. n permohonan persetujuan
perpanjangan pinjam pakai dil gan surat persetujuan pinjam
pakai sebelumnya dari ke , surat pernyataan dari peminjam
pakai bahwa objek pin i masih digunakan untuk menunjang
pelaksanaan penyelg z emerintah pusat/pemerintahan daerah
n dari pengguna barang bahwa pelaksanaan

dituangkan dalam BAST. Pengguna barang melaporkan BAST kepada
kepala daerah melalui pengelola barang.

F. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka
waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
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KSP BMD dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan
daya guna dan hasil guna BMD dan meningkatkan penerimaan
pendapatan daerah. KSP atas BMD dilaksanakan apabila tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
operasional, pemeliharaan, atau perbaikan yang diperlukan terhadap
BMD yang dikerjasamakan. Mitra KSP ditetapkan melalui tender,
kecuali untuk BMD yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung. BMD vyang bersifat khusus memiliki karakteristik barang yang
mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan, barang yang
memiliki tingkat kompleksitas khusus, seperti bandara udara, pelabuhan
laut, kilang, instalasi listrik dan bendungan/waduk, r ng
dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perj ubungan
bilateral antarnegara atau barang lain yang ditetapk la daerah.
Penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang be sus dilakukan
oleh pengelola barang atau pengguna baran dap”’BUMN/BUMD
yang memiliki bidang atau wilayah kerja ft€rte sesuai ketentuan.
Mitra KSP harus membayar kontribusi tetap ahun selama jangka
waktu pengoperasian yang telah di an dan menyetor pembagian
keuntungan hasil KSP ke rekening k daerah. Perhitungan besaran
kontribusi pembagian keuntun erupakan bagian pemerintah

daerah harus memperhati dingan nilai BMD yang dijadikan
objek KSP dan manfaat diterima pemerintah daerah dengan
nilai investasi mitra \‘

Selama jangka ngoperasian, mitra KSP dilarang menjaminkan
atau mengga yang menjadi objek KSP. Biaya persiapan

KSP yang dike pengelola barang atau pengguna barang sampai
ju mitra KSP dibebankan pada APBD. Biaya persiapan
jddi setelah ditetapkannya mitra KSP dan biaya pelaksanaan
eban mitra KSP. Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas
mitra KSP dibebankan pada mitra KSP dan tidak diperhitungkan
pembagian keuntungan. Pengawasan atas pelaksanaan KSP oleh
mitra KSP dilakukan oleh pengelola barang untuk BMD pada pengelola
barang dan pengguna barang untuk BMD pada pengguna barang.

1. Pihak Pelaksana dan Objek KSP

Pihak yang dapat melaksanakan KSP adalah pengelola barang dengan
persetujuan kepala daerah untuk BMD yang berada pada pengelola
barang, dan pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang

98 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



untuk BMD yang berada pada pengguna barang dengan persetujuan
pengelola barang setelah mendapat pertimbangan dari kepala daerah.
Pihak yang dapat menjadi mitra KSP BMD meliputi BUMN, BUMD atau
swasta kecuali perorangan.

Objek KSP meliputi BMD berupa tanah, bangunan, dan selain tanah
atau bangunan yang berada pada pengelola barang dan pengguna
barang. Objek KSP BMD berupa tanah atau bangunan dapat dilakukan
untuk sebagian atau keseluruhannya.

2. Hasil KSP

Hasil KSP dapat berupa tanah, gedung, bangun
dan fasilitas yang diadakan oleh mitra KSP. Saran
KSP vaitu peralatan dan mesin, jalan, irigasi da n,vaset tetap
lainnya, dan aset lainnya. Hasil KSP menjadi i pelaksanaan
KSP. Hasil KSP menjadi BMD sejak diserdhkangkepada pemerintah
daerah sesuai perjanjian atau pada saat b ifnya perjanjian.

Hasil KSP BMD dalam rangka iaan infrastruktur terdiri atas
penerimaan daerah yang harus t selama jangka waktu KSP
BMD dan infrastruktur beserta®fasi hasil KSP BMD. Penerimaan
daerah terdiri atas kontrib an pembagian keuntungan.

a sarana
silitas hasil

Dalam pelaksanaan KSP dapat melakukan perubahan atau
penambahan hasil an atau penambahan hasil KSP dilakukan
dengan cara aden janjian. Adendum perjanjian KSP ditujukan
untuk menghi ali besaran kontribusi tetap dan pembagian
kontribusi tetap dan pembagian keuntungan

3. Jangka Waktu KSP

Jangka waktu KSP paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
ditandatangani dan dapat diperpanjang. KSP atas BMD dilakukan untuk
penyediaan infrastruktur, jangka waktu KSP paling lama 50 (lima puluh)
tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang.
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Perpanjangan jangka waktu dilakukan oleh mitra KSP dengan cara
mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu
KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir.
Perpanjangan jangka waktu dilaksanakan dengan pertimbangan sepanjang
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan daerah, dan selama pelaksanaan KSP terdahulu mitra
KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

4. Perjanjian KSP

Pelaksanaan KSP dituangkan dalam perjanjian KSP a ala
daerah atau pengelola barang dengan mitra KSP set iterbitkan
keputusan pelaksanaan KSP oleh kepala daerah. Perjanjia datangani
oleh mitra KSP dan kepala daerah untuk BM da pada
pengelola barang, dan perjanjian ditandatangani gelola barang
dengan mitra KSP untuk BMD yang berad d gguna barang.

Perjanjian KSP paling sedikit memuat erjanjian, identitas
para pihak yang terikat dalam perjaqjian, objek KSP, hasil KSP berupa
barang, peruntukan KSP, jangka t P, besaran kontribusi tetap
dan pembagian keuntungan se me pembayarannya, hak dan
kewajiban para pihak yang m perjanjian, ketentuan mengenai
berakhirnya KSP, sanksi yelesaian perselisihan. Perjanjian KSP

ﬂn taris. Penandatanganan perjanjian KSP

dituangkan dalam beg
dilakukan setelah 5P menyampaikan bukti setor pembayaran

ribusi Tetap dan Pembagian Keuntungan

Mitra KSP wajib menyetorkan kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan KSP. Penyetoran dilakukan setiap tahun selama jangka
waktu KSP. Kontribusi tetap dan pembagian keuntungan KSP merupakan
penerimaan daerah. Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
hasil KSP ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam KSP BMD berupa tanah
atau bangunan, sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungannya
dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam
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satu kesatuan perencanaan. Sebagian kontribusi tetap dan pembagian
keuntungannya yang berupa bangunan beserta fasilitasnya bukan
merupakan objek KSP.

Besaran nilai bangunan beserta fasilitasnya sebagai bagian dari
kontribusi tetap dan kontribusi pembagian keuntungan paling banyak
10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan selama masa KSP. Bangunan yang dibangun
dengan biaya sebagian kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
dari awal pengadaannya merupakan BMD. Besaran kontribusifitetap
dan persentase pembagian keuntungan KSP BMD berupa atau
bangunan dan sebagian tanah atau bangunan ditetap a sil
perhitungan tim yang dibentuk oleh kepala daerah kan atau
mempertimbangkan hasil penilaian. Besaran kaqg etap dan
persentase pembagian keuntungan KSP BMD ber in tanah atau
bangunan ditetapkan dari hasil perhitunga
pengelola barang berdasarkan atau memp bafigkan hasil penilaian.
Perhitungan kontribusi tetap merupakan h rkalian dari besaran
persentase kontribusi tetap dan ni jar BMD yang menjadi objek
KSP. Besaran persentase kontribusi entukan oleh kepala daerah
dari hasil perhitungan tim ber tau mempertimbangkan hasil
penilaian. Nilai wajar BM kan hasil penilaian oleh penilai
pemerintah atau penil b ang ditetapkan oleh kepala daerah
untuk BMD berupa u bangunan, dan hasil penilaian oleh
tim yang ditetapka epala daerah dan dapat melibatkan penilai
yang ditetapk a daerah untuk BMD selain tanah atau bangunan.
Apabila tegda BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil
atan BMD digunakan nilai wajar hasil penilaian.

rsentase kontribusi tetap pelaksanaan KSP meningkat
, yang dihitung berdasarkan kontribusi tetap tahun pertama
memperhatikan estimasi tingkat inflasi. Besaran peningkatan
persentase kontribusi tetap ditetapkan dalam persetujuan pelaksanaan
KSP dan dituangkan dalam perjanjian KSP.

Perhitungan pembagian keuntungan dilakukan dengan mempertim-
bangkan nilai investasi pemerintah daerah, nilai investasi mitra
KSP, dan risiko yang ditanggung mitra KSP. Perhitungan pembagian
keuntungan ditentukan oleh kepala daerah dari hasil perhitungan tim
berdasarkan atau mempertimbangkan hasil penilaian. Besaran nilai
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investasi pemerintah daerah didasarkan pada nilai wajar BMD yang
menjadi objek KSP. Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada
estimasi investasi dalam proposal KSP. Besaran pembagian keuntungan
dapat ditinjau kembali oleh kepala daerah jika realisasi investasi yang
dikeluarkan oleh mitra KSP lebih rendah dari estimasi investasi yang
tertuang dalam perjanjian. Realisasi investasi didasarkan dari hasil audit
yang dilakukan oleh auditor independen. KSP atas BMD dapat dilakukan
untuk mengoperasionalkan BMD. KSP operasional atas BMD bukan
merupakan penggunaan BMD yang dioperasikan oleh pihak lain. A
mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungafiyang

terkait pelaksanaan KSP.

Apabila mitra KSP BMD untuk penyediaan i ur berbentuk
BUMN/BUMD, kontribusi tetap dan pembagia tungan yang
disetorkan kepada pemerintah daerah da ditétapkan paling tinggi
sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari h rhitungan tim KSP.
Penetapan kontribusi tetap dan ian keuntungan didasarkan
pada kondisi keuangan BUMN/BU asil analisis kelayakan bisnis

KSP. Besaran penetapan kont i dan pembagian keuntungan
ditetapkan oleh kepala da

6. Pembaya busi Tetap dan Pembagian
Keuntu

r
a
Pembayar ibusi tetap tahun pertama ke rekening kas umum
daerah ite@ KSP harus dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebel tanganan perjanjian KSP. Pembayaran kontribusi tetap
ya disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat
esuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan
an setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP.
Pembayaran kontribusi tetap dibuktikan dengan bukti setor.

Pembagian keuntungan hasil pelaksanaan KSP tahun sebelumnya
harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat dilakukan
sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian dan dilakukan
setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian KSP. Pembayaran
pembagian keuntungan dilakukan oleh mitra KSP berdasarkan persetujuan
kepala daerah.
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7. Pengakhiran KSP

KSP berakhir jika berakhirnya jangka waktu KSP yang tertuang
dalam perjanjian, pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh
kepala daerah atau pengelola barang, dan berakhirnya perjanjian KSP
dan ketentuan lain sesuai peraturan. Pengakhiran KSP dapat dilakukan
jika mitra KSP tidak membayar kontribusi tetap selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut, tidak membayar pembagian keuntungan selama 3 (tiga)
tahun berturut-turut sesuai perjanjian KSP, atau tidak memenuhi
kewajiban selain yang tertuang dalam perjanjian KSP.

Pengakhiran KSP dilakukan secara tertulis. Pengakhiran K an
oleh kepala daerah untuk BMD yang berada pada pe barang,

sedangkan pengakhiran KSP dilakukan oleh pengelol ang untuk
BMD yang berada pada pengguna barang.

Mitra harus melaporkan akan mengakhi
(dua) tahun sebelum jangka waktu KSP be erdasarkan laporan,
kepala daerah atau pengelola barang me uditor independen/
aparat pengawasan intern pemeri untuk melakukan audit atas
pelaksanaan KSP. Auditor independén menyampaikan hasil audit
kepada kepala daerah, pen g, atau pengguna barang.
Kemudian kepala daerah, barang, atau pengguna barang
menyampaikan hasil audifike mitra KSP. Mitra KSP menindaklanjuti
hasil audit dan mela d&k pada kepala daerah, pengelola barang,

atau pengguna b

j ing lambat 2
iIr

Serah teri dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya
jangka waktu rah terima dituangkan dalam BAST. Jika mitra
KSP be i menindaklanjuti hasil audit setelah dilakukannya
ra KSP tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit.
rang/pengelola barang melaporkan pengakhiran KSP dan
n objek KSP kepada kepala daerah paling lambat 1 (satu)
etelah penyerahan.

Pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh kepala daerah atau
pengelola barang dilaksanakan dengan menerbitkan teguran tertulis
pertama kepada mitra KSP. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan
teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkan teguran tertulis pertama, kepala daerah atau pengelola
barang menerbitkan teguran tertulis kedua. Apabila mitra KSP tidak
melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
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kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, kepala daerah atau
pengelola barang menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupakan
teguran terakhir. Apabila mitra KSP tidak melaksanakan teguran ketiga
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan
teguran tertulis ketiga, kepala daerah atau pengelola barang menerbitkan
surat pengakhiran KSP. Mitra KSP harus menyerahkan objek KSP kepada
kepala daerah atau pengelola barang dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengakhiran KSP.

8. Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD yang a
pada Pengelola Barang

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada
barang meliputi inisiatif atau permohonan, pe
pembentukan tim dan penilaian, perhitun
daerah dari KSP berupa kontribusi tetap ase pembagian
keuntungan, pemilihan mitra, penerbitan k , penandatanganan
perjanjian dan pelaksanaan. KSP atas D yang berada pada pengelola
barang dapat dilakukan berdasdfka isiatif kepala daerah atau
permohonan dari pihak lain. Inisi a daerah terhadap KSP atas
BMD dituangkan dalam be endasi KSP BMD. Inisiatif kepala
daerah dapat berasal dafi r na kebutuhan yang disampaikan oleh
pengguna barang/kua a barang. Permohonan dari pihak lain
diusulkan kepada Q Ja€rah. Permohonan paling sedikit memuat
latar belakan ghan, rencana peruntukan KSP, jangka waktu
KSP dan usu

pengelola
inistrasi,
penerimaan

ruang wilayah dan penataan kota dan bukti kepemilikan atau
dok n yang dipersamakan. Kelengkapan informasi tidak diberlakukan
untuk KSP dalam rangka operasional BMD. Pengelola barang melakukan
penelitian administrasi atas dokumen BMD yang akan dilakukan KSP.
Dokumen meliputi bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan,
dokumen pengelolaan BMD dan dokumen penatausahaan BMD. Apabila
hasil penelitian administrasi, di mana BMD dapat dilakukan KSP, kepala
daerah membentuk tim KSP dan menugaskan penilai melalui pengelola
barang untuk melakukan penilaian BMD yang akan dilakukan KSP guna
mengetahui nilai wajar atas BMD bersangkutan.
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Jika BMD dapat dilakukan KSP, kepala daerah membentuk tim
KSP. Tim KSP bertugas menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan
fasilitas yang akan ditenderkan apabila KSP berdasarkan inisiatif kepala
daerah dan bukan dalam rangka operasional BMD, menghitung besaran
penerimaan daerah dari KSP berdasarkan atau mempertimbangkan hasil
penilaian, menyiapkan perjanjian KSP, menyiapkan BAST objek KSP dari
pengelola barang kepada mitra KSP dan melaksanakan kegiatan lain
yang ditugaskan oleh kepala daerah. Tim KSP dapat mengikutsertakan
SKPD/unit kerja teknis yang berkompeten. Dalam rangka meneatukan

atas BMD yang akan dilakukan KSP atau analisis kela
proposal KSP. Hasil penilaian dan laporan analisis disa kan kepada
kepala daerah sebagai bagian dalam menentuka : aan KSP.

Berdasarkan laporan analisis atau m t gkan laporan
penilaian nilai wajar BMD, tim KSP menghitung) besaran kontribusi
tetap dan persentase pembagian keuntun nghitungan besaran
kontribusi tetap dan persentase gian keuntungan dilakukan
oleh tim KSP. Jika usulan besarani K busi tetap dan persentase
pembagian keuntungan yang h pihak lain lebih besar dari
hasil perhitungan tim KSP¢ kontribusi tetap dan persentase
pembagian keuntungan apkan dalam persetujuan KSP adalah
sebesar usulan be ibusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan yang oleh pihak lain. Besaran kontribusi tetap
dan persenta n keuntungan dijadikan nilai limit terendah
dalam pelaksa ilihan mitra KSP. Pemilihan mitra KSP dilakukan
oleh pafitiappemilihan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala
dae kan keputusan pelaksanaan KSP yang memuat objek
an KSP, penerimaan daerah dari KSP, identitas mitra KSP,
da a waktu KSP.

Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP, para pihak menandatangani
perjanjian KSP yang dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung
sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan KSP. Apabila dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sejak keputusan pelaksanaan KSP ditetapkan
tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian KSP, keputusan
pelaksanaan KSP dinyatakan tidak berlaku. Penandatanganan perjanjian
dilakukan setelah mitra KSP menunjukkan bukti pembayaran kontribusi
tetap tahun pertama. Mitra KSP harus melaksanakan KSP yang
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ditentukan dalam perjanjian KSP. Apabila KSP dilakukan bukan dalam
rangka mengoperasionalkan BMD, pada saat pembangunan selesai
dilaksanakan mitra KSP wajib menyerahkan bangunan hasil KSP beserta
fasilitasnya yang merupakan bagian dari kontribusi tetap dan pembagian
keuntungan atau dapat langsung mengoperasionalkan hasil KSP yang
dibangun sesuai dengan perjanjian KSP.

9. Tata Cara Pelaksanaan KSP BMD yang Berada
pada Pengguna Barang

Tahapan pelaksanaan KSP atas BMD yang berada pad na
barang meliputi permohonan, penelitian administrasi, p tukan”tim
dan penilaian, perhitungan besaran kontribusi dan persen pembagian
keuntungan, persetujuan, pemilihan mitra, p eputusan,
penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan

Permohonan diajukan oleh pengguna farangguntuk memperoleh
persetujuan dari pengelola barang. Permoh ling sedikit memuat
latar belakang permohonan, renca runtukan KSP, jangka waktu
KSP, dan usulan besaran peneri rah dari KSP. Permohonan
dilengkapi dengan data calon proposal rencana usaha KSP,
data BMD yang akan dija KSP, dan surat pernyataan dari
pengguna barang. Surat €ecn n dari pengguna barang menegaskan
bahwa BMD vyang 3 jadi objek KSP tidak sedang digunakan
dalam rangka pen aan tugas dan fungsi SKPD dan pelaksanaan
KSP BMD tida an gganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Jika peng ang mengusulkan penetapan mitra KSP melalui
mekani n kan langsung, pengajuan permohonan dari pengguna
bar pengelola barang disertai data calon mitra KSP. Data
i SP meliputi nama, alamat, NPWP, bentuk kelembagaan,
tan usaha, fotokopi surat izin usaha/tanda izin usaha atau
yang Sejenis untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/
badan usaha.

Persetujuan atas permohonan KSP diberikan oleh pengelola barang
berdasarkan laporan panitia pemilihan mitra dan laporan tim KSP dengan
mempertimbangkan hasil penilaian. Apabila pengelola barang tidak
menyetujui permohonan KSP tersebut, pengelola barang memberitahukan
kepada pengguna barang disertai dengan alasan. Pemberian persetujuan
dilakukan oleh pengelola barang dengan menerbitkan surat persetujuan.
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Surat persetujuan paling sedikit memuat objek KSP, peruntukan KSP,
nilai BMD yang menjadi objek KSP sebagai besaran nilai investasi
pemerintah, minimal besaran kontribusi tetap, minimal persentase
pembagian keuntungan dan jangka waktu KSP.

Berdasarkan surat persetujuan KSP, kepala daerah menetapkan
keputusan pelaksanaan KSP. Berdasarkan keputusan pelaksanaan KSP,
para pihak menandatangani perjanjian KSP dilakukan paling lambat 1
(satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku keputusan pelaksanaan
KSP. Surat persetujuan KSP dari pengelola barang dinyataka tidak
berlaku apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak g kan
tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat pesjanjia P.
Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah mitra K unjukkan
bukti pembayaran kontribusi tetap tahun pertama. K laksanaan
KSP BMD yang berada pada pengelola barang mu andis berlaku
untuk pelaksanaan KSP BMD vyang berada na barang.

10.Perpanjangan Jangka Waktu
pada Pengelola Bara

yang Berada
Pengguna Barang

Permohonan perpanjangan
pada pengelola barang diaj
paling lambat 2 (dua) tdhen
Permohonan dilampigi
objek KSP, dan
keuntungan
permohonan
KSP yan

mitra KSP kepada kepala daerah
elum berakhirnya jangka waktu KSP.
perpanjangan KSP, data dan kondisi
yetoran kontribusi tetap dan pembagian
a) tahun terakhir. Kepala daerah meneliti
ngevaluasi kelayakan perpanjangan pelaksanaan
langsung. Apabila berdasarkan hasil penelitian kepala
jui usulan perpanjangan jangka waktu KSP, kepala
entuk tim KSP dan menugaskan penilai untuk melakukan
an nilai BMD yang akan dijadikan objek KSP dan besaran
si tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP. Tugas tim
KSP antara lain menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP, menghitung
besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian keuntungan KSP
berdasarkan atau dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan
melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh kepala daerah.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpanjangan jangka waktu
pelaksanaan KSP, kepala daerah melalui pengelola barang dapat
menugaskan penilai atau pihak yang berkompeten untuk melakukan
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analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan KSP. Penilai atau pihak yang
berkompeten menyampaikan laporan analisis kelayakan perpanjangan
yang merupakan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala daerah melalui
pengelola barang. Tim KSP menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
tugas kepada kepala daerah melalui pengelola barang. Apabila laporan
hasil pelaksanaan tugas tim KSP menunjukkan bahwa permohonan
perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat disetujui, kepala daerah
menerbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu KSP yang
ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan alasan. Apabila laporam hasil
pelaksanaan tugas tim KSP menunjukkan bahwa permohonan per, ngan
jangka waktu KSP dapat disetujui, kepala daerah mene at
persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP yang dij kepada
mitra KSP. Berdasarkan surat persetujuan perpanjanga ka waktu
KSP, tim KSP menyusun perjanjian perpanjanga aktu KSP
sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang
jangka waktu KSP berlaku pada saat penafdatanganan perjanjian KSP
antara kepala daerah dengan mitra KSP di

Permohonan perpanjangan jan tu KSP atas BMD yang berada
pada pengguna barang diajukanf{ele itra KSP kepada pengguna

barang. Permohonan dilampi sal perpanjangan KSP, data
dan kondisi objek KSP, d enyetoran kontribusi tetap dan
pembagian keuntungan x (lima) tahun terakhir.

Pengguna bar kan penelitian administrasi atas per-
mohonan perpanj ngka waktu KSP yang disampaikan oleh
mitra KSP. B anyhasil penelitian administrasi, pengguna barang
nan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
arang. Permohonan perpanjangan jangka waktu KSP

pengelola barang menyetujui usulan perpanjangan jangka waktu KSP,
pengelola barang membentuk tim KSP dan menugaskan penilai. Tim
KSP bertugas antara lain menyiapkan perjanjian perpanjangan KSP,
menghitung besaran kontribusi tetap dan persentase pembagian
keuntungan KSP berdasarkan atau dengan mempertimbangkan hasil
penilaian, melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh pengelola
barang. Tim KSP menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
pengelola barang. Apabila hasil pelaksanaan tugas tim KSP menunjukkan
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bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu KSP tidak dapat
disetujui, pengelola barang menerbitkan surat penolakan perpanjangan
jangka waktu KSP yang ditujukan kepada mitra KSP disertai dengan
alasan. Apabila hasil pelaksanaan tugas tim KSP menunjukkan bahwa
permohonan perpanjangan jangka waktu KSP dapat disetujui, pengelola
barang menerbitkan surat persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP
yang ditujukan kepada mitra KSP. Berdasarkan persetujuan perpanjangan
jangka waktu KSP, tim KSP menyusun perjanjian perpanjangan jangka
waktu KSP sekaligus menyiapkan hal-hal teknis yang diperluka

Penilai bertugas melakukan penghitungan nilai BMD akan
dijadikan objek KSP, besaran kontribusi tetap dan persent embagian
keuntungan KSP. Penilai menyampaikan laporan penilaia erupakan
hasil pelaksanaan tugas kepada pengelola barang.

Dalam rangka menentukan kelayakan perpa
pelaksanaan KSP atas permohonan perpanjan
menugaskan penilai atau pihak yang ber untuk melakukan
analisis kelayakan perpanjangan pelaksanaan Perpanjangan jangka
waktu KSP berlaku pada saat pe anan perjanjian KSP antara
pengelola barang dengan mitr

jangka waktu
ola barang dapat

Jika kepala daerah ata
mohonan perpanjangan
berikut fasilitasnya di
barang pada saat

barang tidak menyetujui per-
u KSP, objek KSP beserta sarana
pada kepala daerah atau pengelola
Jangka waktu KSP yang diatur dalam
perjanjian KSP. Pen objek KSP beserta sarana dan prasarananya
dilakukan de antara mitra KSP dengan kepala daerah untuk
BMD vya pada pengelola barang, dan BAST antara mitra KSP
dan p ang untuk BMD yang berada pada pengguna barang.

G.'Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun

Serah Guna (BSG)

BGS/BSG BMD dilaksanakan dengan pertimbangan pengguna barang
memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan
daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi dan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana
dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan
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BGS/BSG harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas
nama pemerintah daerah. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan
pengelola barang atau pengguna barang sampai dengan penunjukan
mitra BGS/BSG dibebankan pada APBD. Biaya persiapan BGS/BSG yang
terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dan biaya pelaksanaan
BGS/BSG menjadi beban mitra yang bersangkutan. Penerimaan hasil
pelaksanaan BGS/BSG merupakan penerimaan daerah yang wajib
disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. BGS/BSG BMD
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan

pelaksanaan BGS/BSG dilaksanakan oleh kepala daerah,
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD terkait. Hasil p,
BSG adalah bangunan beserta fasilitas yang telah di oleh mitra
setelah berakhirnya jangka waktu yang diperjanj BGS atau

setelah selesainya pembangunan untuk BSG.
Mitra BGS atau mitra BSG yang tela@kan selama jangka

waktu pengoperasian wajib membayar k si ke rekening kas
umum daerah setiap tahun sesuai yang telah ditetapkan, wajib
memelihara objek BGS/BSG dan dilara enjaminkan, menggadaikan,
atau memindahtangankan tan enjadi objek BGS/BSG hasil
BGS yang digunakan langs enyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintah daerah atau il Mitra BGS BMD harus menyerahkan
objek BGS kepada k pada akhir jangka waktu pengoperasian
setelah dilakukan h aparat pengawasan intern pemerintah.

1. Pihak Pel
Pihak melakukan BGS/BSG adalah pengelola barang.
Pi pat menjadi mitra BGS/BSG meliputi BUMN, BUMD,

ali perorangan atau badan hukum lainnya. Jika mitra
membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk
an hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan
atas nama mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG.

2. Objek BGS/BSG
Objek BGS/BSG meliputi BMD berupa tanah yang berada pada
pengelola barang atau BMD berupa tanah yang berada pada pengguna
barang. Jika BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada
pada pengguna barang telah direncanakan untuk penyelenggaraan
tugas dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, BGS/BSG
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dapat dilakukan setelah terlebih dahulu diserahkan kepada kepala
daerah. BGS/BSG dilaksanakan oleh pengelola barang dengan
mengikutsertakan pengguna barang sesuai tugas dan fungsinya.
Keikutsertaan pengguna barang dalam pelaksanaan BGS/BSG adalah
mulai dari tahap persiapan pembangunan, pelaksanaan pembangunan
sampai dengan penyerahan hasil BGS/BSG.

Hasil BGS/BSG

Gedung, bangunan, sarana dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra
BGS/BSG merupakan hasil BGS/BSG. Sarana dan fasilitas ebut
antara lain peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jarj aset
tetap lainnya, dan aset lainnya. Gedung, banguna rana,qdan
fasilitas menjadi BMD sejak diserahkan kepada pe h daerah
sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya
Dalam pelaksanaan BGS/BSG, mitra BGS/BSG elakukan per-
ubahan atau penambahan hasil BGS/BSG. P: e au penambahan
hasil BGS/BSG dapat dilakukan sesu engan penyelenggaraan
tugas dan fungsi pemerintah daerah ata uk program-program
nasional sesuai ketentuan. Per atau penambahan hasil BGS/
BSG dilakukan dengan cara adendumfperjanjian tersebut. Adendum
perjanjian BGS/BSG tidak Jangka waktu paling lama 30
(tiga puluh) tahun da ung kembali besaran kontribusi
yang ditetapkan ber hasil perhitungan tim yang dibentuk
oleh kepala d ahan atau penambahan hasil BGS/BSG
dilakukan sete peroleh persetujuan kepala daerah.

Bentuk B
BGS, dilaksanakan dengan bentuk BGS/BSG BMD atas
ta erada pada pengelola barang dan BGS/BSG BMD

yang berada pada pengguna barang.

an dan Penetapan Mitra BGS/BSG

milihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender yang dilakukan
dengan mekanisme. Hasil pemilihan mitra BGS/BSG ditetapkan oleh
kepala daerah.

Jangka Waktu BGS/BSG

Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani. Jangka waktu BGS/BSG hanya berlaku
untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.
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Perjanjian BGS/BSG

Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian BGS/
BSG ditandatangani antara kepala daerah dengan mitra BGS/BSG.
Perjanjian sekurang-kurangnya memuat dasar perjanjian, identitas
para pihak yang terikat dalam perjanjian, objek BGS/BSG, hasil
BGS/BSG, peruntukan BGS/BSG, jangka waktu BGS/BSG, besaran
kontribusi tahunan serta mekanisme pembayarannya. Selain itu,
besaran hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas
dan fungsi pengelola barang dan pengguna barang, hak dan
kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian, tuan
mengenai berakhirnya BGS/BSG, sanksi, penyelesaian_pe n,
dan persyaratan lain yang dianggap perlu.
Perjanjian BGS/BSG dituangkan dalam bentuk akta is. Penan-
datanganan perjanjian BGS/BSG dilakukan seftelah{mitra BGS/BSG
menyampaikan bukti setor pembayaran koaityi tE@hunan pertama
kepada pemerintah daerah. Bukti se pembayaran kontribusi
tahunan pertama merupakan salah sat men pada lampiran
yang menjadi bagian tidak terpi an dari perjanjian BGS/BSG.

Kontribusi Tahunan, Hasil, B yang Digunakan Langsung
Untuk Tugas dan Fungsi h Daerah, Penghitungan dan
Pembayarannya

Mitra wajib memb
ke rekening k

ribusi tahunan melalui penyetoran
erah sebagai penerimaan daerah dari
esaran kontribusi tahunan dihitung tim yang
rah. Besaran kontribusi tahunan merupakan
ri besaran persentase kontribusi tahunan dengan
D yang akan dilakukan BGS/BSG. Besaran persentase
tahunan ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan
gan penilai. Nilai wajar BMD ditentukan berdasarkan hasil
ilaian oleh penilai pemerintah atau penilai publik yang ditetapkan
oleh kepala daerah. Jika nilai BMD berbeda dengan nilai wajar hasil
penilaian, BGS/BSG BMD menggunakan nilai wajar hasil penilaian.
Besaran kontribusi tahunan pelaksanaan BGS/BSG dapat meningkat setiap
tahun dari yang telah ditetapkan. Peningkatan dihitung berdasarkan
kontribusi tahunan tahun pertama dengan memperhatikan tingkat
inflasi. Besaran kontribusi tahunan ditetapkan dalam persetujuan
pelaksanaan BGS/BSG dan dituangkan dalam perjanjian. Jika usulan

dibentuk
hasil
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besaran kontribusi tahunan yang diajukan oleh calon mitra BGS/
BSG lebih besar dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh penilai
pemerintah, besaran kontribusi tahunan yang ditetapkan dalam
persetujuan pelaksanaan BGS/BSG dan yang dituangkan dalam
perjanjian adalah sebesar usulan besaran kontribusi tahunan dari
calon mitra BGS/BSG.

Pembayaran kontribusi tahunan pertama ke rekening kas umum
daerah oleh mitra BGS/BSG harus dilakukan paling lambat 2
(dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian BGS/BSG.
Pembayaran kontribusi tahunan tahun berikutnya ke ning
kas umum daerah harus dilakukan sesuai dengan tz ng
ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran kontribugiftafifinan pada
akhir tahun perjanjian dibayarkan paling lamba nam) bulan
sebelum perjanjian berakhir. Pembayara

dibuktikan dengan bukti setor.
Dalam jangka waktu pengoperasian B@

paling sedikit 10%
(sepuluh persen) dari hasil BGS/BSG igunakan langsung

oleh pengguna barang untuk lenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan. Besaran hasil

yang digunakan langsung
ditetapkan kepala da

era an hasil perhitungan yang
dilakukan rekomenda g dibentuk oleh kepala daerah.
i SG yang digunakan langsung dilakukan

Penyerahan bagian

sesuai dengan ditentukan dalam perjanjian BGS/BSG.

Penetapan pe BMD hasil BGS/BSG yang digunakan langsung
daerah.

dilakukan

irny! a Waktu BGS/BSG

khir dalam hal berakhirnya jangka waktu BGS/BSG
ng dalam perjanjian BGS/BSG, pengakhiran perjanjian
secara sepihak oleh kepala daerah, berakhirnya perjanjian
SG dan ketentuan lain sesuai peraturan. Pengakhiran BGS/
BSG secara sepihak oleh kepala daerah dapat dilakukan jika mitra
BGS/BSG tidak memenuhi kewajiban yang tertuang dalam perjanjian
dan ketentuan dalam peraturan menteri ini, antara lain mitra BGS/
BSG terlambat membayar kontribusi tahunan sebanyak 3 (tiga) kali
berturut-turut, mitra BGS/BSG tidak membayar kontribusi tahunan
sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atau mitra BGS/BSG belum
memulai pembangunan atau tidak menyelesaikan pembangunan
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sesuai dengan perjanjian, kecuali dalam keadaan force majeure.
Pengakhiran BGS/BSG dapat dilakukan oleh kepala daerah secara
tertulis.
Pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh kepala daerah
dilaksanakan dengan tahapan: kepala daerah menerbitkan teguran
tertulis pertama kepada mitra BGS/BSG. Jika mitra BGS/BSG tidak
melaksanakan teguran dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak diterbitkan teguran tertulis pertama, kepala daerah
menerbitkan teguran tertulis kedua. Jika mitra BGS/BSGg tidak
melaksanakan teguran kedua dalam jangka waktu 30 (tigatpuluh)
hari kalender sejak diterbitkan teguran tertulis kedua, ah
menerbitkan teguran tertulis ketiga yang merupa uran. Jika
mitra BGS/BSG tidak melaksanakan teguran iga m jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender seja tkan teguran
tertulis ketiga, kepala daerah menerbj pengakhiran
BGS/BSG. Setelah menerima surat pehgakhigan BGS/BSG dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga p ari, mitra BGS/BSG
wajib menyerahkan objek BGS/, epada kepala daerah. Kepala
daerah meminta aparat per@ intern pemerintah untuk
melakukan audit atas obj yang diserahkan oleh mitra
BGS/BSG. Audit dituj memeriksa kesesuaian jumlah
ntara yang akan diserahkan dengan

dan kondisi objek
aian bangunan dan fasilitas hasil BGS/

perjanjian BGS/
BSG antara n diserahkan dengan Perjanjian BGS/BSG

dan lapo e aan BGS/BSG. Aparat pengawasan intern

pemerinta rkan hasil audit kepada kepala daerah dengan

te ada mitra BGS/BSG. Mitra BGS/BSG menindaklanjuti
rn

il audit yang disampaikan oleh aparat pengawasan
merintah dan melaporkannya kepada kepala daerah.
terima objek BGS/BSG dilakukan paling lambat pada saat
akhirnya jangka waktu BGS/BSG dan dituangkan dalam BAST.
Mitra tetap berkewajiban menindaklanjuti hasil audit dalam hal
terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti oleh mitra
setelah dilakukannya serah terima. Pengakhiran sepihak BGS/BSG
tidak menghilangkan kewajiban mitra BGS/BSG untuk memenuhi
kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian BGS/BSG.

Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas BMD Berupa Tanah yang
Berada pada Pengelola Barang
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Tahapan pelaksanaan BGS/BSG atas BMD yang berada pada pengelola
barang meliputi inisiatif atau permohonan, penelitian administrasi,
pembentukan tim dan penilaian, perhitungan besaran penerimaan
daerah berupa kontribusi tahunan dan persentase hasil BGS/BSG
yang digunakan langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan,
pemilihan mitra, penerbitan keputusan, penandatanganan perjanjian,
dan pelaksanaan.

BGS/BSG atas BMD yang berada pada pengelola barang dapat
dilakukan berdasarkan inisiatif kepala daerah atau permohonan dari
pihak lain. Inisiatif kepala daerah atas BGS/BSG BMD dj gkan
dalam bentuk rekomendasi BGS/BSG BMD. Inisiatif a ah
dapat berasal dari rencana kebutuhan yang di kan oleh
pengguna barang.

Permohonan dari pihak lain diusulkan kepad erah yang
memuat latar belakang permohonan, ren kan BGS/BSG,
jangka waktu BGS/BSG dan usulan bgsarargkontribusi tahunan.
Permohonan dilengkapi dengan data ang diajukan untuk

dilakukan BGS/BSG, data pe
usaha BGS/BSG, informasi lai
BSG (rencana umum tata
bukti kepemilikan ata
Besaran kontribusi
digunakan langs

BGS/BSG, proposal rencana
kaitan dengan usulan BGS/
yah dan penataan kota dan
yang dipersamakan).
dan persentase hasil BGS/BSG yang
tugas dan fungsi pemerintahan dihitung
oleh Tim BG rdasarkan atau mempertimbangkan nilai
wajar B sis dari penilai. Penghitungan hasil BGS/BSG
yang dig ngsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan
dila Tim BGS/BSG. Apabila diperlukan, kepala daerah
e elola barang dapat menugaskan penilai untuk melakukan
hitGpgan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas
ngsi pemerintahan.
aran kontribusi tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan
langsung untuk tugas dan fungsi pemerintahan merupakan nilai limit
terendah dalam pelaksanaan pemilihan mitra. Besaran kontribusi
tahunan dan hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk tugas
dan fungsi pemerintahan ditetapkan kepala daerah.
Mitra BGS/BSG harus melaksanakan pembangunan gedung dan
fasilitasnya sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian
BGS/BSG. Apabila mitra BGS/BSG telah selesai melaksanakan
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pembangunan gedung dan fasilitasnya, mitra menyerahkan hasil
BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi pemerintahan yang ditentukan dalam perjanjian BSG/
BGS. Mitra dapat langsung mengoperasionalkan hasil BGS yang
dibangun sesuai dengan perjanjian BGS dan mitra menyerahkan
hasil BSG kepada kepala daerah. Hasil BSG merupakan BMD.

11. Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG atas BMD Berupa Tanah yang
Berada pada Pengguna Barang
BMD berupa tanah yang berada pada pengguna barangfdapat
dilakukan BGS/BSG berdasarkan inisiatif pengguna b atau
permohonan dari pihak lain. Inisiatif penggun an as
pelaksanaan BGS/BSG BMD disampaikan dala uk surat
permohonan pelaksanaan BGS/BSG yang dituj a kepala
daerah. Permohonan dari pihak lain disam lalam bentuk
surat permohonan pelaksanaan BGS/B jukan kepada
pengguna barang. Permohonan memu nt lain latar belakang
permohonan, rencana peruntukan BGS , jangka waktu BGS/
BSG usulan besaran kontrib an dan usulan persentase
hasil BGS/BSG yang digunaka ng untuk tugas dan fungsi

pemerintahan.

n permohonan persetujuan BGS/BSG
terhadap permohonaagpi In kepada kepala daerah yang memuat
latar belakang pern reéncana peruntukan BGS/BSG, jangka waktu
BGS/BSG, usul 3 ontribusi tahunan dan usulan persentase hasil

Pengguna barang

BMD menegaskan bahwa BMD yang akan dilakukan BGS/
BSG tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi pokok SKPD/unit kerja dan pelaksanaan BGS/BSG BMD tidak
akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Informasi lainnya yang berkaitan dengan usulan BGS/BSG antara lain
informasi mengenai rencana umum tata ruang wilayah dan penataan
kota dan bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Apabila
permohonan BGS/BSG yang diajukan oleh pengguna barang bukan
berdasarkan permohonan dari pemohon BGS/BSG, permohonan BGS/
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BSG kepada kepala daerah tidak perlu disertai data pemohon BGS/
BSG. Berdasarkan permohonan pengguna barang, pengelola barang
melakukan penelitian administrasi atas BMD yang akan dilakukan BGS/
BSG. Pengelola barang menyampaikan hasil penelitian kepada kepala
daerah.

Berdasarkan hasil penelitian administrasi, kepala daerah dapat
memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan BGS/
BSG. Apabila kepala daerah tidak menyetujui permohonan BGS/BSG,
kepala daerah menerbitkan surat penolakan yang disampaikan Kepada
pengguna barang dengan disertai alasan. Apabila kep erah
menyetujui permohonan BGS/BSG, kepala daerah menegbi
persetujuan. Surat persetujuan memuat persetujua
dan kewajiban pengguna barang untuk menyerah
dijadikan sebagai objek BGS/BSG kepada kepala
objek BGS/BSG kepada kepala daerah ditu

Penentuan rincian kebutuhan bangun@n, dafj fasilitas yang akan
dibangun di atas objek BGS/BSG ditentukan daerah berdasarkan
pertimbangan bersama antara pen arang dan pengguna barang.
Ketentuan pada pelaksanaan KSP mutatis mutandis terhadap
pelaksanaan BGS/BSG BMD_at yang berada pada pengguna

barang yang sudah diser, pengguna barang kepada kepala
daerah. ‘

H. Kerja

Kerj a Penyediaan Infrastruktur (KSPI) yaitu kerja sama antara
pemeri badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur
en ketentuan. KSPI atas BMD dilakukan dengan pertimbangan

gka kepentingan umum atau penyediaan infrastruktur guna
ung tugas dan fungsi pemerintahan, tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan infrastruktur dan
termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang
ditetapkan oleh pemerintah.

nyediaan Infrastruktur

Kewajiban mitra KSPI selama jangka waktu KSPI adalah dilarang
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang
menjadi objek KSPI, wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil
KSPI, dan dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang

Bab VI: Pemanfaatan BMD 117



terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan
pada saat perjanjian dimulai (clawback). Mitra KSPI harus menyerahkan
objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah daerah pada
saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. Barang hasil
KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai
perjanjian. Penetapan mitra KSPI dilaksanakan sesuai ketentuan. Jenis
Infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1. Pihak Pelaksana KSPI Atas BMD
Pihak yang dapat melaksanakan KSPI adalah pengelola ba ntuk
BMD yang berada pada pengelola barang dan pengg ng
untuk BMD yang berada pada pengguna barang.€KSPl atas BMD
dilakukan antara pemerintah daerah dan bada awBadan usaha
adalah badan usaha yang berbentuk perse atas, BUMN,
BUMD, atau koperasi.

2. PJPK KSPI Atas BMD
PJPK KSPI atas BMD adalah pihak yan juk atau ditetapkan
sebagai PJPK dalam rangka aan kerja sama pemerintah
daerah dengan badan usah yang dapat ditunjuk dan
ditetapkan sebagai PJPK m ni ketentuan peraturan.

g berada pada pengelola barang atau

3. Objek KSPI
Objek KSPI melip %
BMD vyang be engguna barang. Objek KSPI atas BMD

meliputi tapah gunan, sebagian tanah atau bangunan yang
au selain tanah atau bangunan.

s

KSPI atas BMD paling lama 50 (lima puluh) tahun
anjian ditandatangani dan dapat diperpanjang. Jangka
SPI atas BMD ditetapkan oleh kepala daerah. Jangka waktu
| atas BMD dan perpanjangan dituangkan dalam perjanjian KSPI
atas BMD.

Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD hanya dapat dilakukan
apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan
pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik,
sosial, dan keamanan. Perpanjangan jangka waktu KSPI atas BMD
diajukan permohonannya paling lama 6 (enam) bulan setelah
government force majeure terjadi.
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Hasil KSPI Atas BMD

Hasil dari KSPI atas BMD terdiri atas barang hasil KSPI berupa
infrastruktur beserta fasilitasnya yang dibangun oleh mitra KSPI dan
pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Pembagian atas
kelebihan keuntungan merupakan penerimaan pemerintah daerah
yang harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Formulasi atau besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
ditetapkan oleh kepala daerah. Penetapan besaran pembagian kelebihan

pembagian kelebihan keuntungan (clawback) di dengan
mempertimbangkan antara lain nilai investasi p h daerah,
nilai investasi mitra KSPI, risiko yang ditang @ itra KSPI, dan
karakteristik infrastruktur.

Infrastruktur Hasil Pemanfaatan BMD fdalani@Rangka Penyediaan
Infrastruktur
Infrastruktur yang menjadi hasi jatan KSPI atas BMD berupa
bangunan konstruksi infrastr erta sarana dan prasarana,
pengembangan infrastrukt enambahan atau peningkatan
terhadap kapasitas, ku u kualitas infrastruktur atau hasil
penyediaan infrast r upa penambahan atau peningkatan
s, atau kualitas infrastruktur lainnya. Mitra

terhadap kapasi

KSPI menyera astruktur yang menjadi hasil kegiatan KSPI
atas BM i anjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.
an oleh mitra KSPI atas BMD kepada PJPK.
hkan BMD vyang diterima dari mitra KSPI atas
a kepala daerah. Barang hasil KSPI atas BMD berupa
tur beserta fasilitasnya menjadi BMD sejak diserahkan

a pemerintah daerah.

Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengelola Barang

Tahapan pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada pengelola
barang meliputi permohonan, penelitian administrasi, pembentukan
tim dan penilaian, perhitungan besaran penerimaan daerah dari KSPI
berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback), penerbitan
keputusan, penyerahan BMD dari kepala daerah kepada penanggung
jawab proyek KSPI, pemilihan mitra, penandatanganan perjanjian,
pelaksanaan, pengamanan dan pemeliharaan, pembayaran bagian
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atas kelebihan keuntungan (clawback) jika ada dan pengakhiran.
KSPl atas BMD yang berada pada pengelola barang dapat
dilakukan berdasarkan permohonan dari pengelola barang yang
disampaikan secara tertulis kepada kepala daerah. Permohonan
sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai identitas
PJPK, termasuk dasar penetapan/penunjukannya, latar belakang
permohonan, BMD yang diajukan untuk dilakukan KSPI, antara lain
jenis, nilai, dan kuantitas BMD, rencana peruntukan KSPI, jangka
waktu KSPI dan estimasi besaran pembagian kelebihan keunfuingan
(clawback). Permohonan dilengkapi dokumen penduku rupa
proposal prakelayakan studi (pra feasibility study) pro PI,
surat pernyataan kesediaan menjadi PJPK KSPI da kelayakan
penyediaan infrastruktur dari kementerian/I tau dinas
teknis sesuai ketentuan peraturan. Surat per, paling sedikit
memuat data dan informasi mengenai PJP
penetapan, BMD yang direncanakan u ijadikan sebagai objek
KSPI, kesediaan dan kesanggupan unt jadi PJPK KSPI, dan
kesediaan melaksanakan prose sesuai dengan ketentuan.

Kepala daerah melakukan pengliti ministrasi atas permohonan
KSPI yang diajukan oleh P berdasarkan hasil penelitian
administrasi menunj a BMD dapat dilakukan KSPI,
kepala daerah mem

tukitim KSPI dan menugaskan penilai untuk
melakukan pe% ang akan dilakukan KSPI guna mengetahui

nilai wajar at ersangkutan. Tim KSPI berjumlah gasal dan
beranggo lain pengelola barang, perwakilan dari SKPD
terkait, da kilan dari SKPD yang membidangi pengelolaan
BM im KSPI meliputi melakukan kajian atas BMD yang
i enjadi objek KSPI, melakukan kajian atas besaran
erimaan daerah dari KSPI dan melaksanakan kegiatan lain yang
skan oleh kepala daerah. Segala biaya yang diperlukan dalam
aksanaan tugas tim KSPI dibebankan pada APBD. Tim KSPI dapat
meminta masukan kepada penilai atau pihak yang berkompeten
dalam rangka pelaksanaan tugas.

Perhitungan besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback)
dilakukan oleh tim KSPI sesuai ketentuan. Kepala daerah menetapkan
besaran bagian pemerintah dalam pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) dengan mempertimbangkan perhitungan tim KSPI dalam
surat persetujuan KSPI. Besaran bagian pemerintah daerah dalam
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pembagian kelebihan keuntungan (clawback) yang ditetapkan
kepala daerah dicantumkan dalam dokumen tender. Kepala daerah
menerbitkan keputusan KSPI apabila permohonan KSPI dianggap
layak, dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan tugas tim
KSPI. Keputusan KSPI sekurang-kurangnya memuat data BMD yang
menjadi objek KSPI, peruntukan KSPI, termasuk kelompok/jenis
infrastruktur, besaran pembagian kelebihan keuntungan (clawback),
jangka waktu KSPI atas BMD dan penunjukan PJPK KSPI atas BMD.
Salinan Keputusan KSPI disampaikan kepada pengelola
Apabila permohonan KSPI dianggap tidak layak, kepa
memberitahukan kepada pemohon disertai alasa
daerah menyerahkan BMD yang menjadi objek K
penyediaan infrastruktur berdasarkan keputusa
KSPI dituangkan dalam BAST yang ditandatang ala daerah
dan PJPK penyediaan infrastruktur atas erahan objek
KSPI kepada PJPK penyediaan infrastrilktur gaanya dalam rangka
KSPI atas BMD dan bukan sebagai pe kepemilikan BMD.
PJPK penyediaan infrastruktur MD menetapkan mitra KSPI
berdasarkan hasil tender daritpr kerja sama sesuai dengan
ketentuan di bidang kerj merintah dalam penyediaan
infrastruktur. Penetapa | dilaporkan oleh PJPK penyediaan
infrastruktur atas B a kepala daerah paling lama 1 (satu)
bulan setelah t; apkan. PJPK penyediaan infrastruktur
menandatanga jian KSPI dengan mitra KSPI yang ditetapkan
dari hasil er. andatanganan perjanjian KSPI dilakukan paling
lama 2 ( n terhitung sejak tanggal berlakunya keputusan
KSP

ada PJPK
han objek

r perjanjian KSPI, PJPK Penyediaan Infrastruktur me-
rahkan BMD yang menjadi objek KSPI kepada mitra KSPI.
rahan BMD yang menjadi objek KSPI dituangkan dalam
T yang ditandatangani oleh PJPK penyediaan Infrastruktur dan
mitra KSPI. PJPK Penyediaan Infrastruktur melaporkan pelaksanaan
penandatanganan perjanjian KSPI dan penyerahan BMD kepada
mitra KSPI kepada Kepala daerah dengan melampirkan salinan
perjanjian KSPI dan salinan BAST. Dalam hal jangka waktu sudah
terlewati dan perjanjian belum ditandatangani, keputusan KSPI
dinyatakan tidak berlaku. Dikecualikan dari ketentuan, sepanjang
lewat waktu tidak disebabkan oleh hal yang dilakukan oleh mitra
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KSPI, penandatanganan perjanjian dilakukan paling lama 3 (tiga)
tahun terhitung sejak berlakunya keputusan KSPI atas BMD.
Perjanjian KSPI atas BMD sekurang-kurangnya memuat dasar
perjanjian, identitas para pihak, BMD yang menjadi objek peman-
faatan, peruntukan pemanfaatan, hak dan kewajiban, jangka waktu
pemanfaatan, besaran penerimaan serta mekanisme pembayaran,
ketentuan mengenai berakhirnya pemanfaatan, sanksi dan penyelesaian
perselisihan. Perjanjian KSPI atas BMD dituangkan dalam bentuk
akta notaris.

Mitra KSPI atas BMD waijib melakukan pengamanan dan peme

berdasarkan perjanjian. Pengamanan ditujukan
terjadinya penurunan fungsi dan hilangnya BMD
dan hasil KSPI atas BMD. Pemeliharaan dit menjaga
kondisi dan memperbaiki BMD yang mepj SPI dan hasil
KSPI atas BMD agar selalu dalam keddaangbaik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan be na. Perbaikan BMD
harus sudah selesai dilaksanakan g lambat pada saat berakhirnya
gamanan dan pemeliharaan

keuntungan ( % disetorkan oleh mitra KSPI ke rekening kas
umum da aling”lambat 31 Maret. Bagian pemerintah daerah

uh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
pemerintah daerah atas pembagian kelebihan keuntungan
whback) disetorkan oleh mitra KSPI sepanjang terdapat kelebihan
keuntungan (clawback) yang diperoleh dari yang ditentukan pada
saat perjanjian KSPI dimulai. KSPI atas BMD berakhir dalam hal
berakhirnya jangka waktu KSPI atas BMD, pengakhiran perjanjian
KSPI atas BMD secara sepihak oleh kepala daerah atau ketentuan
lain sesuai dengan ketentuan.

Pengakhiran secara sepihak oleh kepala daerah dapat dilakukan
dalam hal mitra KSPl atas BMD tidak membayar pembagian
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kelebihan keuntungan dari KSPI atas BMD yang ditentukan pada
saat perjanjian dimulai (clawback) atau tidak memenuhi kewajiban
selain dari yang tertuang dalam perjanjian. Pengakhiran KSPI dapat
dilakukan oleh kepala daerah berdasarkan hasil pertimbangan pengelola
barang atau pengguna barang secara tertulis. Pengakhiran perjanjian
KSPI secara sepihak oleh kepala daerah diawali dengan penerbitan
teguran tertulis pertama kepada mitra KSPI oleh kepala daerah.
Apabila mitra KSPI tidak melaksanakan teguran pertama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak teguran tertulis p

teguran terakhir. Apabila mitra KSPI tidak
ketiga dalam jangka waktu 30 (tiga puluh
ketiga diterbitkan, kepala daerah me it surat pengakhiran
KSPI. Surat teguran serta surat penga itembuskan kepada
PJPK. Mitra KSPI harus meny n objek KSPI kepada kepala
daerah dengan tembusan PJPK ke rkan surat pengakhiran KSPI
atas barang milik dalam j paling lama 30 (tiga puluh)
hari setelah menerim gakhiran perjanjian KSPI.

Mitra KSPI harus akan mengakhiri KSPI paling lambat
2 (dua) tahun gka waktu KSPI berakhir kepada PJPK.
Berdasarkan dilakukan audit oleh auditor independen/

laan infrastruktur atas BMD. PJPK menyampaikan hasil
ada mitra KSPI. Mitra KSPI menindaklanjuti hasil audit
elaporkannya kepada PJPK.

ra KSPI menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI pada
saat berakhirnya KSPI kepada PJPK dalam keadaan baik dan
layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
Dalam hal terdapat infrastruktur hasil KSPI atas BMD, mitra KSPI
wajib menyerahkannya bersamaan dengan penyerahan objek KSPI,
penyerahan dan dituangkan dalam BAST.

Jika masih terdapat hasil audit yang belum selesai ditindaklanjuti
oleh mitra KSPI setelah dilakukan serah terima, mitra KSPI tetap
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berkewajiban menindaklanjutinya sampai dengan selesai. PJPK
melaporkan kepada kepala daerah berakhirnya KSPI, hasil audit,
dan hasil audit yang belum diselesaikan. PJPK menyerahkan kepada
kepala daerah objek KSPI dan hasil KSPI.

Penatausahaan
Pengelola barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI
atas BMD yang berada pada pengelola barang. Pengguna barang
melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang
berada pada pengguna barang. Mitra KSPI melaporkan gecara
tertulis hasil penyetoran pendapatan daerah atas K ada
kepala daerah sesuai perjanjian dengan dilampiri bukiimpen an
pendapatan daerah. Bukti penyetoran pendapatan d erupakan
dokumen sumber pelaksanaan penatausahaan

Sanksi dan Denda
Dalam hal mitra KSPI terlambat mel bayaran atau
melakukan pembayaran tetapi tidak seSuai gan ketentuan atas
pembagian keuntungan KSPI, mitra KSPI MD wajib membayar
denda yang diatur dalam na rjanjian. Pembayaran denda
dilakukan melalui penyetor g kas umum daerah. Dalam
hal BMD yang menjadi_o tidak dipelihara dengan baik
sesuai ketentuan pa , mitra KSPI memperbaiki sampai
pada kondisi sesuai yang diperjanjikan. Perbaikan harus
sudah selesai paling lambat pada saat berakhirnya
masa KSPI ata
Dalam ha

menjadi objek KSPI hilang selama pelaksanaan
kesalahan atau kelalaian mitra KSPI, mitra wajib
ek dan hasil KSPI dengan barang yang sama atau
g sejenis dan setara. Penggantian BMD harus sudah
ilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya KSPI.

am hal perbaikan atau penggantian BMD tidak dapat dilakukan,
mitra KSPI membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut
secara tunai. Penentuan besaran biaya perbaikan atau penggantian
BMD ditetapkan oleh PJPK. Pembayaran biaya dilakukan dengan
cara menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak adanya penetapan. Mitra dikenakan
sanksi administratif berupa surat teguran jika belum melakukan
perbaikan atau penggantian pada saat berakhirnya KSPI atau belum
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10.

menyerahkan BMD yang menjadi objek KSPI atau hasil pemanfaatan
pada saat berakhirnya KSPI.

Jika perbaikan, penggantian, atau penyerahan BMD belum dilakukan
terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran, mitra
dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan. Jika perbaikan,
penggantian, atau penyerahan BMD belum dilakukan terhitung 1
(bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan yang dimaksud pada
ayat (1), mitra dikenakan sanksi administratif berupa denda yang
diatur dalam naskah perjanjian. Jika denda tidak dilunasjgmitra
KSPI, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan.

Tata Cara Pelaksanaan KSPI atas BMD pada Pengg Bar:

Tata cara pelaksanaan KSPI pada pengelola berlaku mutandis
terhadap tata cara pelaksanaan KSPI pada pen g. Kepala
daerah melakukan penelitian administrasi p BMD yang
berada pada pengguna barang dengan di at pernyataan
dari pengguna barang bahwa BMD yangl mefjadi objek KSPI tidak
sedang digunakan atau tidak menggan aksanaan tugas dan

fungsi pengguna barang.

\}
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BAB VII

PENGAMANAN DAN
PEMELIHARAAN BMD

00

A. Pengamanan BM
nan BMD

e&an salah satu sasaran strategis yang harus

dicapai daerah da akan pengelolaan BMD (Mardiasmo, 2012).
Pengamanan ilakukan secara efektif dapat mengoptimalkan
dukungangter enyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
kepad . Pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna waijib
me gamanan BMD yang berada dalam penguasaannya.
R BMD dilaksanakan untuk terciptanya tertib administrasi,
te isik, dan tertib hukum dalam pengelolaan BMD.

1. Pengertian P

Pengamanan B

2. Ruang Lingkup Pengamanan BMD

Ruang lingkup kegiatan pengamanan BMD yang harus dilakukan
oleh pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna barang meliputi hal-
hal berikut.
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Pengelola Barang
PEMELIHARAAN Pengguna Barang > PENGAMANAN

Kuasa Pengguna Barang |
! 1 ! ! 1

APBN Mitra FISIK ADMINISTRASI HUKUM
Dimanfaatkan oleh Jenis BMIN/D Atas Nama | Penyimpanan
pihak Lain Pemerintah
BMN/D tanah/bangunan RI/Pemda Pengelola
BMN selain tanah/bangunan | Pengguna P una

BMD selain tanah/bangunan Pemda lola

Gambar 7.1 Pengamanan BMD

a. Pengamanan Administrasi BMD

Pengamanan administrasi BMD secara ikan kegiatan-
kegiatan yang tercakup dalam penata aapdBMD. Setiap kepala
SKPD (melalui penyimpan/pengurus wajib melakukan
penatausahaan BMD yang ada pengguna masing-masing.

Penatausahaan BMD meliputi p , inventarisasi, dan pelaporan

BMD yang berada di ba saan pengguna barang/kuasa
pengguna barang. Pe administrasi menekankan pada
kelengkapan dan ke dokumen administrasi BMD. Prosedur
pengamanan a erisikan kegiatan-kegiatan pemeriksaan
atas hal-hal b
1) n, uk memastikan bahwa seluruh BMD telah
agai milik pemerintah daerah.

si, untuk memastikan bahwa seluruh BMD telah
arisasi dalam bentuk jumlah, kondisi, dan nilai.
poran, untuk memastikan bahwa seluruh BMD telah
ilaporkan sebagai milik pemerintah daerah.

Penyimpanan dokumen, untuk memastikan bahwa seluruh
dokumen BMD disimpan pada tempat yang aman.

b. Pengamanan Fisik BMD

Pengamanan fisik BMD dilakukan untuk menjamin bahwa secara fisik
BMD tidak mengalami masalah penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang, dan hilangnya barang. Prosedur pengamanan fisik
untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan
pemasangan tanda batas. Prosedur ini dilakukan untuk menghindari
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sebagai berikut.

1)

2)

terjadinya penyalahgunaan, baik dalam bentuk pemanfaatan insidental
maupun dalam bentuk penyerobotan oleh pihak-pihak lain. Selain
tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan
pemeliharaan.

Pengamanan Hukum BMD

Pengamanan hukum BMD berkaitan dengan kegiatan melengkapi

bukti kepemilikan, yaitu sebagai berikut.

1) BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemgrintah
daerah.

2) BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
atas nama pemerintah daerah.

3) BMD selain tanah atau bangunan harus_dile

Prosedur pengamanan hukum BMD

Pemeriksaan Bukti Kepemilikan

a) Pemeriksaan bukti kepe ah atas nama pemerintah
daerah.

b) Pemeriksaan bukti en angunan atas nama pemerintah

daerah.
c) Pemeriksaa N emilikan barang bukan tanah dan
bangunan pemerintah daerah.
Penyelesaiai, Ke pan Bukti Kepemilikan
Untuk ta bangunan penyelesaian kelengkapan bukti
kepeili pat diproses sesuai prosedur yang berlaku mulai dari
atas-batas sampai dengan penerbitan sertifikat. Untuk

ah dan bangunan, pelengkap dokumen kepemilikan dapat
an dengan memeriksa kembali pada kegiatan penatausahaan

D.
BMD berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah
yang bersangkutan. BMD berupa bangunan harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
BMD selain tanah atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas nama pengguna barang. Bukti kepemilikan BMD
wajib disimpan dengan tertib dan aman. Penyimpanan bukti
kepemilikan BMD dilakukan oleh pengelola barang. BMD selain
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tanah atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan
atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terkait pengamanan BMD, ada kebijakan baru yang ditawarkan
dalam peraturan menteri dalam negeri, yakni kebijakan asuransi dan
pertanggungan yang menjelaskan bahwa pengelola barang dapat
menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka
pengamanan BMD tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan negara. Untuk BMD, kepala daerah dapat menetapkan
kebijakan asuransi atau pertanggungan dalam rangka pengamanahi BMD
tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuanga h.

3. Tata Cara Pengamanan BMD
a. Tata Cara Pengamanan Tanah

Pengamanan fisik tanah dilakukan dengan cafa-cara berikut.

1) Memasang tanda letak tanah denga bangun pagar batas.
Pembangunan pagar batas dapat dilakukan dikarenakan
keterbatasan anggaran se masangan tanda letak tanah
dilakukan melalui pem patok penanda batas tanah.

2) Memasang tand tanah.

3) Melakukan pen

ksanakan dengan mempertimbangkan
gan pemerintah daerah dan kondisi/letak

pun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan

men bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.

elakukan langkah-langkah berikut.

a) Melengkapi bukti kepemilikan atau menyimpan sertifikat
tanah.

b) Membuat kartu identitas barang.

c) Melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5
(lima) tahun serta melaporkan hasilnya.

d) Mencatat dalam daftar barang pengelola/pengguna barang/
kuasa pengguna.
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Pengamanan hukum dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki
sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi belum
atas nama pemerintah daerah.
Pengamanan hukum terhadap tanah yang belum memiliki
sertifikat dilakukan dengan cara berikut.

1) Apabila BMD telah didukung oleh dokumen awal kepemilikan,
antara lain berupa Letter C, akta jual beli, akta hibah, atau
dokumen setara lainnya maka pengelola barang/pengguna barang
atau kuasa pengguna barang segera mengajukan permghonan
penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kep, adan
pertanahan nasional/kantor wilayah badan pertan n al
setempat/kantor pertanahan setempat sesuai de tentuan.

2) Apabila BMD tidak didukung dengan dok emilikan,
pengelola barang/pengguna barang atau ku gguna barang
mengupayakan untuk memperoleh do al kepemilikan
seperti riwayat tanah.

3) Pengamanan hukum terhadap tanah sudah bersertifikat
tetapi belum atas nama pemeri aerah dilakukan dengan cara
pengelola barang/pengguna au kuasa pengguna barang

segera mengajukan perm rubahan nama sertifikat hak
atas tanah kepada kan han setempat menjadi atas nama
pemerintah daerah.\

b. Tata Cara anan Gedung atau Bangunan
Pengama ik, ‘geedung atau bangunan dilakukan antara lain

sebagai ut

1) M pagar pembatas gedung atau bangunan.

2 m g tanda kepemilikan berupa papan nama.

kan tindakan antisipasi untuk mencegah/menanggulangi

adinya kebakaran.

4) Gedung atau bangunan yang memiliki fungsi strategis atau yang
berlokasi tertentu dengan tugas dan fungsi melakukan pelayanan
langsung kepada masyarakat dapat memasang closed-circuit television
(CCTV).

5) Menyediakan satuan pengamanan dengan jumlah sesuai fungsi dan

peruntukan gedung atau bangunan sesuai kondisi lokasi gedung
atau bangunan tersebut.
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Pengamanan fisik terhadap BMD berupa gedung dan bangunan
dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan keuangan
pemerintah daerah. Skala prioritas dimaksud adalah fungsi penggunaan
bangunan, lokasi bangunan, dan unsur nilai strategis bangunan.

Pengamanan administrasi gedung atau bangunan dilakukan dengan
menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur atas dokumen sebagai berikut.

1) Dokumen kepemilikan berupa Surat lIzin Mendirikan Bangunan
(IMB).

2) Keputusan penetapan status penggunaan gedung atau nan.

3) Daftar barang kuasa pengguna berupa gedung ata gun

4) Daftar barang pengguna berupa gedung atau ba

5) Daftar barang pengelola berupa gedung ata

6) BAST.

7) Dokumen terkait lainnya yang diperluk

Pengamanan hukum gedung atau ba dengan melakukan
pengurusan IMB bagi bangunan ya lum memiliki IMB dan meng-
usulkan penetapan status penggu

c. Tata Cara Penga daraan Dinas

Kendaraan dinas t i kendaraan perorangan dinas, yaitu

kendaraan bermoto o nakan bagi pemangku jabatan (kepala
daerah, wakil kepé& % h, bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali
kota dan sek i ah provinsi). Kendaraan dinas jabatan adalah

kendaraan .ya akan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan
i toran dan kendaraan dinas operasional disediakan

n untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan

gamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas
operasional. Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas
dilakukan dengan membuat BAST kendaraan antara pengguna barang/
kuasa pengguna barang yang melakukan penatausahaan kendaraan
perorangan dinas dengan pejabat yang menggunakan kendaraan
perorangan dinas. BAST berisi perjanjian antara lain sebagai berikut.

1) Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan,
antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
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barang kendaraan dinas perorangan dan rincian perlengkapan yang
melekat pada kendaraan tersebut.

2) Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut.

3) Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir
kepada pengguna barang/kuasa pengguna barang yang melakukan
penatausahaan kendaraan perorangan dinas.

4) Pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat
berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam BAST kendaraan.

Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangk am berita
acara penyerahan. Kehilangan kendaraan peroranga s menjadi
tanggung jawab penanggung jawab kendaraan si sesuai
peraturan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraa n atan dilakukan
dengan membuat BAST kendaraan antara:

1) pengelola barang dengan pen barang yang menggunakan
kendaraan dinas jabatan pen rang;

na barang yang menggunakan
na barang;
gguna barang dengan pejabat yang

2) pengguna barang dengan k
kendaraan jabatan ku
3) pengguna barang/
menggunakan k

BAST terhada
lain sebagai

aan dinas jabatan berisi perjanjian, antara

gung jawab atas kendaraan dengan keterangan
mor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode
n rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan

yataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh
risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut.

3) Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya
jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir.

4) Pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat
berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam BAST kendaraan.

2)

Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita
acara penyerahan kembali. Kehilangan kendaraan dinas jabatan menjadi
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tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai
ketentuan.

Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional dilakukan
dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas
operasional dimaksud dan ditandatangani oleh pengguna barang/kuasa
pengguna barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
Surat pernyataan tanggung jawab kendaraan dinas operasional memuat
antara lain sebagai berikut.

1) Nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode #arang,
dan perlengkapan kendaraan tersebut.

2) Pernyataan tanggung jawab atas kendaraan din erasighal
dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraa tersebut.

3) Pernyataan untuk mengembalikan kendaraan a setelah
jangka waktu penggunaan berakhir.

4) Pengembalian kendaraan dinas operasio it n dalam berita

acara penyerahan kembali.
5) Menyimpan kendaraan dinas operasi
ditentukan.

pada tempat yang

Apabila kendaraan dinas ya
kelalaian atau penyimpang
jawab yang menggunak
kendaraan dinas dik

agai akibat dari kesalahan atau
ntuan, maka pejabat/penanggung
aan dinas sebagai penanggung jawab
si sesuai dengan ketentuan.

Pengamanan trasi kendaraan dinas dilakukan dengan
menghimpun, enyimpan, dan menatausahakan secara tertib
dan teratur a men sebagai berikut.

endaraan bermotor (BPKB).
rat tanda nomor kendaraan (STNK).

u pemeliharaan.
ta daftar barang.
f.  Dokumen terkait lainnya yang diperlukan.

Pengamanan hukum kendaraan dinas dilakukan, antara lain melakukan
pengurusan semua dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, seperti
BPKB dan STNK, termasuk pembayaran pajak kendaraan bermotor
(PKB) dan melakukan pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan
pada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan
dinas bermotor.
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d. Tata Cara Pengamanan Rumah Negara

Pengelola barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang
dilarang menelantarkan rumah negara. Pengamanan fisik rumah negara
dilakukan, antara lain pemasangan patok atau pemasangan papan nama.
Pemasangan papan nama meliputi unsur logo pemerintah daerah dan
nama pemerintah daerah. Setiap rumah negara diberi patok dari bahan
material yang tidak mudah rusak, dengan ukuran panjang dan tinggi
disesuaikan dengan kondisi setempat. Setiap rumah negara dipasang
papan nama kepemilikan pemerintah daerah.

Pengamanan fisik terhadap BMD berupa rumah negar kan
dengan membuat BAST rumah negara. BAST tersebut kan ‘oleh:

1) pengguna barang/kuasa pengguna barang ya elakukan
penatausahaan rumah negara dengan pejabat taWpemegang
jabatan tertentu yang menggunakan rum ejabat negara
atau pemegang jabatan tertentu;

2) pengguna barang/kuasa pengguna yang melakukan
penatausahaan rumah negar ngan pengelola barang yang
menggunakan rumah negara jaba engelola barang;

3) pengelola barang denga barang yang menggunakan
rumah negara jabatan barang;

4) pengguna barang de% a pengguna barang yang menggunakan

rumah negara j pengguna barang;

5) pengguna ba sa’ pengguna barang dengan penanggung
jawab ru yang dalam penguasaan pengguna barang/
kuasa pe arang.

B egara memuat antara lain sebagai berikut.

tanggung jawab atas rumah negara dengan keterangan

ongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode barang

na/prasarana rumah negara jika rumah negara tersebut dilengkapi
dengan sarana/prasarana di dalamnya.

2) Pernyataan tanggung jawab atas rumah negara dengan seluruh
risiko yang melekat atas rumah negara tersebut.

3) Pernyataan untuk mengembalikan rumah negara setelah berakhirnya
jangka waktu SIP atau masa jabatan telah berakhir kepada pengguna
barang/kuasa pengguna barang.
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4) Pengembalian rumah negara yang diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada pengelola
barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang.

5) Pengembalian sarana/prasarana apabila rumah negara dilengkapi
sarana/prasarana sesuai BAST dan diserahkan kembali pada saat
berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya SIP kepada pengelola
barang/pengguna barang/kuasa pengguna barang.

6) Penyerahan kembali dituangkan dalam BAST.

Kewajiban penghuni rumah negara, yaitu sebagai berikut.

1) Memelihara rumah negara dengan baik dan bertang ab,
termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah nega angkttan.
2) Menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik a pejabat
yang berwenang paling lambat dalam jangka tu) bulan
terhitung sejak tanggal diterimanya keputu abutan Surat
Izin Penghunian (SIP).

Penghuni rumah negara dilarang untuk:

1) mengubah sebagian atau selur, uk rumah tanpa izin tertulis
dari pejabat yang berwenang PD yang bersangkutan;

2) menggunakan rumah ne sesuai dengan fungsi dan
peruntukannya;

3) meminjamkan atau akan rumah negara, baik sebagian
maupun kesel epada pihak lain;

4) menyerahkan gara, baik sebagian maupun keseluruhannya
kepada pi i

5) j ah negara atau menjadikan rumah negara sebagai

gian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun;

6) umah negara dalam satu daerah yang sama bagi suami/

g berstatus pegawai negeri sipil.

etapan status penggunaan BMD berupa rumah negara ditetapkan
oleh kepala daerah. Hak penghunian rumah negara berlaku yang
ditetapkan dalam Surat Izin Penghunian (SIP), kecuali ditentukan lain
dalam keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP). SIP untuk
rumah negara golongan | ditetapkan oleh pengelola barang. SIP untuk
rumah negara golongan Il dan golongan Il ditetapkan oleh pengguna
barang. SIP sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
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1) nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP) dan
jabatan calon penghuni rumah negara;

2) masa berlaku penghunian;

3) pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang
melekat pada rumah negara;

4) menerbitkan pencabutan SIP terhadap penghuni yang dilakukan:

a) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal
dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;

b) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
pemberhentian bagi penghuni yang berhenti atas
sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pe

c) paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sej
adanya pelanggaran, bagi penghuni yang
penghunian rumah negara yang dihunin

d) paling lambat 6 (enam) bulan sebe
penghuni yang memasuki usia pe

pensiun, bagi

Penghuni rumah negara golon | ya idak lagi menduduki
jabatan harus menyerahkan rum a. Penghuni rumah negara
golongan Il dan golongan Il gid enghuni atau menempati

rumah negara karena:
a
arkan SIP telah berakhir;
ndiri;

n;
n hormat atau tidak dengan hormat.

1) dipindahtugaskan (
2) izinpenghuniann
3) berhenti atas
4) berhenti karen
5)

k/ahli waris lainnya dari penghuni rumah negara
rumah negara golongan Ill yang meninggal dunia
rahkan rumah negara yang dihuni paling lambat 2 (dua)
itung sejak saat diterimanya keputusan pencabutan surat izin
nian (SIP). Pencabutan SIP rumah negara golongan | dilakukan
oleh pengelola barang. Pencabutan SIP rumah negara golongan Il dan
golongan Il dilakukan oleh pengguna barang yang menatausahakan
rumah negara bersangkutan atas persetujuan pengelola barang.

Apabila terjadi sengketa terhadap penghunian rumah negara
golongan |, rumah negara golongan I, dan rumah negara golongan llI,
pengelola barang atau pengguna barang yang bersangkutan melakukan
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penyelesaian dan melaporkan hasil penyelesaian kepada kepala daerah.
Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang bersangkutan dapat
meminta bantuan SKPD/unit kerja SKPD terkait.

Pengamanan administrasi BMD berupa rumah negara dilakukan
dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan
secara tertib dan teratur atas dokumen, antara lain sebagai berikut.

1) Sertifikat atau surat keterangan hak atas tanah.

2) Surat Izin Penghunian (SIP).

3) Keputusan kepala daerah mengenai penetapan rumah dlegara
golongan |, golongan I, atau golongan lIl.

4) Gambar/legger bangunan.

5) Data daftar barang.

6) Keputusan pencabutan SIP.

e. Tata Cara Pengamanan BMD p ang
Persediaan

Pengamanan fisik barang persedi dilakukan, antara lain sebagai

berikut.

1) Menempatkan barang ses frekuensi pengeluaran jenis
barang.

2) Menyediakan tabun kebakaran di dalam gudang/tempat
penyimpanan ji ) n.

penyimpanan barang.
empat penyimpanan.

3) Menyediakan %
4)

5) na penanganan barang di gudang jika diperlukan.
6) ik persediaan secara periodik.
7) pengamanan persediaan.

anan administrasi barang persediaan dilakukan, antara lain
seb berikut.

1) Buku persediaan.

2) Kartu barang.

3) BAST.

4) Berita acara pemeriksaan fisik barang.

5) Surat perintah penyaluran barang (SPPB).

6) Laporan persediaan pengguna barang/kuasa pengguna barang
semesteran/tahunan.

7) Dokumen pendukung terkait lainnya yang diperlukan.
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Pengamanan hukum barang persediaan dilakukan dengan melakukan
pemrosesan tuntutan ganti rugi yang dikenakan pada pihak-pihak yang
bertanggung jawab atas kehilangan barang persediaan akibat kelalaian
sesuai ketentuan.

f. Tata Cara Pengamanan BMD Selain Tanah, Gedung
atau Bangunan, Rumah Negara, dan Barang
Persediaan yang Mempunyai Dokumen BAST

di lingkungan kantor.
Pengamanan administrasi BMD berupa selai @

bangunan, rumah negara, dan barang persedi

dokumen BAST dilakukan, antara lain sebagai befikut.

g mempunyai

1) Faktur pembelian.
2) Dokumen BAST.

3) Dokumen pendukung terkajt n ang diperlukan.

Pengamanan hukum upa selain tanah, gedung atau
bangunan, rumah neg

ang persediaan yang mempunyai
dokumen BAST dilak an melakukan pemrosesan tuntutan
ganti rugi yang di kan) pada pihak-pihak yang bertanggung jawab
atas kehilangan, bar suai ketentuan.

g Ta ra Pengamanan BMD Berupa Barang

ujud

anan fisik BMD berupa barang tak berwujud dilakukan
de membatasi pemberian kode akses hanya kepada pihak-pihak
tertentu yang berwenang terhadap pengoperasian suatu aplikasi dan
melakukan penambahan security system terhadap aplikasi yang dianggap
strategis oleh pemerintah daerah.

Pengamanan administrasi BMID berupa barang tak berwujud melalui
hal-hal berikut.
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1) Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan secara
tertib dan teratur atas dokumen BAST, lisensi, dokumen pendukung
terkait lainnya yang diperlukan.

2) Mengajukan hak cipta dan lisensi kepada instansi atau pihak yang
memiliki kewenangan.

C. Pemeliharaan BMD

1. Pengertian Pemeliharaan BMD

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar se ang
selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan berdaya
guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan t p barang
inventaris yang sedang dalam unit pemakaia engubah,

menambah, atau mengurangi bentuk maupun k asal sehingga
dapat dicapai pendayagunaan barang yang n rsyaratan, baik
dari segi unit pemakaian maupun dari segitkeindahan.

Barang yang dipelihara adalah dalam™ penguasaan pengelola
barang/pengguna barang/kuasa péng barang. Pengelola barang,
pengguna barang, atau kuasagpe barang bertanggung jawab
atas pemeliharaan BMD vy a di bawah penguasaannya yang
berpedoman pada daf an pemeliharaan barang. Biaya
pemeliharaan BMD dib ada APBD. Dalam hal BMD dilakukan

n, biaya pemeliharaan menjadi tanggung

erada dalam kewenangannya dan melaporkan secara
tar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengguna
barang”secara berkala.

Pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan dan
menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1
(satu) tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai
efisiensi pemeliharaan BMD.

140  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



2. Tujuan Pemeliharaan BMD

Tujuan dilakukan pemeliharaan BMD oleh pengelola barang,
pengguna barang, dan kuasa pengguna barang bertanggung jawab
atas BMD adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua
BMD agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan
secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemerintah daerah harus
memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang
cukup, biaya pemeliharaan BMD dengan dibebankan pada APBD. lJika
BMD dilakukan pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan
menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari mitra pemanfa D.

Penyelenggaraan pemeliharaan dimaksudkan untuk gah D
terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan oleh faktor gis, seperti
cuaca, suhu dan sinar, air dan kelembapan, fisik ti proses
penuaan, pengotoran debu, sifat barang yang b tan dan sifat
barang lain, benturan, getaran dan tekan@n,” d in-lainnya yang
dapat mengakibatkan perubahan kualitas t-sifat lainnya yang
mengurangi kegunaan barang.

Barang yang dipelihara dan di alah barang inventaris yang

tercatat dalam buku invent a bentuk penyelenggaraan
pemeliharaan BMD, yaitu rikut.
a. Pemeliharaan Ringa\

Pemeliharaan y i n sehari-hari oleh unit pemakai/pengurus
barang tanpa ani anggaran.
b. Pemelihar, e
Pemelihar perawatan yang dilakukan secara berkala oleh
didik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

a Pemeliharaan BMD

cana pemeliharaan barang adalah penegasan urutan tindakan
atau gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan terhadap barang
inventaris yang dengan tegas dan secara tertulis memuat macam/jenis
barang, jenis pekerjaan, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan
biaya, waktu pelaksanaan, dan pelaksanaannya. Setiap unit wajib
menyusun rencana pemeliharaan barang dimaksud dengan ketentuan
sebagai berikut.
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a. Memuat ketentuan mengenai macam/jenis barang, jenis pekerjaan,
banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu, dan
pelaksanaannya.

b. Menjadi bahan dalam menyusun rencana APBD, khususnya rencana
tahunan pemeliharaan barang.

c. Rencanatahunan pemeliharaan barang disampaikan kepada pengelola
melalui pembantu pengelola untuk dipergunakan sebagai pedoman
selama tahun anggaran yang bersangkutan.

d. Rencana tahunan pemeliharaan barang bagi SKPD ditandatangani
oleh kepala SKPD dan diajukan pada waktu dan menuru edur
yang ditetapkan.

e. Rencana tahunan pemeliharaan barang merup landasan
bagi pelaksanaan pemeliharaan barang. Setiapgpetubahan yang
akan diadakan pada rencana pemeliharaan f arus dengan
sepengetahuan kepala SKPD yang bersa elum diajukan
kepada pengelola melalui pembantu gel

4. Penerimaan Pekerjaa eliharaan atau

Perawatan BMD

Dalam pelaksanaan pe
barang dilakukan hal-hal

erjaan pemeliharaan/perawatan
ikut.

ng yang akan diterima harus dilakukan
itid pemeriksa barang.

uangkan dalam berita acara pemeriksaan
ndatangani oleh panitia pemeriksa barang.

ner
e
a. Pekerjaan pemeli

pemeriksaan

o
I
m
2
ko]
[0}

C. ekerjaan/pemeliharaan barang dilaporkan kepada
lalui pembantu pengelola.
d. pengelola menghimpun seluruh pelaksanaan pemeliharaan

dan dilaporkan kepada kepala daerah.

5. Tata Cara Pemeliharaan BMD

Pelaksanaan pemeliharaan BMD dilaksanakan oleh pembantu
pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna sesuai dengan daftar
kebutuhan pemeliharaan BMD (DKPBMD) yang ada di setiap SKPD.
Pelaksanaan pemeliharaan BMD ditetapkan dengan surat perintah
kerja/surat perjanjian/kontrak yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
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Dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis BMD harus dibuat kartu
pemeliharaan/perawatan.

Pemeliharaan BMD berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan
BMD. Daftar kebutuhan pemeliharaan BMD merupakan bagian dari
daftar kebutuhan BMD. Kuasa pengguna barang wajib membuat daftar
hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya. Kuasa
pengguna barang melaporkan hasil pemeliharaan barang secara tertulis
kepada pengguna barang untuk dilakukan penelitian secara berkala
setiap enam bulan/per semester. Pengguna barang atau pejabafl yang
ditunjuk meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pe raan
barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Daftar hasil pemeliharaan barang yang disusun a barang

atau pejabat yang ditunjuk merupakan bahan untu ] evaluasi
mengenai efisiensi pemeliharaan BMD. Peneliti an dilakukan
terhadap anggaran belanja dan realisasi j eliharaan dan

target kinerja dan realisasi target kinerja pe
melaporkan/menyampaikan daftar hasil pem aan barang tersebut
kepada pengelola barang secara berk m rangka tertib pemeliharaan,
setiap jenis BMD dilakukan penca u pemeliharaan/perawatan
yang dilakukan oleh penguru pengurus barang pembantu.
Berikut adalah gambaran u pemeliharaan/perawatan.

\}

Nama Barang [enis pemes Yang Tanggal Biaya Bukti
yang Dipe- i e Memeli- Pemeli- Pemeli- Pemeli- Keterangan
lihara hara haraan haraan haraan

r

SKPD
KAB/KOTA
PROVINSI

a4 5 6 7 8 9 13

Mengetahui
Kepala SKPD Pengurus Barang

( ) ( )

Gambar 7.2 Format Kartu Pemeliharaan
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BAB VIII

PENILAIAN BMD

alam rangka mengoptim ninventarisasi dan pengaman-
Dan terhadap BMD intah daerah secara tertib, efektif,

efisien, dan aku ka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan
penilaian BMD. Penild@imB dibedakan atas penilai pemerintah dan
penilai publik yang @ kan pengelola barang, yaitu kepala daerah.
Penilai pemerj 0 penilai PNS di lingkungan pemerintah yang
diangkat oleh g kekuasaan pengelolaan BMD serta diberi tugas,
wewenafig, danttanggung jawab untuk melakukan penilaian, termasuk
atas annya secara independen. Penilai publik adalah penilai
s nifai” pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan
m nggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah. Tim
(panitia penaksir harga) yang ditetapkan oleh kepala daerah yang
unsur timnya terdiri dari instansi terkait. Penetapan penilaian BMD
dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan
berpedoman pada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Penilaian BMD
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Ada 2 wujud penilaian, yaitu penilaian atas tanah atau bangunan
dan penilaian selain tanah atau bangunan. Penilaian dilakukan dalam
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rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan atau
pemindahtanganan kecuali dalam hal pemanfaatan dalam bentuk
pinjam pakai, pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Dalam kondisi
tertentu, pengelola BMD dapat melakukan penilaian kembali atas
nilai BMD yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
Keputusannya dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh
kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang
berlaku secara nasional.

A. Konsep Penilaian BMD

1. Pengertian Penilaian

Penilaian dalam siklus pengelolaan BMD akan salah satu
tahapan penting dalam pengelolaan BMD. Pe, £ sangat krusial
sebagai pengontrol/pengendali pengambilan kefutusan yang terkait
dengan pengelolaan BMD, baik dalam hal pe ahaan, pemanfaatan,

dan pemindahtanganan. Penilaia
mendapatkan nilai wajar. Selain it
rangka penyusunan neraca p
pemindahtanganan. Dalam
kembali terhadap BMD t
daerah.

dilaksanakan dalam rangka
atan penilaian dilakukan dalam
ah daerah, pemanfaatan, dan
rtentu, dapat dilakukan penilaian
tercatat di dalam neraca pemerintah

Penilaian adala kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk
memberikan I atas nilai suatu objek penilaian pada saat
tertentu a pengelolaan BMD. Nilai yang dihasilkan dari
kegiat i erupa nilai wajar, di mana istilah nilai wajar tersebut
yebutan istilah nilai pasar dalam ilmu akuntansi. Nilai
ilkan dari kegiatan penilaian dalam upaya mendapatkan nilai

esuai dengan ketentuan.

Kegiatan penilaian dalam rangka pengelolaan BMD merupakan
implementasi tindakan untuk mendukung kepastian nilai, yaitu adanya
ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
dan pemindahtanganan BMD serta penyusunan neraca pemerintah daerah.
Penilaian BMD dilakukan dalam rangka pengamanan dan penyusunan
neraca daerah. Penilaian BMD juga dapat dipergunakan dalam rangka
pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, dan pemindahtanganan.
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Penilaian BMD dalam rangka penyusunan neraca pemerintah
daerah atau LKPD dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan
penilaian dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP). Penilaian untuk tujuan tersebut dilakukan berdasarkan rencana
kerja penilaian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Biaya yang
diperlukan dalam rangka penilaian BMD dibebankan pada APBD.

Penilaian BMD berupa tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan
atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan dari pengelola
barang. Pengecualian dalam kegiatan penilaian ini adalah pemagfaatan
dalam bentuk pinjam pakai atau pemindahtanganan dalam be ibah.
Penilaian BMD selain tanah atau bangunan dalam rangka a an
atau pemindahtanganan dilakukan tim yang ditetap h kepala
daerah dan dapat melibatkan penilai yang diteta daerah.

PENCATATAN LAPORAN
KEUANGAN ‘ da nsipi a tugas
— Menentukan nilai wajar. inveglyrisasi dan

e uman nilai aset BMD
— Pada saat pencatatan harus
pakan tugas Pengguna

dicatat sesuai dengan a Barang.
perolehan atau nilaj
Barang dari hasil penilaian Penilaian oleh pengelola
Milik — Perlu dilakuk barang dilakukan berdasar

Daerah rencana kerja

mbar 8.1 Proses Pelaksanaan Penilaian BMD

2 enilaian BMD

jeK penilaian BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh
atas Bbeban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang
sah, meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang
sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian atau
kontrak, barang yang diperoleh sesuai ketentuan atau barang yang
diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap.
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3. Penilai BMD

Penilaian BMD berupa tanah atau bangunan dalam rangka peman-
faatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:

a. penilai pemerintah;

b. penilai publik yang ditetapkan oleh kepala daerah, penilai selain
penilai pemerintah yang mempunyai izin praktik penilaian dan
menjadi anggota asosiasi penilai yang diakui oleh pemerintah.

Penilaian BMD dilaksanakan untuk mendapatkan nilai waja
dengan ketentuan. Nilai wajar yang diperoleh dari hasi

sebagai nilai

nilai pasar, yang selanjutnya dalam ilmu akuntansi dise
i alan aset

wajar, yaitu estimasi harga yang akan diterima d
atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban
yang memahami dan berkeinginan untuk
pada tanggal penilaian. Nilai wajar yang d
menjadi tanggung jawab penilai. Dari kegiata
suatu opini mengenai nilai suatu

rol

dari hasil penilaian
aian dapat diperoleh

an dalam rangka pemanfaat-
eh tim yang ditetapkan oleh
penilai yang ditetapkan kepala
sir harga yang unsurnya terdiri dari
adalah penilai pemerintah atau penilai
dilakukan oleh pengguna barang tanpa
enilaian BMD hanya merupakan nilai taksiran.
ditetapkan oleh kepala daerah.

Penilaian BMD selain tanah ata
an atau pemindahtanganan_di
kepala daerah dan dap
daerah. Tim adalah pan
SKPD/unit kerja te
publik. Apabila p
melibatkan p
Hasil penilai

nilaian merupakan suatu masalah yang multikompleks karena
keterkaitannya dengan perkembangan-perkembangan ekonomi, sosial,
lingkungan, teknik, kebijaksanaan, dan hukum. Dari hal-hal tersebut di
atas maka memerlukan proses penilaian sebagai berikut.
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1. Mengidentifikasi Permohonan/Penugasan
Penilaian

Sebelum melakukan penilaian, langkah pertama adalah melakukan
identifikasi permasalahan terhadap lokasi objek dan objek itu sendiri.
Tahapan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan, kerancuan, baik
tentang pemahaman maupun kondisi dan situasi objek. Tim penilaian
melakukan identifikasi permohonan/penugasan penilaian dengan cara
verifikasi atas kelengkapan data dan informasi permohonan/penugasan
penilaian dan kebenaran formal data dan informasi permohonan/
penugasan penilaian. Terdapat beberapa hal yang mutlak har hui
dan diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.

a. Identifikasi objek yang akan dinilai. Hal ini mer identifikasi
permulaan suatu objek secara fisik untuk men eeara lengkap
yang memungkinkan setiap orang mengetahu bjek tersebut
berada.

b. Penentuan tanggal penilaian. Produk ak ian adalah estimasi
nilai pada suatu batasan waktu tegientu. Nilal suatu objek mempunyai
kemungkinan berubah dari waktu sehingga identifikasi
tanggal penilaian menjadi ing karena menentukan saat
nilai diketahui dan din h pemberi tugas. Penilaian sangat

mungkin untuk digufiak engetahui nilai pada waktu lampau,
e kan estimasi nilai pada waktu yang akan

saat ini, atau pu
datang.
c. Tujuan peapilai s ditentukan untuk digunakan sebagai nilai
jual beli, sewa, asuransi, agunan, pembebasan

di pemahaman yang keliru karena nilai yang digunakan

elang apabila digunakan untuk kepentingan lain tentu akan

imbulkan kesalahpahaman nilai dan tentu saja hasilnya tidak
tepat.

d. Jenis nilai yang sesuai. Harus disesuaikan dengan tujuan penilaian,
hal ini sangat ditekankan oleh pemberi tugas agar hasil penilaian
tidak tumbuh dengan nilai yang digunakan untuk kepentingan
lain, yang tentu saja akan berbeda besar nilainya. Misalnya nilai
untuk tujuan jual beli berbeda dengan nilai untuk perpajakan atau
lelang. Untuk nilai jual beli kecenderungannya menggunakan nilai
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wajar, sedangkan untuk perpajakan saat ini masih menggunakan
NJOP dan nilai lelang adalah nilai tertinggi yang didapat pada saat
pelelangan diselenggarakan.

2. Menentukan Tujuan Penilaian

Tim penilai menentukan tujuan penilaian berdasarkan permohonan
penilaian. Ada 4 tujuan penilaian terhadap BMD, yaitu dalam rangka
penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, pemindahtanganan,
dan penerbitan SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).

3. Mengumpulkan Data Awal

Data dan informasi awal berasal dari informasi isampaikan
dalam permohonan/penugasan penilaian dan dat asl tambahan
(jika belum lengkap dan atau informasi lebi j data/informasi
awal). Secara garis besar, data diklasifikasikan a data umum dan
data khusus.

a. Data Umum
Meliputi data dalam skala pa ) vinsi, kabupaten, kota, dan
lingkungan sekitarnya. Dataimi buat faktor-faktor eksternal,
seperti masalah sosial, ) peraturan pemerintah, dan lain-
lain. Di samping itn& ta lokasional seperti kecenderungan
populasi, perat tah tentang kondisi wilayah, peraturan lalu
lintas, tata gu , perizinan, kepadatan penduduk, kepadatan
transpor ii¥@s umum, fasilitas sosial yang berpengaruh
terha jek penilaian.

iafy j dengan tren ekonomi baik secara nasional maupun

n lingkup yang lebih sempit atau lingkungan sekitar

ayah sekitarnya yang memengaruhi kondisi dan situasi

si tersebut, misalnya upah buruh, pekerja pendatang, tingkat
keahlian penduduk, bahan material, tingkat sewa, tingkat hunian/
tingkat kekosongan, memungkinkan untuk dianalisis bahkan mungkin
sampai dengan kepercayaan, misalnya hong sui, tusuk sate, naga
dino, dan lain-lain yang memengaruhi minat konsumen terhadap

lokasi, tipe, harga, kualitas, tingkat permintaan dalam suatu segmen
pasar tertentu yang berpengaruh terhadap nilai.
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b. Data Khusus

Data yang lebih spesifik adalah berkaitan dengan objek penilaian,

misalnya tapak/site ukuran luas tanah, bentuk kontur, jenis tanah,

elevasi, letak (sudut tengah, tusuk sate, dan lain sebagainya) zoning,

dan lain-lainnya.

1) Bangunan (improvement)
Bangunan utama (main building) termasuk kualitas material,
luas ukuran, desain, lay out, konstruksi, atap, langit-langit,
lantai, dinding, kusen, dan lain-lain. Di samping itu, juga perlu
dilihat Other Land Improvement (OLI) yang berupa pos

keamanan, jalan internal/perkerasan area parki n,
taman, saluran air, dan lain-lain.

2) Dokumen Kepemilikan (title)
Dokumen yang mendukung atau surat-sup pemilikan/
penguasaan, perizinan, dan pemban menentukan
dan memengaruhi nilai subjek pro isalnya akta jual beli,

sertifikat tanah, IMB, izin lokasi, d

c. Data Pembanding
Data masukan tentang data ing dapat berupa:

1) data harga jual beli o s dalam kriteria yang hampir
sama;

2) harga sewa un ai jenis properti yang bersangkutan;

3) data objeIQ pat mendukung analisis dalam penilaian.

4. Melak ei Lapangan

Surv

(kendaraan).

ilakukan untuk meneliti kondisi fisik dan lingkungan
Jika menggunakan pendekatan data pasar, survei
eliti kondisi fisik dan lingkungan objek penilaian dan
anding survei lapangan dilakukan dengan cara mencocokkan
keb an data awal dengan kondisi objek penilaian dan mengumpulkan
data atau informasi lain yang berkaitan dengan objek penilaian atau
objek pembanding. Untuk penilaian tanah, data atau Informasi lain di
antaranya adalah sebagai berikut.

a. RT RW. Informasi didapat dari pemerintah daerah setempat.
b. Data transaksi atau keterangan harga. Informasi didapat dari notaris/
PPAK, kepala desa/lurah, agen properti, atau pengembang properti.
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c. Informasi ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan
umum. Informasi didapat dari pihak berwenang atau masyarakat
yang menerima ganti rugi.

d. Data harga penjualan melalui lelang yang Informasinya didapat
dari kantor pelayanan (lelang).

e. Informasi harga transaksi atau penawaran. Informasi didapat dari
iklan media cetak, media elektronik, media komunikasi, masyarakat
sekitar, atau media lainnya.

Untuk penilaian bangunan, data atau Informasi lain di anfaranya
adalah sebagai berikut.

a. Denah konstruksi bangunan. Informasi didapat dari hon"atau
pengguna bangunan.

b. Spesifikasi bangunan. Informasi didapat dari pe
bangunan.

c. Deskripsi fisik bangunan. Informasi di
pengguna bangunan.

d. Tahun selesai dibangun dan t renovasi/restorasi. Informasi
didapat dari pemohon atau g bangunan.

e. Data standar harga satuan formasi didapat dari instansi
pemerintah atau pihak

f.  Rencana umum tatagua
didapat dari pemexi

pengguna

pemohon atau

rencana detail tata kota. Informasi
rah setempat.

Untuk penilaia
lain di antar

tanah atau bangunan, data atau Informasi
spesifikasi teknis objek penilaian dan kondisi
yang informasinya bersumber dari pemohon
jek penilaian.

nalisis Data

or yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian
berupa tanah meliputi letak/lokasi, jenis, luas, bentuk, ukuran, kontur,
elevasi, drainase, fasilitas umum, peruntukan area (zoning), perizinan,
dan dokumen legalitas.

Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian
berupa bangunan meliputi antara lain tahun selesai dibangun, tahun
renovasi/restorasi, konstruksi dan material, luas, bentuk, tinggi, jumlah
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lantai, model arsitektur, kondisi bangunan secara umum, kualitas
konstruksi, sarana pelengkap, beban pajak, dan penggunaan bangunan.

Faktor yang dipertimbangkan dalam analisis data objek penilaian
selain tanah atau bangunan meliputi antara lain jenis, faktur pembelian,
merk, nomor seri, produsen, kapasitas, tahun pembuatan, harga
perolehan, dan kondisi objek penilaian secara umum.

Jika penilaian dilakukan dalam rangka pemanfaatan atau pemin-
dahtanganan barang milik negara berupa tanah atau tanah berikut
bangunan, untuk mendukung opini nilai dilakukan analisis pengglinaan

tertinggi dan terbaik. Analisis penggunaan tertinggi dan terbai iputi

hal-hal berikut.

a. Aspek legalitas, yaitu hal-hal mengenai status kepe , dokumen
kepemilikan, perizinan, peruntukan area (zo etentuan

yang berlaku terkait dengan objek penilaian

b. Aspek fisik, yaitu berupa alternatif peng n ggi dan terbaik
atas objek penilaian terkait jenis, bent kuran, dan fungsi objek
penilaian.

c. Aspek keuangan, yaitu alter
menghasilkan tingkat peng
secara layak dari obje n.

d. Aspek produktivitas T9aitu alternatif penggunaan untuk
mendapatkan manfaa uk€untungan maksimal serta nilai tertinggi
objek penilaia

ggunaan yang berpotensi
ng optimal atau nilai investasi

6. Mene etode Pendekatan Penilaian

Peni difakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar,
a, dan pendekatan pendapatan. Metode pendekatan-
anvtersebut dapat dipergunakan secara bersama-sama, tetapi

dipergunakan hanya satu atau dua pendekatan saja tergantung
pada“data dan kondisi objek penilaian serta tujuannya.

7. Menyimpulkan Nilai

Hasil perhitungan nilai dengan menggunakan satu pendekatan penilai-
an atau hasil rekonsiliasi (jika menggunakan lebih dari satu pendekatan)
atau pilih pendekatan yang dianggap paling mencerminkan nilai objek
pajak penilaian atau paling mendekati keyakinannya berdasarkan analisis
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yang telah diperbuat. Untuk itu, terdapat beberapa cara yang dilakukan
dalam rangka rekonsiliasi nilai, misalnya sebagai berikut.

a. Penilai melakukan rekonsiliasi nilai dengan membuat rata-rata dari
semua kesimpulan nilai yang diperoleh.

b. Penilai lain menggunakan cara dengan mengambil keputusan
berdasarkan pilihan salah satu metode yang paling diyakini dengan
mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh seperti akurasi
data, tujuan penilaian, faktor lain yang dapat ditangkap oleh intuisi
penilai selama proses penilaian.

c. Penilai lain ada yang menggunakan cara pembobotan.

Kesimpulan nilai dicantumkan dalam satuan ma
dan dibulatkan ke dalam ribuan terdekat. Dalam hal
menggunakan satuan mata uang asing dilakukan
mata uang rupiah dengan menggunakan kurs t
yang berlaku pada tanggal penilaian.

g rupiah
ngan nilai
m satuan
nk Indonesia

8. Menyusun Laporan Pepilaian

Laporan penilaian paling se
%an, tujuan penilaian, tan lapangan, tanggal penilaian,
hasil analisis data, pendek aian, dan simpulan nilai. Tanggal
penilaian merupakan tan t hir pelaksanaan survei lapangan atas
objek penilaian. La ian ditulis dalam bahasa Indonesia dan
ditandatangani ole h anggota tim penilai. Anggota tim penilai
bertanggung j atas laporan penilaian. Anggota tim penilai
tidak men aporan penelitian dengan alasan tertulis dilampirkan
ilaian. Laporan penilaian hanya dapat dipergunakan
datangani oleh paling sedikit %4 anggota tim penilai.

uat uraian objek penilai-

tode Penilaian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 tahun 2020, mengenal 3
macam pendekatan dalam penilaian properti. Hal ini yang tercantum
dalam pasal 41 PMK 173/2020. Pendekatan penilaian yang dimaksud
adalah pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan.

Pendekatan-pendekatan tersebut dapat dipergunakan secara bersama-
sama, tetapi juga dapat dipergunakan hanya satu atau dua pendekatan
saja tergantung pada data dan kondisi objek penilaian serta tujuannya.

154 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Dalam tata cara pelaksanaan penilaian, setelah penilai atau tim
penilai melakukan identifikasi atas permohonan atau penugasan penilaian,
menentukan tujuan penilaian, melakukan pengumpulan data dan informasi
dan melakukan analisis data dan informasi, selanjutnya penilai akan
menentukan suatu pendekatan penilaian yang akan digunakan pada saat
penilaian. Penilai atau tim penilai akan memilih salah satu dari ketiga
pendekatan yang sesuai dengan objek penilaian yang akan dinilai. Tahap
ini sangat penting karena setiap pendekatan memiliki karakteristiknya
masing-masing. Jika penilai atau tim penilai tidak memilih pendekatan
yang tepat, dapat berdampak pada nilai wajar yang dihasilka
saat perhitungan pada kertas kerja penilaian. Oleh kar
penilai perorangan maupun tim penilai harus betul- emahami
pendekatan penilaian sebelum melakukan kegiatan

1. Pendekatan Data Pasar

Pendekatan data pasar adalah suatu ntuk mengestimasi
nilai objek penilaian dengan cara perti ngkan data penjualan
atau data penawaran dari objek ing sejenis atau pengganti

dan data pasar yang terkait | es perbandingan. Beberapa
prinsip pendekatan yang s nakan dalam metode pendekatan
data pasar adalah sebagai .

nggunakan dasar pemikiran dengan
aran dan permintaan yang mendekatkan

a. Prinsip penilaia
pendekatan p a
gan yang merupakan kelanjutan dari prinsip
an permintaan akan selalu mengimbangi, saling
bergerak menuju keseimbangan antara permintaan
aran.
substitusi, yang mengatakan bahwa nilai selalu ditentukan
dasarkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk memperoleh
barang pengganti yang sebanding dengan daya guna, harapan,
keuntungan, manfaat, dan fungsinya.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan tersebut, penilai akan
mendapatkan angka-angka yang akan diinterpretasikan sebagai nilai,
kemudian ditetapkan sebagai nilai sesuai dengan tujuannya. Agar
pelaksanaan pendekatan data pasar ini terlaksana dengan baik maka
perlu proses kerja serta langkah sebagai berikut.
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Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan terkait objek
penilaian dan objek pembanding. Objek pembanding harus
mempunyai karakteristik yang sebanding dengan objek penilaian.
Data dihimpun dan kemudian disortir, ditabulasi, dan dicatat dalam
kelompok-kelompok yang telah diatur sedemikian rupa sehingga
mudah dianalisis. Sumber-sumber data diperoleh dari pengembang
perumahan; penjual dan pembeli; kantor/pejabat yang terkait, misal
notaris PPAT, camat, lurah/kepala desa, KIPP, DJKN, BPN); iklan,
pameran, atau promosi; dan pajak bumi dan bangunan.

Analisis Data
Data yang telah ditabulasi dan dihubungkan dengan g8 an
faktor-faktor pembanding yang sesuai dari setiap ang akan
dibandingkan dan dievaluasi dan dianalisis. F yesuaian
dilakukan untuk menyesuaikan faktor-faktor pe a 0bjek penilaian
dengan objek pembanding.

Proses Penyesuaian atau Adjustment
Proses penyesuaian dilakukan dengan
mengurangkan dalam persent
uang. Proses penyesuaian tida
yang terlalu jauh atau_te
dilakukan terhadap
hal berikut.

1) Lokasi dan Ji
sekitar, a
(CBD

menambahkan atau
jumlah dalam satuan mata
nankan dengan selisih angka
ar. Proses penyesuaian perlu
inilai dengan pembanding dalam

aitu perbedaan letak, kondisi masyarakat
ke pusat bisnis/Central Business District

2) perbedaan waktu transaksi objek pembanding

nggal penilaian.

at fisik, seperti perbedaan bentuk, dimensi, elevasi, luas,

disi, umur, desain, atau spesifikasi.

umber informasi harga, yaitu terkait informasi harga objek

pembanding berupa harga penawaran atau harga jual beli.

5) Peruntukan yaitu perbedaan terkait tata ruang atau peruntukan
area (zoning).

6) Aksesibilitas, yaitu perbedaan dalam kemudahan untuk mencapai
lokasi objek.

7) Fasilitas, yaitu perbedaan dalam ketersediaan jaringan listrik,
jaringan air, jaringan telepon, dan fasilitas sosial.
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Kesesuaian lokasi dapat dilihat dari 2 hal, yaitu jarak antara suatu
titik/tempat tertentu dengan titik/tempat yang lain yang dapat
dirupakan dalam ukuran meter dan jarak dalam arti waktu tempuh,
misalnya beberapa menit atau jam titik/tempat dapat dicapai.
Waktu dalam penilaian yang harus diperhatikan adalah kapan saat
penilaian dilakukan karena waktu penilaian sangat berpengaruh
terhadap nilai, misalnya berkaitan dengan kurs, mata uang, atau
kondisi barang yang dinilai. Waktu merupakan faktor yang menentukan
dalam perkiraan/interpretasi nilai yang ditetapkan dalam laporan
penilaian.
Beberapa metode dapat digunakan, antara lain sebagai
1) Metode Jumlah Bulat (Lump Sum Method)
Dalam metode ini penilaian dilaksanakan
perbandingan dan penyesuaian objek t
dari setiap faktor tetapi sekaligus.
2) Metode Tambah Kurang (Plus Mi Method)
Metode ini merupakan perbaikan da e jumlah bulat yang
dirasakan terlalu kasar. Obj ang dinilai setelah dibandingkan
dengan objek yang telah ¢ nilainya secara keseluruhan,
baik kelebihan maupu L annya baik fakta dan datanya,
lalu diadakan pe atau adjustment sesuai dengan
keyakinannya se sung.
3) Metode Jum (Rupiah Amount Method)

mengukur
dihitung

gkan jumlah rupiah terhadap setiap faktor yang
ingkan.
Persentase (Percentage Method)

D metode ini penilaian dilakukan hampir sama dengan
etode komponen rupiah atau jumlah rupiah, tetapi perkiraan
penambahan atau pengurangan penyesuaiannya diperhitungkan
dengan menggunakan persentase. Besarnya persentase atau
jumlah dalam satuan mata uang dari faktor-faktor penyesuaian
dijumlahkan seluruhnya untuk memperoleh jumlah penyesuaian.
Jumlah penyesuaian digunakan untuk menentukan besarnya
indikasi nilai objek penilaian. Proses berikutnya adalah melakukan
pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil penyesuaian untuk
menghasilkan nilai pasar.
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d. Kesimpulan Nilai
Langkah berikutnya adalah menentukan estimasi nilai dengan
menggunakan beberapa metode tersebut di atas. Dari beberapa
metode pendekatan seperti yang telah dianalisis di atas dapat
digambarkan bahwa setiap metode memiliki kelebihan dan
kekurangan. Pendekatan data pasar memiliki kelebihan, antara lain
fleksibel, mudah, cepat, dan sederhana dalam penggunaannya dan
memiliki kekurangan antara lain sulit menemukan objek penilaian
yang benar-benar sama atau identik. Oleh karena itu, dalam
membandingkan harus betul-betul merupakan data y apat
dipertimbangkan persamaan dan perbedaannya untuk an
penyesuaiannya.

2. Pendekatan Biaya (Cost Appro

Pendekatan ini merupakan suatu pende ilakukan untuk
mengestimasi nilai objek penilaian denga enghitung seluruh
biaya yang dikeluarkan untuk membuat/me oleh objek penilaian
atau penggantinya pada waktu peni ilakukan. Kemudian dikurangi
dengan penyusutan fisik atau p tam teknis, keusangan fungsional,
atau keusangan ekonomis. Peni gan menggunakan pendekatan
biaya merupakan salah s uk menilai BMD selain tanah dan
bangunan. Metode penil& derhana, yaitu mencari harga barang
tersebut dalam ke kemudian dihitung penyusutannya yang
terdiri dari penyus , fungsional, dan ekonomis.

Formulasi an biaya:
jek\Penilaian = (NRC x (1 - P)) x (1 — Kf) x (1 — Ke)

(New Reproduction/Replacement Cost) adalah biaya
enggantian baru atau harga barang tersebut dalam keadaan
baru ditambah biaya pengangkutan serta biaya pemasangan
(bila ada).

- p merupakan penyusutan fisik.

- Kf adalah penyusutan fungsional.

- Ke adalah penyusutan ekonomis.

Tahap-tahap penilaian dengan menggunakan pendekatan biaya,
yaitu sebagai berikut.
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a. Menghitung biaya pembuatan baru atau biaya penggantian baru
objek penilaian {New Reproduction/Replacement Cost (NRC)}.

1) Perhitungan biaya pembuatan baru (New Reproduction Cost)
dilakukan jika pada saat pelaksanaan penilaian seluruh informasi
biaya pembuatan/perolehan atau material objek penilaian dapat
diperoleh di pasaran.

2) Perhitungan biaya penggantian baru (New Replacement Cost)
dilakukan jika pada saat pelaksanaan penilaian seluruh atau
sebagian informasi biaya pembuatan/perolehan atau
objek penilaian tidak dapat diperoleh di pasaran.

Menghitung besarnya penyusutan atau keusangan obj

c. Mengurangkan biaya pembuatan baru atau pengga
dengan penyusutan atau keusangan objek penilai

angsung. Biaya
langsung mencakup biaya material, biaya au biaya peralatan

serta biaya langsung lainnya. Biaya tidak lan g meliputi biaya jasa
tenaga ahli, pajak, asuransi, atau ver head serta biaya tidak
langsung lainnya.

Beberapa metode ya
NCR adalah sebagai berij

t

a. Menghitung NR etode Data Pasar (Ekuivalen Modern)

Menghitung metode data pasar adalah berdasarkan

harga jual an ebut saat ini (berdasar price list). Contohnya

suatu bar n tipe/jenis yang telah beberapa lama diproduksi
n sekarang masih diproduksi dan dapat diketahui
.dihformasi didapat dari toko atau pun dari online shop.
uk mendapatkan harga yang pasti perlu konfirmasi ulang
g ke toko/distributor barang tersebut untuk mendapatkan
astian harga dan penilai memilih harga yang paling akurat.
Jika objek penilaian tidak ada di pasaran yang akan dinilai dapat
digunakan metode ekuivalen modern. Metode ini digunakan apabila
jenis/tipe barang yang dinilai saat ini sudah tidak diproduksi/dijual
lagi, tetapi dapat dicari jenis/tipe barang yang dapat dipersamakan
dengan barang yang dinilai. Misal menilai TV tabung yang dibeli
pada 2000. Pada 2014 TV tabung tidak diproduksi lagi dan tidak

ipergunakan untuk menetapkan
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ada data pasar jual beli tv tabung tersebut sehingga harus mencari
data pasar tv pada 2014 yang mempunyai kondisi teknologi yang
sama pada saat pembelian tv tabung tersebut. Spesifikasi tv
tabung 14 inci sama dengan tv tabung flat 22 inci sehingga NRC
tv tabung 14 inci sama dengan tv flat 22 inci. Namun, kelemahan
metode ini adalah beragamnya data harga penggantian baru aset
di pasaran; sulit menemukan harga pasar dalam kondisi baru untuk
objek tertentu, mengingat objek tersebut sudah tidak diproduksi
lagi atau memiliki spesifikasi khusus; dan sulitnya menemukan
sumber data yang dapat dipercaya.

Menghitung NRC dengan Metode Trend Factors
Metode Trend Factors digunakan untuk menghit C dengan
mengubah harga perolehan objek penilaian rga pasar
saat ini dengan menggunakan cost index dari barang
yang sejenis. Faktor tersebut menguk reg olehan saat ini
dengan menggunakan aset pengganti miliki fungsi setara
(ekuivalen). Sumber data umumnya dipe dari survei. Namun,
jika tidak diperoleh data terse t menggunakan indeks harga
dari Biro Pusat Statistik. Ke nggunaan metode ini adalah
memerlukan survei har

Rumus cost index fdetor
Trend factor = lehan (n) /Harga Perolehan (n-t)

n = harga pe ahun ke n
tahun ke t

Menentukan NRC dengan metode ini dilakukan dengan
engalikan harga perolehan dengan tingkat koefisien harga
umur ekonomis, sesuai dengan rumus di bawah ini:
NRC = HP x (1 + 0,1) n

HP = Harga Perolehan (harga pembelian (basic cost) ditambah
dengan biaya tambahan)
n = umur dalam tahun, dihitung berdasarkan umur ekonomis

0,1 = koefisien harga

Selama belum diatur di dalam Kemendagri, umur ekonomis yang
dipakai adalah umur ekonomis berdasarkan Peraturan Direktur
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Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-12/KN/2012 tentang Pedoman

Penilaian Barang Bergerak.

Syarat utama penggunaan metode ini adalah adanya data harga

perolehan objek penilaian dan tingkat koefisien harga yang bisa

diandalkan (diprediksi dengan akurat). Koefisien Harga dihitung
dengan menggunakan nilai perhitungan rata-rata tingkat inflasi

(consumer price index) dibagi dengan nilai perhitungan tingkat

inflasi tiap tahun.

Kelemahan menggunakan Metode Koefisien Harga adalah

berikut.

1) Metode ini tidak dapat diterapkan apabila tida
data harga perolehan.

2) Sulitnya menentukan kategori tingkat inflasj
yang bersifat global. Contoh Perhitunga
gunakan metode koefisien harga.
Diketahui suatu mesin pemanas @daragtenaga surya merek
Ariston dibeli dan diproduksi pad . Pemanas jenis ini
memiliki umur ekonomis 7 . Harga pada saat pembelian
adalah Rp12.500.000 dan penilaian pada tahun 2012.
Apabila diketahui bah nflasi rata-rata alat elektronik
tiap tahun adalah
NRC = 12.500. X
dimana
HP = 12.8

engan meng-

| = 0

pemanas pada saat penilaian (2011): Rp17.588.755,00.

S ing beberapa hal tersebut di atas masih ada faktor

usutan sebagai akibat penggunaan, pemakaian, dan

ndayagunaan aset, yaitu sebagai berikut.

Penyusutan Fisik (physical deterioration)

Artinya adalah suatu kerugian, kehilangan nilai yang diakibatkan

oleh kemerosotan, kerusakan, keretakan, kemunduran fisik

barang yang tampak atau pun tidak tampak sehingga wujud,

struktur, dan elemen yang ada menjadi menurun nilainya/

harganya.

2) Penyusutan atau Keausan Fungsional (functional obsolescence)
Suatu kerugian atau kehilangan yang melekat pada harta
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3)

sebagai akibat dari tidak berfungsi atau rusaknya mekanisme
alat atau perlengkapan atau tujuan bangunan sehingga tidak
dapat memenuhi tujuan, kenyamanan, dan keselamatan
pengguna harta tetap. Misalnya lift/eskalator rusak, AC tidak
dingin atau rusak padahal konstruksi bangunan didesain tanpa
ventilasi, pintu sering macet tidak dapat dibuka, jendela tidak
dapat ditutup dengan benar, engsel lepas, kayu mengembang,
dan lain-lain. Penyusutan fungsional tersebut diakibatkan oleh
hal-hal berikut.

a) Perencanaan yang kurang baik.

b) Ketidakseimbangan ukuran.

¢) Ukuran yang di bawah standar umum.

d) Model atau bentuk yang tidak up to

e) Spesifikasi yang tidak lagi mendukung
saat ini.

f)  Kurangnya kelengkapan fasilitagiyanggdidak lagi mendukung
fungsi yang diinginkan saat ini

Penyusutan Ekonomi (econ obsolescence)
Suatu kerugian atau kehijlan ilai yang diakibatkan oleh
kekuatan-kekuatan di an menyangkut faktor-faktor
ekonomi/moneter ngan masyarakat. Hal itu terjadi
misalnya karen an peraturan pemerintah, perubahan
nilai mata ai akibat krisis moneter, dan lain-lain.
Penyusuta n fungsional adalah keausan yang disebabkan
faktor, rna dangkan penyusutan ekonomi adalah keausan
yang an faktor eksternal dan perlu diketahui bahwa
luasnya penyusutan diperhitungkan/ditentukan melalui
ngan pengamatan yang sangat hati-hati. Penyusutan
omis dapat diakibatkan oleh hal-hal berikut.

Adanya regulasi pemerintah setempat yang membatasi

penggunaan barang.

b) Kondisi lingkungan sekitar, kebiasaan sosial daerah setempat
yang membatasi penggunaan barang.

c) Turunnya atau kecilnya permintaan konsumen, terhadap
barang yang dinilai sehingga menyebabkan penjualan satu
jenis barang menurun hingga memengaruhi produksinya.
Penurunan kinerja ini dihitung sebagai penyusutan ekonomis.

ng diinginkan
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3. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan ini merupakan suatu teknik penilaian
yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara
mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan
objek penilaian melalui proses kapitalisasi langsung atau pendiskontoan.
Pada dasarnya prosedur penilaian yang ditempuh melalui metode
pendekatan pendapatan adalah memproyeksikan pendapatan yang
diperhitungkan dapat dihasilkan oleh suatu objek penilaian pada masa
mendatang ke dalam saat ini. Untuk menentukan nilai dengan faetode
pendapatan diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut.

a. Kewajaran pendapatan untuk estimasi pendapatan

b. Waktu tentang penghasilan bersih biasanya dipe kan umur
ekonomis (economic life) dari objek penilaia

c. Tingkat kapitalisasi yang berupa persentase.

d. Konversi pendapatan terhadap modal.

Untuk suatu properti tak hanya peng yang berupa sewa
atau hasil gedung itu saja, tetapi j erupakan penghasilan ikutan
berupa sewa parkir, ruangan yan . Perlu diperhatikan bahwa

pendapatan kotor ini pada setiaphj roperti mempunyai spesifikasi
tersendiri misalnya untu rbelanjaan, hotel, perkantoran,
lapangan golf, pendapax macamnya bervariasi.

n nilai adalah:

Formula untu t
Pendapatan Bersih (1)
(V)=

Angka Kapitalisasi (R)

La ah pelaksanaan sebagai berikut.

an Estimasi Pendapatan Kotor Tahunan

awal mengumpulkan dan mencatat semua potensi pendapatan
r, dikurangi dengan kerugian pendapatan tak tertagih dan
kerugian karena kekosongan ditambah dengan pendapatan lain-lain
dari objek yang dinilai untuk menghitung penghasilan kotor yang
diharapkan dapat dihasilkan.

Rumusnya adalah sebagai berikut.

Pendapatan kotor tahunan = potensi pendapatan kotor — pendapatan
tak tertagih — kerugian karena kekosongan + pendapatan lain-lain.
Tingkat kekosongan (void) ini diperhitungkan sebagai sewa yang
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tidak tertagih. Sebagai kebalikan dari tingkat kekosongan ini adalah
faktor hunian (occupancy rate) yaitu seberapa banyak kamar/ruangan
yang laku. Untuk menentukan tingkat kekosongan dan sewa yang
tidak terbayar, perlu diteliti dengan pertimbangan sebagai berikut.
1) Tingkat kekosongan.
2) Dibandingkan kondisinya dengan properti sejenis yang disewakan
yang terletak dalam radius lokasi yang sama.
3) Estimasi situasi dan kondisi sosial, ekonomi, perkembangan
penduduk pada masa yang akan datang.
4) Tingkat pendapatan dan ekonomi rata-rata masya dan
kaum pendatang pada masa mendatang.
5) Masa sewa yang menyangkut tentang lama d
b. Menetapkan biaya operasi per tahun dan mepng
pendapatan kotor efektif untuk memperol
dari objek penilaian tersebut. Rumusnya
Pendapatan bersih = pendapatan kot
operasional per tahun
c. Menghitung pengembalian setia
dapat menghasilkan (tingkat
d. Jika nilai objek tersebut

isi sewa.
nnya dari
apatan bersih

efeldif pertahun — biaya

yang ditanam dan diharapkan
ingkat kapitalisasi).

n tingkat diskonto, kalikan
pendapatan bersih p ersebut dengan faktor diskonto
tertentu. Jika nilai k ebut berdasarkan tingkat kapitalisasi,
maka pendapa er tahun tersebut dikapitalisasi dengan

t
tingkat kapita ntu.

D. Ke husus Penilaian BMD

etentuan khusus dalam penilaian BMD, antara lain
ut.

bila harga barang hasil pembelian, pembuatan, dan berasal
dari sumbangan/hibah tidak diketahui nilainya, dapat dilakukan
penilaian oleh tim penaksir atau oleh pengurus barang.

2. Dalam menentukan nilai taksiran dilakukan dengan membandingkan
barang yang sejenis dan tahun yang sama.

3. Penilaian terhadap benda-benda bersejarah dan benda-benda
bercorak kebudayaan, pelaksanaan penilaiannya dapat melibatkan
tenaga ahli di bidang tersebut.
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4. Terhadap BMD yang kondisinya telah rusak sama sekali dan tidak
mempunyai nilai, tidak perlu dicantumkan dalam daftar nilai untuk
membuat neraca (segera diproses penghapusannya dari buku
inventaris).

5. Apabila harga barang pembelian, pembuatan, atau harga barang
yang diterima berasal dari sumbangan/hibah dan sebagainya
tidak diketahui karena tidak adanya dokumen yang bersangkutan
menunjukkan nilai yang tidak wajar, nilainya supaya ditaksir oleh
tim/pengurus barang.

6. Benda-benda bersejarah dan benda-benda yang bercorak ki yaan
tetap dimasukkan ke dalam buku inventaris, sedan ya
dapat ditaksir dengan bantuan tenaga ahli di bid sebut.

E. Penilaian Kembali

SAP Nomor 07 Paragraf 58 menyebutk abwa penilaian kembali
atau revaluasi aset tetap pada umumnya erkenankan karena
SAP menganut penilaian aset berd n biaya perolehan atau harga
pertukaran. Penyimpangan dari [Ket an ini mungkin dilakukan
berdasarkan ketentuan pemeri rlaku secara nasional. Artinya,
ketika pemerintah menga a revaluasi diperlukan, penilaian
harus dilakukan untuk i ang seluruh aset pemerintah. Hanya
saja, belum jelas ba % apan revaluasi semacam itu dilakukan.
Mungkin saja itu upakan siklus 5 tahunan, 10 tahunan, atau
reguler.

bahkan tanpa giklus

Dalam ko entu, BMD yang telah ditetapkan nilainya dalam
neraca in daerah dapat dilakukan penilaian kembali. Penilaian
kem roses revaluasi sesuai SAP mengatur bahwa pemerintah
ukan revaluasi sepanjang revaluasi tersebut dilakukan
arkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Keputtsan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan
berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Metode penilaian kembali dilaksanakan sesuai standar penilaian. Jika
terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan
penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar nilai aset tetap
pemerintah yang ada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang.
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Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai BMD dilaksanakan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan
berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional adalah kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

1. Dampak Positif Revaluasi Aset Tetap
Pemerintah

Menurut Dr. Jan Hoesada, dampak positif revaluasi aset tetap
pemerintah sebagai berikut.

a. Dalam kasus perpindahan hak milik atas aset:

1) membantu pemerintah dan calon pembeli as
harga jual;

2) membantu pemerintah menjual untu
katan sepanjang tidak berada di ba nilaiybuku hasil revaluasi;

3) merupakan basis untuk barter/tuk g aset antarentitas
pemerintahan, dengan ata a tambahan uang tunai;

4) merupakan basis reorgani estrukturisasi pemerintahan,
peleburan, dan peme s pemerintahan;

enentukan

harga kesepa-

5) menentukan nilai an dihibahkan atau disumbangkan
oleh negara.
b. Dalam kasus p \e masuk kredit:
1) pengama anaan dengan evaluasi objektif nilai agunan

berup. et pemerintah;

2) sebag nilai aset yang diasuransikan;
3) gambparkan ekuitas neto pemerintah daerah yang menerbitkan
daerah. Strategi manajemen keuangan pemerintahan
d n perbaikan profil ekuitas yang meningkat akibat revaluasi

et tetap, diikuti dengan penerbitan/emisi surat berharga utang

(obligasi) karena solvabilitas akibat kenaikan ekuitas pemerintah

pasca-revaluasi aset tetap yang makin mantap.

c. Sebagai basis ganti rugi terkait pada berbagai perjanjian, misalnya
perjanjian sewa, hak pakai aset tetap, pada kasus kebakaran,
kecelakaan, kehilangan atau bencana alam yang menyebabkan
kerusakan aset tetap yang disewakan oleh pemerintah.

d. Sebagai basis perpajakan tertentu, misalnya kewajiban perpajakan
atas pelepasan aset tanah.
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Sebagai basis untuk harga pokok baru dari produk atau jasa
pemerintahan seperti biaya KTP, pembuangan sampah, uang
sekolah ditanggung pemerintah daerah karena perubahan beban
penyusutan aset tetap setelah penilaian kembali.

Big is powerful strategy, menampilkan keperkasaan aset pasca-
revaluasi aset, high flyer strategy, untuk memikat mitra usaha
pemerintah dan investor daerah agar mau bekerja sama dan
berinvestasi.

True picture strategy, menggambarkan nilai aset secara lebih qljektif,
menggambarkan laporan operasional terkait beban p utan
yang lebih realistis, suatu strategi menginjak bumi n to
earth strategy), bukan surplus palsu (terlampau Memberi
gambaran lebih baik untuk perencanaan inv u belanja
modal berbasis harga kini.
Dengan penilaian kembali, diharapkan t an semangat
memelihara aset secara lebih baik karenaterqgata nilainya sungguh
besar. Manajemen aset menjadi maki s, perang terhadap
kapasitas menganggur (idle ca war) menjadi makin relevan
dalam pemerintahan, menging penyusutan pasca-penilaian

kembali makin besar.
Nisbah biaya SDM pem nding aset menurun menyebabkan
pola manajemen S a erorientasi pada kualitas SDM, jumlah
SDM dan imba D&uga menjadi pantas dinaikkan setelah
menyadari b rnya aset yang dikelola.

or ard akibat nilai aset yang dipandang enteng
ecil karena tidak menggambarkan kemegahan

valuasi.

rasional menggambarkan jauh lebih baik dan berbeda
LRA, karena perubahan beban penyusutan atau amortisasi
ATB. LO akan menimbulkan kesadaran baru bahwa LO
an LRA) yang memberi gambaran lebih baik tentang beban
tahun berjalan. Kesadaran biaya keseluruhan (overall cost conscious)
meningkat 1000%, evaluasi kinerja menjadi lebih realistis. Pemerintah
menjadi lebih konservatif dalam pengendalian biaya, beban, dan
rencana belanja modal mengganti aset tetap habis susutan dengan
konsep replacement cost sesuai kondisi terakhir.
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2. Pertimbangan Dampak Negatif Revaluasi Aset
Tetap Pemerintah

a. Laporan operasional menyajikan surplus pada era sebelum
revaluasi, jangan menyajikan defisit pasca-revaluasi akibat
peningkatan beban penyusutan AT.

b. Biaya revaluasi dalam APBN harus dipertimbangkan, manfaat
revaluasi harus lebih besar dari biaya.

OO

©

\}
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BAB IX

PEMINDAHTANGANAN BMD

A. Pengertian Pemi anan BMD

Permendagri Nomor. 16 mempertegas siklus pengelolaan
BMD dalam bentuk % ganan yang terpisah dari penghapusan.
Penyempurnaan si ulai dengan perencanaan, pengadaan,
dan pengelol a pengelolaan dibagi dua, yaitu dikelola
untuk keperlu pokok, dan fungsi (tupoksi) atau dikelola untuk
dimanfa Jikattidak digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan ti dimanfaatkan, BMD wajib diserahkan kepada pengelola
b B ang telah diserahkan itu dapat dipindahtangankan dalam
r malisasi pendayagunaan BMD untuk mendukung pengelolaan
keu n daerah. Jika BMD tidak dikelola untuk kepentingan tugas dan
fungsi, tidak dimanfaatkan dan tidak dipindahtangankan, BMD tersebut
dapat dihapuskan. Pemindahtanganan merupakan kegiatan sebelum
proses penghapusan. Dengan demikian, penghapusan merupakan
bagian proses terakhir dari semua siklus pengelolaan BMD yang
membebaskan pengguna barang dan pengelola barang dari kewajiban
untuk mengadministrasikan dan mengelola BMD. Pemindahtanganan
BMD dilakukan dalam rangka optimalisasi pendayagunaan BMD dan
untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah.
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Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD atau optimalisasi BMD
dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemindahtanganan BMD akan
memberikan akibat beralihnya kepemilikan BMD dari yang sebelumnya
dikuasai oleh pemerintah daerah ke pihak ketiga. Beralihnya kepemilikan
juga mengindikasikan beralihnya penguasaan akan BMD ke pihak ketiga.
Pemindahtanganan BMD merupakan tindak lanjut dari penghapusan
BMD. Hal tersebut menegaskan bahwa sebelum dipindahtangankan,
BMD tersebut harus memenuhi ketentuan/kebijakan penghapusan atas
BMD dan telah dilakukan proses penghapusan. Peminda nan
adalah pengalihan kepemilikan BMD, yang dilakukan den ra
sebagai berikut.

1. Penjualan, yaitu pengalihan kepemilikan BMD ihak lain
dengan menerima penggantian dalam bent

2. Tukar-menukar, yaitu pengalihan kepemili ; ang dilakukan
antara pemerintah pusat dengan pemeri ah, antarpemerintah
daerah, atau antara pemerintah daerah n pihak lain, dengan
menerima penggantian utama bentuk barang, paling sedikit
dengan nilai seimbang.

3. Hibah adalah pengalihan
pusat kepada pemeri

dari pemerintah d

an barang dari pemerintah
, antarpemerintah daerah, atau
ada pihak lain tanpa memperoleh

4. Penyertaan mo erintah daerah adalah pengalihan kepemilikan
erupakan kekayaan yang tidak dipisahkan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
am daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum
g dimiliki negara.

B. san Pemindahtanganan BMD

Dalam melakukan pemindahtanganan BMD, maka harus dilatar-
belakangi oleh alasan yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan
pemindahtanganan BMD tersebut. Beberapa alasan pemindahtanganan
BMD vyang disebutkan dalam Permendagri No. 19 tahun 2016, yaitu
sebagai berikut.
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1. Pemindahtanganan BMD memerlukan persetujuan DPRD untuk BMD
berupa tanah atau bangunan serta selain tanah atau bangunan
yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pemindahtanganan BMD di atas angka tersebut dilakukan oleh
pengelola BMD setelah mendapatkan persetujuan dari kepala
daerah. Untuk pemindahtanganan BMD selain tanah atau bangunan
yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan
dari kepala daerah. Untuk pemindahtanganan BMD selai
atau bangunan yang bernilai di atas Rp.5000.000.000,- (li
rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah
persetujuan dari DPRD (diajukan oleh kepala daerak
pedoman yang ditetapkan oleh menteri dala

2. Pemindahtanganan berupa tanah atau bangu
persetujuan DPRD, apabila terjadi hal-h
a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan

kota. Ini artinya pada lokasi barang berupa tanah atau
bangunan dimaksud terjadi ahan peruntukan atau fungsi
kawasan wilayah, misalnya ntukan wilayah perkantoran
menjadi wilayah per al ini tidak sesuai dengan
penataan kota, arti MD berupa tanah atau bangunan
dimaksud perluddila n penyesuaian, yang berakibat pada
perubahan atau bangunan tersebut.

Harus di karena anggaran untuk bangunan pengganti
sudahgelise dalam dokumen penganggaran. Hal yang
dihap lah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut

bohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru
anah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi
a ran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.
peruntukkan bagi pegawai negeri. Maksud dari peruntukan
bagi ASN adalah sebagai berikut.
1) Tanah atau bangunan yang merupakan kategori rumah
negara golongan Il
2) Tanah, yang merupakan tanah kavling yang menurut peren-
canaan awalnya untuk pembangunan perumahan pegawai
negeri.

d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum. Kepentingan umum
di sini adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa
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dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama atau
kepentingan pembangunan, termasuk di antaranya kegiatan
pemerintah pusat/daerah dalam lingkup hubungan persahabatan
antara negara/daerah dengan negara lain atau masyarakat/
lembaga internasional.

Kategori bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum,
antara lain sebagai berikut.

1. Jalan umum termasuk akses jalan sesuai peraturan perundangan,
jalan tol dan rel kereta api.

2. Saluran air minum/air bersih atau saluran pembuang

Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lai termasuk

saluran irigasi.

Rumah sakit umum dan pusat kesehatan m

Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api rminal.

Tempat ibadah.

Sekolah atau lembaga pendidikan non

Pasar umum.

Fasilitas pemakaman umum.

10. Fasilitas keselamatan um
bahaya banjir, lahar, d in.

11. Sarana dan prasara telekomunikasi.
N\ ga untuk umum.
an televisi beserta sarana pendukungnya

12. Sarana dan pras
13. Stasiun penyi
untuk lem ran publik.

, pemerintah daerah, perwakilan negara asing,
angsa-Bangsa dan lembaga internasional di bawah
erikatan Bangsa-Bangsa.
ntara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
ia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
ah susun sederhana.

17. Tempat pembuangan sampah untuk umum.
18. Cagar alam dan cagar budaya.

19. Promosi budaya nasional.

20. Pertamanan untuk umum.

21. Panti sosial.

22. Lembaga pemasyarakatan.

LN U A

ain tanggul penanggulangan
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23. Pembangkit, turbin, transmisi, dan distribusi tenaga listrik termasuk
instalasi pendukungnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat terpisahkan.

24. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan,
yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis.

C. Bentuk Pemindahtanganan

Bentuk-bentuk pemindahtanganan BMD yang diseb
Permendagri No 19 tahun 2016 meliputi 4 cara, yai
2) tukar-menukar; 3) hibah; 4) penyertaan modal
Berikut adalah penjelasan dari setiap cara di at

BENTUK PEMINDAHTI@

enjualan BMD

gri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penjualan

pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan

nerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMD

dilaksanakan dengan pertimbangan berikut.

1) Untuk optimalisasi BMD yang berlebih atau tidak digunakan/
dimanfaatkan.

2) Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila
dijual.

3) Sebagai pelaksanaan ketentuan.
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BMD yang tidak digunakan/dimanfaatkan adalah BMD yang
tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
Penjualan BMD dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal
tertentu. Lelang adalah penjualan BMD yang terbuka untuk
umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan
yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga
tertinggi dilaksanakan setelah dilakukan pengumuman lelang
dan di hadapan pejabat lelang.

Pengecualian lelang BMD dalam hal tertentu meliputi h rikut.
1) BMD vyang bersifat khusus sesuai dengan pera ah
barang-barang yang diatur secara khusus i dengan

ketentuan, antara lain sebagai berikut.

a) Rumah negara golongan Ill yang dijua nghuninya
yang sah.
b) Kendaraan perorangan dinas g dijual kepada:

(1) kepala daerah;
(2) wakil kepala daer
(3) mantan kepala
kota;
(4) mantan

kil bupati/wakil wali kota;
antan bupati/mantan wali

la daerah/mantan wakil bupati/
ali kota;
rah provinsi.
2) BMD lain ra lain sebagai berikut.
[ angunan yang akan digunakan untuk kepentingan

kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya

nakan untuk pembangunan perumahan pegawai negeri

ipil pemerintah daerah yang bersangkutan, yang tercantum

dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Selain tanah atau bangunan sebagai akibat dari keadaan

kahar (force majeure).

d) Bangunan yang berdiri di atas tanah pihak lain yang dijual
kepada pihak lain pemilik tanah tersebut.

e) Hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan
dibangun kembali.
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f) Selain tanah atau bangunan yang tidak memiliki bukti
kepemilikan dengan nilai wajar paling tinggi Rp1.000.000
(satu juta rupiah) per unit.

Dalam rangka penjualan BMD, dilakukan penilaian untuk
mendapatkan nilai wajar. Pengecualian BMD dalam penilaian
untuk mendapatkan nilai wajar adalah bagi penjualan BMD
berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah
susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh kepala
daerah berdasarkan perhitungan yang ditetapkan¢sesuai
ketentuan. Penilaian untuk mendapatkan nilai waj kan
oleh penilaian BMD berupa tanah atau banguna m rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilaku eh penilai
pemerintah atau penilai publik yang ditg h kepala
daerah. Penentuan nilai dalam rangka p BMD secara
lelang dilakukan dengan memperhi an Or penyesuaian.
Nilai merupakan limit/batasan t dahl yang disampaikan
kepada kepala daerah, sebagai da enetapan nilai limit.
Nilai limit/batasan terenda harga minimal barang yang
akan dilelang. Nilai limj oleh kepala daerah selaku

bangunan yang tidak laku dijual

penjual.
BMD berupa, t
pada lelang per\ kukan lelang ulang sebanyak 1 (satu)
kali. Pada lelang ulang dapat dilakukan penilaian
ulang. Dal etelah pelaksanaan lelang ulang, BMD tidak
laku elola barang menindaklanjuti dengan penjualan
a , tukar-menukar, hibah, penyertaan modal atau
an. Pengelola barang dapat melakukan kegiatan atas
etelah mendapat persetujuan kepala daerah.
BMD berupa selain tanah atau bangunan yang tidak laku
dijual pada lelang pertama dilakukan lelang ulang sebanyak 1
(satu) kali. Pelaksanaan lelang ulang dapat dilakukan penilaian
ulang. lJika setelah pelaksanaan lelang ulang tidak laku dijual,
pengelola barang menindaklanjuti dengan penjualan tanpa
lelang, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal. Pengelola
barang dapat melakukan kegiatan atas BMD selain tanah atau
bangunan setelah mendapat persetujuan kepala daerah untuk
setiap kegiatan bersangkutan. Jika penjualan tanpa lelang,
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tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal, tidak dapat
dilaksanakan, dapat dilakukan pemusnahan. Hasil penjualan BMD
wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Jlka BMD berada pada BLUD, pendapatan daerah dari
penjualan BMD dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum
sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD merupakan penerimaan
daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD
serta pendapatan daerah dari penjualan BMD dalam rangka
selain penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD merupakan
penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke, _rekening
kas umum daerah.

Objek Penjualan
Objek penjualan adalah BMD yang berada pa a barang/
pengguna barang, meliputi tanah atau bang selain tanah
atau bangunan. Penjualan BMD beru a au bangunan
dilakukan dengan persyaratan yang meémen persyaratan teknis,
memenuhi persyaratan ekonomis, ya ara ekonomis lebih
menguntungkan bagi daerah ila BMD dijual karena biaya
operasional dan pemeliharaan bih besar daripada manfaat
yang diperoleh dan memenuhi ratan yuridis, yakni BMD tidak
terdapat permasalaha ersyaratan teknis penjualan BMD
berupa tanah atau antara lain sebagai berikut.

1) Lokasi tan gunan sudah tidak sesuai dengan tata

tanah atau bangunan tidak dapat digunakan
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
erintahan daerah.
avling yang menurut awal perencanaan pengadaannya
untukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri
emerintah daerah yang bersangkutan.
Bangunan berdiri di atas tanah milik pihak lain.
5) BMD yang menganggur (idle) tidak dapat dilakukan penetapan
status penggunaan atau pemanfaatan.
Penjualan BMD selain tanah atau bangunan dilakukan dengan
memenuhi persyaratan teknis, memenuhi persyaratan ekonomis,
yakni secara ekonomis lebih menguntungkan bagi pemerintah
daerah apabila BMD dijual karena biaya operasional dan
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1)

pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang
diperoleh dan memenuhi persyaratan yuridis, yakni BMD tidak
terdapat permasalahan hukum.

Persyaratan teknis penjualan BMD selain tanah atau bangunan,
antara lain sebagai berikut.

BMD secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak
ekonomis apabila diperbaiki.

BMD secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi.
BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan karena mengalami
perubahan dalam spesifikasi akibat penggunaan, seperti
hangus, dan lain-lain sejenisnya.
BMD tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan k engalami
pengurangan dalam timbangan/ukuran disebab enggunaan
atau susut dalam penyimpanan atau pefigangkutan.
Penjualan BMD berupa tanah kavli enurut awal
perencanaan pengadaannya diperufitukkam bagi pembangunan
perumahan pegawai negeri pemerint hyang bersangkutan
dilakukan dengan persyara elalui pengajuan permohonan
penjualan disertai deng i perencanaan awal yang
menyatakan bahwa but akan digunakan untuk
pembangunan per gawai negeri pemerintah daerah
yang bersangk: penjualan dilaksanakan langsung
kepada seti I negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangk itetapkan oleh kepala daerah.

erupa kendaraan bermotor dinas operasional
akan apabila telah memenuhi persyaratan, yakni
ling singkat 7 (tujuh) tahun (terhitung mulai tanggal,
an tahun perolehannya sesuai dokumen kepemilikan
perolehan dalam kondisi baru. kemudian terhitung mulai
nggal, bulan, dan tahun pembuatannya sesuai dokumen
kepemilikan untuk perolehan tidak dalam kondisi baru).

Jika BMD berupa kendaraan bermotor rusak berat dengan
sisa kondisi fisik setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen),
penjualan kendaraan bermotor dapat dilakukan sebelum berusia
7 (tujuh) tahun. Penjualan kendaraan bermotor dilakukan
sebelum berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan surat keterangan
tertulis dari instansi yang berkompeten
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Tata Cara Penjualan BMD pada Pengelola Barang
Pelaksanaan penjualan BMD yang berada pada pengelola barang
dilakukan berdasarkan inisiatif kepala daerah atau permohonan
pihak lain. Penjualan BMD pada pengelola barang diawali dengan
membuat perencanaan penjualan yang meliputi antara lain data
BMD, pertimbangan penjualan, dan pertimbangan dari aspek teknis,
ekonomis, dan yuridis oleh pengelola barang.
Pengelola barang menyampaikan usulan penjualan kepada kepala
daerah disertai perencanaan penjualan. Kepala daerah melakukan
penelitian atas usulan penjualan pada pengelola barang.\Balam
melakukan penelitian, kepala daerah membentu uk
melakukan penelitian yang meliputi hal-hal berik
1) Penelitian administratif dilakukan untuk
bukti kepemilikan, gambar situasi terma
nilai perolehan tanah, dan data id
BMD berupa tanah; tahun perol is konstruksi, luas,
nilai perolehan bangunan, nilai buk ata identitas barang
untuk data BMD berupa b, an; tahun perolehan, jumlah,
nilai perolehan, nilai buktid ata identitas barang untuk
data BMD berupa se tau bangunan.
2) Penelitian fisik dil gan cara mencocokkan fisik BMD
yang akan diju € data administratif. Hasil penelitian
alam berita acara penelitian untuk
aikan kepada kepala daerah melalui pengelola
an berita acara penelitian, kepala daerah
ola barang menugaskan penilai untuk melakukan
tas BMD yang akan dijual. Hasil penilaian dijadikan
dasar penetapan nilai limit penjualan BMD.
elola barang mengajukan permohonan persetujuan penjualan
D kepada kepala daerah. Apabila penjualan BMD memerlukan
persetujuan DPRD, kepala daerah terlebih dahulu mengajukan
permohonan persetujuan penjualan kepada DPRD. Pengajuan
permohonan persetujuan dilakukan terhadap tanah atau bangunan
dan selain tanah atau bangunan. Apabila persetujuan kepala
daerah atau persetujuan DPRD melebihi batas waktu hasil
penilaian, sebelum dilakukan penjualan terlebih dahulu harus
dilakukan penilaian ulang. Apabila hasil penilaian ulang lebih
tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian

tatus dan
i tanah, luas,
g untuk data
n, j
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sebelumnya yang diajukan kepada DPRD, kepala daerah tidak
perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan BMD
kepada DPRD. Kepala daerah melaporkan hasil penilaian ulang
kepada DPRD. Kepala daerah menetapkan BMD yang akan
dijual berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam berita
acara penelitian dan persetujuan keputusan penjualan paling
sedikit memuat data BMD yang akan dijual, nilai perolehan
atau nilai buku BMD dan nilai limit penjualan dari BMD.

Apabila keputusan penjualan oleh kepala daerah merupakan
penjualan BMD yang dilakukan secara lelang, pengel rang

mengajukan permintaan penjualan BMD denga ng
kepada kantor pelayanan kekayaan negara da . Apabila
keputusan penjualan oleh kepala daerah penjualan

BMD yang dilakukan tanpa lelang, pengel melakukan
penjualan BMD secara langsung kepa eli. Penjualan
BMD dilakukan serah terima barang berdasarkan risalah lelang
apabila penjualan BMD dilakukan elang dan akta jual
beli. Apabila penjualan BMD kan tanpa lelang, serah terima
barang dituangkan dalam erdasarkan BAST, pengelola
barang mengajukan u apusan BMD kepada kepala
daerah.

d. Tata Cara Penjuala

da Pengguna Barang
Penjualan BMD una barang diawali dengan menyiapkan
permohonan n, antara lain data BMD, pertimbangan
penjualan bangan dari aspek teknis, ekonomis, dan
yuridis_ol na barang. Pengguna barang melalui pengelola
bar engajukan usulan permohonan penjualan kepada kepala
cara penjualan BMD pada pengelola barang berlaku
atisydan mutandis pada tata cara penjualan BMD pada pengguna
. Serah terima barang penjualan BMD pada pengguna barang
angkan dalam BAST. Berdasarkan BAST, pengguna barang
mengajukan usulan penghapusan BMD kepada pengelola barang.
e. Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat
Negara, Mantan Pejabat Negara, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN)
Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada pejabat negara dan mantan pejabat negara adalah
telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun (terhitung mulai
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tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi
baru; dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya dan
sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas).

Syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui
lelang kepada pegawai ASN adalah telah berusia paling singkat 5
(lima) tahun (terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya,
untuk perolehan dalam kondisi baru atau terhitung mulai tanggal,
bulan, tahun pembuatannya).

Kendaraan perorangan dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada
pejabat negara (kepala daerah/wakil kepala daerah /waki pati/
wakil wali kota), mantan pejabat negara (mantan k h/
mantan bupati/mantan wali kota, mantan wakil daerah/
mantan wakil bupati/mantan wakil wali kota), awai ASN
adalah jabatan pimpinan tinggi madya dan ja impinan tinggi
madya adalah sekretaris daerah provinsi
Syarat pejabat negara yang dapat menileli daraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang adalah tela iki masa kerja atau
masa pengabdian selama 4 t) tahun atau lebih secara
berturut- turut, terhitung muldifta ditetapkan menjadi pejabat
negara dan tidak sedang ernah dituntut tindak pidana
dengan ancaman huk a penjara paling singkat 5 (lima)
tahun. Secara bertu dalah secara berkelanjutan menjalani

masa jabatan xa yang sama atau pada instansi yang
berbeda.
Pejabat a gajukan permohonan penjualan kendaraan
perorang pada tahun terakhir periode jabatan pejabat
.ala terakhir periode jabatan pejabat negara adalah
ir pada periode jabatan pejabat negara sesuai dengan
. Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
paling banyak 1 (satu) unit kendaraan bagi 1 (satu) orang
abat negara untuk tiap penjualan yang dilakukan.
Mantan pejabat negara yang dapat membeli kendaraan perorangan
dinas tanpa melalui lelang memenuhi persyaratan sebagai berikut.
1) Telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 4
(empat) tahun atau lebih secara berturut- turut, terhitung mulai

tanggal ditetapkan menjadi pejabat negara sampai dengan
berakhirnya masa jabatan.
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2) Belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas tanpa
melalui lelang pada saat yang bersangkutan menjabat sebagai
pejabat negara.

3) Tidak sedang atau tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

4) Tidak diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya.

5) Secara berturut-turut adalah secara berkelanjutan menjalani
masa jabatan pada instansi yang sama atau pada instansi
yang berbeda.

Kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lela pada

mantan pejabat negara paling banyak 1 (satu) unj an

bagi 1 (satu) orang mantan pejabat negara untu penjualan
yang dilakukan. Mantan pejabat negara mengaj rmohonan
penjualan kendaraan perorangan dinas palin atu) tahun
sejak berakhirnya masa jabatan pejabat bersangkutan.

Pegawai ASN yang dapat membeli kéhdar perorangan dinas

tanpa melalui lelang memenuhi persya ebagai berikut.

1) Telah memiliki masa kerja masa pengabdian selama 15
(lima belas) tahun atau | ra berturut-turut, terhitung
mulai tanggal ditetap pegawai negeri sipil.

2) Telah menduduki j pinan tinggi madya paling singkat
5 (lima) tahun€Masaljabatan paling sedikit 5 (lima) tahun

aik dalam instansi yang sama atau pada

eda sebagai jabatan pimpinan tinggi madya.
tidak pernah dituntut tindak pidana dengan
man pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
barang menentukan harga jual kendaraan perorangan
g dijual kepada pejabat negara/mantan pejabat negara/
ai ASN yang dilakukan tanpa melalui lelang dengan
tentuan kendaraan dengan umur 4 (empat) tahun sampai
dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40% (empat
puluh persen) dari nilai wajar kendaraan; dan kendaraan
dengan umur lebih dari 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah

20% (dua puluh persen) dari nilai wajar kendaraan.

Pembayaran atas penjualan BMD berupa kendaraan perorangan

dinas tanpa lelang dilakukan dengan pembayaran sekaligus

bagi pejabat negara/mantan pejabat negara; dan pembayaran
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secara angsuran paling lama 2 (dua) tahun bagi pegawai ASN.
Pembayaran dilakukan melalui penyetoran ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
berlakunya surat persetujuan penjualan untuk pembayaran
sekaligus, dan sesuai mekanisme yang diatur dalam perjanjian
antara pengguna barang dengan pegawai ASN untuk pembayaran
angsuran.

Apabila pembayaran atas penjualan kendaraan perorangan
dinas belum lunas dibayar, kendaraan tersebut masih begstatus
sebagai BMD dan kendaraan tersebut tetap diguna ntuk
keperluan dinas. Biaya perbaikan/pemeliharaan menj ng
jawab pejabat negara/mantan pejabat negar, pegawai
ASN. kendaraan tersebut dilarang untuk dipi ,
disewakan, dipinjamkan, atau dijaminka
Pejabat negara dan mantan pejab :
syarat, dicabut haknya untuk me li daraan perorangan
dinas. Pegawai ASN yang tidak mem icabut haknya untuk
membeli kendaraan peror: dinas tersebut dan angsuran
yang telah dibayarkan ti t dikembalikan. Kendaraan
perorangan dinas yan I oleh pejabat negara/mantan
pejabat negara da wai ASN digunakan kembali untuk
pelaksanaan tu
Biaya yang

luarkan oleh pemerintah daerah untuk
an perorangan dinas yang akan dibeli dalam
(satu) tahun sebelum adanya persetujuan
jadi tanggungan pejabat negara atau pegawai
membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan
ibayar sebagai tambahan harga jual. Biaya yang telah
dikelluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan adalah
aya selain pemeliharaan rutin atas kendaraan perorangan
dinas.

Pejabat negara atau pegawai ASN yang pernah membeli
kendaraan perorangan dinas dapat membeli lagi 1 (satu) unit
kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
Pembelian kembali atas kendaraan perorangan dinas dapat
dilakukan sepanjang pejabat negara tersebut masih aktif sebagai
pejabat negara secara berkelanjutan.

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui
lelang diawali dengan pengajuan permohonan penjualan oleh
pejabat negara pada tahun terakhir periode jabatan pejabat
negara, mantan pejabat negara, paling lama 1 (satu) tahun sejak
berakhirnya masa jabatan pejabat negara yang bersangkutan
dan pegawai ASN.
Pengajuan permohonan disampaikan oleh pejabat negara
kepada pengguna barang (mantan pejabat negara kepada
kepala daerah), dan pegawai ASN kepada pengguna barang.
Surat permohonan memuat antara lain data pribadi rupa
nama, jabatan, alamat dan tempat/tanggal lahir an
permohonan pembelian kendaraan peroran as. Surat
Permohonan dilampiri dokumen pendukung. endukung
adalah sebagai berikut.
1) Bagi pejabat negara/mantan pej
sebagai berikut.
a) Fotokopi surat keputusan gkatan bagi pejabat
negara atau sura utusan pemberhentian bagi
mantan pejabat
b) Fotokopi ka
Surat per ang menyatakan belum pernah
memb rnah membeli kendaraan perorangan

t
din xang setelah jangka waktu 10 (sepuluh)
\Qk pembelian pertama bagi pejabat negara.

ika at negara mengajukan pembelian kembali
raan perorangan dinas tanpa lelang, dilampirkan
tokopi surat keputusan pengangkatan menjadi pejabat

negara secara berkelanjutan dengan jangka waktu 10
(sepuluh) tahun sejak pembelian pertama kendaraan
perorangan dinas.

Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui
lelang pada saat yang bersangkutan menjadi pejabat
negara bagi mantan pejabat negara.

f)  Surat pernyataan yang menyatakan tidak sedang atau
tidak pernah dituntut tindak pidana dengan ancaman
hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

a, antara lain

O
~—
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2)

Dokumen pendukung bagi pegawai ASN, antara lain sebagai

berikut.

a) Fotokopi surat keputusan pengangkatan menjadi
sekretaris daerah provinsi.

b) Fotokopi surat keputusan pengangkatan calon pegawai
negeri sipil.

c) Fotokopi kartu identitas.

d) Surat pernyataan yang menyatakan belum pernah
membeli atau pernah membeli kendaraan perogangan
dinas tanpa lelang setelah jangka waktu hun
sejak pembelian pertama.

e) Surat pernyataan yang menyatakan ti
tidak pernah dituntut tindak pida
hukuman pidana penjara paling

ang atau
ancaman
a) tahun.

Berdasarkan surat permohonan, gu rang melakukan
persiapan permohonan pe antara lain data
administrasi kendaraan peroran inas, dan penjelasan
dan pertimbangan pe endaraan perorangan dinas
tanpa melalui lela
Jika persnapa an penjualan telah selesai,
pengguna ui pengelola barang mengajukan
usulan penj ada kepala daerah selaku pemegang
kekua olaan BMD disertai:
1) fo uku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
i Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
rat permohonan dan dokumen pendukung;
incian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas
yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
sebelum adanya persetujuan penjualan;
surat pernyataan dari pengguna barang bahwa sudah
ada kendaraan pengganti;
6) kepala daerah melakukan penelitian atas usulan
permohonan penjualan.
Dalam melakukan penelitian, kepala daerah membentuk
tim untuk melakukan penelitian kelayakan alasan dan
pertimbangan permohonan penjualan BMD. Contohnya
melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan

3)
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fisik kendaraan perorangan dinas yang akan dijual
dengan data administratif. Hasil penelitian dituangkan
dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya
disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola
barang. Kepala daerah melalui pengelola barang
menugaskan penilai untuk melakukan penilaian atas
kendaraan perorangan dinas yang akan dijual. Hasil
penilaian dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit
penjualan BMD.
Pengelola barang mengajukan permohonan persetujuan
penjualan berdasarkan hasil penelitian jan
kepada kepala daerah sesuai batas ngannya.
Apabila persetujuan kepala daerah mele atas waktu
hasil penilaian, sebelum dilaku afan terlebih
dahulu harus dilakukan penilai epala daerah
menyetujui dan menetapkan daraan perorangan
dinas yang akan dijual b an hasil penelitian
dan penilaian, pali dikit memuat data kendaraan
perorangan dina erolehan; nilai buku; dan
harga jual k rorangan dinas.

Rincian bia dikeluarkan pemerintah daerah
untuk perb& daraan perorangan dinas yang akan
dibeli j a waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya

perset njualan untuk pejabat negara dan pegawai
epala daerah tidak menyetujui penjualan
aan perorangan dinas tanpa melalui lelang, kepala
memberitahukan secara tertulis kepada pemohon

ki
elalui pengelola barang. Berdasarkan penetapan, pengelola
barang melakukan penjualan kendaraan perorangan dinas

kepada pejabat negara/mantan pejabat negara. Berdasarkan
penetapan, pengguna barang menyiapkan perjanjian
penjualan kendaraan perorangan dinas yang ditandatangani
kepala daerah dengan pegawai ASN. Perjanjian sekurang-
kurangnya memuat identitas pegawai ASN, data kendaraan
perorangan dinas, bentuk pembayaran dan jangka waktu,
serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pejabat negara melakukan pembayaran ke kas umum daerah,
terdiri dari pembelian kendaran perorangan dinas sesuai
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harga jual kendaraan perorangan dinas, dan biaya yang
telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk perbaikan
kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan penjualan.
Mantan pejabat negara melakukan pembayaran ke kas
umum daerah sesuai harga jual kendaraan perorangan
dinas.

Pegawai ASN melakukan pembayaran ke kas umum daerabh,
terdiri dari pembelian kendaran perorangan dinasesuai

kendaraan perorangan dinas yang ak
jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum
penjualan.

Serah terima barang dilaksana
yang dibuktikan dengan su
pembayaran dari pengelola
Pengelola barang/pen barang mengajukan usulan
penghapusan BMD indak lanjut serah terima

barang. Pengelola pengguna barang melakukan
pengawasan dalian pelaksanaan penjualan dan
penghapusx aan perorangan dinas sesuai tugas,

fungsi, nangan masing-masing sesuai dengan
kete araan perorangan dinas yang tidak dilakukan
gan mekanisme serta tidak digunakan untuk

penjuala
rvgaraan tugas dapat dilakukan penjualan secara
lang.
%nukar
ar-menukar menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah
pusat dengan pemerintah daerah, antarpemerintah daerah, atau antara
pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian
utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.

lunas dibayar
rangan pelunasan
/pengguna barang.

Tukar-menukar BMD dilaksanakan dengan pertimbangan untuk
memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan,
optimalisasi BMD, dan tidak tersedia dana dalam APBD. Tukar-menukar
ditempuh apabila pemerintah daerah tidak dapat menyediakan tanah
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atau bangunan pengganti. Selain pertimbangan, tukar-menukar dapat
dilakukan apabila BMD berupa tanah atau bangunan sudah tidak sesuai
dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, guna menyatukan BMD
yang lokasinya terpencar dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
pemerintah pusat/pemerintah daerah, guna mendapatkan/memberikan
akses jalan apabila objek tukar-menukar adalah BMD berupa tanah atau
bangunan atau telah ketinggalan teknologi sesuai kebutuhan, kondisi,
atau ketentuan apabila objek tukar-menukar adalah BMD selain tanah
atau bangunan.

Tukar-menukar BMD dapat dilakukan dengan pihak intah
pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, atau an m
milik pemerintah lainnya yang dimiliki negara, pemeri esa, atau
swasta (pihak swasta, baik yang berbentuk bad maupun
perorangan).

Tukar-menukar BMD dapat berupa t a angunan yang
telah diserahkan kepada kepala daerah, h Yatau bangunan yang
berada pada pengguna barang, antara lain t atau bangunan yang
masih dipergunakan untuk penyele tugas dan fungsi pengguna
barang, tetapi tidak sesuai denga ang wilayah atau penataan
kota serta selain tanah ata . Tukar-menukar dilaksanakan

oleh pengelola barang.
% setelah dilakukan kajian berdasarkan
ngelola barang/pengguna barang dan

spesifikasi bara utuhkan), aspek ekonomis (kajian terhadap
nilai BMD vya dan nilai barang pengganti), dan aspek yuridis
(tata ruapg wi dan penataan kota dan bukti kepemilikan).

Tukar-menukar di
aspek teknis (ke

ajian terhadap BMD berupa tanah atau bangunan,
dapat memberikan alternatif bentuk lain pengelolaan
ermohonan persetujuan tukar-menukar yang diusulkan oleh
pen la barang/pengguna barang. Barang pengganti tukar-menukar
dapat berupa barang sejenis atau barang tidak sejenis. Barang pengganti
utama tukar-menukar BMD berupa bangunan dapat berupa tanah, tanah
dan bangunan, bangunan atau selain tanah atau bangunan. Barang
pengganti harus berada dalam kondisi siap digunakan pada tanggal
penandatanganan perjanjian tukar-menukar atau BAST.

Nilai barang pengganti atas tukar-menukar paling sedikit seimbang
dengan nilai wajar BMD yang dilepas. Apabila nilai barang pengganti
lebih kecil daripada nilai wajar BMD yang dilepas, mitra tukar-menukar
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wajib menyetorkan ke rekening kas umum daerah atas sejumlah selisih
nilai antara nilai wajar BMD yang dilepas dengan nilai barang pengganti.
Penyetoran selisih nilai dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja
sebelum BAST ditandatangani. Selisih nilai dituangkan dalam perjanjian
tukar-menukar. Apabila pelaksanaan tukar-menukar mengharuskan mitra
tukar-menukar membangun bangunan barang pengganti, mitra tukar-
menukar menunjuk konsultan pengawas dengan persetujuan kepala
daerah berdasarkan pertimbangan dari SKPD terkait. Konsultan pengawas
merupakan badan hukum yang bergerak di bidang pengawasan konstruksi.
Biaya konsultan pengawas menjadi tanggung jawab mitra tukar: ukar.
Tukar-menukar dilaksanakan oleh pengelola barang setel at
persetujuan kepala daerah sesuai dengan kewenanga

a. Tata Cara Pelaksanaan Tukar-menukar BMD Pagd
Pelaksanaan tukar-menukar BMD yang be da pengelola
barang dilakukan berdasarkan kebutu z gelola barang
untuk melakukan tukar-menukar, per onaf) tukar-menukar dari
pihak.

Pelaksanaan tukar-menukar B
pengelola barang diawali de
daerah untuk melakuka
melaksanakan tukar-m
meliputi penelltla
teknis, ekono
dan penelltlan

la Barang

didasarkan pada kebutuhan
bentukan tim oleh kepala
an mengenai kemungkinan
g didasarkan pada pertimbangan
n tukar-menukar (baik dari aspek
yurldls) penelitian data administratif,

if dilakukan untuk meneliti status penggunaan
dan bukti |kan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas,
ode barang, kode register, nama barang dan nilai
ntuk data BMD berupa tanah, tahun pembuatan, kode
ode register, nama barang, konstruksi bangunan, luas,
kepemilikan, lokasi, nilai perolehan dan nilai buku, untuk
a BMD berupa bangunan, tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, kondisi
barang dan bukti kepemilikan kendaraan untuk data BMD berupa
selain tanah atau bangunan.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD
yang akan ditukarkan dengan data administratif. Hasil penelitian
dituangkan dalam berita acara penelitian. Tim menyampaikan berita
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acara hasil penelitian kepada kepala daerah untuk penetapan BMD
menjadi objek tukar-menukar.

Berdasarkan penetapan, pengelola barang menyusun rincian
rencana barang pengganti, yaitu tanah meliputi luas dan lokasi
yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah, bangunan
(jenis, luas, dan konstruksi bangunan), serta sarana dan prasarana
penunjang; selain tanah dan bangunan meliputi jumlah, jenis barang,
kondisi barang dan spesifikasi barang.

Pengelola barang melakukan penilaian terhadap BMD yang akan
ditukarkan dan barang pengganti. Hasil penilaian disampaika elola
barang kepada kepala daerah. Berdasarkan hasil peni B la
daerah melakukan penetapan mitra tukar-menuka la daerah
menerbitkan keputusan tukar-menukar paling sediki uat mitra
tukar-menukar, BMD yang akan dilepas, nilai
dilepas yang masih berlaku pada tanggal
rincian rencana barang pengganti. Pedgelolagbarang mengajukan
permohonan persetujuan tukar-menu ada kepala daerah.
Jika tukar-menukar memerluka rsetujuan DPRD, kepala daerah
terlebih dahulu mengajukan pefmo persetujuan tukar-menukar

kepada DPRD. Berdasarka a tujuan tukar-menukar, kepala
daerah dan mitra tuka menandatangani perjanjian tukar-
menukar. Setelah n gani perjanjian tukar-menukar, mitra
tukar-menukar S an pekerjaan pembangunan/pengadaan

barang peng
tukar-me
melaksan
perj

ai dengan perjanjian tukar-menukar untuk
D berupa tanah atau bangunan. Pekerjaan
rjaan pengadaan barang pengganti sesuai dengan
ar-menukar termasuk menyelesaikan pengurusan
ministratif yang diperlukan untuk tukar-menukar atas
upa selain tanah atau bangunan.

daerah membentuk tim untuk melakukan monitoring
aksanaan pengadaan/pembangunan barang pengganti berdasarkan
laporan konsultan pengawas dan penelitian lapangan. Sebelum
dilakukan penyerahan BMD yang dilepas, pengelola barang melakukan
penilaian terhadap kesesuaian barang pengganti sesuai dengan
yang tertuang dalam perjanjian tukar-menukar. Jika hasil penilaian
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian spesifikasi atau jumlah
barang pengganti dengan perjanjian tukar-menukar, mitra tukar-
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menukar berkewajiban melengkapi/memperbaiki ketidaksesuaian
tersebut. Jika kewajiban mitra tukar-menukar untuk melengkapi/
memperbaiki tidak dapat dipenuhi, mitra tukar-menukar berkewajiban
untuk menyetorkan selisih nilai BMD dengan barang pengganti ke
rekening kas umum daerah. Kepala daerah membentuk tim untuk
melakukan penelitian kelengkapan dokumen barang pengganti, antara
lain bukti kepemilikan, serta menyiapkan BAST untuk ditandatangani
oleh pengelola barang dan mitra tukar-menukar.

Berdasarkan perjanjian tukar-menukar, pengelola barang melakukan

serah terima barang yang dituangkan dalam BAST. B rkan
BAST, pengelola barang mengajukan usulan penghapu D
yang dilepas dari daftar barang pengelola kepad daerah.

Kemudian pengelola barang mencatat dan mengaj rmohonan
penetapan status penggunaan terhadap bar ganti sebagai
BMD. Pelaksanaan tukar-menukar B sarkan pada
permohonan dari pihak diawali dengafiimengajukan permohonan

secara tertulis kepada kepala daerah. onan disertai data
pendukung berupa rincian pe kan, jenis/spesifikasi, lokasi/
data teknis, perkiraan nilai b ngganti, dan hal lain yang
diperlukan.

Pelaksanaan tukar-me
pengelola barang b

yang didasarkan pada kebutuhan
atis mutandis pada pelaksanaan tukar-
menukar BMD rkan pada permohonan dari pihak.
Tata Cara Pel ukar-menukar pada Pengguna Barang
Penggun a engajukan permohonan persetujuan tukar-
menukar epala daerah melalui pengelola barang dengan
dis e san/pertimbangan tukar-menukar, surat pernyataan
a dilaksanakan tukar-menukar yang ditandatangani oleh
barang, peraturan daerah mengenai tata ruang wilayah
enataan kota, data administratif BMD yang dilepas, dan
ian rencana kebutuhan barang pengganti.
Data administratif BMD yang dilepas, di antaranya status penggunaan
dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas,
kode barang, kode register, nama barang dan nilai perolehan
untuk BMD berupa tanah; tahun pembuatan, kode barang, kode
register, nama barang, konstruksi bangunan, luas, status kepemilikan,
nilai perolehan dan nilai buku untuk BMD berupa bangunan; dan
tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jumlah,
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nilai perolehan, nilai buku, kondisi barang, dan bukti kepemilikan
kendaraan untuk BMD berupa selain tanah atau bangunan. Rincian
rencana kebutuhan barang pengganti meliputi luas dan lokasi
yang peruntukannya sesuai dengan tata ruang wilayah untuk BMD
berupa tanah; jenis, luas dan rencana konstruksi bangunan, serta
sarana dan prasarana penunjang untuk BMD berupa bangunan;
dan jumlah, jenis barang, kondisi barang, dan spesifikasi barang
untuk BMD berupa selain tanah atau bangunan. Pelaksanaan tukar-
menukar BMD pada pengelola barang berlaku mutatis mutandis
pada pelaksanaan tukar-menukar BMD pada pengguna bafahg.
Berdasarkan BAST, pengguna barang mengajukan usulan an
BMD yang dilepas dari daftar barang pengguna pengelola
barang serta pengguna barang mencatat dan men rmohonan
penetapan status penggunaan terhadap bar ganti sebagai
BMD.

Perjanjian dan BAST
Tukar-menukar dituangkan dalam perj erjanjian sekurang-
kurangnya memuat identitas pi jenis dan nilai BMD, spesifikasi
barang pengganti, klausul b umen kepemilikan barang
pengganti diatasnamakan p ] erah, jangka waktu penyerahan
objek tukar-menukar, ewajiban para pihak, ketentuan

dalam hal terjadi k e majeure), sanksi dan penyelesaian
perselisihan. Pegjamiji ar-menukar ditandatangani oleh mitra
tukar-menuka

epala daerah.
Penyerah

barang pengganti dituangkan dalam BAST.
ani oleh mitra tukar-menukar dan pengelola
en@pdatanganan berita acara dilakukan paling lambat 1
setelah tanggal penandatanganan perjanjian tukar-
untuk barang pengganti yang telah siap digunakan pada
| perjanjian tukar-menukar ditandatangani. Penandatanganan
ita acara dilakukan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal
penandatanganan perjanjian tukar-menukar untuk barang pengganti
yang belum siap digunakan pada tanggal perjanjian tukar-menukar
ditandatangani. Penandatanganan BAST hanya dapat dilakukan jika
mitra tukar-menukar telah memenubhi seluruh ketentuan dan seluruh
klausul yang tercantum dalam perjanjian tukar-menukar. Kepala
daerah berwenang membatalkan perjanjian tukar-menukar secara
sepihak jika BAST tidak ditandatangani sampai dengan batas waktu
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paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal penandatanganan
perjanjian tukar-menukar untuk barang pengganti yang telah siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar-menukar ditandatangani;
dan paling lama 2 (dua) tahun setelah tanggal penandatanganan
perjanjian tukar-menukar untuk barang pengganti yang belum siap
digunakan pada tanggal perjanjian tukar-menukar ditandatangani.

. Hibah

Prinsip Umum

Hibah BMD dilakukan dengan pertimbangan untuk gan
sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikag
nonkomersial, dan penyelenggaraan pemerintahan puss
daerah. Penyelenggaraan pemerintahan pusat/dg g
hubungan antarnegara, hubungan antara p aﬁm ah pusat dan
pemerintah daerah, hubungan antara ri daerah dengan
masyarakat/lembaga internasional dan a aan kegiatan yang
menunjang penyelenggaraan tugas dan si pemerintah pusat
atau pemerintah daerah.
BMD dapat dihibahkan enuhi persyaratan bukan
merupakan barang rahasgi , bukan merupakan barang yang
menguasai hajat hid nyak, tidak digunakan lagi dalam
penyelenggaraan tu ngsi penyelenggaraan pemerintahan
timbul dalam proses pelaksanaan hibah
oleh pihak penerima hibah.

termasuk

n” yang dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
. Hibah dilaksanakan oleh pengelola barang. Pihak
menerima hibah adalah sebagai berikut.

baga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga
kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial
berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa
lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud.
2) Pemerintah pusat.

3) Pemerintah daerah lainnya.

4) Pemerintah desa.
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5) Perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sesuai ketentuan.
6) Pihak lain sesuai ketentuan.

Pemberian hibah kepada pemerintah desa dilakukan jika BMD

berskala lokal yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya

kepada desa dan barang milik desa yang telah diambil dari desa,
oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa,
kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Hibah dapat berupa hal-hal berikut.

1) Tanah atau bangunan yang telah diserahkan k la
daerah. Tanah atau bangunan yang berada engguna
barang antara lain tanah atau bangun dari awal
pengadaannya direncanakan untuk di suai yang
tercantum dalam dokumen pelaksa n (DPA).

2) Tanah atau bangunan yang berada padagpengguna barang.

3) Selain tanah atau bangunan.
BMD selain tanah atau ba
atau bangunan yang dari

n meliputi BMD selain tanah

adaannya untuk dihibahkan,
dan BMD selain tan ngunan yang lebih optimal
apabila dihibahka an BMD vyang akan dihibahkan
dilakukan oleh erah.

Tata Cara Hiba a Pengelola Barang

Pelaksanaan yang berada pada pengelola barang

dilakukan da n inisiatif kepala daerah atau permohonan

dari piha pat menerima hibah.

ibah BMD pada pengelola barang yang didasarkan

kepala daerah diawali dengan pembentukan tim oleh

erah untuk melakukan penelitian. Penelitian meliputi hal

Penelitian data administratif dilakukan untuk meneliti:

a. status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi
tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang,
nilai perolehan dan peruntukan untuk data BMD berupa
tanah;

b. tahun pembuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode

register, nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan

status kepemilikan untuk data BMD berupa bangunan;
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2)

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti kepemilikan,
kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan,
nilai buku dan jumlah untuk data BMD berupa selain
tanah atau bangunan;

d. data calon penerima hibah; dalam melakukan penelitian
terhadap data calon penerima hibah, tim dapat melakukan
klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan berkompeten
mengenai kesesuaian data calon penerima hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisi
yang akan dihibahkan dengan data administratif.
Hasil penelitian dituangkan dalam berita acara pene im
menyampaikan berita acara hasil penelitian kepa la daerah
untuk menetapkan BMD menjadi objek hi menurut
berita acara penelitian hibah dapat dilaks epala daerah
melalui pengelola barang meminta s an kesediaan
menerima hibah kepada calon pedérimaghibah.

Pengelola barang mengajukan per persetujuan hibah

kepada kepala daerah. lJi ibah memerlukan persetujuan

DPRD, kepala daerah terle@m mengajukan permohonan

persetujuan hibah ke . Apabila permohonan hibah

disetujui oleh kep atau disetujui oleh DPRD, kepala
daerah menetdpka putusan pelaksanaan hibah yang

sekurang-k emuat penerima hibah, objek hibah,
nilai per n nilai buku terhadap barang yang dapat
dilak utan untuk tanah atau bangunan; dan nilai

nilai buku terhadap barang yang dapat dilakukan
n untuk selain tanah atau bangunan dan peruntukan

BMD

perol
S
Bgsarkan keputusan, pelaksanaan hibah kepala daerah dan

ak penerima hibah menandatangani naskah hibah. Naskah
hibah memuat sekurang-kurangnya identitas para pihak, jenis
dan nilai barang yang dilakukan hibah, tujuan dan peruntukan
hibah, hak dan kewajiban para pihak, klausul beralihnya
tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima hibah,
dan penyelesaian perselisihan.

Berdasarkan naskah hibah, pengelola barang melakukan serah
terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
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Tata Cara Pelaksanaan Hi
Pelaksanaan hibah B
pembentukan tim i
melakukan peneli

1)

BAST. Berdasarkan BAST, pengelola barang mengajukan usulan
penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah BMD pada pengelola barang yang didasarkan
pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah
diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon
kepada kepala daerah. Permohonan memuat data pemohon,
alasan permohonan dan peruntukan hibah, jenis/spesifikasi/
nama BMD yang dimohonkan untuk dihibahkan, jumlah/luas/
volume BMD yang di mohonkan untuk dihibahkan, lokasi/data
teknis dan surat pernyataan kesediaan menerima hi
Berdasarkan permohonan, kepala daerah memben
melakukan penelitian. Tata cara penelitian
pelaksanaan serah terima pada pelaksanaan hj
pada inisiatif kepala daerah berlaku mut ndis terhadap
tata cara penelitian sampai dengan serah terima
pada pelaksanaan hibah yang did@sarkam pada permohonan
pihak pemohon. Apabila permoh ah tidak disetujui,
kepala daerah melalui peng arang memberitahukan kepada
pihak yang mengajukan p an hibah disertai alasannya.
ada Pengguna Barang
engguna barang diawali dengan
da SKPD oleh pengguna barang untuk
meliputi hal-hal berikut.

Penelitia Q ministratif dilakukan untuk meneliti status
dan i ke ilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah,
luas, ng, kode register, nama barang, nilai perolehan
tukannya, untuk data BMD berupa tanah. Selain itu,
embuatan, konstruksi, luas, kode barang, kode register,
barang, nilai perolehan, nilai buku dan status kepemilikan
tuk data BMD berupa bangunan; tahun perolehan, spesifikasi/
identitas teknis, bukti kepemilikan, kode barang, kode register,
nama barang, nilai perolehan, nilai buku dan jumlah untuk
data BMD berupa selain tanah atau bangunan dan data calon
penerima Hibah.

Penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisik BMD
yang akan dihibahkan dengan data administratif. Hasil penelitian
dituangkan dalam berita acara penelitian, dan selanjutnya
disampaikan tim kepada pengguna barang. Berdasarkan
berita acara hasil penelitian, pengguna barang mengajukan
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permohonan hibah kepada pengelola barang yang memuat
data calon penerima hibah, alasan untuk menghibahkan, data
dan dokumen atas tanah atau bangunan, peruntukan hibah,
tahun perolehan, status dan bukti kepemilikan, nilai perolehan,
jenis/ spesifikasi BMID yang dimohonkan untuk dihibahkan dan
lokasi. Penyampaian surat permohonan disertai dengan surat
pernyataan kesediaan menerima hibah.

Tata cara penelitian BMD yang akan dihibahkan yang berada
pada pengelola barang berlaku mutatis mutandis terhadap tata
cara penelitian atas permohonan yang diajukan oleh guna
barang kepada pengelola barang. Pengelola baran an
permohonan persetujuan hibah kepada kep rah. Jika
hibah memerlukan persetujuan DPRD, kep h terlebih
dahulu mengajukan permohonan pers ibah kepada
DPRD. Apabila permohonan hibah disefuj epala daerah
atau disetujui DPRD, kepala daerahiimegétapkan pelaksanaan
hibah yang sekurang-kurangnya t penerima hibah,
objek hibah, nilai peroleh nilai buku terhadap barang
yang dapat dilakukan pen ntuk tanah atau bangunan,
nilai perolehan dan i erhadap barang yang dapat
dilakukan penyusu selain tanah atau bangunan, dan
peruntukan hib ila permohonan hibah tidak disetujui,
i pengelola barang menerbitkan surat
engguna barang yang mengajukan permohonan

ibah. Naskah hibah memuat sekurang-kurangnya
para pihak; jenis dan nilai barang yang dilakukan
hibgh; tujuan dan peruntukan hibah; hak dan kewajiban
ra pihak; klausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban
kepada pihak penerima hibah; dan penyelesaian perselisihan.
Berdasarkan naskah hibah, pengelola barang melakukan serah
terima BMD kepada penerima hibah yang dituangkan dalam
BAST. Berdasarkan BAST, pengguna barang mengajukan usulan
penghapusan BMD yang telah dihibahkan.

Pelaksanaan hibah BMD berupa tanah atau bangunan dan
selain tanah atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan mengikuti ketentuan.
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4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan dalam
rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/
BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan
ketentuan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan dengan pertimbangan
sebagai berikut.

a. BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran
diperuntukkan bagi BUMN/BUMD atau badan hukum lainny@\ yang
dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah.

b. BMD lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD at n hukum
lainnya yang dimiliki negara, baik yang sudah ada upun yang
akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah dj k gan peraturan
daerah. BMD yang telah disertakan dalam penyert modal pemerintah
daerah kepada BUMN/BUMD atau badan h lainnya yang dimiliki
negara menjadi kekayaan yang di mengikuti ketentuan.

Penyertaan modal pe h atas BMD dapat berupa

merinta
tanah atau bangunan yang erahkan kepala daerah, tanah atau
bangunan pada penggu tau selain tanah atau bangunan.
Penyertaan modal p % aerah atas BMD dilaksanakan oleh

pengelola barang dapat persetujuan kepala daerah, sesuai
batas kewenangann etapan BMD berupa tanah atau bangunan
yang akan dis agai modal pemerintah daerah dilakukan oleh
atas kewenangannya. Tanah atau bangunan yang
guna barang antara lain tanah atau bangunan yang
gadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal
daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran,
yait kumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). BMD selain tanah atau
bangunan yang berada pada pengguna meliputi BMD selain tanah atau
bangunan yang dari awal pengadaannya untuk disertakan sebagai modal
pemerintah daerah dan BMD selain tanah atau bangunan yang lebih
optimal untuk disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Penyertaan
modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan
investasi mengenai penyertaan modal sesuai ketentuan.
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Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMD pada
Pengelola Barang

Pengelola barang melaksanakan penilaian dengan menugaskan
penilai untuk tanah atau bangunan yang akan dijadikan objek
penyertaan modal. Tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan
dapat melibatkan penilai untuk selain tanah atau bangunan yang akan
dijadikan objek penyertaan modal. Pengelola barang menyampaikan
hasil penilaian kepada kepala daerah. Kepala daerah membentuk
tim untuk melakukan penelitian terhadap hasil analisis kelayakan
investasi yang dilakukan sesuai ketentuan, data administratif,
di antaranya tahun perolehan, spesifikasi/identitas ; kti
kepemilikan, kode barang, kode register, nama dan nilai
perolehan atau nilai buku dan kesesuaian tujua aan modal
pemerintah daerah. Tim melakukan kajian b gan calon
penerima penyertaan modal pemerintah SKPD terkait
yang dituangkan dalam dokumen hasil (kajia pabila berdasarkan
hasil kajian penyertaan modal pemerinta layak dilaksanakan,
calon penerima penyertaan mod erintah daerah menyampaikan
surat pernyataan kesediaan meferi nyertaan modal pemerintah
daerah yang berasal dari enyampaikan dokumen hasil
kajian dan surat perny iaan menerima penyertaan modal
pemerintah daerah a epala daerah.

Pengelola baran an permohonan persetujuan penyertaan
modal pemeri rah kepada kepala daerah. Jika penyertaan
modal pemecrint erah memerlukan persetujuan DPRD, kepala
daerah te ulu mengajukan permohonan persetujuan kepada
DP a permohonan tidak disetujui oleh kepala daerah atau
i i oleh DPRD, kepala daerah melalui pengelola barang
bepitahukan pada calon penerima penyertaan modal disertai
nya. Apabila permohonan penyertaan modal pemerintah
rah atas BMD disetujui oleh kepala daerah atau disetujui oleh
DPRD, kepala daerah menetapkan keputusan atas BMD yang akan
disertakan sebagai penyertaan modal. Pengelola barang menyiapkan
rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah
daerah dengan melibatkan SKPD terkait. Rancangan peraturan
daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah disampaikan
kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama, dan selanjutnya
ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang penyertaan modal.
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Berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah
daerah, pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pemerintah
daerah berpedoman pada keputusan kepala daerah. Berdasarkan
peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, pengelola barang
melakukan serah terima dengan penerima penyertaan modal
pemerintah daerah yang dituangkan dalam BAST. Berdasarkan
BAST, pengelola barang mengajukan usulan penghapusan BMD
yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.
Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas BMDy pada
Pengguna Barang
Penyertaan modal pemerintah daerah yang dari awal ya
direncanakan untuk dijadikan sebagai penyertaan merintah
daerah, maka pengguna barang melalui pengelola engajukan
usul kepada kepala daerah disertai pertimba lengkapan
data berupa data administratif (dokume tau dokumen
perencanaannya) nilai realisasi pelaksan anggaran dan keputusan
penetapan status penggunaan, dan doku sil analisis kelayakan
investasi mengenai penyertaan | sesuai ketentuan.
Penyertaan modal pemerin ah yang diarahkan untuk
optimalisasi BMD maka usul oleh pengguna barang
melalui pengelola bara pala daerah disertai pertimbangan
dan kelengkapan d ata administratif, antara lain tahun
perolehan, spesifikasifi itas teknis, bukti kepemilikan, kode barang,
kode register, arang dan nilai perolehan atau nilai buku,
dan doku ha lisis kelayakan investasi mengenai penyertaan
modal  se tuan. Tata cara penyertaan modal pemerintah
da eRgenai penilaian sampai dengan serah terima barang
S kan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah
da pada pengelola barang berlaku mutatis mutandis pada
an sampai dengan serah terima barang yang akan disertakan
agai penyertaan modal pemerintah daerah yang berada pada
pengguna barang.
Berdasarkan BAST, pengguna barang mengajukan usulan penghapusan
BMD yang telah dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah.
Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dilakukan
dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan atau
meningkatkan kapasitas usaha BUMD atau badan hukum lainnya
yang dimiliki oleh negara sesuai dengan ketentuan. Pertimbangan
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dalam penyertaan modal pemerintah daerah adalah BUMD yang dari
awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan
bagi BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara dalam
rangka penugasan pemerintah dan BMD lebih optimal apabila dikelola
oleh BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara, baik
yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas BMD dapat berupa:

1) tanah atau bangunan yang telah diserahkan kepada kepala
daerah;

2) tanah atau bangunan pada pengguna barang;

3) BMD selain tanah atau bangunan;

4) BMD berupa tanah atau bangunan yang t iserahkan
tersebut dan akan disertakan sebagai mod h daerah
ditetapkan oleh kepala daerah sesuai enangannya
dan dilaksanakan oleh pengelola b mendapatkan
persetujuan kepala daerah.

BMD berupa tanah atau bangunan pa engguna barang dan

akan disertakan sebagai mod rintah daerah dilaksanakan

oleh pengelola barang setela patkan persetujuan kepala

daerah.

Tata Cara Pelaksana n Modal Daerah atas Tanah atau
bangunan yang Tela& an Kepada Kepala daerah serta pada
Pengguna Bar

Penggunabaran i pengelola barang mengajukan usul penyertaan
modal p aerah atas tanah dan bangunan atau barang

epala daerah disertai dengan pertimbangan dan
ata. Kepala daerah membentuk tim untuk meneliti
aji usul penyertaan modal pemerintah daerah yang
oleh pengguna barang berdasarkan pertimbangan dan syarat
erti yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila memenuhi
syarat sesuai dengan ketentuan, kepala daerah dapat menyetujui
atau menetapkan BMD berupa tanah atau bangunan yang akan
disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Proses persetujuan
penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan sesuai peraturan,
baik yang langsung dapat diputuskan oleh kepala daerah atau pun
harus melalui persetujuan DPRD. Pengelola barang melaksanakan
penyertaan modal pemerintah daerah dengan berpedoman pada
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persetujuan kepala daerah. Pengelola barang menyiapkan rancangan
peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah
dengan melibatkan instansi terkait dan menyampaikannya kepada
DPRD untuk ditetapkan. Setelah peraturan daerah ditetapkan,
selanjutnya dilakukan penyerahan barang dengan BAST kepada
BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara.
Tata Cara Penyertaan BMD selain Tanah atau Bangunan
Pengguna barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah
daerah selain tanah atau bangunan kepada pengelola harang
disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil kajian ti tern
instansi pengguna barang. Pengelola barang melaku jan
dan pengkajian usul tersebut berdasarkan pertimb an syarat
seperti yang telah disebutkan di atas dan apabila uhi syarat
sesuai dengan ketentuan, pengelola barang g etujui usul
dimaksud sesuai batas kewenangannya. il
tersebut di atas, pengelola menyampaik a kepala daerah dan
apabila kepala daerah menyetujui, selanj ngelola menyiapkan
rancangan peraturan daerah da paikan kepada DPRD. Setelah
peraturan daerah ditetapkan, a barang melakukan serah
terima barang kepada B badan hukum lainnya yang
dimiliki negara/daerah gkan dalam BAST barang.

Laporan tanganan

Peminda ang meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah

dan penygpta al, kepala daerah melaporkan kepada menteri

dalam

ke

bat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan
hapusan.
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BAB X

PEMUSNAHAN BMD

A. Pengertian Pemu

Latar belakang ke musnahan ini adalah karena selama
ini belum ada pr

0S 5“ yang mengatur mengenai tata cara

pemusnahan BMD k dapat digunakan/tidak dapat dimanfaatkan/

tidak dapat a nkan. Akibatnya, BMD hanya disimpan saja
rang tanpa ada mekanisme lebih lanjut.

dipind
di gudang pe
Pe aR BMD adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan
BMD
I

emusnahan yaitu penghapusan BMD dengan tindak
ahan dilakukan apabila BMD tidak dapat digunakan tidak
anfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan
lain sesuai dengan ketentuan. Dengan munculnya kegiatan pemusnahan,
kegiatan penghapusan otomatis menjadi akhir (ending point) dari siklus
pengelolaan BMD. Pemusnahan merupakan kegiatan sebelum proses
penghapusan BMD. Dengan demikian, ada penambahan kewenangan
dan tanggung jawab baru pada pemegang kekuasaan pengelolaan BMD,
pengelola BMD, dan pengguna BMD.

Pemusnahan BMD dilakukan apabila barang tidak dapat digunakan,
tidak dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan atau
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terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan. Pemusnahan dilaksanakan
oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan kepala daerah
dan pengelola barang setelah mendapat persetujuan kepala daerah.
Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan
kepada kepala daerah. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar,
dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan, atau cara lain sesuai dengan
ketentuan.

B. Kewenangan dan Tanggung Jawab ter
Pemusnahan BMD

Kewenangan dan tanggung jawab pada pe kekuasaan
pengelolaan BMD adalah menyetujui usul pem D sesuai
batas kewenangannya. Kewenangan dan tang ada pengelola
BMD adalah mengatur pelaksanaan pemuéha D. Kewenangan
dan tanggung jawab pada pengguna BM mengajukan usul
pemusnahan BMD dan melaksanaka usnahan setelah mendapatkan

persetujuan dari kepala daerah. nnya dituangkan ke dalam

register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi

; disi barang dan jumlah barang) yang diusulkan pemusnahan,
buk pemilikan untuk BMD yang harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan, nilai perolehan, dan nilai buku untuk BMD yang dapat
dilakukan penyusutan.

Pengajuan permohonan dilengkapi dokumen pendukung berupa
surat pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang yang
sekurang-kurangnya memuat identitas pengguna barang/kuasa pengguna
barang, dan pernyataan bahwa BMD tidak dapat digunakan, tidak
dapat dimanfaatkan, atau tidak dapat dipindahtangankan atau alasan
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lain sesuai dengan ketentuan, fotokopi bukti kepemilikan untuk BMD
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; kartu identitas barang
untuk BMD yang harus dilengkapi dengan kartu identitas barang dan
foto BMD vyang diusulkan pemusnahan.

Pengelola barang melakukan penelitian terhadap permohonan usulan
pemusnahan. Penelitian meliputi penelitian kelayakan pertimbangan dan
alasan permohonan pemusnahan BMD, penelitian data administratif
(kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi
barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan untuid BMD
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan; nilai han
atau nilai buku untuk BMD yang dapat dilakukan pe uta an
penelitian fisik dilakukan dengan cara mencocokkan fisi ang akan
dimusnahkan dengan data administratif. Pengelola baa ampaikan
hasil penelitian kepada kepala daerah sebagai pertimbangan
persetujuan pemusnahan BMD.

Apabila permohonan pemusnahan B tidak disetujui, kepala
daerah memberitahukan kepada pengguna g melalui pengelola
barang yang mengajukan permoh isertai dengan alasan. Apabila
permohonan pemusnahan BM u kepala daerah menerbitkan
surat persetujuan pemusnahan

Surat persetujuan p MD paling sedikit memuat data
BMD yang disetujui % snahkan, yang sekurang-kurangnya
meliputi kode bar eWegister, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi bara barang, jumlah barang, nilai perolehan dan
nilai buku un ng dapat dilakukan penyusutan, dan kewajiban
penggun ra ntuk melaporkan pelaksanaan pemusnahan kepada
kepala

n surat persetujuan pemusnahan BMD, pengguna barang
pemusnahan BMD. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan
dala erita acara pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan surat persetujuan pemusnahan BMD
oleh kepala daerah. Berdasarkan berita acara pemusnahan, pengguna
barang mengajukan usulan penghapusan BMD.
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D. Tata Cara Pemusnahan pada Pengelola
Barang

Pengajuan permohonan pemusnahan BMD dilakukan oleh pengelola
barang kepada kepala daerah. Muatan materi surat permohonan
pemusnahan pada pengguna barang serta kelengkapan dokumen
pendukung berlaku mutatis mutandis terhadap muatan materi surat
permohonan pemusnahan dan kelengkapan dokumen dukung pada
pengelola barang. Kepala daerah melakukan penelitian teghadap
permohonan usulan pemusnahan.

Tata cara penelitian terhadap permohonan pemusna M da
pengguna barang berlaku mutatis mutandis terhadap ta penelitian
terhadap permohonan pemusnahan BMD pada pg

Apabila permohonan pemusnahan BMD tidak d
memberitahukan kepada pengelola barang asannya. Apabila
permohonan pemusnahan BMD disetujui, al h menerbitkan
surat persetujuan pemusnahan BMD.

aling sedikit memuat data
sekurang-kurangnya meliputi
rang, tahun perolehan, spesifikasi
barang, kondisi barang, j arang, nilai perolehan, dan nilai buku
untuk BMD yang dapz penyusutan, dan kewajiban pengelola
barang untuk me % laksanaan pemusnahan kepada kepala

daerah.

Surat persetujuan pemusnaha
BMD vyang disetujui untuk di
kode barang, kode register,

Berdasar tujuan pemusnahan BMD, Pengelola barang
melaku nahan BMD. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan
dalam ra pemusnahan dan dilaksanakan paling lama 1 (satu)
b jak{tanggal persetujuan pemusnahan BMD dari kepala daerah,
b n berita acara pemusnahan, pengelola barang mengajukan
usulan”penghapusan BMD.

206  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



BAB XI

PENGHAPUSAN BMD

Penghapusan merugakan i an menghapus BMD dari daftar
barang dengan men 'xe utusan dari pejabat berwenang untuk
membebaskan pe rang, pengguna barang, atau kuasa pengguna
barang dari tanggun administrasi dan fisik atas barang yang berada
dalam pengu Dengan kata lain, penghapusan adalah proses
hidup BMD. Jika dianalogikan dalam karier pegawai,
at didefinisikan sebagai tahap pensiun seseorang dari
haan tempatnya bekerja. Penghapusan BMD merupakan
sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan
pen laan BMD guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai
kekayaan daerah.

Masalah penghapusan BMD atas kekayaan milik pemerintah daerah
bukanlah masalah yang bisa dianggap sepele karena jika suatu barang
dalam pengurusan dan penguasaannya tidak memperhatikan terhadap
masalah penghapusan yang seharusnya wajib dilaksanakan secara konsekuen
maka barang yang sudah waktunya seharusnya dihapus, tetapi karena
suatu alasan tertentu tidak dilaksanakan penghapusannya akan dapat
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menambah beban/kerugian dalam pemeliharaan, perawatan, penyimpanan
dan pengamanannya, membebani gudang/ruangan penyimpanan dengan
tumpukan barang rusak, tak terpakai dan kedaluwarsa dan membebani
lingkungan dengan polusi, merusak lingkungan hidup atau lingkungan
kerja, membebani terus dalam penatausahaannya, sedangkan hasil
penjualan dari barang-barang yang dihapuskan dapat merupakan
sebagian dari penerimaan daerah. Untuk menghindari hal-hal tersebut,
setiap SKPD harus melaksanakan penghapusan barang berdasarkan
aturan yang ditentukan.

Dampak dari penghapusan ini adalah tidak ada lagi pen dan
pengungkapan terhadap BMD oleh instansi yang melakukan peng an
sehingga tidak dapat lagi diajukan biaya pemelihar s barang
tersebut. BMD yang dimiliki pemerintah daerah tid dilepaskan
dengan adanya biaya operasional terkait dengan B bUt, misalnya
saja biaya pemeliharaan. Tentu saja sesuatu ajar jika biaya
pemeliharaan barang lebih besar dari manfaatg§ang diperoleh dari
barang tersebut. Jika hal ini terjadi, akan aik barang tersebut
dihentikan saja penggunaannya dan jutnya dilakukan penghapusan
sehingga pemerintah daerah tidak nanggung biaya yang besar
untuk memperoleh manfaat y alagi kalau sama sekali tidak

daerah memiliki kendaraan dinas

dapat dimanfaatkan.
m 10 tahun. Tentu saja kendaraan yang

digunakan denga si tinggi dan telah digunakan selama 10
tahun memb a pemeliharaan yang besar. Akan lebih baik

jika kendagaan t dihentikan saja penggunaannya sehingga biaya
operasj erkurang.

I mbangan biaya pemeliharaan, barang-barang yang telah

usang juga membutuhkan tempat penyimpanan, seperti

gu Semakin banyak barang yang rusak semakin besar ruangan
yang dibutuhkan untuk menyimpan barang-barang tersebut.

Misalnya saja, pe
yang sudah diguna

Kalau hal ini terjadi di setiap SKPD, berapa banyak gedung yang
harus dibangun pemerintah daerah untuk dapat menampung keperluan
pelayanan penyelenggaraan pemerintahan termasuk sebagai gudang
barang bekas. Kembali pada asas efisiensi jelas kondisi ini jauh dari
apa yang disebut efisien. Di samping itu, tumpukan barang yang rusak
atau tidak terpakai juga akan mengganggu kenyamanan dan keindahan
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kantor. Padahal untuk mencapai asas efektif dan efisien, pemerintah
daerah harus memanfaatkan semaksimal mungkin bangunan dan
gedung untuk kegiatan aktif pemerintah dengan tetap memperhatikan
keindahan dan kenyamanan kerja.

Dampak inilah yang akan muncul apabila barang-barang yang dimiliki
pemerintah daerah yang tidak lagi memberikan kemanfaatan tidak
dihapuskan, akan membebani gudang/ruangan penyimpanan dengan
tumpukan barang rusak, barang tidak terpakai dan kedaluwarsa. Itu
kalau kita lihat dari sisi pengelolaan barang dan dampaknya secarg fisik.

B. Ruang Lingkup BMD dalam Pengh an
BMD

Penghapusan BMD meliputi hal-hal berik

1. Penghapusan dari daftar barang pengg barang/kuasa pengguna
barang/barang kuasa pengguna dilakukan sudah tidak berada
dalam penguasaannya. Pengha untuk BMD pada pengguna
barang dilakukan dengan menerbit eputusan penghapusan oleh
pengelola barang setelah persetujuan kepala daerah.

2. Penghapusan dari da pengelola barang dilakukan jika
BMD sudah tidak lam penguasaan pengelola barang,
yang dilakukan nerbitkan keputusan penghapusan oleh
kepala daera an hukum dengan menerbitkan keputusan

penghapu ar elola barang setelah mendapatkan persetujuan

kepala,da ali untuk BMD yang dihapus karena pengalihan
aan, pemindahtanganan, dan pemusnahan.

dari daftar BMD dilakukan jika terjadi penghapusan

n pemindahtanganan atas BMD, putusan pengadilan yang

erkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum

nya, menjalankan ketentuan undang-undang, pemusnahan, atau
sebab lain. Penghapusan dilakukan berdasarkan keputusan atau
laporan penghapusan dari pengguna barang untuk BMD yang ada
pada pengguna barang berdasarkan keputusan kepala daerah untuk
BMD yang ada pada pengelola barang.

sta
3. P
ba

BMD sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang,
pengguna barang, atau kuasa pengguna barang disebabkan penyerahan
BMD, pengalihan status penggunaan BMD, pemindahtanganan atas
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barang milik, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan ketentuan, dan
pemusnahan. Sebab lain merupakan sebab-sebab yang secara normal
dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang
karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati,
dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure). Dikecualikan dari
ketentuan mendapat persetujuan penghapusan kepala daerah adalah
untuk BMD yang dihapuskan karena pengalihan status penggunaan,
pemindahtanganan, atau pemusnahan.

Kepala daerah dapat mendelegasikan persetujuan pe
BMD berupa barang persediaan kepada pengelola baran tu ar
barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna. naan atas
penghapusan BMD dilaporkan kepada kepala dae

Penghapusan BMD berupa barang tidak be @ seperti tanah
atau bangunan ditetapkan dengan keputu ep daerah setelah
mendapat persetujuan DPRD, sedangkan untuk bafang-barang inventaris
lainnya selain tanah atau bangunan sam engan nilai sebesar
Rp5.000.000.000 (lima miliar rupia ukan oleh pengelola setelah
mendapat persetujuan kepala

n dan tanaman), susut, berlebih
an kepada kepala daerah melalui

dan tidak efisien lagi su
pengelola. Laporan te N menyebutkan nama, jumlah barang,
lokasi, nomor kod ai barang, dan lain-lain yang diperlukan.

C. Pelaks Penghapusan BMD pada
P Barang atau Kuasa Pengguna
I

BMD yang rusak, hilang

ghapusan karena penyerahan BMD kepada kepala daerah
dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna barang. Penghapusan
dilakukan setelah pengelola barang menerbitkan keputusan penghapusan
BMD. Keputusan paling lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh pengelola
barang sejak tanggal BAST penyerahan kepada kepala daerah. Pengguna
barang melaporkan penghapusan BMD kepada kepala daerah, dengan
melampirkan keputusan penghapusan dan BAST penyerahan kepada
kepala daerah. Berdasarkan keputusan penghapusan tersebut, pengelola
barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada daftar BMD.
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Perubahan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa
pengguna sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada kepala daerah
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Perubahan daftar BMD
sebagai akibat dari penyerahan BMD dari pengguna barang kepada
kepala daerah harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan
laporan tahunan.

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMD kepada
pengguna barang lain dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pesgguna
barang. Penghapusan dilakukan setelah pengelola barang itkan
keputusan penghapusan BMD. Keputusan penghapusa ing
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh pengelola bara k tanggal
BAST pengalihan status penggunaan BMD.

usan kepada
ghapusan dan
Befdasarkan keputusan
esuaian pencatatan

Pengguna barang menyampaikan laporan
kepala daerah dengan melampirkan kep
BAST pengalihan status penggunaan BM
penghapusan, pengelola barang melakukan
BMD pada daftar BMD.

Perubahan daftar baran atau daftar barang kuasa
pengguna sebagai akibat dari status penggunaan BMD harus
dicantumkan dalam lapor; an dan laporan tahunan pengguna
barang atau kuasa p % ang. Perubahan daftar BMD sebagai
akibat dari pengali tls” penggunaan BMD harus dicantumkan

dalam laporan BM teran dan laporan tahunan.

Penghapu a pemindahtanganan atas BMD dilakukan oleh
penggun a uasa pengguna barang. Penghapusan dilakukan setelah
pengel menerbitkan keputusan penghapusan BMD. Keputusan
pali m satu) bulan diterbitkan oleh pengelola barang sejak tanggal
usan penghapusan BMD karena pemindahtanganan atas BMD
ikan kepada pengguna barang disertai dengan risalah lelang dan
BAST jika pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara
lelang, BAST; pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan
tanpa lelang, tukar-menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah
dan BAST, dan naskah hibah; serta pemindahtanganan dilakukan dalam
bentuk hibah. Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan
kepada kepala daerah dengan melampirkan keputusan penghapusan
dan BAST, risalah lelang, dan naskah hibah. Berdasarkan keputusan
penghapusan, pengelola barang menghapus BMD dari daftar BMD.
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Perubahan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa
pengguna sebagai akibat dari penghapusan karena pemindahtanganan
harus dicantumkan dalam laporan barang pengguna/laporan barang
kuasa pengguna semesteran dan tahunan pengguna barang atau
kuasa pengguna barang. Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari
penghapusan karena pemindahtanganan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan.

Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upayadukum
lainnya dilakukan oleh pengguna barang/kuasa penggu ang.
Pengguna barang mengajukan permohonan penghapusan da
pengelola barang yang sedikitnya memuat pertimba n alasan
penghapusan dan data BMD yang dimohonkan uskan, di
antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang egister, nama
barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai R ilai perolehan.

Permohonan penghapusan BMD sekurangskiirangnya dilengkapi dengan
salinan/fotokopi putusan pengadilan yang tela galisasi/disahkan oleh
pejabat berwenang dan fotokopi kepemilikan atau dokumen
setara. Pengelola barang melakuk itian terhadap permohonan
penghapusan BMD dari pen g. Penelitian tersebut meliputi
penelitian data dan dok , penelitian terhadap isi putusan
pengadilan terkait BMD%‘ bjek putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekua umPtetap dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya dan penelit gan (on site visit). Jika diperlukan, dilakukan
aian antara BMD yang menjadi objek putusan
D yang menjadi objek permohonan penghapusan.

hasil penelitian, pengelola barang mengajukan
ersetujuan kepada kepala daerah. Apabila permohonan
n BMD tidak disetujui, kepala daerah melalui pengelola barang
me itahukan pada pengguna barang disertai dengan alasan. Apabila
permohonan penghapusan BMD disetujui, kepala daerah menerbitkan
surat persetujuan penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan
BMD memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, antara lain
kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/
identitas teknis, kondisi barang, jumlah, nilai perolehan, nilai buku
untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan dan kewajiban pengguna
barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada kepala
daerah melalui pengelola barang.
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Berdasarkan persetujuan kepala daerah, pengelola barang menerbitkan
keputusan penghapusan barang. Keputusan penghapusan menjadi dasar
melakukan penghapusan BMD. Keputusan penghapusan BMD paling
lama 1 (satu) bulan diterbitkan oleh pengelola barang sejak tanggal
persetujuan penghapusan BMD dari kepala daerah.

Pengguna barang melaporkan penghapusan kepada kepala daerah
dengan melampirkan keputusan penghapusan BMD. Berdasarkan
keputusan penghapusan, pengelola barang menghapuskan BMD dari
Daftar BMD. Penghapusan hanya dilakukan karena adanya pdtusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dah
tidak ada upaya hukum lainnya.

Perubahan daftar barang pengguna atau daft
pengguna sebagai akibat dari putusan pengadilan yan

ng kuasa
mperoleh

kekuatan hukum tetap harus dicantumkan dala semesteran
dan laporan tahunan.
Penghapusan karena melaksanakan n diawali dengan

pengajuan permohonan penghapusan BM eh pengguna barang
kepada kepala daerah melalui pen arang. Permohonan diajukan
paling sedikit memuat pertimb alasan penghapusan dan data
BMD yang dimohonkan u uskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi tahun peroleha ang, kode register, nama barang,
jenis, identitas, kondi \I, ilai buku, nilai perolehan. Pengelola
barang melakuka itian terhadap permohonan penghapusan
BMD dari penggun g. Berdasarkan penelitian, pengelola barang
mengajukan n persetujuan kepada kepala daerah. Apabila

kepala daérah yetujui permohonan, kepala daerah menerbitkan
surat f penghapusan.

etujuan penghapusan BMD paling sedikit memuat data
isetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya meliputi
tah erolehan, kode barang, kode register, nama barang, spesifikasi/
identitas teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku, atau nilai perolehan
dan kewajiban pengguna barang melaporkan pelaksanaan penghapusan
kepada kepala daerah. Berdasarkan persetujuan kepala daerah, pengguna
barang melakukan penghapusan BMD dari daftar pengguna barang atau
daftar barang kuasa pengguna dengan berdasarkan keputusan penghapusan
pengelola barang. Keputusan penghapusan BMD diterbitkan paling lama
1 (satu) bulan oleh pengelola barang sejak tanggal persetujuan kepala

Bab XI: Penghapusan BMD 213



daerah. Pengguna barang melaporkan penghapusan BMD kepada kepala
daerah dengan melampirkan keputusan penghapusan yang dikeluarkan
oleh pengelola barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, pengelola
barang menghapuskan BMD dari daftar BMD.

Perubahan daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa
pengguna sebagai akibat dari melaksanakan ketentuan harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan laporan tahunan pengguna barang atau
kuasa pengguna barang. Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari
melaksanakan ketentuan harus dicantumkan dalam laporan semegsteran
dan laporan tahunan.

Penghapusan BMD karena pemusnahan pada pe a basang
dilakukan oleh pengguna barang/kuasa pengguna bara ghapusan
BMD dilakukan setelah pengelola barang me eputusan
penghapusan BMD. Keputusan penghapusan rbitkan oleh
pengelola barang paling lama 1 (satu) bula k al berita acara
pemusnahan. Pengguna barang menyampaikan Yaporan penghapusan
disampaikan kepada kepala daerah denga ampirkan keputusan
penghapusan dan berita acara p an. Berdasarkan keputusan

penghapusan, pengelola ba kan BMD pada daftar BMD.
Perubahan daftar bar na atau daftar barang kuasa

rang
snahan harus dicantumkan dalam
laporan semesteran _da n tahunan pengguna barang atau

pengguna sebagai akiba

kuasa pengguna bahan daftar BMD sebagai akibat dari
pemusnahan harus kan dalam laporan semesteran dan laporan
tahunan. Pen arena hal lain dilakukan oleh pengguna barang/
kuasa p rang. Pengguna barang mengajukan permohonan
kepada kepala daerah melalui pengelola barang yang
uat pertimbangan dan alasan penghapusan dan data
imohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun
per n, kode barang, kode register, nama barang, jenis, identitas,
kondisi, lokasi, nilai buku, atau nilai perolehan.

Permohonan penghapusan BMD dapat diajukan dengan alasan
hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kedaluwarsa,
mati untuk hewan/ikan/tanaman, atau keadaan kahar (force majeure).

Permohonan penghapusan BMD dengan alasan hilang karena
kecurian harus dilengkapi surat keterangan dari kepolisian dan surat
keterangan dari pengguna barang/kuasa pengguna barang (identitas
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pengguna barang/kuasa pengguna barang, pernyataan mengenai atas
kebenaran permohonan dan BMD tersebut hilang karena kecurian
serta tidak dapat ditemukan). Pernyataan apabila pada kemudian hari
ditemukan bukti bahwa penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adanya
unsur kelalaian atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan/
penanggung jawab BMD/pengurus barang tersebut, maka tidak menutup
kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan. Permohonan penghapusan BMD dengan alasan terbakar,
susut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati (untuk hewan/ikan/tanaman)
harus dilengkapi identitas pengguna barang/kuasa penggu rang,
pernyataan dari pengguna barang/kuasa pengguna bara ai
kebenaran permohonan yang diajukan, pernyataan dari p, a barang/

kuasa pengguna barang bahwa BMD telah terbaka menguap,
mencair, kedaluwarsa, mati (untuk hewan/ikan Y dan surat
pernyataan dilampiri hasil laporan pemeriksa . Permohonan

penghapusan BMD dengan alasan keadaan ardforce majeure) harus
dilengkapi surat keterangan dari instansi rwenang mengenai
terjadi keadaan kahar (force majeur, engenai kondisi barang terkini
karena keadaan kahar (force maiji n pernyataan bahwa BMD

telah terkena keadaan kahar ure).

Pengelola barang me nelitian terhadap permohonan
penghapusan BMD dari barang. Penelitian tersebut meliputi
penelitian kelayakan an dan alasan permohonan penghapusan,
penelitian data a if sedikitnya terhadap kode barang, kode
register, na a ahun perolehan, spesifikasi/identitas BMD,
penetapangsta gunaan, bukti kepemilikan untuk BMD yang harus
dilengk bukti kepemilikan, nilai buku, atau nilai perolehan
isik untuk permohonan penghapusan karena alasan

ut, menguap, mencair, kedaluwarsa, mati (untuk hewan/
an), keadaan kahar (force majeure) jika diperlukan.

B
permohonan persetujuan kepada kepala daerah untuk penghapusan
BMD karena hal lain. Apabila permohonan penghapusan tidak
disetujui, kepala daerah memberitahukan kepada pengguna barang
melalui pengelola barang disertai dengan alasan. Apabila permohonan
penghapusan disetujui, kepala daerah menerbitkan surat persetujuan
penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan BMD memuat

rdasarkan hasil penelitian di atas, pengelola barang mengajukan
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data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang sekurang-kurangnya
meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, kondisi barang, jumlah, nilai perolehan, nilai
buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan dan kewajiban
pengguna barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada
kepala daerah. Berdasarkan persetujuan kepala daerah, pengelola barang
menetapkan keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal persetujuan. Pengguna barang melakukan penghapusan BMD
dari daftar barang pengguna atau daftar barang kuasa pengguna
berdasarkan keputusan penghapusan.

Pengguna barang menyampaikan laporan penghapusan kepada la
daerah dengan melampirkan keputusan penghapusan B rdasarkan
keputusan penghapusan, pengelola barang mengh BMD dari
daftar BMD. perubahan daftar barang penggun daftar barang
kuasa pengguna sebagai akibat dari sebab lai tumkan dalam
laporan semesteran dan laporan tahunan g barang atau kuasa
pengguna barang. Perubahan daftar BMD se kibat dari sebab lain
harus dicantumkan dalam laporan teran dan laporan tahunan.

D. Pelaksanaan P
Pengelola Ba

san BMD pada

Penghapusan
dilakukan oleh

penyerahan BMD kepada pengguna barang
afbarang. Penghapusan dilakukan setelah kepala
daerah mener utusan penghapusan BMD. Keputusan penghapusan
BMD pali 1 (satu) bulan diterbitkan oleh kepala daerah sejak
tangga yerahan kepada pengguna barang. Pengelola barang
m p laporan penghapusan kepada kepala daerah dengan
n keputusan penghapusan dan BAST penyerahan kepada
pen a barang. Berdasarkan keputusan penghapusan, pengelola
barang melakukan penyesuaian pencatatan BMD pada Daftar BMD.

Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari penyerahan
BMD kepada pengguna barang harus dicantumkan dalam laporan
semesteran dan laporan tahunan pengelola barang. Perubahan Daftar
BMD sebagai akibat dari penyerahan BMD kepada pengguna barang
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.
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Penghapusan karena pemindahtanganan atas BMD kepada pihak
lain dilakukan oleh pengelola barang. Penghapusan dilakukan setelah
kepala daerah menerbitkan keputusan penghapusan BMD. Keputusan
penghapusan BMD paling lambat 1 (satu) bulan diterbitkan oleh kepala
daerah sejak tanggal BAST. Pengelola barang menyampaikan laporan
penghapusan kepada kepala daerah dengan melampirkan keputusan
penghapusan yang disertai dengan risalah lelang dan BAST apabila
pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk penjualan secara lelang;
BAST apabila pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk pepnjualan
tanpa lelang tukar-menukar dan penyertaan modal pemerint rah;
BAST dan naskah hibah apabila pemindahtanganan dila m
bentuk hibah. Berdasarkan keputusan penghapusan, la barang
menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Perubahan daftar barang pengelola sebagai ari- pemindah-
tanganan BMD harus dicantumkan dalam | g semesteran
dan tahunan pengelola barang. Perubahan {daftas®@BMD sebagai akibat
dari pemindahtanganan BMD harus dicantu dalam laporan BMD
semesteran dan tahunan.

Penghapusan karena adany an pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum t sudah tidak ada upaya hukum

lainnya dilakukan oleh pe ng. Pengelola barang mengajukan
permohonan penghapusa& epala daerah yang sekurang-kurangnya
memuat pertimba san penghapusan dan data BMD yang
dimohonkan untu skan, sekurang-kurangnya meliputi tahun
, kode register, nama barang, jenis, identitas,
uku, atau nilai perolehan.

penghapusan BMD sekurang-kurangnya dilengkapi
/fotokopi putusan pengadilan yang telah dilegalisasi/
eh pejabat berwenang dan fotokopi dokumen kepemilikan
ata kumen setara. Kepala daerah melakukan penelitian terhadap
permohonan penghapusan BMD dari pengelola barang. Penelitian
meliputi penelitian data dan dokumen BMD, penelitian terhadap isi
putusan pengadilan terkait BMD sebagai objek putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya dan penelitian lapangan (on site visit) jika diperlukan,

guna memastikan kesesuaian antara BMD yang menjadi objek putusan
pengadilan dengan BMD yang menjadi objek permohonan penghapusan.
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Jika permohonan penghapusan BMD tidak disetujui, kepala daerah
memberitahukan kepada pengelola barang disertai dengan alasan. Jika
permohonan penghapusan BMD disetujui kepala daerah menerbitkan
surat persetujuan penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan
BMD sekurang-kurangnya memuat data BMD yang disetujui untuk
dihapuskan, sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register,
nama barang, tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, jenis, kondisi,
jumlah, nilai buku, atau nilai perolehan dan kewajiban pengelola barang
untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada kepala d

Berdasarkan persetujuan tersebut, kepala daerah menerbitk
an penghapusan barang. Pengelola barang melakukan pen
dari daftar barang pengelola. Keputusan penghapusan iterbitkan
oleh kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tamgg rsetujuan.
Pengelola barang menyampaikan laporan pengha @ epada kepala
daerah dengan melampirkan keputusan peng sanIBMD. Berdasarkan
keputusan penghapusan, pengelola baran enghapuskan BMD dari
daftar BMD. Penghapusan karena adanya an pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan huku dan sudah tidak ada upaya
hukum lainnya hanya dilakukan € danya putusan pengadilan
yang telah memperoleh keku tetap dan sudah tidak ada
upaya hukum lainnya.

Perubahan daftar b

ngelola sebagai akibat dari putusan
pengadilan yang eroleh kekuatan hukum tetap harus
dicantumkan dala semesteran dan laporan tahunan pengelola
barang. Peru BMD sebagai akibat dari putusan pengadilan
yang tela eh kekuatan hukum tetap harus dicantumkan
esteran dan laporan tahunan.

an BMD karena melaksanakan ketentuan diawali dengan
permohonan penghapusan BMD dari pengelola barang kepada
kep aerah. Permohonan paling sedikit memuat pertimbangan dan
alasan penghapusan dan data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan,
yang sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode
register, nama barang, jenis, identitas, kondisi, lokasi, nilai buku atau nilai
perolehan. Kepala daerah melakukan penelitian terhadap permohonan
penghapusan BMD dari pengelola barang. Penelitian meliputi penelitian
data dan dokumen BMD, penelitian terhadap peraturan terkait BMD
dan penelitian lapangan (on site visit) jika diperlukan, guna memastikan
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kesesuaian antara BMD yang menjadi objek peraturan dengan BMD
yang menjadi objek permohonan penghapusan.

Apabila kepala daerah menyetujui hasil penelitian, kepala daerah
menerbitkan surat persetujuan penghapusan. Surat persetujuan penghapusan
paling sedikit memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan,
yang sekurang-kurangnya meliputi kode barang, kode register, nama
barang, spesifikasi/identitas teknis, kondisi, jumlah, nilai buku, atau nilai
perolehan dan kewajiban pengelola barang untuk melaporkan pelaksanaan
penghapusan kepada kepala daerah. Berdasarkan persetujuankepala
daerah, pengelola barang melakukan penghapusan BMD itdaftar
pengelola barang berdasarkan keputusan penghapusan la h.
Keputusan penghapusan BMD diterbitkan oleh kepa ah paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan.

Pengelola barang menyampaikan laporan usan kepada
kepala daerah dengan melampirkan keputusa ghaplisan. Berdasarkan
keputusan penghapusan, pengelola baran enghapuskan BMD dari

Daftar BMD.
Perubahan daftar barang peng gai akibat dari melaksanakan

ketentuan harus dicantumkan I@
tahunan pengelola barang n daftar BMD sebagai akibat dari

an semesteran dan laporan
melaksanakan ketentuan &a umkan dalam laporan semesteran
r

dan laporan tahunan.

Penghapusan
dilakukan den
barang setela

a pemusnahan pada pengelola barang
an. Penghapusan dilakukan oleh pengelola
daerah menerbitkan keputusan penghapusan
BMD. K S enghapusan BMD diterbitkan oleh kepala daerah
paling (satu) bulan sejak tanggal berdasarkan berita acara

a Pengelola barang menyampaikan laporan penghapusan
ala daerah dengan melampirkan keputusan penghapusan

p
dan ita acara pemusnahan. Berdasarkan keputusan penghapusan,
pengelola barang menghapuskan BMD dari Daftar BMD.

Perubahan daftar barang pengelola sebagai akibat dari pemusnahan
harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan
pengelola barang. Perubahan daftar BMD sebagai akibat dari pemusnahan
BMD harus dicantumkan dalam laporan semesteran dan laporan tahunan.

Penghapusan karena hal lain dilakukan oleh pengelola barang.
Pengelola barang mengajukan permohonan penghapusan BMD kepada
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kepala daerah yang paling sedikit memuat pertimbangan dan alasan
penghapusan dan data BMD yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang
di antaranya meliputi kode barang, kode register, nama barang, nomor
register, tahun perolehan, spesifikasi, identitas, kondisi barang, lokasi,
nilai buku, atau nilai perolehan. Permohonan penghapusan BMD dapat
diajukan karena alasan hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap,
mencair, kedaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/tanaman atau keadaan
kahar (force majeure). Permohonan penghapusan BMD dengan alasan
hilang karena kecurian harus dilengkapi surat keterangan dari kepalisian,
surat keterangan dari pengelola barang yang sekurang-kurangn uat
identitas pengelola barang. Pernyataan atas kebenaran per an
BMD tersebut hilang karena kecurian serta tidak da temukan
dan pernyataan apabila pada kemudian hari dite kti bahwa
penghapusan BMD dimaksud diakibatkan adany elalaian atau
kesengajaan dari pejabat yang menggunaka jawab BMD
tersebut, maka tidak menutup kemungkinanfkep yang bersangkutan
akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Per penghapusan BMD
dengan alasan terbakar, susut, me mencair, kedaluwarsa, mati
untuk hewan/ikan/tanaman harus i identitas pengelola barang,
pernyataan dari pengelola ba nai kebenaran permohonan
yang diajukan, pernyataan telah terbakar, susut, menguap,

mencair, kedaluwarsa, tl uk hewan/ikan/tanaman dan surat
pernyataan dilampiri i ran pemeriksaan/penelitian.

Permohonan pe an BMD dengan alasan keadaan kahar (force
majeure) har surat keterangan dari instansi yang berwenang
mengenai gerj eadaan kahar (force majeure), mengenai kondisi
barang na keadaan kahar (force majeure), dan pernyataan
bah ah terkena keadaan kahar (force majeure). Kepala
kukan penelitian terhadap permohonan penghapusan
B ar pengelola barang. Penelitian meliputi penelitian kelayakan
pertimbangan dan alasan permohonan penghapusan, penelitian data
administratif sedikitnya terhadap tahun perolehan, spesifikasi/identitas
BMD, penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan untuk BMD
yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai buku, atau nilai
perolehan dan penelitian fisik untuk permohonan penghapusan karena
alasan jika diperlukan.
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Apabila permohonan penghapusan tidak disetujui, kepala daerah
memberitahukan kepada pengelola barang disertai alasan. Apabila
permohonan penghapusan disetujui, kepala daerah menerbitkan surat
persetujuan penghapusan BMD. Surat persetujuan penghapusan BMD
memuat data BMD yang disetujui untuk dihapuskan, yang paling sedikit
meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan,
spesifikasi/identitas teknis, kondisi barang, jumlah, nilai perolehan, nilai
buku untuk BMD yang dapat dilakukan penyusutan dan kewajiban
pengelola barang untuk melaporkan pelaksanaan penghapusan kepada
kepala daerah.

Berdasarkan persetujuan tersebut, kepala daerah ne an
keputusan penghapusan paling lama 1 (satu) bula tanggal
persetujuan. Pengelola barang melakukan penghap ari daftar
barang pengelola berdasarkan keputusan penghap gelola barang
menyampaikan laporan penghapusan kepa aerah dengan
melampirkan keputusan penghapusan B Befdasarkan keputusan
penghapusan, pengelola barang menghapus D dari daftar BMD.
Perubahan daftar BMD sebagai akib i, sebab lain harus dicantumkan
dalam laporan semesteran dan lapera unan.

\}
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BAB XII

PENATAUSAHAAN BMD

BMD

kegiatan i fiputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD
sesuai ¢

P gelolaan BMD, 2016).

ndagri tersebut mengamanatkan bahwa kepala SKPD (SKPD)
selakWpengguna barang daerah berwenang dan bertanggung jawab
melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam
penguasaannya. Penatausahaan BMD meliputi kegiatan pembukuan,
Inventarisasi, dan pelaporan. Tertibnya Penatausahaan BMD dapat
sekaligus mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib, efektif, dan
optimal. Penatausahaan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada
kebijakan umum penatausahaan BMD yang baik.
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Hasil penatausahaan BMD akan digunakan dalam rangka penyusunan
neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan
pemeliharaan BMD yang secara langsung akan menjadi bahan dalam
penyusunan rencana kerja APBD dan SKPD untuk perencanaan BMD.
Neraca terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar
berupa persediaan, aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin,
gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya
dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya terdiri dari aset tak
berwujud, aset kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Semester Il un 1,
diketahui banyaknya penyimpangan pengelolaan as | temuan
pencatatan dan administrasi aset tidak tertib me 3 nsekuensi

atas opini BPK terhadap laporan keuangan peme erah. Dengan
penatausahaan secara tertib akan dihasilk cka tepat dan
akurat yang berdampak pada tersedianyafidatafiise memadai dalam
menyusun perencanaan kebutuhan dan penga , dan akan dihasilkan
pula laporan BMD di neraca den gka yang tepat dan akurat.
Pencatatan BMD pada SKPD san ng karena catatan tersebut
dijadikan objek audit oleh B riksa Keuangan (BPK) dalam
meyakini penyajian lapora n SKPD dan pemerintah daerah.
Hasil penatausahaan B tinya dapat digunakan dalam rangka:

intah daerah setiap tahun;
pengadaan dan pemeliharaan BMD setiap
n sebagai bahan penyusunan rencana anggaran;

1. penyusunan n
2. perencanaan K

enteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang
ksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang
diterbitkan agar pengelolaan BMD dalam tiga aspek utama,
yait mbukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD dapat dilaksanakan
dengan baik dan tertib. Permendagri tersebut memberikan gambaran
panduan dokumen penatausahaan BMD secara menyeluruh sehingga
diharapkan transaksi atau langkah-langkah penatausahaan BMD menjadi
lebih teratur, didukung dengan dokumen persyaratan sesuai peraturan ini.
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Pendaftaran

Pencatatan

Pembukuan Pengodean
Penyimpanan Bukti
Pemilikan
Perhitungan
Pengurusan
P | Di unit
enyelenggaraan paElErEr

. — Inventarisasi
Kegiatan Pengaturan

Penatausahaan Pencatatan data

Pelaporan
Berjenjang
‘engelola
Pelaporan ge

Berkala

Gambar 12.1 Kegiatan Penataus

Inventarisasi adalah kegiatan un
dan pelaporan hasil pendataan
mengetahui jumlah dan

ukan pendataan, pencatatan,
d inventarisasi adalah untuk
ondisi BMD yang sebenarnya,
baik yang berada dala pengguna barang maupun yang
berada dalam pengelalaa ola barang. Di samping itu, pengelola
dan pengguna me anvsensus BMD setiap 5 (lima) tahun sekali
entaris dan buku induk inventaris beserta
pemerintah daerah. Pengelola bertanggung

dalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang
unit pelaksana penatausahaan BMD pada pengguna
pengelola barang. Maksud pelaporan adalah agar semua
data“gan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan
kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung
pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD
dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah.
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B. Objek Penatausahaan BMD

Objek pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD meliputi semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan semua barang
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang
diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya, barang yang
diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak dan sesuai dengan
ketentuan, barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang dipgroleh

menjadi aset lancar berupa persediaan, aset tetap
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jd
aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerj
meliputi kemitraan dengan pihak ketiga, aset_ti
lain-lain.

et lainnya,
jud, dan aset

Pelaksana pembukuan, inventarisasi, dan ran BMD pada kuasa
pengguna barang dilakukan oleh pe barang pembantu. Pelaksana
pembukuan, inventarisasi, dan pel MD pada pengguna barang
dilakukan oleh pengurus bar una. Pelaksana pembukuan,
inventarisasi, dan pelapor ada pengelola barang dilakukan
oleh pengurus barang p elalui pejabat penatausahaan barang.
Pelaksana pembuku isasi, dan pelaporan BMD dapat dibantu

transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua
mua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

Dalam penatausahaan BMD ini termasuk di dalamnya melaksanakan
tugas dan fungsi akuntansi BMD. Penatausahaan BMD dalam rangka
mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan BMD
yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah
daerah. Penatausahaan BMD dalam rangka mendukung terwujudnya
tertib pengelolaan BMD adalah menyediakan data agar pelaksanaan
pengelolaan BMD dapat dilaksanakan sesuai dengan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas
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dan kepastian nilai. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi akuntansi
BMD termaksud, mengacu kepada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP)
yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014.

Dalam SAP dimaksud, BMD terbagi atas persediaan pada pos aset
lancar, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada pos
aset lainnya. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk
dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masydrakat.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa m lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiat em ah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset t rdiri dari
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesij irigasi dan
jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dal erjaan. Aset
lainnya adalah aset pemerintah selain as estasi jangka
panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Adapun BMD yang berada pada pos
tak berwujud dan aset lain-lain.

lainnya adalah aset
berwujud meliputi software

komputer, lisensi dan franchise @(copyright), paten, dan hak
lainnya dan hasil kajian/peielle memberikan manfaat jangka

panjang. Selanjutnya, pos_.a digunakan untuk mencatat BMD
berupa aset lainnya ya i apat dikelompokkan ke dalam aset

tak berwujud, sep, tap yang dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah.
C.P gBMD

PEMBUKUAN BMD
KIB-A

KIB-B
Pendaftaran Daftar Barang
dan Pencatatan Pengguna
Barang KIB-C
KIR

Gambar 12.2 Pembukuan BMD
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Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMD
ke dalam daftar barang yang ada pada kuasa pengguna barang,
pengguna barang, atau pengelola barang menurut penggolongan dan
kodifikasi barang (Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD, 2021).

Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan
BMD yang berada di bawah penguasaannya ke dalam daftar barang
pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Pengguna
barang/kuasa pengguna barang harus melakukan pendaftarafy dan
pencatatan BMD yang status penggunaannya berada pada una
barang/kuasa pengguna barang ke dalam daftar barang peagguna ar
barang kuasa pengguna menurut penggolongan dan i barang.
Pengelola barang menghimpun daftar barang pen ar barang
kuasa pengguna. Pengelola barang menyusun da erdasarkan
himpunan daftar barang pengguna/daftar b pengguna dan
daftar barang pengelola menurut penggolofigan dan kodifikasi barang.
Dalam daftar tersebut termasuk BMD yang di tkan oleh pihak lain.

Daftar barang disajikan dala k daftar BMD pada kuasa
pengguna barang, pada pengguna b ngelola barang serta provinsi,
kabupaten/kota. Daftar bar e antara lain sebagai berikut.

sun oleh kuasa pengguna barang

1. Daftar BMD intrako
yang memuat dat &b berada pada kuasa pengguna barang.
2. ptabel disusun oleh pengguna barang yang

r tersebut merupakan himpunan daftar BMD pada

arang dan daftar BMD pada pengelola barang.

MD gabungan intrakomptabel dan ekstrakomptabel disusun

pengelola barang yang memuat data BMD yang berada pada
pengelola barang.

4. Daftar BMD aset bersejarah.

5. Daftar BMD persediaan rusak berat atau usang dikecualikan untuk
daftar BMD pada pengelola barang.

Pembukuan BMD terdiri dari hal berikut.

1. Perolehan/penerimaan.
2. Penggunaan.
3. Penerimaan internal pengguna barang.
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Pengeluaran eksternal pengguna barang.
Pemanfaatan.

Reklasifikasi.

Koreksi.

Penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat.
Penyusutan atau amortisasi.

Persediaan.

. Pemeliharaan.

Kartu Inventaris Ruangan (KIR).
Pengamanan.
Penghapusan.
Kartu Identitas Barang (KIBAR).

Penjelasan dari pembukuan BMD tersebut a i berikut.

Perolehan/Penerimaan
Pembukuan BMD atas perolehan/peneri b dari pengadaan
barang yang dibeli atau diperoleh atas be , hibah/sumbangan
atau yang sejenis, pelaksanaan i perjanjian/kontrak, ketentuan,
putusan pengadilan yang tela nyai kekuatan hukum tetap,
divestasi, hasil Inventarisasi ukar-menukar, pembatalan
penghapusan atau pe enerimaan lainnya. Pembukuan

BMD atas peroleh an dilengkapi dengan dokumen
enefli n yang dapat dipertanggungjawabkan.
kitkan setiap terjadi transaksi perolehan/

sumber peroleha
Pembukuan
i barang pengguna atau pengurus barang
n pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan
ari pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh
BD, wajib mendapatkan dokumen sumber. Dokumen
peroleh dari pejabat pelaksana teknis kegiatan, pejabat
sahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan
SKPD dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu, meliputi fotokopi bentuk kontrak, yaitu bukti pembelian/
pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau surat
pesanan, fotokopi dokumen serah terima pekerjaan pertama atau
yang dikenal dengan istilah provisional hand over untuk pekerjaan
konstruksi dan gambar terlaksana atau yang dikenal dengan istilah
as built drawings untuk pekerjaan konstruksi, fotokopi BAST,
fotokopi laporan realisasi anggaran dan dokumen sumber lainnya
sesuai kebutuhan.
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Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan yang berasal dari
pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
disajikan atas seluruh biaya yang dapat diatribusikan sampai
barang tersebut siap digunakan. Pembukuan BMD atas perolehan/
penerimaan yang berasal dari pengadaan barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD dilakukan penelitian oleh pejabat
penatausahaan pengguna barang untuk daftar barang pada pengguna
barang atau pejabat atau pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh
kuasa pengguna barang untuk daftar barang pada kuasa pepgguna
barang. Penelitian dilakukan terhadap kesesuaian dalam p atan,
paling sedikit meliputi kode subkegiatan dan uraian n;
kode belanja dan uraian belanja; penggolonga kodifikasi
BMD; spesifikasi nama barang, tanggal, bula erolehan,
jumlah barang, harga satuan barang, dan bia . Penelitian
dapat dilakukan melalui sistem aplikasi. apabila sistem
aplikasi belum tersedia, penelitian dapat!dilajgukan melalui lembar
verifikasi. Berdasarkan penelitian, peng ang pengguna atau
pengurus barang pembantu m at surat pernyataan telah di-
lakukan pencatatan sebagai B
Surat pernyataan dilam

m pengajuan pembayaran.
Pembukuan BMD ata n/penerimaan yang berasal dari
pengadaan barang eli atau diperoleh atas beban APBD
dilaporkan dalam pengadaan.

Pengurus baré angelola dapat melakukan penelitian kembali
ang telah dilakukan oleh pejabat penatausahaan

ang. Penelitian dapat dilakukan melalui sistem aplikasi,
apabila sistem aplikasi belum tersedia, penelitian
at ‘difakukan pada saat pelaksanaan rekonsiliasi. Jika terdapat
sesuaian hasil penelitian kembali, perbaikan pembukuan
D atas perolehan/penerimaan yang berasal dari pengadaan
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilakukan
oleh pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan rekonsiliasi.

Pembukuan BMD atas perolehan/penerimaan dari hibah/sumbangan
atau yang sejenis, dilakukan apabila jumlah dan spesifikasi barang
yang diterima sesuai dengan dokumen BAST hibah atau dokumen
lainnya, dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas
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pemerintahan daerah atau sesuai dengan ketentuan. Pemerintah
daerah dapat menolak perolehan/penerimaan dari hibah/sumbangan
atau yang sejenis apabila jumlah dan spesifikasi barang yang
diterima tidak sesuai dengan dokumen BAST hibah atau dokumen
lainnya, tidak dapat digunakan untuk menunjang penyelenggaraan
tugas pemerintahan daerah atau tidak sesuai dengan ketentuan,
hibah/sumbangan atau yang sejenis berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa atau pihak lain.

Penggunaan
Pembukuan BMD atas penggunaan dilakukan terhadap lihan
atau penyerahan BMD, penggunaan sement an

ar
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak mbukuan
ai dengan

atas penggunaan BMD didasarkan dokumen su

ketentuan mengenai pengelolaan BMD.

Pembukuan BMD atas pengalihan atau p MD dilakukan
apabila terdapat pengalihan BMD daritpengguna barang kepada
pengguna barang lainnya, penyerahan ri pengelola barang
kepada pengguna barang ata erahan BMD dari pengguna
barang kepada kepala daer dicatat dalam daftar BMD
pada pengelola barang.
Pembukuan BMD at

apabila terdapat pe
digunakan oleh

aan sementara BMD dilakukan
barang pada pengguna barang yang
a barang lainnya dalam jangka waktu

pengguna : a BMD telah berakhir, dilakukan pembukuan
BMD. BMD atas penggunaan sementara BMD telah
kan berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan
mbukuan BMD atas penggunaan BMD untuk dioperasikan
lain dilakukan apabila terdapat penggunaan BMD untuk
asikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan
um sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Dalam hal
penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir
dilakukan pembukuan BMD. Pembukuan BMD atas penggunaan
BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir dilakukan
berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan ketentuan.
Penerimaan Internal Pengguna Barang

Pembukuan BMD atas penerimaan internal pengguna barang
dilakukan terhadap penerimaan BMD dalam satu pengguna barang.
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Pembukuan BMD atas penerimaan internal pengguna barang
terdiri dari penerimaan BMD dari kuasa pengguna barang kepada
pengguna barang, penerimaan BMD dari pengguna barang kepada
kuasa pengguna barang, penerimaan BMD dari kuasa pengguna
barang kepada kuasa pengguna barang lainnya. Pembukuan BMD
atas penerimaan internal pengguna barang dilakukan berdasarkan
BAST.
4. Pengeluaran Internal Pengguna Barang
Pembukuan BMD atas pengeluaran internal pengguna harang
dilakukan terhadap pengeluaran BMD dalam satu penggu rang.
Pembukuan BMD atas pengeluaran internal BMD_te ri
penyerahan BMD dari kuasa pengguna barang k pengguna
barang, penyerahan BMD dari pengguna ba da kuasa
pengguna barang, dan penyerahan BMD sa’ pengguna
barang kepada kuasa pengguna barang bukuan BMD
atas pengeluaran internal pengguna bafang dilakukan berdasarkan
BAST.
5. Pemanfaatan
Pembukuan BMD atas pema
pemanfaatan BMD dala
kerja sama pemanfaat
Pembukuan BMD
pada kemitraan
pembukuan B
pemanfaa
dalam ben

dilakukan apabila terdapat
wa, pinjam pakai, BGS/BSG,
ja sama penyediaan infrastruktur.
nfaatan disajikan dalam aset lainnya
inak ketiga. Dikecualikan dari ketentuan,
pemanfaatan disajikan pada aset tetap jika
p sebagian tanah atau bangunan, pemanfaatan
pakai. Jangka waktu pemanfaatan tidak melebihi
ran pada semester Il tahun berkenaan. Pembukuan
emanfaatan dilakukan berdasarkan dokumen sumber

ifikasi

bukuan BMD atas reklasifikasi dilakukan apabila terdapat
pemindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain sesuai
dengan penggolongan dan kodifikasi BMD. Pembukuan BMD atas
reklasifikasi dapat dilakukan sewaktu-waktu. Pembukuan BMD atas
reklasifikasi disebabkan kesalahan pencatatan dalam penggolongan
dan kodifikasi, perubahan fungsi, rusak berat atau usang, hilang,
aset bersejarah, ketentuan serta sebab lainnya.
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Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena kesalahan pencatatan dalam
penggolongan dan kodifikasi dilakukan apabila terdapat kesalahan
pencatatan dalam penggolongan dan kodifikasi BMD. Pembukuan
BMD atas reklasifikasi karena perubahan fungsi dilakukan apabila
terjadi perubahan fungsi penggunaan BMD atau BMD berupa aset
tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan daerah.
Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena terjadi perubahan fungsi
penggunaan BMD direklasifikasi ke pos yang sesuai dengan fungsi
atau kegunaannya. Pembukuan BMD atas reklasifikasi teghadap
BMD berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam opefasional
pemerintahan daerah direklasifikasi ke aset lainnya.
Pembukuan BMD atas reklasifikasi karena rusak au usang
dilakukan apabila terdapat aset tetap yang dihenti enggunaan
aktif pemerintahan daerah karena rusak berat ng. Aset tetap
yang dihentikan dari penggunaan aktif pemeri aerah karena
rusak berat atau usang direklasifikasi asefglainnya. Pembukuan
BMD atas reklasifikasi karena hilang dila pabila BMD berupa
aset tetap dinyatakan hilang b rkan dokumen sumber yang
sah dan direklasifikasi ke aset {l@in Jika BMD berupa aset tetap
yang hilang telah ditemuk dilakukan reklasifikasi kembali
dari aset lainnya ke a embukuan BMD atas reklasifikasi
dari aset lainnya ke dilakukan jika BMD dapat digunakan
untuk menunjang ggaraan tugas pemerintah daerah.

reklasifikasi karena aset bersejarah dilakukan

idak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai
berdasarkan harga pasar, peraturan dan hukum melarang
embatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual, tidak
dah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama
waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun dan
sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya terhadap beberapa
kasus dapat mencapai ratusan tahun. BMD berupa aset bersejarah
dilakukan reklasifikasi ke dalam daftar barang bersejarah. Daftar
barang bersejarah tidak disajikan dalam neraca, dibuat dalam
catatan atas laporan keuangan, dan dicatat dalam kuantitas tanpa
nilai. Jika BMD berupa aset bersejarah dapat memberikan potensi
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manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya,
diterapkan prinsip yang sama dengan aset tetap lainnya. Pembukuan
BMD atas reklasifikasi karena ketentuan dilakukan apabila terdapat
ketentuan atas BMD untuk dilakukan reklasifikasi.

Koreksi

Pembukuan BMD atas koreksi dilakukan apabila terdapat pembetulan
terhadap data BMD. Pembukuan BMD atas koreksi terdiri dari
koreksi nilai, koreksi pencatatan ganda, koreksi data spesifikasi
barang, dan koreksi lainnya.

Pembukuan BMD atas koreksi nilai dilakukan karena_t
kesalahan pencatatan nilai BMD, terdapat nilai pe
tidak wajar, atau penilaian kembali yang dilaksanak
ketentuan. Pembukuan BMD atas koreksi nilai
kesalahan pencatatan nilai BMD dilakukan jik
sumber perolehan atau sumber lainnya.
Pembukuan BMD atas koreksi pencata gamtla dilakukan apabila
terdapat 1 (satu) BMD yang dicata dari 1 (satu) kali.
Pembukuan BMD atas koreksi atatan ganda dilakukan pada
pencatatan ganda dalam daftar pemerintah daerah yang
bersangkutan.

terdapat
dokumen

Pembukuan BMD ata ata spesifikasi barang dilakukan
apabila terjadi peru a spesifikasi barang dan tidak terjadi
n BMD atas koreksi lainnya diakibatkan

perubahan nilai,
karena peru asa manfaat, terdapat kesalahan dalam

perhitung ila usutan atau amortisasi, terdapat kesalahan
pencatata itas BMD atau terdapat kesalahan pencatatan
tan u dan tahun perolehan.
P

b

Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

an BMD atas penambahan masa manfaat atau kapasitas
at dilakukan apabila terdapat biaya perbaikan atau biaya
geluaran setelah perolehan yang dapat menambah masa manfaat
atau kapasitas manfaat. Pembukuan BMD atas penambahan masa
manfaat atau kapasitas manfaat BMD dilakukan setiap terjadi
transaksi penambahan masa manfaat atau kapasitas manfaat BMD.
Penyusutan atau Amortisasi

Pembukuan BMD atas penyusutan atau amortisasi merupakan
pembukuan atas hasil perhitungan penyusutan atau amortisasi
yang dilakukan terhadap BMD sesuai dengan ketentuan. Hasil
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perhitungan penyusutan atau amortisasi BMD dilaporkan dalam

laporan penyusutan atau amortisasi.

Persediaan

Pembukuan BMD atas persediaan dicatat dengan menggunakan

metode perpetual. Metode perpetual merupakan metode pencatatan

persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/
penerimaan dan pengeluaran persediaan. Penilaian persediaan
dilakukan dengan metode first in first out (FIFO), average atau
last in first out (LIFO).
Metode FIFO merupakan metode penilaian persediaan b yang
dihitung berdasarkan harga barang yang lebih awal_n ng
dikeluarkan pertama. Metode average merupakan mét penilaian
persediaan yang dihitung berdasarkan harga ecara rata-
rata selama periode pelaporan. Metode LIF akan metode
penilaian persediaan yang dihitung ber ga perolehan
terakhir.

Pembukuan BMD atas persediaan ter hal-hal berikut.

a. Buku penerimaan persediaa upakan rekapitulasi pencatatan
atas seluruh penerimaan n.

b. Buku pengeluaran pers pakan rekapitulasi pencatatan
atas seluruh peng rsediaan.

c. Buku penyalura rsediaan merupakan rekapitulasi pencatatan
penyaluran apabila terdapat permintaan persediaan
untuk di atau dipakai dalam rangka menunjang
peny a tugas dan fungsi.

d. Kartu persediaan merupakan rekapitulasi pencatatan
rsed penerimaan dan pengeluaran persediaan pada
apfhomor urut spesifikasi persediaan.

D

r BMD persediaan rusak berat atau usang merupakan
apitulasi pencatatan persediaan rusak berat atau usang.
Permintaan persediaan didasarkan atas nota permintaan dari pihak
yang membutuhkan. Nota permintaan diajukan kepada pengurus
barang pengguna atau pengurus barang pembantu sesuai batas
kewenangannya. Pengurus barang pengguna mengajukan surat
permintaan barang kepada pejabat penatausahaan pengguna
barang berdasarkan nota permintaan. Pengurus barang pembantu
mengajukan surat permintaan barang kepada kuasa pengguna
barang berdasarkan nota permintaan.
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Berdasarkan pengajuan surat permintaan barang, pejabat
penatausahaan pengguna barang atau kuasa pengguna barang
memberikan persetujuan. Kuasa pengguna barang dapat menunjuk
pejabat atau pegawai negeri sipil dalam memberikan persetujuan.
Persetujuan dalam bentuk surat perintah penyaluran barang.
Pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu
mengeluarkan dan menyalurkan barang persediaan berdasarkan
surat perintah penyaluran barang yang dituangkan dalam BAST.
Persediaan rusak atau usang direklasifikasi ke dalam daftag BMD
persediaan rusak atau usang. Daftar BMD persedi
atau usang dikeluarkan dari pencatatan persediaa
pemindahtanganan, pemusnahan, dan pengha
rusak atau usang dilakukan sesuai dengan
Pengurus barang pengguna atau pengu pembantu
sesuai kewenangannya melakukan in sik persediaan
atau yang dikenal dengan istilah st@€k opmame yang dilakukan
setiap semester. Inventarisasi fisik iaan dilakukan atas
barang yang belum dipakai g berada di gudang/tempat
penyimpanan atau yang be liflinit pengguna/pemakai. Hasil
inventarisasi fisik persedi angkan dalam berita acara.
Pada akhir period pencatatan persediaan dilakukan
penyesuaian d il inventarisasi fisik persediaan.
Pemeliharaan
Pembukuan B % »meliharaan dilakukan pada kartu pemeliharaan.
Pembuku C as pemeliharaan untuk pemeliharaan yang
bersifat r tidak menambah masa manfaat atau kapasitas
ma

aris Ruangan (KIR)

buktian BMD atas KIR merupakan daftar BMD yang digunakan
mencatat barang yang berada dalam ruangan. KIR dibuat
pengurus barang pengguna atau pengurus barang pembantu
dalam rangkap 2 (dua) untuk ditempel dalam ruangan yang
bersangkutan dan dilakukan pembaharuan setiap semester dan
disimpan sebagai arsip. Selain pembaharuan setiap semester,
pembaharuan KIR dilakukan jika terdapat perpindahan barang dalam
ruangan, penambahan barang dalam ruangan atau perubahan
penanggung jawab ruangan. Perpindahan barang dalam ruangan
dilakukan dengan melibatkan pengurus barang pengguna atau
pengurus barang pembantu sesuai batas kewenangannya.
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Pengamanan

Pembukuan BMD atas pengamanan dilakukan terhadap pengamanan
administrasi atas penggunaan atau pemakaian BMD. Pembukuan
BMD atas pengamanan administrasi berupa gedung atau bangunan
berupa rumah negara dan peralatan dan mesin. Pembukuan BMD
atas pengamanan administrasi dilakukan apabila terdapat penggunaan
atau pemakaian BMD yang menjadi tanggung jawab mutlak
pejabat atau pegawai pemerintahan daerah yang menggunakan
untuk menunjang tugas dan fungsi pengembalian BMD setelah
digunakan oleh pejabat atau pegawai pemerintahan da yang
bersangkutan. Pembukuan BMD atas pengamanan Si
berdasarkan dokumen sumber sesuai dengan ket
Penghapusan
Pembukuan BMD atas penghapusan dilakukan laR ditetapkan
keputusan penghapusan BMD oleh pegj berwenang.
Keputusan penghapusan untuk membeébas pengelola barang,
pengguna barang, atau kuasa pengguna dari tanggung jawab
administrasi dan fisik atas baran berada dalam penguasaannya.
Pembukuan BMD atas pengh isebabkan oleh penyerahan
atau pengalihan status pe D, pemindahtanganan BMD,
putusan pengadilan ya rkekuatan hukum tetap dan tidak
ada upaya hukum ketentuan, pemusnahan atau sebab
lain. Pembukua berdasarkan dokumen sumber berupa
keputusan pe oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentua
Kartu |de

ang (KIBAR)

D atas KIBAR merupakan pembukuan dari kegiatan
ng terjadi pada setiap BMD, dikecualikan untuk
n. Setiap BMD memiliki Nomor Induk Barang (NIBAR)
aat perolehan/penerimaan awal barang diterima dan diakui
agai BMD. NIBAR tidak dapat dilakukan perubahan atau dihapus.
Pengecualian terhadap ketentuan dilakukan apabila dihapus dari
daftar BMD atau terjadi koreksi.

KIBAR terdiri dari KIBAR tanah; KIBAR peralatan dan mesin; KIBAR
gedung dan bangunan; KIBAR jalan, jaringan, dan irigasi; KIBAR aset
tetap lainnya; KIBAR konstruksi dalam pengerjaan; KIBAR kemitraan
dengan pihak ketiga; KIBAR aset tak berwujud; dan KIBAR aset
lain-lain.
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D. Inventarisasi BMD

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan,
dan pelaporan hasil pendataan BMD. Pengguna barang melakukan
inventarisasi BMD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Jika
BMD berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengguna barang
menyampaikan laporan hasil Inventarisasi kepada pengelola barang
paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi. Pengelola
barang melakukan inventarisasi BMD berupa tanah atau ba
yang berada dalam penguasaannya paling sedikit 1 (satu
5 (lima) tahun. Saat sensus/inventarisasi barang nanti
ketentuan yang berlaku sehingga diperoleh data kekaya
dapat dipertanggungjawabkan dan akurat juga an dalam
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pe enyimpanan,
penyaluran, pemeliharaan, penghapusan, alian, pemanfaatan,
dan pengamanan.

i defgan
erah yang

Inventarisasi merupakan kegiat u tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penyelenggar engaturan, pencatatan data
dan pelaporan BMD dalam ian. Selain itu, inventarisasi
adalah kegiatan atau tindak elakukan penghitungan fisik barang
daerah, meyakinkan keb a milikan, serta menilai kewajaran sesuai
kondisi barang daerz il inventarisasi, dapat diketahui aktiva
tetap yang bena imiliki oleh pemerintah daerah, kemudian
dilakukan penijlai uai dengan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah.

risasi BMD adalah untuk meyakini keberadaan fisik
pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya,
ondisi terkini barang (baik, rusak ringan, dan rusak berat),
m anakan tertib administrasi (membuat usulan penghapusan barang
yang Sudah rusak berat, mempertanggungjawabkan barang-barang yang
tidak diketemukan atau hilang dan mencatat/membukukan barang-barang
yang belum dicatat dalam dokumen inventaris, mendata permasalahan
yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak
jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga dan menyediakan informasi
nilai BMD sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah).
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1. Pelaksana dan Objek Inventarisasi

Pelaksana dalam inventarisasi BMD adalah pengguna barang untuk
daftar barang pada pengguna barang dan pengelola barang untuk
daftar barang pada pengelola barang. Objek inventarisasi BMD meliputi
persediaan, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, aset tidak berwujud, dan
konstruksi dalam pengerjaan. Objek Inventarisasi BMD dapat dilakukan
Inventarisasi secara serentak atau bertahap. Inventarisasi secara bertahap
ditetapkan oleh kepala daerah dengan mempertimbangkan paling'sedikit
tanggal, bulan, tahun perolehan, lokasi, jumlah barang p gan
objektif lainnya.

Pengguna barang atau kuasa pengguna bara elakukan
Inventarisasi BMID yang berada dalam penguasaan ersediaan
dan konstruksi dalam pengerjaan dilaksanakan sedikit sekali
dalam 1 (satu) tahun, dan selain persedi nstruksi dalam
pengerjaan dilaksanakan paling sedikit se m 5 (lima) tahun,
dikecualikan dari ketentuan berupa yang akan diserahkan
kepada masyarakat. Pengelola b lakukan Inventarisasi BMD
yang berada dalam penguasa sedikit 1 (satu) kali dalam
5 (lima) tahun. Inventarisasi erupa tanah atau bangunan.

2. Tahapan In x

Tahapan Inve BMD dilaksanakan terhadap objek BMD
, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,

ap persiapan meliputi hal berikut.

1) Pembentukan Tim Inventarisasi

Pembentukan tim inventarisasi dilakukan pada kuasa pengguna
barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Tim inventarisasi
ditetapkan oleh kepala daerah. Tim inventarisasi mempunyai tugas
menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi, menyiapkan
data daftar BMD, menyiapkan dokumen sumber, melaksanakan
inventarisasi, melakukan identifikasi hasil inventarisasi, meneliti
dokumen kepemilikan, menyusun laporan hasil inventarisasi
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dan menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil
inventarisasi sesuai dengan ketentuan. Tim inventarisasi dapat
dibantu oleh pengguna barang lainnya.
Penyusunan rencana kerja pelaksanaan inventarisasi paling sedikit
memuat objek yang akan dilakukan inventarisasi, rencana jadwal
pelaksanaan inventarisasi, dan pelaksana/petugas Inventarisasi
sesuai target lokasi dan jadwal pelaksanaan.
2) Penyiapan Data Awal
Penyiapan data awal merupakan penyiapan data sebelum
pelaksanaan inventarisasi yang meliputi penyiapan men
sumber dan penyiapan dokumen pelaksanaan inyen i
Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan untuk m endataan
dan identifikasi. Tahap pelaksanaan dilakukan IRventarisasi.
Dalam tahap pelaksanaan dilakukan mopi evaluasi atas
pelaksanaan inventarisasi. Monitoring ddn evalgasi atas pelaksanaan
inventarisasi pada pengguna barang dilak eh pengelola barang.
Monitoring dan evaluasi atas p naan inventarisasi pada kuasa
pengguna barang dilakukan ol una barang. Monitoring dan
evaluasi dilakukan melalui rencana kerja pelaksanaan
inventarisasi dengan n inventarisasi dan kesesuaian
lembar kerja invent ngan laporan hasil inventarisasi.
Jika hasil moni evaluasi ditemukan ketidaksesuaian,
pengelola ba yampaikan kepada pengguna barang untuk
ditindakl asil monitoring dan evaluasi ditemukan
ketidakse engguna barang menyampaikan kepada kuasa
pe ng untuk ditindaklanjuti.
p asil Inventarisasi
aporan hasil inventarisasi merupakan tahapan penyusunan
n hasil inventarisasi yang dilakukan oleh kuasa pengguna
ang, pengguna barang, dan pengelola barang. Kuasa pengguna
barang, pengguna barang, dan pengelola barang melalui tim
inventarisasi menyusun laporan hasil inventarisasi. Laporan hasil
inventarisasi menjadi tanggung jawab penuh kuasa pengguna
barang, pengguna barang, dan pengelola barang atas kebenaran
hasil inventarisasi. Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan
hasil inventarisasi kepada pengguna barang paling lama 2 (dua)
bulan setelah inventarisasi. Pengguna barang menyampaikan laporan
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hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga)
bulan setelah inventarisasi. Pengelola barang menghimpun laporan
hasil inventarisasi. Laporan inventarisasi disampaikan kepada kepala
daerah. Tanggung jawab penuh didukung melalui surat pernyataan
dari kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola
barang sesuai kewenangannya.

Laporan hasil inventarisasi memuat objek inventarisasi BMD. Laporan
hasil inventarisasi terhadap objek inventarisasi BMD berupa persediaan
dan konstruksi dalam pengerjaan disampaikan berdasarkam hasil
inventarisasi sesuai periode pelaporan.

Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

Tindak lanjut hasil Inventarisasi BMD dilakukan palin
pemberian label pada BMD, reklasifikasi, k
pengalihan status penggunaan atau pen
pengeluaran internal pengguna barang at
atau menindaklanjuti penggunaan BM
Pemberian label pada BMD dilakukan p
yang belum diberikan label, p
koreksi atau terjadi perubahan
barang diatur sesuai den
dan kodefikasi BMD.

Reklasifikasi merupak@h, t an perbaikan pada penggolongan dan
i gan pembukuan BMD atas reklasifikasi.

kodifikasi BMD
akan pembetulan terhadap data BMD sesuai

Koreksi meru
uk MD atas koreksi. Pencatatan dilakukan jika
tat dalam Daftar BMD. Pencatatan didasarkan
u sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

dengan p
BMD bel
atus penggunaan atau penggunaan sementara dilakukan
i D telah digunakan oleh pengguna barang tetapi masih
t dalam daftar BMD pada pengguna barang lainnya, atau
D telah digunakan oleh pengguna barang tetapi masih tercatat
dalam daftar BMD pada pengelola barang.
Pengalihan status penggunaan atau penggunaan sementara
dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jika tidak dilakukan pengalihan
status penggunaan atau penggunaan sementara pengguna barang,
pengguna barang dapat melakukan penarikan atas BMD yang telah
digunakan.

memuat
ncatatan,
mentara,
, penghapusan
engan ketentuan.
dikit terhadap BMD
tian label akibat reklasifikasi,
asi barang. Pemberian label
an mengenai penggolongan

pa
P
b
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Pengeluaran internal pengguna barang atau penarikan dilakukan
apabila BMD telah digunakan oleh pengguna barang tetapi masih
tercatat dalam daftar BMD pada kuasa pengguna barang lainnya.
Pengeluaran internal pengguna barang dilaksanakan penyerahan
BMD. Penarikan dilakukan dalam hal kuasa pengguna barang atau
pengguna barang yang mencatat masih membutuhkan. Penghapusan
dikategorikan dalam penghapusan karena sebab lain. Penghapusan
karena sebab lain dilakukan terhadap bangunan yang telah berdiri
di atas tanah pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya
dan tidak dapat dilakukan pemindahtanganan atau pe han,
aset tetap renovasi yang berada di atas aset mili ah
pusat, pemerintah daerah lainnya atau pihak lain
dilakukan pemindahtanganan atau pemusnaha
karena kecurian dan telah dilaporkan pada g*berwenang
atau BMD vyang hilang tidak ditemukan, n BMD yang
tidak dapat dilakukan pemindahtanganafiiataugpemusnahan apabila
pemerintah pusat atau pemerintah daer: va tidak menyetujui
untuk dilakukan pemindahtanga alam bentuk hibah atau tukar-
menukar atau bangunan yangt enyatu dengan bangunan
milik pemerintah pusat, daerah lainnya, atau pihak
lain. Tata cara pengha na sebab lain dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan.
Penghapusan terh
membentuk ti
peneliti b :
barang, p natausahaan barang, pengurus barang pengelola,
au bagian hukum, dan inspektorat.

mempunyai tugas paling sedikit meneliti kebenaran

ilang tidak ditemukan dilakukan dengan
ti yang ditetapkan oleh kepala daerah. Tim

takan kebenaran atas laporan hasil inventarisasi, meneliti
umen kepemilikan sesuai ketersediaan data dokumen, meneliti
dokumen administrasi dan menyusun laporan hasil penelitian yang
dituangkan dalam berita acara hasil penelitian. Laporan berita acara
hasil penelitian disampaikan kepada kepala daerah dan pengguna
barang.

Laporan berita acara hasil penelitian disusun oleh tim terhadap BMD
yang hilang tidak ditemukan, meliputi BMD masih dimungkinkan
dapat ditelusuri atau ditemukan, BMD sudah tidak dimungkinkan
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dilakukan penelusuran atau tidak mungkin ditemukan dan memberikan
pertimbangan untuk diusulkan penghapusan.

Jika BMD masih dimungkinkan dapat ditelusuri atau kuasa pengguna
barang, pengguna barang atau pengelola barang melakukan
penelusuran kembali. Jika BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan
penelusuran atau tidak mungkin ditemukan, dilakukan paling sedikit
dengan pertimbangan sudah tidak memiliki sisa masa manfaat,
pernah terjadi keadaan kahar, tanggal, bulan, tahun perolehan
secara fisik sudah tidak dimungkinkan keberadaannya atay tidak
dapat dipertahankan secara teknis keberadaannya atauy_tefdapat
dokumen pendukung lainnya yang dapat dipertangg n.
Jika BMD sudah tidak dimungkinkan dilakukan p ran atau
tidak mungkin ditemukan, pengguna barang at ola barang
mengajukan usulan penghapusan sesuai de ntuan.

E. Pelaporan BMD

Pelaporan adalah serangkaian kegi penyusunan dan penyampaian
data dan informasi yang dilakukafiio engurus barang pembantu,
pengurus barang pengguna, rus barang pengelola yang
melakukan pembukuan, in dan pelaporan BMD pada kuasa
pengguna barang, peng ng, atau pengelola barang.

Kuasa penggu
pengguna semeste
disampaikan
laporan bara
bahan
Lap

3 arus menyusun laporan barang kuasa
% aporan barang kuasa pengguna tahunan untuk
pengguna barang. Pengguna barang menghimpun
pengguna semesteran dan tahunan sebagai
laporan barang pengguna semesteran dan tahunan.
pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun
untuk disampaikan kepada pengelola barang.

gelola barang harus menyusun laporan barang pengelola
semesteran dan laporan barang pengelola tahunan. Pengelola barang
harus menghimpun laporan barang pengguna semesteran dan laporan
barang pengguna tahunan serta laporan barang pengelola sebagai
bahan penyusunan laporan BMD. Laporan BMD digunakan sebagai
bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah.
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1. Penyusunan Pelaporan

Pelaporan BMD terdiri dari perolehan/penerimaan, penggunaan,
penerimaan internal pengguna barang, pengeluaran internal pengguna
barang, pemanfaatan, reklasifikasi, koreksi, penyusutan atau amortisasi,
persediaan, pengamanan, dan penghapusan. Kuasa pengguna barang
menyusun laporan barang kuasa pengguna untuk disampaikan kepada
pengguna barang. Pengguna barang menyusun laporan barang pengguna.
Laporan barang kuasa pengguna dan laporan barang pengguna disusun
setiap bulan dan semester. Laporan barang kuasa pengguna dan {@poran
barang pengguna yang disusun setiap semester dihimpun ol una
barang sebagai bahan penyusunan laporan barang pen . Laperan
barang pengguna digunakan sebagai bahan penyusun aca SKPD
untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Laporan setiap bulan diserahkan paling lam sepuluh) hari
bulan berikutnya. Laporan setiap semeste er paling lambat
semester |, yaitu minggu keempat bulan Juli erkenaan; semester

I, yaitu minggu kedua bulan Februagiptahun berikutnya.

Pengelola barang menyusun lap ng pengelola. Laporan barang
pengelola disusun setiap bulan er. Laporan barang pengguna
dan laporan barang penge isusun setiap semester dihimpun
oleh pengelola barang s han penyusunan laporan BMD. Dalam

menghimpun lapora gguna dan laporan barang pengelola,
pengelola barang leh pejabat penatausahaan barang. Laporan
BMD digunak e ahan penyusunan neraca bagi pemerintah
daerah. Pem aerah menyampaikan Laporan BMD semester
| dan s e kepada menteri dalam negeri. Laporan semester
| disa ling lambat minggu ke empat bulan Agustus tahun
poran semester |l disampaikan paling lambat 1 (satu)
diterima laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.

2. Rekonsiliasi

Dalam menyusun laporan BMD perlu dilaksanakan rekonsiliasi yang
dilakukan paling sedikit terhadap perolehan/penerimaan, penggunaan,
penerimaan internal pengguna barang, pengeluaran internal pengguna
barang, reklasifikasi, koreksi, penghapusan, saldo awal tahun berjalan,
dan saldo akhir tahun berjalan.
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Rekonsiliasi data BMD dilakukan oleh pengurus barang pengguna
dengan pengurus barang pembantu dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali dalam periode tahun berjalan, pengurus barang pengguna
dengan pengurus barang pengelola dilaksanakan paling sedikit 6 (enam)
bulan sekali atau setiap semester dalam periode tahun berjalan,
pengurus barang pengguna dengan pelaksana fungsi akuntansi pada
pengguna barang dan pengurus barang pengelola dengan pelaksana
fungsi akuntansi yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi
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BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN BMD

Dewasa ini terdapat begit
yang tidak dikelola dengan
dan pengendaliannya. T
tidak dapat berbuat
pihak lain yang tié

et negara dalam wujud BMD
utama pada tahapan pengawasan
eberapa kasus di mana pemerintah
as aset yang dimiliki yang dikuasai oleh
utnya menguasai aset tersebut.

Mekanis an, pengawasan, dan pengendalian BMIND langsung
dibagi ke dala perspektif, yaitu pengawasan dan pengendalian
a barang melalui pemantauan, dan penertiban serta
arang melalui pemantauan dan investigasi. Oleh karena
an terdapat kejelasan atas tanggung jawab pengawasan
ngendalian oleh setiap pengelola barang dan pengguna barang.
Tangglng jawab pengguna barang dalam menetapkan indikator kinerja
di bidang pengelolaan BMD pada unit yang membidangi pengelolaan
BMD. Ini dilakukan sebagai wujud penciptaan good governance dalam
pengelolaan BMD.

Pengawasan, pengendalian, dan pengamanan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan
kebutuhan BMD sampai dengan pelaporan. Tujuan utama pembinaan,
pengawasan, dan pengendalian adalah untuk menjamin kelancaran

247



penyelenggaraan pengelolaan BMD secara berdaya guna dan berhasil
guna. Prosedur pengawasan dan pengendalian meliputi pengecekan status
penggunaan BMD, pengecekan inventaris barang, evaluasi penggunaan
dan pemanfaatan BMD, serta pengendalian BMD.

A. Pembinaan BMD
1. Pengertian Pembinaan BMD

Pengertian dari pembinaan BMD adalah usaha atau_ke&giatan
melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supe uk
menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan BM berdaya
guna dan berhasil guna. Upaya pembinaan BM dilakukan
melalui pembinaan kepada pegawai yang mengel m bentuk
pemberian pelatihan tentang teknis pengelol

Sebagai contoh untuk pekerjaan penil@ian @koperti dalam BMD
diperlukan pemahaman dan latihan/prakti cukup, mulai dari
penguasaan teori tentang penilaian, haman karakteristik aset yang
dinilai hingga bagaimana cara men ilai BMD. Bahkan lebih baik

lagi jika ada studi/praktik lapa menambah kemampuan dan
D.

keterampilan peserta. Ke dalah bentuk pembinaan untuk
ikutnya adalah pada kegiatan supervisi.

level teknis dalam pen

n pada level teknis telah dilakukan maka
supervisi yakni untuk memecahkan masalah
endala-kendala. Dengan adanya supervisi dapat
i apabila terjadi ketidaktepatan dalam pelaksanaan

Pembinaan pa
Apabila lingkup p
kegiatan beri
di lapang

dalam” hal administrasi pemerintahan bahwa setiap tindakan atas BMD
harus mendasarkan pada aturan yang jelas. Hal ini dimaksudkan supaya
tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan BMD. Bimbingan dalam
pembinaan sangat diperlukan karena pedoman tertulis saja masih bisa
menimbulkan persepsi berbeda. Bimbingan biasanya dilakukan dengan
sosialisasi atau workshop dalam rentang waktu yang tidak terlalu
lama. Untuk hal-hal yang sifatnya kebijakan atau hal-hal yang umum
bimbingan seperti ini dapat berjalan efektif, tetapi untuk hal-hal yang
sifatnya teknis harus dilakukan dengan pelatihan.
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Melihat definisi dari pembinaan BMD tersebut di atas maka lingkup
dari pembinaan BMD meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan
dan supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan BMD.

Pembinaan kepada pegawai yang mengelola BMD secara teknis
dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan. Hal-hal teknis harus dapat
dipahami dan dikuasai oleh pegawai yang melaksanakan pengelolaan
BMD sehingga pelatihan adalah sarana yang tepat untuk hal ini. Sebagai
contoh untuk pekerjaan penilaian properti/BMD diperlukan pemahaman
dan latihan/praktik yang cukup, mulai dari penguasaan teori tang
penilaian, pemahaman karakteristik aset yang dinilai hingga ana
cara menghitung nilai BMD harus diberikan kepada pes pe n.
Bahkan diperlukan studi/praktik lapangan untuk mena ampuan
dan keterampilan peserta. Kegiatan ini adalah bent an untuk
level teknis dalam pengelolaan BMD.

Apabila lingkup pembinaan di atas te i akan, kegiatan
supervisi juga tetap diperlukan. Apabila dal elaksanaannya terdapat
kendala, diperlukan supervisi untuk memeca masalah di lapangan.
Di samping itu, dengan adanya dapat diketahui lebih dini

apabila terjadi ketidaktepatan dal sanaan pengelolaan BMD.
2. Kewenangan P, n Pengelolaan BMD
Sesuai dengan P i Nomor 19 tahun 2016 bahwa pembinaan

BMD dilakukan ole i dalam negeri dengan menetapkan kebijakan
pembinaan se kebijakan umum BMD. Pada tingkat provinsi,

i de
kepala daegah an pembina pengelolaan BMD. Berkaitan dengan
hal te% la daerah menetapkan peraturan daerah tentang
j a

olaan BMD pada provinsi yang dipimpinnya. Demikian
gkat kabupaten/kota, para bupati/wali kota melakukan
dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman
pengélolaan BMD pada kabupaten/kota yang dipimpinnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa
menteri keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan BMD.
Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan teknis dan melakukan
pembinaan pengelolaan BMD. Menteri dalam negeri melakukan pembinaan
pengelolaan BMD. Pada tingkat daerah kepala daerah sebagai pemegang
kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggung jawab atas
pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan BMD. Selanjutnya, pembina
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BMD tersebut dalam pelaksanaannya dibantu oleh pejabat-pejabat
sebagai berikut.

Sekretaris daerah selaku pengelola.

Kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola.
Pembantu pengelola.

Kepala SKPD selaku pengguna.

Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna.
Penyimpan BMD.
Pengurus BMD.

@ ~e oo oo

Dalam mencapai tujuan dan harapan dari Permendagri 19
tahun 2016 yang mengamanatkan pengelolaan BMD p ngelolaan
yang optimal maka perlu pembinaan dalam pengelolaa tersebut.
Dalam PP sebelumnya tentang pembinaan belum si dengan
baik. Padahal kunci keberhasilan pengelolaan alah satunya
adalah pembinaan yang diberikan kepada la BMD. Untuk
level daerah, pembinaan pengelolaan BMD an kepada menteri
dalam negeri yang menetapkan kebijakan sesuat kebijakan umum BMD
dan kebijakan teknis BMD. Kebijakdf't pengelolaan BMD mengacu
pada kebijakan umum yang dj tuk tingkat nasional.

B. Pengawasan

BMD merup lah satu unsur penting dalam rangka
penyelenggar e ahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh
karena pengel D merupakan bagian dari pengelolaan keuangan
daerah pengelolaan BMD yang baik mencerminkan pengelolaan
keua yang baik. Pengelolaan BMD sebagai BMD yang
s dilakukan dengan baik dan benar untuk memperoleh
m ptimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
(tupoksi) dan pelayanan kepada masyarakat. Lingkup pengawasan BMD
menekankan pada prinsip kesesuaian dengan ketentuan.

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari siklus pengelolaan BMD mulai dari perencanaan kebutuhan BMD
sampai dengan pelaporan yang dilakukan secara periodik. Pengawasan
dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan
suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat
ini. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan

250  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



hingga penghapusan aset. Hal itu sangat penting untuk memastikan
bahwa seluruh mekanisme dan prosedur pengelolaan BMD telah
dilakukan sesuai dengan peraturan (Mardiasmo, 2012).

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala daerah berwenang dan
bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan serta
tertib administrasi BMD. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan
pengelolaan BMD memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan
dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pengawasan pengelolaan BMD dilakukan oleh penggun ng
melalui pemantauan dan penertiban atau pengelola g melalui
pemantauan dan investigasi. Pengguna barang mel mantauan
dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaata tanganan,
penatausahaan, pemeliharaan, dan pengama ng berada di
dalam penguasaannya. Pelaksanaan pemantauian dan penertiban untuk
unit kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa p barang. Pengguna
barang dan kuasa pengguna barang t meminta aparat pengawasan
intern pemerintah untuk melakuka dak lanjut hasil pemantauan.
Pengguna barang dan kuasa arang menindaklanjuti hasil
audit. Pengelola barang m pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, , dan pemindahtanganan BMD dalam
rangka penertiban pe xy emanfaatan, dan pemindahtanganan
BMD. Pemantaua eStigasi dapat ditindaklanjuti oleh pengelola
barang dengan_me parat pengawasan intern pemerintah untuk
melakukan a elaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan
peminda MD. Hasil audit disampaikan kepada pengelola
baran daklanjuti sesuai dengan ketentuan.

ertian Pengawasan BMD

Secara umum pengertian dari pengawasan merupakan usaha atau
kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya
mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan. Pengertian pengawasan
adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi
untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan
berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Siagian, 2001).
Suyamto menyatakan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan
untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai
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pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya
atau tidak (Suyamto, 1997)

Dengan demikian, pengertian dari pengawasan BMD adalah
usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang
sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan pengelolaan
BMD apakah dilakukan sesuai peraturan. Permendagri Nomor 19
tahun 2016 menyatakan bahwa pengelola berwenang untuk melakukan
pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan BMD dalam rangka penertiban penggféinaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai keten yang
berlaku. Selanjutnya, jika ditemukan sesuatu dan mem it,
pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional
audit. Pengawas fungsional ini dapat berasal dari
daerah (inspektorat maupun BPKP), sedangkan as fungsional
eksternal berasal dari BPK. Hasil dari a lakukan oleh
pengawas internal maupun eksternal terse dis€fahkan ke pengelola
barang untuk ditindaklanjuti apabila meman i pelanggaran dalam
pelaksanaan pengelolaan BMD.

asan maka berbagai sasaran

Dalam upaya tercapainya sasaranipe
I awasan, yaitu sebagai berikut.

yang harus dicapai melalui

a. Tugas dan fungsi ya an dalam organisasi bersangkutan
benar-benar sesu & ola yang telah digariskan.

b. Struktur dan anisasi telah sesuai dengan pola dan
ketentuan yan kan.

c. Setiap pe ai dalam unit-unit organisasi sungguh-sungguh

telah@ite an sesuai dengan kemampuannya.

d S dan daya yang telah dimanfaatkan secara ekonomis,

ie an efektif.

r dan tata kerja telah dibakukan dan dalam pelaksanaannya

k mengalami penyimpangan.

f.  Pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada
pertimbangan yang objektif dan rasional.

g. Program dan atau kegiatan ditetapkan dengan pendekatan anggaran
yang berbasis kinerja.

h. Tidak terjadi penyalahgunaan (KKN).
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2. Lingkup Pengawasan BMD

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa lingkup
dari pengawasan BMD meliputi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
dan pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban penggunaan,
pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggunaan BMD merupakan penegasan pemakaian BMD yang
ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna
barang sesuai tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pemanfaatan
merupakan pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuaiitugas
pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa,
pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah gun
mengubah status kepemilikan. Pemindahtanganan BMD a pengalihan
kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapus ahal tersebut
sangat penting sehingga perlu untuk mendapatkan san walaupun
sebenarnya seluruh unsur dari pengelolaa D u mendapatkan
pengawasan. Di samping itu, masalah pen , pemanfaatan, dan
pemindahtanganan rentan terhadap tegjadinya” penyimpangan.

3. Pelaksanaan Pen
BMD

Pengguna baran w pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan, pe , pemindahtanganan, penatausahaan,

pemeliharaan, an BMD yang berada di bawah penguasaannya.

tas Pengelolaan

, penatausahaan, pemeliharaan untuk kantor/satuan
oleh pengguna barang. Supaya pelaksanaan dapat

ip dasar pengawasan, di antaranya sebagai berikut.

orientasi pada Perbaikan
Pengawasan secara filosofis tidak dimaksudkan untuk mencari
kesalahan, tetapi dimaksudkan untuk mencari kondisi permasalahan,
penyebab dan akibatnya sehingga dapat segera dilakukan tindakan
korektif atau langkah perbaikannya sesuai dengan tujuan pengawasan.
b. Penemuan Fakta-Fakta pada setiap Permasalahan
Pengawasan harus menemukan data yang konkret. Untuk itu,
pengawasan harus mendasarkan pada tolok ukur atau kriteria yang
relevan untuk membandingkan suatu kegiatan.
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Bersifat Preventif

Pendekatan kegiatan pengawasan dilakukan secara preventif atau
mengutamakan pencegahan atas pelaksanaan kegiatan yang telah
direncanakan.

Pengawasan adalah Sarana bukan Tujuan

Pengawasan dalam administrasi dan manajemen adalah sebagai
sarana bukan merupakan tujuan. Pengawasan adalah sarana untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan.
Pendekatan pada Masa Sekarang (Aktual)
Bobot perhatian pengawasan adalah pada kegiatan ya dang
dilaksanakan sehingga dapat dicegah terjadi penyala ng
dapat menggagalkan tujuan yang telah ditetapka
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
Pengawasan harus dilakukan secara efisien, rivsegi waktu
maupun biaya. Jangan sampai adanya penga menyebabkan
adanya keterlambatan-keterlambatan ketidakefisienan dalam
pelaksanaan kegiatan yang telah diteta
Tindak Lanjut Hasil Pengawasa

Setiap ada temuan dari apafat awasan secepatnya untuk
ditangani.

Bersifat Pembinaan
Pengawasan meru
para pelaksana
baik dan ben

na yang efektif untuk membimbing
agar kegiatan dapat berjalan dengan
yang direncanakan.

Dalam p a ya sesuai dengan pengendalian internal
pemerinta pengawasan meliputi pengawasan/pemantauan
ber jutan,, evaluasi terpisah dan tindak lanjut atas rekomendasi
saan. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui
pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi
ndakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

luasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu
dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern (SPI) yang
dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji
pengendalian intern. Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan
reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya yang ditetapkan.
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4. Teknik-Teknik Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan sebagai bagian dari pengendalian

secara integral. Secara garis besar teknik-teknik pengawasan meliputi
hal-hal berikut.

a.

o

Pemeriksaan (Audit)
Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional
berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelola
pertanggungjawaban keuangan negara (UU No. 15 t
Jenis pemeriksaan sendiri menurut UU No. 15 tahu
meliputi pemeriksaan kinerja, pemeriksaan atas la
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Inspeksi
Inspeksi merupakan salah satu teknik W, dengan melihat
secara langsung pelaksanaan kegiatan kerjaan di tempat
(on the spot) yang dalam hal tegtentu apabila diperlukan dapat
memberikan petunjuk atau an tindakan korektif agar
kegiatan atau pekerjaan an dan menghasilkan kinerja
sesuai dengan yang di

Supervisi
N engawasan yang paling efektif karena
cara langsung dan sangat dekat dengan

Supervisi merupa
yang sedang berjalan. Untuk itu, supervisi

keuangan,

Monitoring)

n adalah pengawasan tidak langsung antara lain melalui
bangan sistem informasi dan pelaporan serta review dan
luasi terhadap laporan atau informasi yang diterima.
Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan tentang kebenaran laporan,
perhitungan keuangan, dan sebagainya. Walaupun demikian, verifikasi
itu sebagai teknik pengawasan yang lebih bersifat pengujian (to
examine) atas kebenaran material atau keabsahan suatu dokumen,
laporan, perhitungan, dan pencatatan transaksi keuangan atau yang
sejenisnya.
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Mekanisme pelaporan hasil pengawasan atas pengelolaan BMD
adalah jika pengawasan telah dilakukan harus disusun laporan hasil
pengawasan untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Penjelasan
di bawah ini merupakan mekanisme pelaporan setelah pengawasan
dilakukan. Pendekatan mendasarkan pada hasil pengawasan BPK.
Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah
(termasuk di dalamnya pengawasan atas BMD) disampaikan kepada
kepala daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 17 Ayat 3 UU No
15 Tahun 2004 dan Pasal 7 UU No 15 Tahun 2006). Jika dilakukan
pemeriksaan kinerja, laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerj
dengan tujuan tertentu disampaikan pula kepada kepala
dengan kewenangannya (Pasal 17 Ayat 6 UU No 15

5. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tas
Pengelolaan BMD
Apabila terdapat temuan dari pelaksana wasan/pemeriksaan
baik oleh internal auditor maupun e nal auditor harus ditindaklanjuti

sesuai dengan rekomendasi yang ftela tapkan.

Instansi pemerintah sudah
ditindaklanjutinya temuan
hal yang perlu diperti

ekanisme untuk meyakinkan
reviu lainnya dengan segera. Hal-
adalah sebagai berikut.

a. Pimpinan insta tah segera mereviu dan mengevaluasi
temuan audit, ilaian, dan reviu lainnya yang menunjukkan
adanya k an yang mengidentifikasi perlunya perbaikan.

b. Pimpinan pemerintah menetapkan tindakan yang memadai
un nindaklanjuti temuan dan rekomendasi.

i orektif untuk menyelesaikan masalah yang menarik

pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan dalam jangka

yang ditetapkan.

a terdapat ketidaksepakatan dengan temuan atau rekomendasi,
pimpinan instansi pemerintah menyatakan bahwa temuan atau
rekomendasi tersebut tidak tepat atau tidak perlu ditindaklanjuti.

e. Pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan
konsultasi dengan auditor (seperti BPK, aparat pengawasan intern
pemerintah, dan auditor eksternal lainnya) dan pereviu jika diyakini
akan membantu dalam proses penyelesaian audit.
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f.  Pimpinan instansi pemerintah tanggap terhadap temuan dan
rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian
intern. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut.
1) Pimpinan instansi pemerintah yang berwenang mengevaluasi
temuan dan rekomendasi dan memutuskan tindakan yang
layak untuk memperbaiki atau meningkatkan pengendalian.

2) Tindakan pengendalian intern yang diperlukan diikuti untuk
memastikan penerapannya.

Instansi pemerintah menindaklanjuti temuan dan rekomenda$ii audit
dan reviu lainnya dengan tepat. Hal-hal yang perlu diperti kan
adalah sebagai berikut.

a. Masalah yang berkaitan dengan transaksi atau k n tertentu
dikoreksi dengan segera.

b. Penyebab yang diungkapkan dalam temu rekomendasi
diteliti oleh pimpinan instansi pemerin

c. Tindakan diambil untuk memperbai si atau mengatasi

penyebab terjadinya temuan.
d. Pimpinan instansi pemerintah
dan reviu serta rekomend
yang diperlukan telah di an.
e. Pimpinan instansi pe ra berkala mendapat laporan status

r
penyelesaian aud sehingga pimpinan dapat meyakinkan
kualitas dan % aktu penyelesaian setiap rekomendasi.

anjut atas temuan pengawasan dapat berupa:

itor memantau temuan audit
meyakinkan bahwa tindakan

Secara u

a. tinda ratif sesuai dengan peraturan;

tan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
ntutan/gugatan perdata;

pengaduan perbuatan pidana;

dakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian, dan

ketatalaksanaan.

C. Pengendalian BMD
1. Pengertian Pengendalian BMD

Pengendalian adalah usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan
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rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian BMD diperlukan untuk
memastikan bahwa pengadaan dan penggunaan BMD berjalan sesuai
dengan perencanaan kebutuhannya. Pengamanan merupakan kegiatan
tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD dalam bentuk fisik,
administrasi, dan tindakan upaya hukum. Pengelola, pengguna, atau
kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan BMD yang berada dalam
penguasaannya. Prosedur pengamanan BMD meliputi hal-hal berikut.

a. Pengamanan administrasi terdiri atas kegiatan pembukuan, inventarisasi,
pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
b. Pengamanan fisik, untuk selain tanah dan bangunan gdilakukan

dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. Unt anal_tlan
bangunan dilakukan dengan cara pemagaran d asangan
tanda batas.

c. Pengamanan hukum, meliputi pemeriksaan emilikan dan

penyelesaian kelengkapan bukti kepemili eri melakukan
pembinaan pengelolaan BMD dan menetagka bijakan pengelolaan
BMD.

Sesuai dengan PP No. 60 tah
Internal Pemerintah, menyataka

entang Sistem Pengendalian
m Pengendalian Intern adalah
proses yang integral pada tj an kegiatan yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pimpina luruh pegawai untuk memberikan
keyakinan memadai ata &) ya tujuan organisasi melalui kegiatan
yang efektif dan ef % eandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, d terhadap peraturan. Apabila mendasarkan

pengendalian internal pemerintah daerah memang sangatlah
per ilakukan. Pengendalian merupakan komponen penting dalam
pengelolaan BMD dan menjadi dasar bagi pijakan operasional pengelolaan
BMD yang baik dan benar.

Pengendalian BMD yang efektif dapat membantu menjaga barang
milik negara, menjamin tersedianya laporan BMD yang dapat dipercaya,
meningkatkan kepatuhan bagi para pengelola BMD terhadap ketentuan
dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian,
penyimpangan, dan pelanggaran atas pengelolaan BMD.
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Pengendalian BMD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya
pengelolaan BMD, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan BMD
dan ketaatan terhadap peraturan.

2. Lingkup Pengendalian BMD

Lingkup dari pengendalian BMD pada dasarnya meliputi pengendalian
seluruh unsur dalam pengelolaan BMD, dari seluruh/tiap-tia
itulah harus dilakukan pengendalian.

Merujuk pada PP No. 60 tahun 2008, dari uns gendali
sendiri meliputi lima (5) unsur, yaitu lingkungan pen , penilaian
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komuni mantauan
pengendalian intern.

Untuk memperjelas pemahaman beri diuraikan secara singkat
tentang unsur-unsur tersebut.

a. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerint
dan memelihara lingk

menimbulkan perila 0
intern dan manaj
b. Penilaian Risi

in arus memberikan penilaian atas risiko yang
dihadapi isasi, baik dari luar maupun dari dalam.

h pegawai harus menciptakan
lam keseluruhan organisasi yang
mendukung terhadap pengendalian
sehat.

efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

rmasi dan Komunikasi
Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi
pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan
dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu
sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan
pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan
Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke
waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

o
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3. Mekanisme Pengendalian Pengelolaan BMD

Mekanisme pengendalian pengelolaan BMD tentunya memperhatikan
unsur yang akan dilakukan pengendalian, yaitu unsur/tahapan pengelolaan
BMD dikendalikan dengan unsur-unsur pengendalian internal.

Pengendalian ini dilakukan oleh pejabat yang memang memiliki
kapasitas dalam pengendalian BMD. Bagian ini akan menjelaskan
lebih rinci terhadap unsur-unsur pengendalian 5 hal tersebut, dengan
harapan uraian yang lebih rinci ini akan membantu pemahaman dan
pelaksanaan pengendalian BMD.

a. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai h nciptakan
dan memelihara lingkungan dalam keseluruh isasi yang
menimbulkan perilaku positif dan mendukung gendalian
intern dan manajemen yang sehat.
Dalam pengendalian pengelolaan BMD, seluru uryang pengelolaan
BMD (perencanaan kebutuhan dan garan, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, peng an dan pemeliharaan, penilaian,
penghapusan, pemindahtangaha natausahaan, pembinaan,
pengawasan, dan pengendali u didukung oleh lingkungan

pengendalian yang ko tercapai tujuan pengelolaan BMD

dengan baik.

Guna mencipta N an pengendalian yang kondusif maka
embina/Kuasa Pengguna, dan lain-lain)

wajib meneipta emelihara lingkungan pengendalian yang

setiap penge
menimbu ku positif dan kondusif untuk penerapan sistem

pen ian intern dalam lingkungan kerjanya terkait dengan
un pengelolaan BMD.
ya tersebut dapat dilakukan melalui:

negakan integritas dan nilai etika;

komitmen terhadap kompetensi;

3) kepemimpinan yang kondusif;

4) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;

5) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

6) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan sumber daya manusia;
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7) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang
efektif;
8) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
Penilaian Risiko
Pengendalian BMD harus memberikan penilaian atas risiko yang
dihadapi unit organisasi, baik dari luar maupun dari dalam berkenaan
dengan pengelolaan BMD. Dalam penilaian risiko terdapat 2 hal
yang harus diperhatikan, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.
Identifikasi risiko adalah usaha sistematis untuk menepatukan
ancaman terhadap rencana proyek-proyek. Tujuan identifika
untuk menghindari risiko jika memungkinkan serta m
setiap saat diperlukan. Identifikasi risiko dilakukan sekurang-
kurangnya menggunakan metodologi yang s uk tujuan
instansi pemerintah dan tujuan pada ting iatan secara
komprehensif, menggunakan mekanis madai untuk
mengenali risiko dari faktor ekstern angfaktor internal; dan
menilai faktor lain yang dapat mening risiko.
Analisis risiko adalah suatu met ilaksanakan untuk menentukan
dampak dari risiko yang tela ifikasi terhadap pencapaian
tujuan instansi pemerintah berkaitan dengan pengelolaan
BMD. Pembina dan p terkait dengan pegelolaan BMD
dalam melakukan isiko dengan memperhatikan hal-hal
sebagal berikut
Pimpinan pemerlntah menetapkan proses formal dan

mforrv enganaI|5|s risiko berdasarkan kegiatan sehari-

sifikasi risiko rendah, menengah, atau tinggi sudah

Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah yang berkepentingan

ikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko.

Risiko yang diidentifikasi dan dianalisis relevan dengan tujuan

kegiatan.

5) Analisis risiko mencakup perkiraan seberapa penting risiko
bersangkutan.

6) Analisis risiko mencakup perkiraan kemungkinan terjadinya
setiap risiko dan menentukan tingkatannya.

7) Cara terbaik mengelola atau mengurangi risiko dan tindakan
khusus yang harus dilaksanakan sudah ditetapkan.
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Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian BMN dilakukan pada setiap tahapan yang ada

pada unsur-unsur pengelolaan BMD. Dalam melakukan pengendalian

BMD tentunya perlu memperhatikan hal-hal penting, di antaranya

sebagai berikut.

1) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok
pengelolaan BMD.

2) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian
risiko atas pengelolaan BMD maupun atas BMD itu sendiri.

3) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan de sifat
khusus BMD yang dikelola dan dimiliki.

4) Kebijakan dan prosedur pengendalian BMD
secara tertulis.

5) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaks
ditetapkan secara tertulis.

6) Kegiatan pengendalian dievaluasi secafa teratur untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut masih s n berfungsi seperti
yang diharapkan.

Khusus berkenaan dengan pengefda

perlu memperhatikan hal- .

1) Kebijakan dan pr gamanan fisik telah ditetapkan,
diimplementasi ikomunikasikan ke seluruh pegawai.

2) Instansi pe i elah mengembangkan rencana untuk
identifika ngamanan aset infrastruktur.

3) Aset b o hilang, dicuri, rusak, digunakan tanpa hak
sepe unai, surat berharga, perlengkapan, persediaan

atan, secara fisik diamankan dan akses ke aset

dikendalikan.

seperti uang tunai, surat berharga, perlengkapan, persediaan

itetapkan

n'sesuai yang

et fisik, dalam pelaksanaannya

A
@n peralatan secara periodik dihitung dan dibandingkan dengan
catatan pengendalian. Setiap perbedaan diperiksa secara teliti.

5) Uang tunai dan surat berharga yang dapat diuangkan dijaga
dalam tempat terkunci dan akses ke aset tersebut secara ketat
dikendalikan.

6) Formulir seperti blangko cek dan surat perintah membayar,
diberi nomor urut tercetak (prenumbered), secara fisik diamankan
dan akses ke formulir tersebut dikendalikan.
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7) Penanda tangan cek mekanik dan stempel tanda tangan secara
fisik dilindungi dan aksesnya dikendalikan dengan ketat.

8) Peralatan yang berisiko dicuri diamankan dengan dilekatkan
atau dilindungi dengan cara lainnya.

9) Identitas aset dilekatkan pada meubelair, peralatan, dan
inventaris kantor lainnya.

10) Persediaan dan perlengkapan disimpan di tempat yang diamankan
secara fisik dan dilindungi dari kerusakan.

11) Seluruh fasilitas dilindungi dari api dengan menggunakangalarm
kebakaran dan sistem pemadaman kebakaran.

12) Akses ke gedung dan fasilitas dikendalikan d
penjaga, atau pengendalian fisik lainnya.

13) Akses ke fasilitas di luar jam kerja dibatasi ikendalikan
dan mengarahkan agar pekerjaan yang akan berjalan
sesuai dengan rencana yang telah di

r,

bagi pijakan operasiona dan BMD yang baik dan benar.
Pengendalian BMD yan dapat membantu menjaga barang
milik negara, men& sedianya laporan BMD yang dapat
kepatuhan bagi para pengelola BMD

n peraturan yang berlaku, serta mengurangi

dipercaya, m
terhadap keten
ugian, penyimpangan, dan pelanggaran atas

risiko te
pen aa .

P J MD dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan
ang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
ian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya
gelolaan BMD, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan
BMD dan ketaatan terhadap peraturan.

Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi
pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan
dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu
sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan
pengendalian dan tanggung jawabnya.
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Demikian juga berkenaan dengan komunikasi, pimpinan instansi
pemerintah harus memastikan terjalinnya komunikasi internal yang
efektif, khususnya berkenaan dengan pengelolaan BMD.
Pengelolaan BMD dapat dikelola dengan baik apabila informasi dapat
tersaji dengan baik, demikian juga berkenaan dengan komunikasi
yang terkait dengan pengelolaan BMD. Dengan adanya informasi dan
komunikasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dengan pengelolaan
BMD maka kemanfaatan BMD akan optimal adanya.
Dalam mengelola informasi dan komunikasi diperlukan hal-hal
sebagai berikut.
1) Adanya arahan yang jelas tentang tugas yang ha an
oleh semua jenjang organisasi yang ada.
2) Setiaptugas yang diberikan kepada pegawaisu unikasikan
antara pihak yang terlibat. Termasuk di d adanya fungsi
pengawasan, hubungan dengan peg ak yang lain.
3) Pemberitahuan sejak awal kepadafSsemua pihak yang terkait
dengan pengelolaan BMD jika da aksanaan kegiatan.
Apabila terjadi hal-hal y idak dikehendaki, diperlukan
langkah-langkah yang tep
4) Peluang untuk melak
pihak-pihak yang

kesempatan ya €
5) Diinformasi seluruh pihak terkait jika ada kendala

dalam ko dan informasi yang normal maka ada jalan/
meka e ang dapat ditempuh.
6) Semu endapatkan jaminan, tidak akan mendapatkan
yang mengancam, balas dendam dan sejenisnya apabila
memberikan informasi yang negatif (penyimpangan).
buka komunikasi dengan pihak pengawasan internal

nikasi dan informasi antara
gan pengelolaan BMD diberikan

upun eksternal berkenaan dengan berbagai hal (risiko

! penilaian, capaian kinerja, inisiatif, dan lain-lain)

Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke
waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu
lainnya dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan merupakan unsur
pengendalian. Pemantauan dilaksanakan melalui pemantauan
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya.
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Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan
rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang
terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan
melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas sistem
pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan
intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan
menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian
rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetap
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BAB XIV

PENGELOLAAN BMD PADA BLUD

¢

A. Pengelolaan BM LUD

BMD yang diguna
yang tidak dipisahk
bersangkutan. Peng
pengelolaan B
kegiatan pela

UD merupakan kekayaan daerah
nyelenggarakan kegiatan BLUD yang
harus memedomani ketentuan mengenai
aatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan
um sesuai dengan tugas dan fungsi BLUD.

SKPD atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan
h yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
erupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa
akan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
an pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pengelolaan Keuangan BLUD mempunyai pola yang memberikan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
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Ketentuan mengenai pengelolaan BMD yang dimiliki oleh BLUD
diatur dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 yang merupakan
pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan BLUD. Ketentuan tersebut
menjelaskan hal-hal berikut.

1. Barang Inventaris Milik BLUD bukan Berupa Aset Tetap
Barang inventaris milik BLUD berupa barang pakai habis, barang
untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi
persyaratan sebagai aset tetap, dapat dihapus atau dialihkan kepada
pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan car
ditukar, atau dihibahkan. Hasil penjualan barang inventarj ebut
merupakan pendapatan BLUD dan dituangkan sec
dalam laporan keuangan BLUD.

2. Barang Inventaris Milik BLUD berupa Aset Te

BLUD tidak boleh mengalihkan atau menghapus tetap, kecuali
atas persetujuan pejabat yang berwenan i ang dimaksud
merupakan aset berwujud yang mempunyai a manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan kegiatan BLUD atau

dimanfaatkan oleh masyarakat
penghapusan aset tetap terseb
nilai dan jenis barang sest

Kewenangan pengalihan atau
enggarakan berdasarkan jenjang
gan ketentuan. Hasil pengalihan
aset tetap tersebut me endapatan BLUD dan diungkapkan
secara memadai da aporan keuangan BLUD. Pengalihan atau
penghapusan a a rsebut harus dilaporkan kepada kepala
daerah melal ris daerah/kepala SKPD. Kemudian jika ada

penggun t p untuk kegiatan yang tidak terkait langsung
dengan, tu fungsi BLUD harus mendapat persetujuan kepala
da elalyi sekretaris daerah.

3. ntaris milik BLUD berupa Aset Tetap dalam Bentuk
n Bangunan

dan bangunan milik BLUD harus disertifikatkan atas nama

pémerintah daerah yang bersangkutan dan jika ada tanah dan

bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan
tugas dan fungsi BLUD, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BLUD
dengan persetujuan kepala daerah.

BMD yang digunakan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.
Pengelolaannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan
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pemerintah mengenai pengelolaan BMD dan peraturan pelaksanaannya,
kecuali terhadap barang yang dikelola atau dimanfaatkan sepenuhnya
untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan
tugas dan fungsi BLUD, diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah
tentang badan layanan umum dan peraturan pelaksanaannya.

Seluruh penerimaan dari pengelolaan BMD selain yang dikelola
atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan
fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan wajib disetorkan ke kas umum
negara/daerah sebagai penerimaan negara/daerah.
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BAB XV

PENGELOLAAN BMD
BERUPA RUMAH NEGARA ‘

¢

A. Pengertian dan Hukum BMD

Berupa Ruma
Rumah negar n BMD yang diperuntukkan sebagai

tempat tinggal at dan sarana pembinaan serta menunjang

pelaksanaan e atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah

yang bersangk
K

ne

menetapkan status penggunaan golongan rumah
pan status penggunaan didasarkan pada permohonan
tatus penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

mah negara dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai
berikut.

1. Rumah Negara Golongan |
Rumah negara golongan | adalah rumah negara yang dipergunakan
bagi pemegang jabatan tertentu karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya
terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang
jabatan tertentu tersebut.

271



2. Rumah Negara Golongan Il
Rumah negara golongan Il adalah rumah negara yang mempunyai
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya
disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri sipil pemerintah
daerah yang bersangkutan. Termasuk dalam rumah negara golongan
Il adalah rumah negara yang berada dalam satu kawasan dengan
SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mes/asrama pemerintah
daerah.

3. Rumah Negara Golongan Il
Rumah negara golongan Ill adalah rumah negara yang tidak

termasuk golongan | dan golongan Il yang dapat da
penghuninya.
BMD berupa rumah negara hanya dapat digu ai tempat

tinggal pejabat atau pegawai negeri sipil pe @ daerah yang
bersangkutan yang memiliki Surat Izin Pengh ( engguna barang
wajib mengoptimalkan penggunaan BMD be rdmah negara golongan
| dan rumah negara golongan Il dalam men g pelaksanaan tugas
dan fungsi. Pengguna barang ru ara golongan | dan rumah
negara golongan Il wajib menye MD berupa rumah negara
yang tidak digunakan kepa a daerah.

| ditandatangani pengelola barang.
% n Il dan golongan Il ditandatangani
alWistri yang berstatus pegawai negeri sipil

ersangkutan hanya dapat menghuni satu
rumah negara lian terhadap ketentuan hanya dapat diberikan
apabila i istri tersebut bertugas dan bertempat tinggal di
daera inan.

SIP untuk rumah ne
SIP untuk rumah ne
pengguna barang.

B. ggunaan Rumah Negara

BMD berupa rumah negara dapat dilakukan alih status penggunaan.
Alih status penggunaan meliputi hal-hal berikut.

1. Antarpengguna barang untuk rumah negara golongan | dan rumah
negara golongan Il

2. Dari pengguna barang kepada pengguna barang rumah negara
golongan |l untuk rumah negara golongan Il yang akan dialihkan
statusnya menjadi rumah negara golongan Il

272 OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



3. Dari pengguna barang rumah negara golongan Ill kepada pengguna
barang, untuk rumah negara golongan lll yang telah dikembalikan
status golongannya menjadi rumah negara golongan Il.

Pengalihan status penggunaan dilakukan setelah terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari kepala daerah. Alih status penggunaan
hanya dapat dilakukan apabila BMD berupa rumah negara telah berusia
paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh pemerintah daerah
atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai rumah negara.
Usulan alih status penggunaan harus disertai sekurang-kurangnya @éngan
hal-hal berikut.

1. Persetujuan tertulis dari kepala daerah mengenai p
golongan rumah negara dari rumah negara golo
rumah negara golongan IlI.

2. Surat pernyataan bersedia menerima pen
barang rumah negara golongan Il

3. Salinan keputusan penetapan status r

4. Salinan SIP rumah negara golo Il.

5. Gambar ledger/gambar arsip umah dan gambar situasi.

an status
Il menjadi

ari pengguna

gara golongan II.

penuh atas kebenaran dan
iterbitkan dalam rangka pengajuan
an. Proses pengajuan dan pemberian
aan mengikuti ketentuan mengenai alih

Pengguna barang bertang
keabsahan data dan doku
usulan pengalihan statu
persetujuan alih sta
status penggunaant

Jika dipe la daerah dapat melakukan alih fungsi BMD
golongan | dan rumah negara golongan Il, menjadi
Alih fungsi BMD berupa rumah negara golongan |
ara golongan |l ditetapkan oleh kepala daerah.

ta Cara Pengalihan Hak Rumah Negara

Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan rumah negara hanya
dapat dilakukan terhadap BMD berupa rumah negara golongan Il
Penjualan BMD berupa rumah negara dilakukan kepada penghuni yang
sah. Penjualan BMD berupa rumah negara dilakukan dengan mekanisme
tidak secara lelang. Penjualan BMD berupa rumah negara hanya dapat
dilakukan terhadap rumah negara yang tidak dalam keadaan sengketa.
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Penjualan rumah negara golongan Ill dilakukan oleh pengelola
barang setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari kepala
daerah. Penjualan BMD berupa rumah negara golongan Il dilakukan
dalam bentuk pengalihan hak rumah negara golongan Ill. Jika usulan
penjualan BMD berupa rumah negara golongan Ill disetujui, kepala daerah
menerbitkan surat persetujuan penjualan BMD berupa rumah negara
golongan lll. Jika usulan penjualan BMD berupa rumah negara golongan
Il tidak disetujui, kepala daerah menerbitkan surat penolakan usulan
penjualan BMD berupa rumah negara golongan |l disertai alasannya.

Pengajuan usul penjualan BMD berupa rumah negar ngan
Il dilakukan oleh pengguna barang rumah negara golon Il da
kepala daerah, yang sekurang-kurangnya disertai d data dan
dokumen berikut.

1. Surat pernyataan dari pengguna barang ru ara golongan
Il yang menyatakan bahwa rumah ne y. lusulkan untuk
dijual tidak dalam keadaan sengketa.

2. Keputusan penetapan status rumah ne olongan Il

3. Persetujuan pengalihan dan p n status penggunaan BMD.

4. Surat Izin Penghunian (SIP),r h ara golongan Il

5. Gambar/ledger, lokasi, tah an, luas tanah, dan bangunan

rumah negara golonga
Surat pernyataan ke
Il dari pengg

Pengguna Qah negara golongan Il bertanggung jawab
penuh atas dan keabsahan data dan dokumen. Rumah
negara dapat dialihkan haknya adalah rumah negara golongan

Il yan

o

ngalihan hak rumah negara golongan
umah negara golongan |ll.

umur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam
k eta. Umur rumah negara diperhitungkan berdasarkan
p status atau pengalihan status oleh kepala daerah. Rumah
negaf@’hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan
penghuni melalui pengguna barang/kuasa pengguna barang. Penghuni
rumah negara golongan lll dapat mengajukan permohonan pengalihan
apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh)
tahun atau lebih sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
bersangkutan. Jika suami dan istri mendapat SIP untuk menghuni rumah
negara golongan lll, pengalihan hak hanya dapat diberikan kepada
salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah
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membeli atau memperoleh fasilitas rumah atau tanah dari pemerintah
berdasarkan ketentuan. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang
telah memperoleh rumah atau tanah dari pemerintah tidak dapat lagi
mengajukan permohonan pengalihan hak atas rumah negara golongan
lll. Pengalihan hak rumah negara golongan Ill kepada penghuninya
ditetapkan oleh kepala daerah.

Penghuni rumah negara golongan Ill yang dapat mengajukan
permohonan pengalihan hak kepada pengguna barang harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut.

1. Pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersang
a. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (
b. Memiliki SIP yang sah.
c. Belum pernah membeli atau memperole mah atau

tanah dari pemerintah berdasarkan pera ang berlaku.

2. Pensiunan pegawai negeri sipil pemerinta g bersangkutan
a. Menerima pensiun dari negara.
b. Memiliki SIP yang sah.
c. Belum pernah membeli at

h)

peroleh fasilitas rumah atau
tanah dari pemerintah n peraturan yang berlaku.

3. Janda/duda pegawainegeris intah daerah yang bersangkutan
a. Masih berhak m jangan pensiun dari negara jika:

1) almarhums& trinya sekurang-kurangnya mempunyai

masa puluh) tahun;

2) masa arhum suaminya/isterinya ditambah dengan
sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

IP yang sah.
pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah atau
h berdasarkan peraturan yang berlaku.
da/duda pahlawan, yang suaminya/istrinya dinyatakan sebagai
pahlawan berdasarkan peraturan yang berlaku
a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara.
b. Memiliki SIP yang sah.
c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah atau
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan.
5. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara
a. Masih berhak menerima tunjangan pensiun dari negara.
b. Memiliki SIP yang sah.

Ea
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c. Belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah atau
tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku.
6. Apabila penghuni rumah negara golongan lll meninggal dunia,
pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud
dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
7. Apabila pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan/
penghuni yang bersangkutan meninggal dan tidak mempunyai anak
sah, rumah negara kembali ke pemerintah daerah.
8. Atas permohonan pengguna barang mengajukan usulan pegjualan
rumah negara golongan lll kepada kepala daerah.
9. Kepala daerah melakukan penelitian dan pengkajian seba an
pertimbangan persetujuan kepala daerah atas p nan yang
diajukan penghuni rumah negara golongan IlI.

Kepala daerah melalui pengelola barang skan penilai
untuk melakukan penilaian atas rumah ne 0 Il yang akan
dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada ala daerah. Dalam
melakukan penelitian dan pengkajian, kepala ah dapat membentuk
tim. Hasil penelitian dan pengkaji angkan dalam berita acara
dan disampaikan kepada gubgrn i/wali kota sebagai bahan
pertimbangan persetujuan penj ah negara golongan lll. Kepala
daerah menyetujui dan n pengalihan hak rumah negara
golongan lI berdasarkan i ngan. Persetujuan dilakukan dengan
menerbitkan sura dan penetapan dengan menerbitkan
surat keputusan. an penjualan BMD berupa rumah negara
golongan |l uk pengalihan hak harus dilaporkan kepada
kepala daérah an melampirkan salinan keputusan pengalihan
hak r dan penetapan harga rumah negara golongan IlI
itan keputusan. lika kepala daerah tidak menyetujui
an permohonan, kepala daerah memberitahukan kepada
pe a barang rumah negara golongan Il disertai alasannya untuk
disampaikan kepada pengguna rumah negara golongan IIl.

Berdasarkan persetujuan, kepala daerah menetapkan harga rumah
beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian. Harga rumah negara
golongan llI ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pengalihan rumah negara golongan Il dilakukan dengan cara sewa
beli. kepala daerah menandatangani surat perjanjian sewa beli rumah
negara golongan Ill. Pembayaran harga rumah negara golongan llI
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dapat dilaksanakan secara angsuran dan disetor ke kas umum daerah.
Apabila rumah yang dialihkan haknya terkena rencana tata ruang,
pembayarannya dapat dilakukan secara tunai. Pembayaran angsuran
pertama ditetapkan paling sedikit 5% (lima puluh persen) dari harga
rumah negara golongan Il dan dibayar penuh pada saat perjanjian
sewa beli ditandatangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan sesuai dengan ketentuan.

Penghuni yang telah membayar lunas harga rumah negara golongan
lll beserta tanahnya memperoleh penyerahan hak milik r dan
pelepasan hak atas tanah. Penghuni yang telah memperolehgpe an
hak milik dan pelepasan hak atas tanah wajib mengaju mohonan
hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang ber asan hak
atas tanah atau penyerahan hak milik rumah s hapusan dari
daftar BMD ditetapkan dengan keputusan kep epala daerah
menyerahkan surat keputusan penyerahan h llikgsumah dan pelepasan
hak atas tanah kepada penghuni yang te bayar lunas harga
rumah beserta harga tanahnya sesuaipperjanjian sewa beli. Penghuni
yang telah memperoleh surat kep enyerahan hak milik rumah
dan pelepasan hak atas tan ngajukan permohonan hak
untuk memperoleh sertifika tanah kepada kantor pertanahan

setempat sesuai dengangke . Surat keputusan penyerahan hak
milik rumah dan pelepasa k
penghapusan dari .

as tanah untuk ditindaklanjuti dengan
enghapusan Rumah Negara
BMD berupa rumah negara dilakukan berdasarkan
nghapusan yang diterbitkan oleh pengelola barang untuk

an dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna barang dan
daerah untuk penghapusan dari daftar BMD pengelola barang.

Penghapusan BMD berupa rumah negara meliputi:

1. penghapusan BMD berupa rumah negara golongan | dan rumah
negara golongan |l dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna
kepada kepala daerah atau pengguna barang/kuasa pengguna
barang lainnya;
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2. penghapusan BMD berupa rumah negara golongan Il dari daftar
barang pengguna/kuasa pengguna kepada kepala daerah atau
pengguna barang/kuasa pengguna barang lain rumah negara
golongan lI;

3. penghapusan BMD berupa rumah negara dari Daftar BMD.

Penghapusan BMD berupa rumah negara dilakukan sebagai tindak
lanjut dari:

1. penyerahan kepada Kepala daerah;
2. alih status penggunaan kepada pengguna barang/kuasa pengguna

barang lain;

3. penjualan rumah negara golongan llI;

4. sebab-sebab lain yang secara normal dapat di an wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain beptana alam

atau terkena dampak dari terjadinya force

Penghapusan dari daftar BMD dilakukafiiseba@ai tindak lanjut dari
penjualan rumah negara golongan Il atau se ab lain yang secara
normal dapat diperkirakan wajar me enyebab penghapusan, antara
lain terkena bencana alam, atau e ampak dari terjadinya force
majeure.

Penghapusan BMD begu egara dilakukan setelah keputusan
penghapusan diterbitkan%

1. pengelola bar
rumah negara

D berupa rumah negara golongan | dan

n Il untuk penghapusan dari daftar barang
gguna;

g rumah negara golongan lll untuk penghapusan dari

pengguna/kuasa pengguna rumah negara golongan

daerah untuk penghapusan dari daftar barang pengelola
ng.

Pengelola barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan
kepada kepala daerah dengan melampirkan keputusan penghapusan dari
daftar barang pengguna/kuasa pengguna. Pengelola barang menyampaikan
laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan rumah negara
golongan |l kepada kepala daerah dengan melampirkan:

1. keputusan penghapusan dari daftar barang pengguna/kuasa pengguna
rumah negara golongan IlI;

278  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



2. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas
tanah rumah negara golongan llI;
3. perjanjian sewa beli.

Nilai BMD berupa rumah negara yang dihapuskan sebesar nilai
yang tercantum dalam daftar barang pengelola/daftar barang pengguna/
daftar barang kuasa pengguna atau daftar BMD.

E. Tata Cara Penatausahaan Rumah Nega

Penatausahaan BMD berupa rumah negara melipu an
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. penggun ng/klasa
pengguna barang dan pengelola barang melakuk tausahaan
BMD berupa rumah negara. Penatausahaan elengkap
dari penatausahaan BMD antara lain alih sta aan dan alih
status golongan, alih fungsi, penjualan ru ra golongan Il dan
penghapusan.

Inventarisasi dalam rangka penat an BMD berupa rumah negara
dilakukan sekurang-kurangnya sek 5 (lima) tahun. Pelaksanaan

Inventarisasi dilakukan untuk an data administrasi dan fisik
BMD berupa rumah negara rangnya meliputi bukti kepemilikan
tanah dan bangunan, & nggunaan, status penghunian, nilai

dan luas tanah dan alamat, lokasi dan tipe bangunan dan
kondisi bangunan entarisasi dilaporkan oleh pengelola barang
atau penggun asa pengguna barang kepada kepala daerah.

a

angka penatausahaan BMD berupa rumah negara

n
tiap semesteran dan tahunan. Pengguna barang menyusun

F. Pengawasan dan Pengendalian Rumah
Negara

Pengguna barang melakukan pengawasan dan pengendalian BMD
berupa rumah negara yang berada dalam penguasaannya.
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G.

Beberapa Permasalahan Pengelolaan Rumah
Negara

Berbagai ketentuan yang baru saja disampaikan di atas sering

menjadi persoalan dalam pengelolaan rumah negara. Ada kasus pejabat
yang sudah pensiun, tetapi masih menempati rumah negara golongan
Il. Permasalahan lain yang sering terjadi berkaitan dengan rumah negara
ini adalah sebagai berikut.

1.

280

Banyak rumah negara yang belum dimanfaatkan secara imal.
Misalnya banyak rumah negara yang tidak dihuni ( . Di
beberapa daerah di Indonesia, masih banyak rum inasyang
tidak dihuni (kosong). Jika hal ini dibiarkan terl a, dapat
berdampak pada rusaknya rumah tersebut, nya akan
membebani negara untuk membiayai perbai ah tersebut.
Banyak praktik pungutan tak resmi ol e lama kepada
penghuni baru yang akan menempati{fumahidinas. Di beberapa
daerah di Indonesia khususnya di kota b anyak terjadi praktik
pungutan liar oleh penghuni la ada penghuni yang baru. Hal
ini tentunya bertentangan de turan yang berlaku. Praktik
seperti ini terjadi karena inginan penghuni lama untuk

mendapatkan uang pen pensasi atas biaya yang selama ini
telah mereka keIuarN merawat atau merenovasi rumah. Hal
ini dapat mem wai/pejabat baru yang ingin menempati
rumah dinas, nimbulkan mindset seolah-olah rumah dinas
tersebut dan menjadi milik pribadi penghuninya, yang
jika di an berdampak pada sulitnya menginstruksikan
pe but untuk keluar dari rumah tersebut ketika habis

nyak rumah dinas yang dihuni oleh orang yang sebenarnya
agi berhak menghuni rumah dinas tersebut. Misalnya, pegawai
yang sudah pensiun atau mutasi.

Di daerah tertentu khususnya di kota besar, jumlah rumah dinas
tidak sepadan dengan jumlah pegawai.
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BAB XVI

PENGELOLAAN BMD UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendahuluan

Pengelolaan BMD

mendukung pemban

efan yang semakin strategis dalam

‘ ertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu,

pemerintah daera cara serius berupaya untuk mengoptimalkan
peran tersebut sehin D tidak lagi dipandang sebagai sumber daya
pasif, tetapi s duktif dapat dikelola dan dikembangkan untuk
kepenti rakat. Strategi yang akan digunakan untuk mewujudkan
hal te ah dengan melakukan pembangunan basis data BMD
y an akurat, serta menjalankan strategi pengelolaan BMD
b insip the highest and best use. Harapannya setiap nilai aset
yan iliki oleh pemerintah daerah ini dapat memberikan imbal balik/
return yang positif sesuai dengan potensi terbaik atas aset tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Pengelolaan
BMD harus dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang pelaksanaan
kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan masyarakat.

Dalam mengelola BMD demi menunjang pendapatan asli daerah,
perlu adanya perencanaan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh
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gambaran kebutuhan BMD serta dapat menjaga dan meningkatkan
kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Selain itu,
pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan lebih lanjut mengenai
sistem informasi data aset pemerintah agar meminimalisasi terjadinya
permasalahan-permasalahan yang akan mengacaukan pengelolaan barang.
Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan
pengelolaan BMD akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data
mengenai BMD sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan
laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah gdaerah
juga harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang te rkait
pengelolaan BMD agar dapat menentukan langkah-langk ya
dalam pelaksanaan pengelolaan BMD.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Keuang R
Indrawati, mengatakan perbedaan negara maju d @ donesia yang
merupakan negara berkembang, adalah n asetnya kerja
keras sementara mereka bekerja biasa-biaga, seflangkan di Indonesia
orangnya bekerja sangat keras sementara a tidur.

i Mulyani

Hal ini menggambarkan masi k aset daerah yang belum
dioptimalkan untuk pelayanan gu peningkatan kesejahteraan
rakyat. Pernyataan di atas seka gonfirmasi bahwa aset negara

mempunyai peranan yang,s ing untuk kemajuan suatu bangsa.
N
a
B. M
U
m
i

Aset daerah dimaksud et tangible maupun intangible yang
dimiliki oleh pemegi h dan BUMD.
eni n Infrastruktur

rintah pusat maupun pemerintah daerah untuk

a infrastruktur akan meningkatkan juga indeks daya saing

r secara global. Daya saing tersebut akan menarik investor

do ik dan asing untuk melakukan investasi yang pada akhirnya

menggerakkan ekonomi daerah. Pembangunan infrastruktur memberikan

manfaat jangka pendek, menengah, dan panjang, serta memberikan

multiplier efek untuk ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Di

bidang ekonomi, pembangunan infrastruktur akan menyerap tenaga kerja,

menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, memangkas biaya

transportasi. Investasi pemerintah daerah melalui pembangunan infra-

struktur akan bermuara pada perekonomian daerah dan kesejahteraan
rakyat. Hal ini selaras dengan Teori Harod-Domar yang menyatakan
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investasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi
perekonomian.

Di samping berkontribusi terhadap perekonomian, pembangunan
infrastruktur juga meningkatkan konektivitas, pemerataan pembangunan
dan peradaban baru. Banyak daerah-daerah yang terisolasi menjadi
terbuka dengan adanya pembangunan jalan, jembatan, saran komunikasi,
dan lain-lain.

C. Optimalkan Aset Daerah untuk
Kesejahteraan Rakyat

Melihat pemerintah terhadap peran penting aset ut dalam
pelayanan dan peningkatan kesejahteraan raky elayaknya
aset daerah dimaksimalkan penggunaan dan pe nnya. Dalam
terminologi pengelolaan aset pemerintah rah,“terdapat 2 (dua)
istilah yaitu penggunaan dan pemanfaat . Penggunaan aset
digunakan dalam pengelolaan aset u melaksanakan tugas dan fungsi
pemerintah. Pemerintah harus alkan penggunaan asetnya
untuk pelayanan publik. Peng seharusnya mengacu pada
standar barang dan standa an, dimana kebutuhan aset harus
disesuaikan dengan keb, m pelayanan dan SDM. Misalnya,
luasan gedung kantg angun/digunakan seefisien mungkin.
Pemerintah daera nya mulai melaksanakan flexible working
space yang menciptakafefisiensi penggunaan ruangan dan sumber
daya lainnya.

Unt e D yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi
termas eharusnya dilakukan pemanfaatan oleh pihak ketiga.
Tuj faatan aset tersebut untuk meningkatkan pendapatan
n S 9erkontribusi untuk perekonomian/dunia usaha, mengamankan
dan &fisiensi pemeliharaan aset pemerintah. Pemanfaatan aset dilakukan
antara lain dengan sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, dan
kerja sama penyediaan infrastruktur.

Jika penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah digunakan
maksimal oleh seluruh satuan kerja pemerintah pusat/daerah maka
aset pemerintah akan memberikan kontribusi maksimal untuk pelayanan
publik, dunia usaha/perekonomian, dan penerimaan daerah. Terjadi
efisiensi anggaran untuk pengadaan dan pemeliharaan agar BMD
terpelihara dengan baik.
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Untuk infrastruktur yang telah dibangun, pemerintah daerah harus
mendorong kemanfaatannya untuk pelayanan publik dan perekonomian
daerah. Peranan pemerintah daerah sangat sentral dalam memanfaatkan
infrastruktur secara maksimal bersinergi dengan pihak-pihak terkait.
Optimalisasi infrastruktur di daerah dapat dilakukan antara lain dengan
melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan
infrastruktur, meningkatkan belanja termasuk untuk infrastruktur daerah
yang mendukung optimalisasi infrastruktur yang dibangun oleh dan
pemerintah daerah dalam meningkatkan kondusivitas berusaha

Optimalisasi BMD merupakan proses menggunakan atau mem Ikan
penggunaan BMD, yang merupakan salah satu jenis e ya
yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk meningka ndapatan
daerahnya apabila dikelola dengan tepat. Pengopii ari suatu
BMD dapat menghasilkan manfaat yang lebih ata endatangkan
pendapatan.

\}

284 0PTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



DAFTAR PUSTAKA

¢

Semester | Tahun 2021. BPK-

BPK-RI. (2021). Ikhtisar Hasil P
RI. https://www.bpk.g
Dr. Jan Hoesada, K. (2

21/

tansi Revaluasi Aset Pemerintahan —

Komite Standar emerintahan. KSAP. https://www.ksap.

org/sap/akunt$ uasi-aset-pemerintahan/

Permendagri or ahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
BMD, (2 s://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137669/

0-19-tahun-2016

mor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan

an, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD, Kemendagri (2021).

0, A. (2012). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah:

od Governance. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Siagian. (2001). Kerangka Dasar lImu Administrasi. Rineka Cipta.

Suwanda, D. (2013). Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda. PPM Jakarta.
https://library.unismuh.ac.id/opac/detail-opac?id=659

Suyamto, S. (1997). Implementasi Kebijakan Pengawasan Melekat:
Suatu Studi di Lingkungan Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri.
Universitas Gadjah Mada.

285






GLOSARIUM

Adendum : ketentuan atau pasal tambahan, misa
Administrasi : usaha dan kegiatan yang meliputi
serta penetapan cara-cara penyel
organisasi
Aktiva : (harta) kekayaan, baik y b&fupa uang maupun
benda lain yang dapat dini
yang tidak berwuj
Akuntabilitas : pertanggungjaw,

lam akta.
n tujuan
an pembinaan

ngan uang ataupun
a nyata, seperti hak paten.
eadaan yang dapat dimintai

pertanggun

Amortisasi : penghap ernyataan tidak berlaku terhadap
surat—su& rga yang nilainya telah dibayarkan

ke lah hilang; penyusutan secara berangsur-
an utang atau penyerapan nilai kekayaan yang
wujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau
keuntungan (royalti) ke dalam pos biaya, selama
gka (waktu) tertentu.

Fo. gagal menjalankan kewajibannya dikarenakan kejadian

yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan.

Gir : merupakan status kepemilikannya berbentuk surat
sebagai bukti hak penguasaan.

Inventarisasi : kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan BMD.

Kahar : keadaan yang sewenang-wenang yang terjadi di luar
kewenangan manusia untuk menduganya terjadi. Karena
tidak dapat diduga, maka dengan sendirinya manusia
tidak dapat mencegah atau mengantisipasi kejadian
tersebut.
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Mutatis

mutandis : perubahan-perubahan yang diperlukan atau penting.

Nomenklatur : merupakan sebutan yang bersifat ringkas untuk meng-
identifikasikan suatu jabatan. Perumusan nama jabatan
mendasarkan pada tindak kerja, bahan kerja, perangkat
kerja, dan hasil kerja.

Otonomi : kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu
gugat.

Outsourcing : penggunaan tenaga kerja dari pihak ketigaq yang
digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan t u di
dalam perusahaan.

Stock

opname : kegiatan perhitungan jumlah stok pers n barang

dagang secara fisik dan meny, a dengan
catatan akuntansi dalam bisni
Supplier : pihak yang menjual atau memaso ber daya berbentuk
bahan mentah kepada pi , baik perorangan
maupun perusahaa tuk kemudian diolah menjadi
barang atau jasa
Swakelola : pekerjaan yan

sendiri ole

an, dikerjakan, dan diawasi
swakelola dengan menggunakan
tenaga n/atau tenaga dari luar baik tenaga
ahli naga upah borongan.
Tender D a | beli yang melibatkan dua pihak yaitu pihak
gara dan penyedia atau vendor.
Transparansi : ukaan atas semua tindakan dan kebijakan
ng diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi
enciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah
dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi
yang akurat dan memadai.
Verifikasi : pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan
keuangan, dan sebagainya.

288  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



INDEKS

A

administrasi  iii, 1, 2, 4, 5, 8, 9,
19, 21, 24, 27, 39, 41, 44,
71, 73, 104, 106, 108, 115,
117, 119, 120, 125, 12
130, 132, 134,
165, 169, 184,
226, 237,
250, 251,

administratif

, 184, 188,
194, 195, 198,
220, 257

, 5, 17, 18, 19, 20, 21,

, 35, 37, 38, 58, 59, 60,
68, 69, 70, 74, 81, 88, 90,
98, 109, 110, 117, 120, 140,
141, 147, 186, 224, 226, 229,
230, 292, 293

aset iii, 2, 3, 4,5, 6,8, 9, 11,
24, 27, 30, 56, 69, 79, 99,
111, 146, 147, 148, 160, 161,
162, 165, 166, 167, 169, 203,

4, 226, 227, 228, 232, 233,
4, 237, 239, 242, 247, 248,
249, 250, 251, 258, 262, 263,
268, 281, 282, 283, 285
auditor independen 98, 102,
103, 123

badan layanan umum (BLU) 8

Badan Layanan Umum (BLU) 8

Bagan Akun 292

Barang/lasa vi, 37, 38, 40, 41,
42, 46, 47, 50

Budgeter 78, 80

D

dokumen laporan barang 19

E

estimasi 90, 101, 102, 120, 148,
149, 158, 163

F
force majeur 86, 92

289



H

hibah iv, 5, 39, 49, 52, 79, 131,
146, 147, 164, 165, 173, 175,
192, 193, 194, 195, 196, 201,
211, 212, 217, 226, 229, 230,
231, 242

honorarium 74, 75

informasi 3, 5, 32, 33, 34, 41,
57, 65, 91, 104, 115, 116,
120, 149, 150, 151, 155, 156,
159, 225, 238, 243, 255, 259,
264, 282

infrastruktur iii, 8, 15, 68, 82,
83, 87, 99, 102, 117, 118,
119, 120, 121, 123, 140, 232,
262, 282, 283, 284

inventarisasi iv, 6, 15, 16, 17,
18, 20, 21, 128, 130, 146,
147, 223, 224, 225, 226, 236,

282, 283

K
Kartu Inveptari

g 32, 33, 143

si 75, 78, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111, 112,
113, 115, 116, 283

kontribusi tetap 98

korupsi 40, 72

238, 239, 240, 241, 242, 90, 191
258, 279 utatis mutandis
investasi 98, 101, 102, 84, 89, 107, 117, 125, 190,
153, 167, 197, 1 , 191, 195, 196, 199, 206
N

L

laporan keuangan 4, 6, 224, 233,
245, 255, 256, 268

Laporan Keuangan 292, 293

laporan keuangan pemerintah
daerah 224, 245, 256

Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah 293

laporan mutasi barang 18, 21,
22

M

Menteri Dalam N i, 2,5,
13, 14, 15, 224, 24

mitra 70, 7 4, 75, 76,

68, 99, 100,

104, 105, 106,
110, 111, 112,
116, 117, 118,
123, 124, 125,
187, 188, 189,

35, 63, 66, 79,

nepotisme 38, 40, 72
nonbisnis 83, 84, 85

(o)

otonomi 7, 78, 79
outsourcing 49

P

Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) 176-302, 179
pelelangan terbatas 50
Pelelangan Terbatas 47
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 69

290  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



pengelolaan BMD iii, 1, 2, 3, 4,
5 6,7, 8 9, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18, 24, 27, 29, 30,
55, 57, 83, 104, 120, 127,
145, 146, 169, 184, 187, 203,
204, 207, 223, 224, 225, 226,
231, 247, 248, 249, 250, 251,
252, 253, 256, 258, 259, 260,

261, 262, 263, 264, 267, 268,
269, 281, 282

peraturan pemerintah 14

periodesitas sewa 83, 84, 85, 87,
88, 91

pinjam pakai 94

Pinjam Pakai vi, 2, 93, 94, 96

R

responsibilitas 8
Responsibilitas 11
review 30, 31, 255
RKBMD ix, 25, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 34, 35

S

SAP (Standar Akuntansi
Pemerintahan)

siklus 2, 5, 8, 9,

165, 169,

42,

, 53, 55, 56, 57,

y 64, 67, 68, 72, 80,
105, 106, 110, 116, 120,
136, 137, 141, 142, 143,
148, 170, 174, 188, 195, 198,
208, 223, 224, 229, 231, 243,
244, 250, 251, 253, 267, 268,
272, 294

solusi aset 23, 24

standarisasi 26

stock opname 20, 21, 22, 236

struktur organiasi efisien 11

Struktur organisasi efisien 12

struktur organisasi sehat 11

Struktur organisasi sehat 12

surat perintah penyaluran barang
(SPPB) 18, 20

Surat Perintah Penyaluran ang
(SpPB) 21

surat permintaan bar
18, 20, 22

swakelola 37,

Swakelola 4

49, 50

T

tenderf 37, 88, 71, 72, 73, 74,
75, , 78, 79, 98, 111,
121

Indeks 291






TENTANG PENULIS

NDA, S.E,. M.M., M.Ak., Ak.,
ekerjaan pada Direktorat Jenderal
n Keuangan Negara Departemen
n pada Februari 1983, Perwakilan BPKP
insi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi
a Barat, dan BPKP Pusat. Diperbantukan pada
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
i 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta berbagai
al, yaitu Kepala Bagian Administrasi dan Tata Usaha
epala Bagian Umum, Kepala Bagian Evaluasi Laporan dan
awasan serta terakhir sebagai pejabat eselon I[IA menjadi
Inspektur Wilayah lll. Pernah pula diperbantukan pada Yayasan Purna
Bakti sebagai Staf Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya
Adigunatama (pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak
2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada Badan
Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Sejak
Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen Tetap di IPDN dengan
spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit dan Akuntansi Pemerintah
Daerah. Sejak Oktober 2018 sampai September 2021 menjabat sebagai

293



Kepala Pusat Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
Sejak September 2021 sampai sekarang menjabat sebagai ketua SPI
(Satuan Pengawas Intern). Aktif sebagai pembicara dan narasumber
pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat nasional dan
daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah.
Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN
RB pada 2019. Sejak 2019 sampai 2021 menjadi Staf Ahli Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).
Sejak 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli di Pengadilan
Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana korupsi (Tipiko pun
di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

I

1 Strategi Mendapatkan Opini WTP karta 2013
Laporan Keuangan Pemda

Optimalisasi Pengelolaan Aset/,
Milik Daerah

Panduan Praktis Implemen

3 Penyelenggaraan SPIP
Daerah

PPM Jakarta 2013

PPM Jakarta 2013

Menyusun Stand
4  Procedures Le
Berbasis

PPM Jakarta 2014

5 DanagHib antuan Sosial PPM Jakarta 2014

kuntansi Berbasis Akrual [EJSS:L:] a]aa September
rpag@oman pada SAP Y 2014
Bandung
istem Akuntansi Akrual Pemerintah
7 Daerah Berpedoman SAP Berbasis PPM Jakarta 2015
Akrual
8 Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi Isc;rsgglr(g a]aa Juni
Aktual Pemerintah Daerah Y 2015
Bandung
Lambert
9 Factors Affecting Quality Of Local ?J;ﬁ;r‘?r]‘c Juli
Government's Financial Statements g 2015
Saabrucken
Germany

294 0PTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



e L

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

Dasar-Dasar Akuntansi Akrual
Pemerintah Daerah

Penguatan Pengawasan DPRD untuk
Pemerintahan Daerah yang Efektif

Optimalisasi Fungsi Penganggaran
DPRD dalam Penyusunan PERDA
APBD

Peningkatan Fungsi DPRD dalam
Penyusunan Perda yang Responsif

Peran Pengawasan DPRD Terhadap
LKP] dan LPP APBD/LKPD Audited
Serta TLHP BPK

Panduan Penerapan Reviu Lapor;
Keuangan Pemerintah Daerah

Panduan Penerapan Kebij
Akuntansi Akrual Perpe

Reviu Rencan
Pemerintah D

Pengelolaan
rah sebagai Upaya
ransparansi dan

od Governance Pengelolaan
euangan Daerah

Manual Aplikasi Sistem Informasi
Keuangan Daerah Berbasis Akrual
(e-KEUDA)

Forum Konsultasi Publik

PT Ghalia
Indonesia

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakary.
Bandung

emaja
Rosdakarya
Bandung

Penerbit Ghalia

Bogor

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

PT Remaja
Rosdakarya
Bandung

Maret
2016

Maret
2016

Mei

6

Januari
2017

Februari
2017

2017

Januari
2018

Mei
2019

September
2019

November
2019

Januari
2020

Tentang Penulis 295



O

PT Remaja Januari
22 Sistem Informasi Pelayanan Publik Rosdakarya
2020
Bandung
23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah RP;SE;ZI aJaa Februari
Daerah Berbasis Akrual Y 2020
Bandung
. PT Remaja
2% Teknis Penyusunan Komponen Rosdakarya

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung
Panduan Penyusunan Rencana

25 Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD)

Putra Agustus
Pu 2020

Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan R September
26 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah osdakarya pZOZO
(LPPD) ung
27 Panduan Teknik Aplikasi Siste Rpgsgglr:; a]aa Desember
Informasi Barang E-KEUDA Y 2020
Bandung
Mal Pelayanan Publ I PT Remaja Januari
28 peningkatan K 1 Layanan Rosdakarya 2021
Masyarakat Bandung

29 P

PT Remaja Februari
enygsun dar Pelayanan Publik = Rosdakarya 2021
Bandung
PT Remaja AsUstus
PIMD dan Restra SKPD Rosdakarya &
2021
Bandung

Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja
. November
31 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rosdakarya 2021
Kewenangan Desa Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja November
32 Pembangunan Desa serta Pengadaan Rosdakarya
2021
Barang dan Jasa Desa Bandung

296  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



DI

33

34

35

36

37

38

39

1

Kodifikasi Peraturan Desa: RPT Eelr(n aja November
Administrasi dan Aset Desa osdakarya 2021
Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: PT Remaja
November
Pengelolaan dan Pengawasan Rosdakarya
2021
Keuangan Desa Bandung
Kodifikasi Peraturan Desa: T e ber
Rosdakarya
Pengelolaan Dana Desa
Bandung
Faktor-Faktor yang Memengaruhi
Kualitas Laporan Keuangan ebruari
Pemerintah Daerah untuk 2022
Mendapatkan Opini WTP dari BPK
Strategi Manajemen Keuangan Daerah
Berbasis Risiko dalam Meningkatkan ndekia Februari
Akuntabilitas dan Transparansi Bandung 2022
Publik
Grand Design Pemban CV Bimedia .
Kependudukan Bandung Azl Aor:
PT Remaja

Inova_rsu Petayan a Organisasi Rosdakarya Juni 2022
Publik
i Bandung

> Jurnal Internasional yang Ditulis
e || | e —

Factors Affecting  Volume Jurnal The https://www.
Quality of Local 6 No 4  International iiste.
Government Tahun Institute org/Journals/
Financial 2015 of Science, index. php/
Statement To Technology 015 RIFA/ article/
Get Unqualified and Education view/19978
Opinion (WTP) of (IISTE)

Audit Board of
the Republic of
Indonesia (BPK)

Tentang Penulis 297



2 Regional
Performance
Allowances
Instrument
Improving
Performance
of Government
Employees

3 Integrated Career
Pattern Hope of
Bureaucration In
The Future

4 The Effect
of Sectoral
Economic On
Employment
Absorption and
Poverty Level
In The West
Nusatenggara
Province

5  Recruitment of
Prospective Civil
Servants Towards
World Class
Bureaucracy In
Indonesia

6 Idea Formats
for Selection
Regional Heads
in The Future
as a Democracy
setherment

Requitment in

Indonesi

h and
radication of
e Poor

8  Decentralization
of Fiscall
Asymmetric
for Community
Well Being:
Evidence From
Aceh Propince,
Indonesia

298

Volume International
7, Issue  Jounal of
4, April  Economics,
2019 Commerce
and 0JS
Management
(IJECM),
United
Kingdom
Volume International
8, Issue  Journal of )
05 May Scientific & Terindeks
2019 Technology Scopus
Research
(IJSTR)
Volume International
9, Issue  Journal of
01, Scientific &
Januari  Technology
2020 Research
(1JSTR)
Volume International
9, Issue  Journal of
01 May Scienti erindeks
2020 Te Scopus
Researc
Volu ational
10 L of
] cientic and
2 search
publication 015
olume Jurnal
12, Bina Praja
Nomor  Research and
1, Mei Development
2020 Agency Sinta 2
Minister of
Home Affairs
Republic of
Indonesia
Volume Journal of
12, Advanced
Issue Research in )
No 06, Dynamical Terindeks
2020 and Control Scopus
Systems

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

http://ijecm.
co.uk/
volume-vii-
issue-4/

http://www.
ijstr.org/paper-
references.

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IISTR-
1219-26368

http://www.
ijsrp. org/
research-
paper- 0620.
php?rp=
P10210 090
#citation

http://jurnal.
Kemendagri.
go.id/index.
php/ jbp/
article/
view/681

https://www.
jardcs. org/
abstract.
php?id =5933



10

11

12

13

16

Risk Volume
Management 27
Solution in Local No 3
Government Tahun
Financial 2020
Management

Regional Volume
Government 12 No
Management 3 tahun
Control in The 2020
Implementation

of Risk

Governance

Performance Volume
Model of 13
Auditors and Issue 3
Supervisors in tahun
the Inspectorates 2020
Government

Indonesia

Human Resource  Volume
Develo[{)ment 8No1l
in Loca tahun
Governments: 2021
Inscreased

Transparency

and Public

Accountability

The

Implementation

of Performance-
Based Budgeting
Through A
money Follow
Program in
Impressing
Budget
Corruptio;

Kepemi
da
p

'olume
21 No
ta 3 tahun
2021

ership in Volume
e Quality 6 tahun
ublic Service 2021
Improvement
The Volume
Suistainability of 6 No. 4
Papua and West  tahun
Papua Special 2022

Autonomy

Fund (SAF) in
Assymmentric
Decentralization

Ayer Journal

Scopus
1
Oceanide
Jounal
Scopus
Q3
Solid State
Technology
Scopus
Q4
Jurnal of
Asian Finance,
Economics
and Business Sedpus

Sinta 4
Jurnal Ilmiah
Universita_s
Batanghari  Ginta 4
Jurnal
Linguistic
and Culture Scopus
Review Q4
Journal of
Pasifive
School
Psychology Scopus
Q2

Tentang Penulis

http://
ayerjournal.
com/index.
php/ayer/
article/
view/116
http://
oceanidenetne.
net/indek.
php/o/article/
view/68

http://
sci
co
alse /
q=2720&

lean=0

WW.
koreascience.
or.kr/article/
JAKO2021005
69475376.
view?orgld=
kodisa

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1576

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1751

https://
lingcure.org/
index.php/
journal/article/
view/2027

http://www.
journalppw.
com/index.
php/jpsp/
article/
view/6971

299



Publikasi Prosiding yang Ditulis

The effect of asset management to increase the local government
financial reports (2015, Universiti Selangor Malaysia).

Fiscal reform (taxation) on local government and the new
administrative duties (2015, 1st APG/Asian Public government
forum on local finance management — OECD/the Organization
for Economic Co-operation and Development.

Publikasi Artikel Nasional

Strategi Pemda meraih opini WTP, Majalah Ti @
Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan

Daerah Dan
i dan Keuangan

Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada P
2  Tugas Administrasi Yang Baru, Jurnal Ek
Publik, IPDN. Juni 2015

edia online Amunisi News.
017

Mewujudkan Tujuan Des
3 http://amunisinews.c

Dari Buku hingga
4 News. http:// i

Konseptor A si Pemerintah Daerah, Media online Harnas
5  News. snews.com. Oktober 2017

tralisasi, Media online Amunisi
.com. Oktober 2017

lematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa,
ine, http://deteksionline.com, November 2017.

aerah Harus Cermat dalam Pengelolaan, Fakta Hukum.
://www.faktahukum.co.id/dadang-suwanda-aset-daerah-
arus-cermat-dalam-pengelolaan/ November 2017

Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, Media
8  online Harnas News. http://harnasnews.com. Desember 2017

Lampu Kuning Keuangan Pemerintah Daerah, Opini koran Tempo
9 8Februari 2021. https://koran.tempo.co/read/462159/lampu-
kuning-keuangan-pemerintahan-daerah

300  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Dr. YUDI RUSFIANA, S.IP., M.Si. lahir di Cianjur, 26
September 1975. Saat ini beliau menjabat sebagai
Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan
Mutu Internal Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN). Beliau meraih gelar sarjana Jurusan limu
Pemerintahan FISIP di Universitas Langlangbuana
Bandung pada 1997, gelar master di Universitas
Padjadjaran Bandung Bidang Kajian llmu Sosial/llmu
Administrasi pada 2004, dan meraih gelar doktor
Bidang Kajian llmu Sosial dan Illmu Politik di Universitas Padjag]

Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas Langlangb
2004), sekretaris Program Pascasarjana Magister [Imu erin

PPs Universitas Langlangbuana Bandung (2001-2014), mrov Kep.
Bangka Belitung sebagai Analis Masalah Sosial Pad ) erintahan
Setda Prov Bangka Belitung (2010-2011), PNS Keme Pertahanan
di Universitas Pertahanan Indonesia (UNHA ‘
pada Biro pendidikan UNHAN, pelaksana®Tugash Kapus Penjaminan
Mutu LP3M UNHAN, dosen Pada Prodi i Perang Semesta
Manajemen Pertahanan Universitas hanan Indonesia (2011-2014),
PNS Kementrian Dalam Negeri Pad Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) sebagai Tenaga Fungsio a IPDN Jatinangor Sumedang
(2014-Sekarang), wakil Dire ng Akademik dan Kemahasiswaan
Program Pascasarjana Uni glangbuana Bandung (2015-2017),
kepala Pusat Penelitian ndudukan pada Lembaga penelitian IPDN
(2016-2018), wakil g Keprajaan pada Fakultas Hukum Tata
Pemerintahan IPD 019), wakil dekan Bidang Administrasi pada
Fakultas Mangj erintahan IPDN (2019-2020), kepala Lembaga
Riset dan Kaj gis Pemerintahan IPDN (2020), kepala Lembaga

mu Pemerintahan Hubungan Internasional dan Administrasi
HAN, UNLA, UNJANI, UNIKOM dan beberapa kediklatan

TNI AD dan Polri (2015-2021).

Pengalaman Organisasi

1987-1988 Ketua OSIS SMP Negeri 1 Bojongpicung Cianjur

1991-1992 Ketua OSIS SMA Negeri 3 Cianjur

Tentang Penulis 301



Ketua Dewan Kerja Ranting Penegak dan Pandega

1992-1994 Kwartir Ranting Cianjur Kota
1995-1997 Ketua Umum Senat Mahasiswa FISIP Universitas
Langlangbuana
1995-1997 Ketua Umum Senat Mahasiswa Universitas Langlang-
buana
Presidium Forum Kerjasama Mahasiswa lImu er-
1995-1996 intahan Indonesia (FOKERMAPI)
1994-1995 Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indon MNI
Bandung
1999-2010 Asosiasi llmu Poltik Indonesia dung
2008-2010 Pengurgs Persatuan Sarj inistrasi Negara
(Persadi) Jawa Barat
Kepala Divisi Pe n Masalah Politik dan Otono-
2009-2011 mi Daerah Ma alllam (MASIKA) Jawa Barat
2012-2014 unitas Ilmu Pertahanan

2019-sekarang atan Sarjana Rakyat Indonesia Jawa Barat

ernah Diampu

ik Indonesia
emerintahan Daerah
Pemerintahan Desa
todologi llmu Pemerintahan
Kebijakan Publik

Analisa Kekuatan Politik
Metode Penelitian Sosial
Pemerintahan Kontemporer
10 Politik Pertahanan Negara

11. Manajemen Pertahanan

© LN VA

302  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



Pengalaman Penelitian/Kajian/Pelatihan dan
Kegiatan Lainnya

Penelitian/Kajian/Pelatihan dan Kegiatan

Tim Peneliti untuk Kondusifitas Keamanan
2007 di kawasan Perbatasan negara di Papua
(Kemenkopolkam)

Tim Leader untuk Kajian Fasilitasi kecamatan di

2007 Kabupaten Bandung

Tim Peneliti untuk penelitian kawasan per.
2007

dan pulau-pulau terluar (Kemenkopolh )
2008 Tim Peneliti untuk kajian Penegakkan zasi

Manusia (Kemenkopolhukam

Tim Survey terhadap Inde asyarakat
2007 - 2008 Kota Bandung kerjasam ngam bagian Organisasi
setda Kota Bandung

Tim Survey unt embangan kapasitas
2009 penyelenggar: (ADB-Kementrian Dalam
Negeri)

Tim L Kajian Pamekaran Desa dan

2010 I upaten Bandung

un Daftar Skala Prioritas Pembangunan

2011 is IT di Bapeda Kota Serang Banten

elegasi Indonesia Unhan-Kemhan untuk Bench
arking Asimetrik Warefare di NDU-Pentagon
Washinton DC USA

Peneliti pada kajian bela negara di Univeristas
Pertahanan

2012 Delegasi Indonesia untuk Jakarta Defence Dialogue

Peneliti Utama pada kajian Mesuji, Direktorat

2012 Intelkam Mabes Polri
Peneliti pada kegiatan penelitian bela negara di
2013 daerah konflik Poso, Papua, Universitas Pertahanan

Indonesia

Tentang Penulis 303



Penelitian/Kajian/Pelatihan dan Kegiatan

Delegasi Indonesia untuk Head Defence University,
2013 .
Brunei Darusallam

Tim Leader Pada Kajian Kondusifitas Pelayanan
Publik (ljin Usaha dan Imigrasi) di Kawasan

2014 Perbatasan (studi di Kawasan Perbatasan Negara
tepatnya di Sebatik Nunukan Kalimantan Utara),
Unhan-Kemhan RI

Tim Peneliti Pemantapan Wawasan Kebangsa ada

2015 Kedeputy-an VI Kemenkopolhukam R

Tim Peneliti Untuk Penanaman Revol
2017 - 2019 kalangan generasi muda dalam kera
kebangsaan dan bela negara, K

Karya ilmiah yang dipublikasikannya adal ami llmu Politik
(1999); Grand Design Desa (2006); Siste rintahan RI. Potret
Pasang Surut (2006); Pemikiran Palitik Indonesia (2007); Teknologi
Pemerintahan (2008); Kebijakan ik 62018); Memahami Birokrasi

(2019).

304  OPTIMALISASI PENGELOLAAN BMD UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT



RR.UMO0202
Rp. 60.000

NOUAS!
PELAYRII

PADA ORGANISASI PUBLIK

Dr. HADI PRABOWO, M.M.

Dr. DADANG SUWANDA. SE., M.M.,, M.Ak., Ak., CA.
Prof. Dr. WIRMAN SYAFRI, M.Si.

IROSDA!

Inovasi pelayanan sektor publik adalah salah satu jalan atau
terobosan untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi
pemerintahan. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang kaku

dan cenderung status quo harus mampu dicairkan melalui penularan
budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan
dinamis, seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke
lingkungan sektor publik.



KIRIM AJA
NASKAHNYA!

TUKER AJA!






